9

s
TIY
~Zo~

UNIVERSITAS INDONESIA

FUNGSI DAN PERAN INFORMED CONSENT PADA
PERJANJIAN MEDIS (PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK
OLEH DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM)

SKRIPSI

TIMOTIUS SENOPATI AGASTYA PRAKOSA

0806343310

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK

JULI 2012

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



9

=

=
AN
—Zo

UNIVERSITAS INDONESIA

FUNGSI DAN PERAN INFORMED CONSENT PADA
PERJANJIAN MEDIS (PENERAPANNYA DALAM PRAKTIK
OLEH DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana

SKRIPSI

TIMOTIUS SENOPATI AGASTYA PRAKOSA

0806343310

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA
SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT

DEPOK
JULI 2012

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Timotius Senopati Agastya Prakosa
NPM : 0806343310
Tanda Tangan : W
Tanggal : 16 Juli 2012
ii
UNIVERSITAS INDONESIA

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Timotius Senopati Agastya Prakosa
NPM : 0806343310

Program Studi : [Imu Hukum

Judul Skripsi : Fungsi dan Peran Informed Consent pada

Perjanjian Medis (Pencrapannya dalam Praktik
Dokter Spesialis Penyakit Dalam)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Indonesia

DEWAN PENGUIJI

Pembimbing : Wahyu Andrianto S.H., M.H. )

Penguji : Surini Ahlan Syarif, SH., MH. (7 _—)—

Y ———
4 ~ =
Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. (/———)
Penguji : Meliyana Yustikarini S.H.,, M. H  ( )
, —
Penguji : Wirdyaningsih S.H., M.H. ( / )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :13 Juli 2012

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus karena berkatnya yang
melimpah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya
sadar bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena bantuan dan bimbingan dari
berbagai pihak, mulai dari saat saya menjalani perkuliahan sampai penyusunan
skripsi ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Mama, atas dukungan dan do’anya sehingga Seno bisa sekolah dari TK
sampal kuliah tanpa kekurangan suatu apapun. Seno juga tetap semangat
mengerjakan skripsi karena keyakinan Mama bahwa Seno sanggup
mengerjakan dan selesai tepat waktu.

Papa, sudah mendidik dan menyertai seno waktu seno kecil, walaupun
tidak lama. Semoga Papa bisa melihat Seno lulus dan bangga karena
Mama berhasil mendidik seno dengan baik dari atas sana.

Mas Ganes, sudah menjadi kakak yang baik. Rela tinta printernya habis
dan Kartrij tintanya rusak untuk cetak skripsi saya.

Pak Wahyu, atas bimbingannya selama saya mengerjakan skripsi. Skripsi
saya diperiksa dengan detail dan tidak lelah menjawab pertanyaan-
pertanyaan saya seputar proses pengerjaan skripsi.

Pakde Manto, atas kesediaanya mejadi narasumber dan menyediakan data
dan buku untuk skripsi yang saya tulis. Terima kasih Pakde, Bude untuk
laptopnya barunya sehingga penulisan skripsi saya tidak tertunda.

Bude Ci, karena laptop baru dari Bude dan Pakde penulisan skripsi saya
tidak tertunda.

Ambon, yang sudah membantu saya dengan memberikan contoh-contoh
skripsi, cara penulisan skripsi yang baik, dan tidak keberatan diganggu
waktu saya menulis skripsi di kosnya.

Philia, yang sudah mau menemani saya mengerjakan skripsi, bahkan
sering menemani saya sampai tengah malam mengerjakan skripsi,
membantu saya menterjemahkan abstrak ke bahasa inggris dan menulis
teori tentang perlindungan dokter untuk skripsi ini. Terima kasih banyak.
Member siawak, Simon, Moses, Ronal dan Opung yang sering mengajak
jalan-jalan, makan, nonton bioskop dan kegiatan lainnya yang membuat
lelahnya mengerjakan skripsi menjadi hilang.

10) Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan

skripsi ini.

iv
UNIVERSITAS INDONESIA
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu saya.
Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 26 Juni 2012

Timotius Senopati Agastya Prakosa

\"

UNIVERSITAS INDONESIA
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di

bawah ini:
Nama : Timotius Senopati Agastya Prakosa
NPM : 0806343310

Program Studi : [lmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya  : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Fungsi dan Peran Informed Consent pada Perjanjian Medis (Penerapannya dalam

Praktik oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan,
mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama

saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Tanggal: 16 Juli 2012

Yang menyatakan,

iy

Timotius Senopati Agastya Prakosa

vi
UNIVERSITAS INDONESIA
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



ABSTRAK

Nama : Timotius Senopati Agastya Prakosa
Program Studi : lImu Hukum

Judul : Fungsi dan Peran Informed Consent pada Perjanjian Medis
(Penerapannya dalam Praktik oleh Dokter Spesialis Penyakit
Dalam)

Skripsi ini membahas mengenai peran informed consent pada perjanjian medis
dalam Hukum Perjanjian. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai definisi
informed consent, perjanjian medis dan keberlakuannya sesuai dengan Hukum
perjanjian yang berlaku di Indonesia. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah agar
setiap orang dapat paham bahwa saat pasien datang ke dokter untuk berobat,
pasien tersebut telah melakukan perjanjian medis dengan dokter. Penelitian ini
adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini
menyarankan agar penyampaian informasi keadaan kesehatan pasien disampaikan
dokter dengan jelas dan komunikasi pihak pasien dan dokter harus terjalin baik.
pihak pasien harus sadar bahwa perjanjian medis adalah perjanjian melakukan
usaha bukan perjanjian hasil.

Kata Kunci:

Perjanjian Medis, Medical Informed Consent, Hukum Perjanjian
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ABSTRACT

Name : Timotius Senopati Agastya Prakosa
Courses : Law
Judul : The Function and Role of Informed Consent of Medical

Agreement (It’s Application in Practice by Internist)

This thesis is to take up the role of informed consent of medical contract in law of
agreement. As the matter subjects are both definitions of informed consent as well
medical contract and the enforceability corresponding to Law of Agreement in
Indonesia. The purpose of this paper is that everyone can understand that when
patients come to doctor for treatment, the patient has made a medical agreement
with a doctor. Also, writer did research on the application of informed consent of
medical contract in internist practice. During the research, method used is
qualitative with explanatory design. As the outcome is advice on delivering vivid
information from doctor to patient and good communication between both parties.
Patient must realize that medical contract is NOT a result contract, but an attempt
contract.

Keyword:

Medical Agreement, Medical Informed Consent, Law Of Agreement
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara pengobat dan pasien sudah dikenal sejak dahulu seiring
dengan perkembangan ilmu pengobatan itu sendiri, hubungan tersebut adalah
hubungan kepercayaan, kepercayaan bahwa pengobat mampu mengobati pasien.
Di zaman modern ini hubungan tersebut disebut perjanjian medis. Timbulnya
hubungan tersebut adalah karena adanya kebutuhan dari pasien untuk mencari
solusi dari masalah kesehatannya. Dokter atau rumah sakit adalah pihak yang
dapat memberi solusi dari masalah kesehatan pasien tersebut. Akibat dari
hubungan tersebut adalah pasien berada dalam posisi yang lemah karena
menginginkan penyakitnya disembuhkan oleh dokter dan dokter atau rumah sakit
berada di posisi yang kuat karena dianggap selalu dapat menyembuhkan penyakit
pasien itu. Namun pada kenyataannya tidaklah benar jika dokter dipandang oleh
pasien selalu dapat menyembuhkan penyakitnya. Dokter bekerja melalui proses
sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) dan ilmu pengetahuan yang
dia miliki untuk membantu proses penyembuhan pasien tersebut sedangkan pasien
memandang bahwa dengan datang ke dokter ia dapat sembuh atau dengan kata
lain pasien hanya peduli dengan hasilnya. Namun seiring dengan berkembangnya
pola pikir masyarakat, sudut pandang tersebut bergeser dimana dokter bukan lagi
berada di posisi yang superior namun sejajar dengan pasiennya, pasien dapat
menentukan sendiri haknya dan metode apa yang akan digunakan untuk

pengobatan penyakitnya.

Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa tindakan medis adalah
hanya berfokus pada tindakan penyembuhan atau terapeutik. Namun, tindakan
medis sendiri cakupannya lebih luas dari hanya sekedar tindakan penyembuhan.
Tindakan medis sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun
2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ada 4 macam ruang lingkupnya,

yaitu: preventif, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif.
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Profesi dokter merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab berat
karena dari profesi ini digantungkan banyak harapan hidup, kesehatan dan hidup
matinya seseorang maupun keluarganya. Namun dokter hanyalah manusia biasa
yang menjalankan profesinya dengan pengetahuan dan kemampuannya yang tidak
tak terbatas. Tiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter untuk
menyembuhkan dan memperbaiki kondisi kesehatan pasiennya bukan tanpa

resiko, keadaan ini disebut resiko medik.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada awalnya hubungan
hukum antara dokter dan pasiennya itu bersifat vertikal, dimana dokter dianggap
pihak yang superior sehingga pasien hanya menurut saja apa yang dikatakan
dokter. Namun, seiring dengan perkembangan jaman, meningkatnya pendidikan
dan pengetahuan masyarakat soal hukum dan hak-haknya terhadap kesehatan,
ditambah lagi adanya kasus dokter Setyaningrum pada tahun 1979 membuat
bentuk hubungan hukum tersebut bergeser ke arah yang sejajar antara dokter dan
pasien, tidak ada lagi pihak yang superior. Hubungan hukum ini disebut hubungan
hukum horisontal kontraktual, yaitu hubungan hukum antara 2 (dua) subyek
hukum (pasien dan dokter) yang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan
kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum ini tidak
menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau kematian), karena obyek dari hubungan
hukum itu berupa upaya dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan

pengalamannya (menangani penyakit) untuk menyembuhkan pasien.*

Di Indonesia pola perubahan hubungan antara dokter dan pasien dari
paternalistik menjadi partnership diawali oleh adanya kasus dokter Setyaningrum
yang terjadi pada awal tahun 1979. Dokter Setyaningrum adalah dokter di
Puskesmas Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Uraian kasus

tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

' Endang Kusuma Astuti, Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien dalam Upaya
Pelayanan Medis. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/292/304. Diunduh
pada tanggal 28 Mei 2012 pukul 22.21

2 http://verdiferdiansyah.wordpress.com/2011/04/12/kasus-dokter-setyaningrum/ diunduh
pada tanggal 29 Mei 2012 pukul 21.30.
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Pada awal 1979, dokter Setyaningrum menerima pasien, Nyonya Rusmini
(28 tahun). Nyonya Rusmini merupakan istri dari Kapten Kartono (seorang
anggota Tentara Nasional Indonesia). Nyonya Rusmini menderita pharyngitis
(sakit radang tenggorokan). “Orang dahulu” jika belum disuntik maka ia belum
merasa sembuh. Jadi, pada zaman dahulu banyak orang yang dalam sakit apapun,

meminta untuk disuntik baik dalam sakit ringan maupun berat.

Pada saat itu, dokter Setyaningrum langsung menyuntik/menginjeksi
pasiennya (Nyonya Rusmini) dengan Streptomycin. Streptomycin adalah obat
yang termasuk kelompok aminoglycoside. Streptomycin ini bekerja dengan cara
mematikan bakteri sensitif, dengan menghentikan pemroduksian protein esensial
yang dibutuhkan bakteri untuk bertahan hidup. Streptomycin ini berguna untuk
mengobati tuberculosis (TB) dan infeksi yang disebabkan oleh bakteri tertentu.
Ternyata, beberapa menit kemudian, Rusmini mual dan kemudian muntah. Dokter
Setyaningrum sadar bahwa pasiennya itu alergi dengan penisilin. Oleh karena itu,
la segera menginjeksi Nyonya Rusmini dengan cortisone. Cortisone merupakan
obat antialergi. Tapi, hal itu tak membuat perubahan. Tindakan itu malah
memperburuk kondisi Nyonya Rusmini. Dalam keadaan yang gawat, dokter
Setyaningrum meminumkan kopi kepada Nyonya Rusmini. Tapi, tetap juga tidak
ada perubahan positif. Karena itu, sang dokter kembali memberi suntikan
delladryl (juga obat antialergi).

Nyonya Rusmini semakin lemas, dan tekanan darahnya semakin rendah.
Dalam keadaan gawat itu, dokter Setyaningrum segera mengirim pasiennya ke
RSU R.A.A. Soewondo, Pati, sekitar 5 km dari desa itu untuk mendapat
perawatan. Pada saat itu, kendaraan untuk mengantarkan ke rumah sakit, belum
semudah yang dibayangkan sekarang. Untuk mencari kendaraan saja memerlukan
waktu beberapa menit. Setelah lima belas menit sampai di RSU Pati, pasien tidak
tertolong lagi. Nyonya Rusmini meninggal dunia. Kapten Kartono kemudian

melaporkan kejadian itu kepada polisi.

Pengadilan Negeri Pati di dalam Putusan P.N. Pati No.
8/1980/Pid.B./Pn.Pt tanggal 2 September 1981 memutuskan bahwa dokter
Setyaningrum bersalah berdasarkan pasal 359 KUHP. Dokter Setyaningrum
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bersalah karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Hakim
menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 3 bulan dengan masa percobaan

10 bulan. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hakim menimbang bahwa sebagai dokter umum sebelum menyuntik
Streptomycin kepada Rusmini seharusnya dokter Setyaningrum dapat menduga
ada kemungkinan pasiennya tidak tahan obat itu (alergi). Sebab menurut teori
ilmu kedokteran ketidaktahanan obat (alergi) seseorang bisa timbul karena
bawaan/alami ataupun pengaruh obat yang diterimanya sehingga diperlukan
ketelitian dan kewaspadaan terhadap pasiennya. Pendapat tersebut sesuai dengan
pendapat para saksi ahli Dr. Imam Parsudi, Dr. Moch. Prihadi, Dr. Goesmoro

Suparno dan Dr. Lukas Susiloputro.

Dokter Setyaningrum dianggap kurang hati-hati karena sebelum
melakukan penyuntikan, tidak meneliti dan menanyakan riwayat, sakitnya si
pasien yang berhubungan dengan alergi (annamensis). Dokter Setyaningrum
hanya percaya saja terhadap perkataan Nyonya Rusmini yang berpendidikan
rendah dan awam dengan obat-obatan, tanpa meneliti kapan, dimana, siapa yang
dahulu sudah pernah menyuntiknya, apa jenis sakitnya dulu sama dengan yang
diderita sekarang dan bagaimana reaksi pengobatannya. Nyonya Rusmini juga
sebelum dilakukan penyuntikan tidak diperiksa tekanan darahnya dan dilakukan
test kulit apakah pileknya merupakan manifestasi dari keadaan alergi dan juga
untuk mengungkapkan jenis alergi dan penyebabnya.

Kekurang hati-hatian Dokter = Setyaningrum juga tampak dari
keterlambatannya memberikan suntikan adrenalin (suntikan ke 4) yang menurut
pengakuan terdakwa ke 4 suntikan tersebut dilakukan dalam waktu 3 menit.
Keterangan tersebut kurang dapat diterima karena diantara suntikan-suntikan itu
diselingi pengurusan muntahan, pembuatan dan pemberian wedang kopinya, si
pasien sudah tidak mampu minum sendiri, yang tidak mungkin juga diminumkan
bila masih panas. Ditambah lagi alat suntiknya bukan terbuat dari plastik sekali
pakai, jadi untuk menjaga tetap steril perlu pencucian setiap kali ganti obat

sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama.
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Dokter Setyaningrum mengaku bahwa kemungkinan kematian Nyonya
Rusmini karena tidak tahan obat streptomycin yang diterimanya (alergi), bukan
karena hal lain. Kemungkinan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi ahli Dr. Imam

Parsudi, Dr. Moch. Prihadi, Dr. Goesmoro Suparno dan Dr. Lukas Susiloputro.

Atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/Pid.B./Pn.Pt,
Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan No. 203/1981/Pid/P.T. tanggal 19
Mei 1982 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut. Selanjutnya
berdasarkan kasasi yang diajukan oleh kuasa Dokter Setyaningrum, Mahkamah
Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.
203/1981/Pid/P.T. dan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/Pid.B./Pn.Pt

Alasan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan yang
menyatakan bahwa Dokter Setyaningrum bersalah adalah karena tindakan Dokter
Setyaningrum menanyakan kepada pasiennya apakah sudah pernah mendapat
suntikan streptomycin dan kemudian berturut-turut memberikan suntikan cortizon,
delladryl dan adrenalin setelah melihat ada tanda-tanda penderita mengalami
alergi terhadap streptomycin adalah upaya yang sewajarnya dapat diusahakan dari
seorang dokter umum. Pertimbangannya adalah pengalaman praktek Dokter
Setyaningrum yang hanya 4 tahun dan bertugas di puskesmas dengan sarana

terbatas.

Dengan pengalaman bekerja selama 4 tahun di puskesmas yang serba
terbatas sarananya, tidak bisa diharapkan Dokter Setyaningrum melakukan hal-hal
seperti dokter spesialis. Misalnya melakukan penyuntikan adrenalin langsung ke
jantung atau pemberian cairan infus, pemberian zat asam dan tindakan lain yang

memerlukan sarana yang lebih lengkap.

Sebagai sebuah profesi, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya
memiliki sebuah kode etik profesi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan serta
dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi kedokterannya. Pelanggaran
terhadap kode etik khusus bagi dokter anggota IDI (Ikatan Dokter Indonesia) akan
ditangani oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan akan ditangani
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Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etik Pelayanan Medis (MP2EPM) bagi
dokter yang bukan anggota IDI.

Kode Etik Profesi Dokter menurut penulis adalah sebuah Kode Etik
Profesi yang paling penting peranannya dibanding Kode Etik Profesi lainnya.
Dokter yang dipercaya untuk menyembuhkan kesehatan pasien karena beberapa
faktor dapat saja membuat keadaan kesehatan pasien tersebut memburuk atau
malah menghilangkan nyawa pasien tersebut. Profesi dokter merupakan profesi
yang berhubungan langsung dengan nyawa seseorang membuat kode etik profesi
dokter sangat penting kedudukannya, terutama untuk menghindari malpraktek

kedokteran yang dapat membahayakan nyawa pasien.

Sebelum membahas lebih lanjut akan dijelaskan makna dari terminologi

malpraktek atau medical malpractice sebagai berikut:

Malpraktek dalam bahasa Inggris sendiri berarti “Malpractice” Yyang
dapat diartikan “wrongdoing” atau “neglect of duty” (dari The Advance Learner’s
Dictionary of Current English by Hornby Cs. 2nd edition, Oxford University

Press, London)?

Dalam Coulghin’s Dictionary of Law terdapat perumusan malpractice

yang dikaitkan dengan kesalahan profesi sebagai berikut:

“Malpractice is Professional misconduct on the part of a professional
person, such as a physician, dentist, veterinarian. Malpractice may be the
result of ignorance, neglect, or lack of skills of fidelity in the performance
of professional duties; intentional wrongdoing; or illegal or unethical
practice.”

Malpraktek adalah kesalahan profesi yang dilakukan oleh seorang profesional
seperti dokter, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktek bisa diakibatkan oleh
kelalaian atau kurangya keterampilan dalam pelaksanaan tugas profesional;

kesalahan yang disengaja atau praktik ilegal atau tidak etis.

® Fred Amlen, Kapita Selekta Hukum Kesehatan, (Grafikatama Jaya: Jakarta, 1991), hal
83.

*1bid., hal. 83.
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Dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan Malpraktek sebagai:

“any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in
professional orjudiary duties, evil practice, or illegal or immoral
conduct...in medical malpractice litigation, negligence is the predominant
theory of liability.

Malpraktek sebagai setiap kesalahan profesional, kurangnya keterampilan dan
kelalaian yang dengan alasan yang tidak masuk akal, atau tindakan ilegal atau
tidak bermoral ... dalam litigasi malpraktek medis, kelalaian adalah sebab utama
timbulnya kewajiban.

Bila kita sekarang menganalisis rumusan malpraktek di atas maka Couglin
merumuskan 3 unsur, pertama “infentional wrongdoing” yang mengandung unsur
kesengajaan (opzet). Yang kedua adalah unsur “lllegal Practice” yang berarti
tindakan yang tidak sah atau tindakan yang menyimpang atau bertentangan
dengan hukum. Ketiga adalah unsur “unethical practice” yang berarti tindakan
yang tidak etis.

Dalam  perumusan Couglin, antara lain  ditonjolkan  unsur
kesengajaan/dolus dan dalam perumusan Black ditonjolkan unsur kelalaian
(culpa) sehingga dapat kita bedakan malpraktek sebagai dolus delict (contoh
Abortus Provocation Criminalis) dan malpraktek sebagai culpoos delict (contoh
mati karena kelalaian). Dengan demikian ada malpraktek dolus dan malpraktek
culpoos.® Definisi Malpraktek lainnya sesuai dalam kasus Valentin v. Society se
Bienfaisance de Los Angeles, California, 1956 “Malpraktck adalah kelalaian dari
seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat keterampilan dan
pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan
terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat

orang sakit atau terluka di wilayah yang sama™’

Untuk menghindari terjadinya malpraktek baik malpraktek dolus dan

malpraktek culpoos yang diakibatkan wanprestasi atau perbuatan melawan

> Ibid.
®Ibid., hal. 85.

" 1bid.
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hukumnya dokter. Maka perlu adanya kesepakatan antara dokter dengan
pasiennya (informed consent) sebelum melakukan tindakan medik. Pengaturan
tentang informed consent ini di antaranya terdapat pada Pasal 39, 45 dari UU No
29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang menyatakan bahwa, praktek
kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter dengan
pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit,
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Segala
tindakan medik yang akan dilakukan dokter harus mendapat persetujuan pasien.
Pengaturan tentang persetujuan tindak kedokteran secara lebih khusus diatur
dalam  Peraturan =~ Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.
290/MENKES/PER/111/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Dengan adanya Informed Consent pasien dapat dilindungi dari
kesewenang-wenangan dokter. Malpraktek merupakan akibat dari wanprestasi
atau perbuatan melawan hukum, alasannya adalah karena malpraktek terjadi bisa
karena dokter itu tidak melakukan tindakan sesuai apa yang telah diperjanjikan
dengan pasien atau dokter tersebut melakukan tindakan yang dilarang oleh
hukum. Informed Consent dapat memberi pasien informasi tentang apa saja
tindakan medis yang akan dilakukan dalam penyembuhan penyakitnya sekaligus
memberi perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya malpraktek medis.

Alasan penulis membahas permasalahan mengenai Medical informed
consent adalah karena penulis ingin mengetahui bagaimana peran medical
informed consent memberikan manfaat kesehatan bagi pasiennya dan kepastian
hukum bagi dokter maupun pasien. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana
dokter menjelaskan mengenai penyakit pasien dan tindakannya terhadap
bermacam-macam pasien dari latar belakang yang berbeda-beda.

Penulis memilih dokter spesialis penyakit dalam sebagai narasumber
karena cakupan penyakit yang ditangani dokter penyakit dalam cukup luas.
Cakupan penyakit yang ditangani dokter spesialis penyakit dalam antara lain
adalah: gangguan jantung dan pembuluh darah, gangguan sistem pencernaan,
gangguan karena penyakit menular, studi tentang perawatan kanker, gangguan
fungsi ginjal, gangguan fungsi paru-paru dan terapi penyakit rematik. Penulis

berharap dengan luasnya cakupan penyakit yang ditangani dokter spesialis
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penyakit dalam, dapat diperoleh data mengenai penanganan pasien dari berbagai

latar belakang penyakit, usia, pekerjaan, lingkungan hidup dan bagaimana

penerapan informed consent pada tiap-tiap kasus.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis ingin

mengangkat beberapa pokok permasalahan untuk dibahas sebagai berikut:

1.

Bagaimana hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian
medis ditinjau dari hukum perjanjian? (penerapan perjanjian medis dalam
praktik dokter spesialis penyakit dalam Gastroentero-Hepatologi)

Bagaimana peranan Informed Consent dalam perjanjian medis ditinjau dari
aspek hukum perjanjian? (penerapam perjanjian medis dalam praktik dokter

spesialis penyakit dalam Gastroentero-Hepatologi)

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah

dirumuskan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1N

Mengkaji untuk mendapatkan kejelasan tentang hubungan hukum antara
dokter dan pasien dalam perjanjian medis. (studi kasus perjanjian medis
dalam praktik dokter spesialis penyakit dalam Gastroentero-Hepatologi)
Mengkaji untuk mendapatkan kejelasan tentang peranan informed consent
baik terhadap dokter maupun pasien dalam perjanjian medis. (studi kasus
perjanjian medis dalam praktik dokter spesialis penyakit dalam
Gastroentero-Hepatologi)

1.4. Definisi Operasional

Kerangka konsepsional diberikan dengan tujuan memberi batasan

mengenai apa yang akan diteliti di dalam skripsi ini. Kerangka konsepsional

hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan penulis untuk
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maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat penulis

berikan:

1.

Dokter (baik dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter spesialis): adalah
lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik dalam maupun luar
negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.®

Tindakan Medis atau tindakan kedokteran: adalah tindakan berupa
preventif, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif yang dilakukan dokter atau
dokter gigi terhadap pasien.’

Transaksi Terapeutik: Transaksi berarti perjanjian atau persetujuan yaitu
hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam satu hal.
Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam bidang
pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan di
bidang pengobatan saja tetapi lebih luas mencakup bidang diagnostik,
preventif, rehabilitatif maupun terapeutik.'

Informed Consent: Informed berarti telah diberitahukan, telah disampaikan
atau telah diinformasikan. Consent berarti persetujuan yang diberikan
kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian informed
consent persetujuan yang diberikan kepada dokter setelah diberi
penjelasan.** Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
dinyatakan Informed consent atau Persetujuan tindakan kedokteran adalah

persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah

® Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

290/MENKES/PER/I11/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

% Ibid., Pasal 1 angka 3.

1O\, Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, (Penerbit

Buku Kedokteran EGC: Jakarta, 1999), hal. 39.

Y1pid., hal. 68.
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mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.*?

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menghimpun data yang diperoleh untuk
menyelesaikan tulisan ini adalah melalui studi pustaka dan wawancara
narasumber dengan tipologi eksplanatoris yaitu penelitian yang bersifat
menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala dan bentuk
penelitiannya bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi
permasalahan. Adapun hasil datanya merupakan data sekunder. Dalam penelitian

kepustakaannya penulis melakukan analisis terhadap beberapa data antara lain:

A. Bahan Hukum Primer terdiri dari, antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290 Tahun
2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
6. Kode Etik Kedokteran Indonesia
B. Bahan Hukum Sekunder diantaranya, terdiri dari:
1. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
(Jakarta: PT Paramita, 1974)
2. Achmad Ichsan, Hukum Perdata 1B, (Jakarta: PT Pembimbing
Masa, 1969)
3. R.Setiawan, SH., Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung: PT
Putra Abardin, 1978)
4. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung,
1988)

12 pasal 1 angkal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES
/PER/111/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
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5. Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kesehatan, (Jakarta:
Grafikatama Jaya, 1991)
6. J. Guwandi, Hukum Medik (Medical Law), (Balai Penerbit FK Ul;
Jakarta, 2004)
C. Sumber Hukum Tersier, terdiri dari:
Kamus Umum Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia dan sumber lainnya.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen atau
bahan pustaka dan wawancara narasumber dr. F. Soemanto Padmomartono SpPD-
KGEH., MSc. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode
kualitatif karena penulis memerlukan obyek penelitian yang utuh untuk penerapan
informed consent terhadap berbagai pasien dengan keluhan yang relatif sama dan
ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam Gastroenterologi Hepatologi.
Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang
bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.™

Penulis memilih narasumber dr. F. Soemanto Padmomartono SpPD-
KGEH., MSc. Adalah karena penulis sudah mengenal narasumber sebelumnya.
Dr. Soemanto dianggap sebagai narasumber yang tepat karena pengalamannya

yang banyak di bidang kedokteran.

1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis
A. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah agar bermanfaat bagi
pengembangan pengetahuan dan keilmuan tertentu. Berdasarkan hal
tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan terhadap
studi hukum tentang kesehatan di Indonesia khususnya terkait dengan
perjanjian medis dan informed consent dalam dunia kesehatan. Hal ini

melalui pemahaman yang cukup jelas mengenai bagaimana pengaturan

13 Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, hal. 67.
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hukum mengatur tentang perjanjian medis terutama pengaturan dalam

hukum perjanjian.
B. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis ditujukan sebagai pemberian manfaat atau sumbangsih
yang akan diperoleh dari penelitian ini bagi masyarakat ataupun komunitas
publik secara keseluruhan atau stakeholder tertentu secara khusus. Skripsi
ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan
pengetahuan terhadap perjanjian medis, hak dan kewajiban pasien maupun
dokter dan penyelesaian-penyelesaian sengketa yang terjadi dalam

perjanjian medis.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dilaksanakan dengan

membagi skripsi ke dalam 5 bab pembahasan, yakni:
Bab. | Pendahuluan.

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang penulisan, pokok permasalahan,
tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan,

kegunaan teoritis dan praktis, serta sistematika pembahasan.
Bab. Il Tinjauan Umum Hukum Perjanjian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hukum perjanjian yang berlaku di
Indonesia yang dianggap berkaitan dengan pokok pembahasan pada karya tulis
ini.

Bab. 11l Aspek Hukum dan Peranan Medical Informed Consent dalam Hukum

Kesehatan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pokok permasalahan pertama yaitu
bagaimana hubungan antara dokter dan pasien dalam perjanjian medis di dalam
ruang lingkup hukum perjanjian. Pembahasan dalam bab ini mencakup hukum

UNIVERSITAS INDONESIA
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



14

kesehatan, profesi kedokteran, persetujuan tindakan medis, informed consent, hak
dan kewajiban dokter dan pasien dalam perjanjian medis, perlindungan profesi

dokter dari persetujuan tindakan medis.

Bab. IV Analisis Yuridis Penerapan Medical Informed Consent dalam Praktek
Kedokteran (Studi kasus penerapan informed consent dokter spesialis penyakit

dalam gastroentero-hepatologi)

Dalam bab IV ini akan dibahas tentang pokok permasalahan kedua yaitu peranan
medical informed consent dalam praktek kedokteran maupun hukum perjanjian.
Pembahasannya mencakup fungsi informed consent, maupun akibat hukum dari
dijalankannya maupun tidak dijalankannya informed consent dalam perjanjian
medis. Pembahasan akan sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber,
dokter spesialis penyakit dalam Gastroentero-Hepatologi. Pembahasan masalah

berfokus pada penerapan medical informed consent pada pasien narasumber.
Bab. V Penutup

Pada Bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam karya
tulis ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat
khususnya pihak yang sedang berhadapan dengan permsalahan perjanjian medis.
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BAB 2

HUKUM PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PERJANJIAN MEDIS

2.1. Pengertian Perikatan
2.1.1. Istilah perikatan

Istilah perikatan berasal dari Bahasa Belanda yaitu verbintenis dan
overeenkomst. Mengenai istilah perikatan, berbagai kepustakaan Hukum
Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menerjemahkan Verbintenis
dan Overeenkomst, yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang ditulis olenh Subekti dan
Tjitrosudibio, menggunakan istilah Perikatan untuk Verbintenis dan
Persetujuan untuk Overeenkomst;*

2. Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai
istilah Perutangan untuk Verbintenis dan Perjanjian untuk Overeenkomst;™

3. Achmad Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata IB menerjemahkan

Verbintenis dengan Perjanjian dan Overeenkomst dengan Persetujuan.®

Uraian di atas menunjukkan bahwa untuk Verbintenis dikenal tiga istilah
Indonesia yaitu: Perikatan, Perutangan dan Perjanjian. Sedangkan untuk
Overeenkomst dipakai dua istilah yaitu Perjanjian dan Persetujuan.

Dalam menggunakan sesuatu istilah harus diketahui untuk apa dan
bagaimana isi atau makna dari istilah tersebut. Jadi kalau kita berhadapan dengan
istilah Verbintenis dan Overeenkomst, kita harus berusaha menjawab pengertian
apakah yang tersimpul dalam istilah tersebut. Untuk itu perlu kiranya kita

menelaah dengan seksama makna daripada Verbintenis dan Overeenkomst.

YSubekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT
Paramita, 1974,) hal. 291 dan 304.

BUtrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Iktiar
1959, cetakan V) hal. 320 dan 621.

'*Achmad Ichsan, Hukum Perdata IB, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1969) hal. 7 dan
14,
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Verbintenis, berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat. Jadi
kata verbintenis menunjuk pada adanya suatu “ikatan” atau “hubungan”.
Overeenkomst berasal dari kata kerja Overeenkomen yang artinya “setuju” atau
“sepakat”. Jadi Overeenkomst mengandung kata sepakat sesuai dengan azas
konsensualisme yang dianut oleh Burgerlijk Wetboek (BW). Oleh karena itu,
istilah terjemahannya harus dapat mencerminkan azas kata sepakat tersebut. Dari

dua istilah tersebut yang tepat dipakai istilah Perikatan dan Persetujuan.’’

Dengan demikian yang dimaksud dengan istilah perikatan dalam tulisan
ini adalah merupakan terjemahan dari kata verbintenis. Begitu pula kata

persetujuan dalam tulisan ini merupakan arti kata dari overeenkomst.

2.1.2. Pengertian perikatan

Walaupun Buku IIT KUH Perdata mempergunakan judul “Tentang
Perikatan”, namun tidak ada satu pasalpun yang menguraikan apa sebenarnya
yang dimaksud dengan perikatan. Baik Code Civil Perancis maupun Burgerlijk
Wetboek (BW) Belanda yang merupakan concordantie Burgerlijk Wetboek (BW)

kita tidak pula menjelaskan tentang hal tersebut.

Menurut sejarahnya, istilah verbintenis berasal dari Bahasa Perancis
obligation yang terdapat dalam code civil Perancis, yang merupakan terjemahan
dari kata obligatio yang terdapat dalam kamus Romawi Corpus luris Civilis yang

penjelasannya terdapat dalam Institutiones Justianus.™

Definisi dari kata obligatio tersebut mengandung beberapa kekurangan,
diantaranya tidak menyebutkan hak dari kreditur atas sesuatu prestasi. Definisi

tersebut hanya menonjolkan kewajiban debitur untuk melakukan prestasi.

Dalam perkembangannya pengertian perikatan telah mengalami perubahan

dan dapat dilihat dari definisi yang diberikan oleh Hoffman. Menurut Hofmann:

YR, Setiawan, SH., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1987) hal. 1
dan 2.

8 1bid., hal. 2.
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“Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-
subyek hukum, sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang
daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk
bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak
atas sikap yang demikian itu”.*

Kemudian Pitlo menyatakan, bahwa perikatan adalah suatu hubungan
hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih. Perikatan

tersebut atas dasar pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban.
20

Sedangkan Subekti menyatakan, bahwa suatu perikatan adalah suatu
perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Perikatan yang berdasarkan
mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang

lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.?*

Dari ketiga pengertian tersebut terlihat bahwa pada intinya perikatan
adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak. Perikatan dimana satu
pihak berhak atas prestasi yang selanjutnya disebut kreditur dan pihak lain

berkewajiban untuk memenuhi prestasi, yang selanjutnya disebut debitur.

Dalam hubungannya dengan perjanjian, perjanjian adalah sumber dari
perikatan, perjanjian menerbitkan perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan
persetujuan karena dua pihak yang bersangkutan setuju untuk melakukan sesuatu.
Jadi dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan)
mempunyai arti yang sama. Istilah kontrak memiliki arti yang lebih sempit,

karena kontrak merujuk pada perjanjian yang tertulis. %2

Dari definisi-definisi tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa dalam satu
perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan
dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung dari jenis

persetujuannya. Contoh dari penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

¥ Ibid., hal. 2.
% Ibid.
*! Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 1.

22 Setiawan, Op.cit., hal. 2.
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1. A menitipkan sepedanya dengan cuma-cuma kepada B, maka terjadilah
perikatan antara A dengan B yang menimbulkan hak pada A untuk
menerima kembali sepeda tersebut dan kewajiban pada B untuk
menyerahkan sepeda tersebut.

2. X menjual mobil kepada Y, maka timbul perikatan antara X dengan Y
yang menimbulkan:

a. Kewajiban pada X untuk menyerahkan mobilnya dan hak kepada
Y atas penyerahan mobil tersebut.

b. Hak pada X untuk menerima pembayaran dan kewajiban pada Y
untuk membayar kepada X.

2.1.3. Obyek perikatan

Menurut pasal 1234 KUH Perdata obyek dari suatu perikatan, yakni
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan
untuk memberikan sesuatu adalah berupa memberikan atau menyerahkan suatu
barang, misalnya penjual wajib menyerahkan suatu barang yang dijualnya kepada
pembeli atau orang yang menyewakan suatu barang berkewajiban untuk
memberikan manfaat atas barang yang disewakan. Berbuat sesuatu adalah
melakukan sesuatu perbuatan yang bukan memberikan sesuatu, sedangkan tidak
berbuat sesuatu adalah janji untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu atau

perbuatan yang diperjanjikan.
Obyek perikatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Harus tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1320
bagian 3 KUH Perdata menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan
suatu obyek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat
ditentukan. Karena perikatan dengan obyek yang dapat ditentukan diakui
sah. Suatu contoh yang diberikan oleh Undang-Undang adalah Pasal 1465
KUH Perdata yang menentukan bahwa pada jual beli harganya dapat
ditentukan oleh pihak ketiga. Perikatan adalah tidak sah, jika obyeknya

tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan misalnya, seseorang menerima
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tugas untuk membangun sebuah rumah tanpa disebutkan bagaimana
bentuknya dan berapa luasnya

2. Obyeknya diperkenankan. Hal ini diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337
KUH Perdata, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika
obyeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika
dilarang oleh Undang-Undang. Contoh obyek yang tidak diperkenankan
adalah jual beli ganja. Tidak diperkenankan karena dilarang oleh Undang-
Undang.

3. Prestasinya dimungkinkan. Dahulu untuk berlakunya perikatan
disyaratkan juga prestasinya harus mungkin untuk dilaksanakan.
Sehubungan dengan itu dibedakan antara ketidakmungkinan obyektif dan
subyektif. Pada ketidakmungkinan obyektif tidak akan timbul perikatan,
sedangkan pada ketidakmungkinan subyektif tidak menghalangi terjadinya
perikatan. Prestasi pada ketidakmungkinan obyektif tidak dapat
dilaksanakan oleh siapapun. Perbedaan antara ketidakmungkinan obyektif
dan subyektif terletak pada pemikiran, bahwa dalam hal yang pertama
setiap orang mengetahui bahwa prestasi tidak mungkin dilaksanakan dan
karenanya kreditur tidak dapat mengharapkan pemenuhan prestasi
tersebut. Sedangkan dalam hal yang kedua ketidakmungkinan itu hanya
diketahui oleh debitur yang bersangkutan saja. Sehingga debitur yang
dengan janjinya menimbulkan kepercayaan kepada kreditur, bahwa ia
mampu melaksanakan prestasi, harus bertanggung jawab atas pemenuhan
prestasi itu. Contoh ketidakmungkinan obyektif adalah menempuh jarak
Jakarta-Bandung dengan mobil dalam waktu 1 jam. Contoh
ketidakmungkinan subyektif adalah seorang yang kakinya lumpuh
diharuskan berlari.

Pada perkembangan selanjutnya Pitlo®® dan Asser** berpendapat bahwa
tidak relevan untuk mempersoalkan ketidakmungkinan obyektif dan subyektif.

Mereka mengatakan bahwa ketidakmungkinan untuk melakukan prestasi oleh

2 bid., hal. 5.

 1bid., hal. 5.
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debitur hendaknya dilihat dari sudut kreditur, apakah kreditur mengetahui atau
seharusnya mengetahui tentang ketidakmungkinan itu. Jika kreditur mengetahui,
maka perikatannya batal dan jika tidak mengetahui, perikatannya tidak batal dan

debitur tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi.

2.1.4. Subyek perikatan

Para pihak pada suatu perikatan disebut subyek-subyek perikatan, yaitu
kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Dimungkinkan
terdapat beberapa kreditur dan/atau debitur. Debitur harus selalu dikenal/
diketahui untuk pemenuhan prestasi. Contoh subyek perikatan adalah sebagai
berikut, dalam jual beli, pihak yang berkewajiban membayar harga adalah debitur

dan yang berkewajiban menerima pembayaran adalah kreditur.

2.1.5. Kesalahan

Dalam melakukan perjanjian para pihak dapat saja membuat kesalahan.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan adanya suatu kesalahan

adalah:®®

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan. Contohnya dalam jual
beli baju, salah satu pihak salah mengirimkan warna baju, seharusnya
merah namun yang dikirimkan biru. Hal tersebut seharusnya dapat
dihindarkan jika barangnya diperiksa kembali sebelum dikirim.

2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia
dapat menduga tentang akibatnya. Contohnya adalah kesalahan
pengiriman warna baju, dapat diduga bisa terjadi kesalahan karena ia

menjual baju dengan banyak warna.

Dalam hal suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, dapat diukur secara

obyektif dan subyektif. Obyektif adalah apabila menurut manusia yang normal

% |bid., hal. 17.
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akibat tersebut dapat diduga, dan subyektif adalah bila akibat tersebut menurut
keahlian seseorang dapat diduga. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu
dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian dan dalam arti sempit

yang hanya mencakup kelalaian saja.?

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan
dikehendaki. Pelaku dalam hal ini mengetahui dan menghendaki akibat yang akan
ditimbulkan dari perbuatannya. Sedangkan kelalaian adalah suatu perbuatan
dimana pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan
orang lain. Contoh kesengajaan adalah dalam jual beli, seorang membeli sepatu
100 pasang, namun penjual dengan sengaja memberikan 99 pasang agar
keuntungan bertambah dengan harapan pembeli tidak mengetahuinya. Contoh
kelalaian adalah seseorang membeli TV dan tidak mendapat remote control TV

tersebut karena penjual lupa menyertakannya dalam paket pembelian.

2.1.6. Ingkar janji (wanprestasi) dan penetapan lalai (ingebrekestelling)
A. Ingkar janji (wanprestasi)

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi
buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang
dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi
seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian®’ dan bukan dalam keadaan

memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:2®

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang
tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi
prestasi sama sekali. Contohnya adalah dalam jual beli debitur sama sekali

tidak membayar harga barangnya.

% Ibid.
*’Nindyo Pramono, Hukum Komersil, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003) hal. 21.

?®R.Setiawan, SH., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1987) hal. 10.
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Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi
debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap
memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Contohnya penjahit
membuat 100 baju sekolah, janjinya selesai dalam waktu 40 hari, namun
baru dapat diselesaikan 60 hari.

Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang
memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak
dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi
sama sekali. Contohnya adalah jual beli ikan, pembeli memesan ikan

arwana namun penjual mengirimkan ikan mas.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:*

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana
dijanjikannya;

Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut:

o ~ w N e

Pemenuhan perikatan;

Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
Ganti rugi;

Pembatalan persetujuan timbal balik;

Pembatalan dengan ganti rugi.

Contohnya adalah sebagai berikut, seorang debitur melakukan wanprestasi, tidak
menyerahkan barang yang telah dibeli kreditur. Pilihan tindakan yang dapat
dilakukan kreditur adalah meminta barangnya diserahkan, aau meminta barangnya
diserahkan dengan kompensasi ganti kerugian akibat barangnya tidak diserahkan
tepat waktu, atau ganti rugi atas barang yang tidak diserahkan, atau minta
pengembalian uang pembelian, atau minta uang pengembalian dengan

kompensasi ganti rugi atas barang yang tidak jadi diserahkan. Bagi debitur yang

°R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 45.
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wanprestasinya adalah terlambat memenuhi prestasi, disyaratkan adanya
penetapan lalai.

B. Penetapan lalai (ingerbrekestelling)
Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri,
ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan.”

Jadi menurut pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan lalai
diperlukan untuk debitur yang wanprestasinya adalah terlambat memenuhi
prestasi. Contoh penetapan lalai pada wanprestasi keterlambatan pemenuhan
prestasi adalah sebagai berikut, A berkewajiban menyerahkan barang kepada B
pada tanggal 10 Juni 2012 namun setelah satu bulan kedepan, A belum
menyerahkan barangnya. Dalam hal ini A harus diberikan penetapan lalai untuk

menentukan saat terjadinya cidera janji dari B.

2.1.7. Ganti rugi

Masalah ganti rugi diatur secara prinsipal dalam Pasal 1243 KUH Perdata

yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau
dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang
telah dilampaukannya.”

Dalam hal menentukan sampai sejauh mana debitur berkewajiban untuk

membayar ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata:

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas
kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat
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diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut
di bawah ini.”

Dalam Pasal 1247 KUH Perdata disebutkan:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang
diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali
jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang
dilakukannya.”

Kemudian dalam pasal 1248 KUH Perdata disebutkan:

“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya
debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan
kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup
hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan
itu.”

Jika ganti rugi tidak ditentukan oleh para pihak dalam persetujuan atau
jika undang-undang tidak mengatur tentang besarnya ganti rugi. Maka ganti rugi
harus ditentukan sedemikian rupa sehingga keadaan harta kreditur sama seperti
Jika debitur memenuhi prestasinya. Perhitungan kerugian harus dihitung sejak

lalainya debitur.
Menurut Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi dapat berupa:

a. Kerugian yang nyata-nyata diderita;
b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Suatu wanprestasi bisa berakibat menimbulkan kedua ganti rugi tersebut

sekaligus, atau bisa juga hanya salah satu dari kedua ganti rugi tersebut.

Syarat-syarat untuk kreditur dapat memintakan suatu ganti rugi dalam hal

terjadi wanprestasi oleh debitur adalah:

1. Kerugian dapat diduga atau sepatutnya dapat diduga pada waktu perikatan
dibuat.
2. Kerugian merupakan akibat langsung dan serta merta dari suatu

wanprestasi.
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2.1.8. Keadaan memaksa (overmacht)

Suatu keadaan dikatakan overmacht jika keadaan tersebut diluar
kekuasaan debitur, keadaan itu sifatnya memaksa, keadaan tersebut tidak dapat
diketahui pada waktu perjanjian dibuat, resiko yang ditimbulkan tidak dipikul
oleh debitur. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absolut), yakni dalam
hal sama sekali tidak mungkin melaksanakan perjanjian, misalnya barangnya
sudah musnah karena adanya suatu bencana alam. Disamping itu ada juga
overmacht yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni dalam hal keadaan dimana
perjanjian masih dapat dilaksanakan, tapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang
sangat besar oleh debitur, misalnya jalur transportasi darat terputus karena
bencana alam sehingga barang harus dikirim melalui udara dengan biaya angkut

yang sangat tinggi.

Keadaan memaksa menghentikan berlakunya perikatan dan menimbulkan

berbagai akibat yaitu:®

1. Kreditur tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi;

2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi, dan karenanya tidak
wajib membayar ganti rugi;

3. Resiko tidak beralih kepada debitur;

4. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal-balik.

2.1.9. Resiko

Dalam suatu perikatan ada suatu istilah yang disebut ‘resiko’. Resiko
adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar

kesalahan salah satu pihak.!

Resiko dibedakan menjadi resiko pada persetujuan sepihak dan

persetujuan timbal balik.

*°R. Setiawan, SH., Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 27-
28

*! Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2001). hal. 59
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a. Resiko pada persetujuan sepihak

Persetujuan sepihak adalah persetujuan dimana kewajibannya hanya ada
pada satu pihak saja, misalnya pemberian hibah. Menurut Pasal 1245 KUH
Perdata, resiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur. Penerapan
ketentuan ini pada perikatan untuk memberikan barang tertentu terdapat dalam

pasal 1237 KUH Perdata yang menyatakan:

“dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu,
kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah tanggungan si
berpiutang.”

Jadi menurut ketentuan tersebut di atas, pada perikatan untuk memberikan
barang tertentu, resiko ditanggung oleh kreditur/si berpiutang. Ketentuan ini
diperluas oleh Pasal 1444 KUH Perdata, yang menyatakan selain barang musnah,
jika barangnya di luar perdangangan atau dicuri. Sedangkan apabila debitur lalai
untuk menyerahkan barangnya. la diwajibkan membayar ganti rugi sesuai Pasal
1237 ayat (2) KUH Perdata.

Pengecualian Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata ada pada Pasal 1444 ayat
(2) KUH Perdata, dinyatakan bahwa meskipun debitur lalai, ia dapat dibebaskan
dari pemenuhan prestasi. Jika ia dapat membuktikan bahwa barangnya tetap akan

musnah sekalipun ia menyerahkan tepat pada waktunya.
b. Resiko pada persetujuan timbal balik

Pada persetujuan timbal balik, masalah resiko ini belum ada
pengaturannya pada KUH Perdata. Meskipun demikian Pitlo mencoba
mengemukakan bahwa menurut kepantasan, jika debitur tidak lagi berkewajiban,
maka pihak lainnya pun bebas dari kewajibannya. Pendapat ini didukung oleh
Pasal 1246, 1545 dan 1563 KUH Perdata.
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2.1.10. Sumber sumber perikatan
Dalam pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena
undang-undang.”

Jadi menurut ketentuan tersebut, perikatan itu dapat timbul dari dua hal,
yaitu persetujuan atau suatu undang-undang. Kemudian perikatan yang bersumber
dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi perikatan yang timbul karena
undang-undang saja, atau perikatan yang timbul dari undang-undang yang
disebabkan karena perbuatan manusia dimana yang terakhir dibagi lebih lanjut ke

dalam perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.*

2.2. Perikatan yang Timbul dari Persetujuan
2.2.1. Persetujuan pada umumnya

Pada Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian tentang

persetujuan, yaitu:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut R. Setiawan dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan,
rumusan tersebut tidak lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak
dan terlalu luas karena dengan adanya perkataan “perbuatan” bisa mencakup

perbuatan sukarela dan perbuatan melawan hukum.*

Oleh karena itu menurut R. Setiawan, perlu diadakan perbaikan terhadap
rumusan tersebut dengan mengartikan kata “perbuatan” sebagai perbuatan hukum,
yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dan
menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313

KUH Perdata tersebut. Sehingga perumusannya menjadi “persetujan adalah suatu

*?R. Setiawan, Op cit., hal. 13.

** Ibid., hal. 49.
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perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”**

2.2.2. Unsur-unsur dari persetujuan

Yang menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian dari suatu persetujuan

adalah:

a. Essentialia, yakni bagian-bagian dari persetujuan yang tanpa itu
persetujuan tidak mungkin ada. Contohnya adalah dalam persetujuan jual
beli.

b. Naturalia, yakni bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai pengaturan-pengaturan yang bersifat mengatur. Misalnya
penanggungan (vrijwaring).

c. Accidentalia, yakni bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan
dalam persetujuan, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya

jual beli rumah beserta perabotan yang ada dalam rumah tersebut.

2.2.3. Berlakunya Persetujuan

Persetujuan pada dasarnya hanya mengikat pihak-pihak yang membuat
persetujuan (pasal 1315-1318 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata).
Namun terdapat pengecualian, yaitu mengenai janji bagi kepentingan pihak ketiga
(pasal 1317 KUH Perdata).® Jadi persetujuan hanya mengikat pihak-pihak yang
membuat perjanjian, namun dapat juga mengikat pihak lain di luar pihak-pihak
yang membuat persetujuan jika persetujuan mengenai pihak ketiga, seperti

perjanjian perawatan anak.

** Ibid.

% Ibid., hal. 52.
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2.2.4. Syarat sahnya persetujuan

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur bahwa syarat-syarat sahnya suatu

perjanjian ada 4 syarat, yaitu sebagai berikut:

Sepakat;

I

Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

o

Adanya hal tertentu;
d. Adanya sebab yang halal.

Dua syarat pertama adalah syarat-syarat subyektif suatu perjanjian. Karena
berisi syarat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat
selanjutnya adalah syarat obyektif karena mengatur mengenai perjanjiannya.

Sepakat artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat
mengenai hal-hal yang terdapat dalam perjanjian. Kesepakatan itu harus dicapai

atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya tanpa ada paksaan atau penipuan

Cakap dalam pasal tersebut diartikan sudah dewasa. Menurut KUH
Perdata, usia dewasa adalah usia 21 tahun atau lebih atau yang sudah pernah
kawin (Pasal 330 KUH Perdata).

Pasal 1330 KUH Perdata mengatur mengenai orang-orang yang masuk

golongan tidak cakap untuk mengadakan suatu perjanjian, yaitu:

a. Orang-orang yang belum dewasa.

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang
(sudah dicabut), dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Syarat perjanjian harus mengenai sesuatu hal tertentu adalah prestasi dari
persetujuan harus tertentu. Paling tidak harus ditentukan jenisnya dan jumlahnya.

% Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung, 1988), hal. 16.
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Syarat sahnya perjanjian yang terakhir adalah adanya suatu sebab yang
halal. Yang maksudnya adalah sebab suatu perjanjian tidak bertentangan dengan

undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

Jika ada syarat subyektif dalam perjanjian yang tidak terpenuhi maka
perjanjian batal demi hukum, artinya dianggap bahwa dari semula perjanjian yang
bersangkutan tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan
tidak ada suatu perikatan. Jika yang tidak terpenuhi adalah syarat subyektif, maka
salah satu pihak memiliki hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

2.2.5. Hapusnya Persetujuan
Hapusnya suatu perikatan diatur dalam pasal 1381 sebagai berikut:

“Perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran
tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan
utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran
utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang;
karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat
pembatalan, yang diatur dalam Bab | buku ini; dan karena lewat waktu,
yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.”

Namun hapusnya persetujuan berbeda dengan hapusnya perikatan, karena
suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya tidak hapus. Contoh
dalam persetujuan jual beli, jika telah dibayar harga barang maka perikatan
mengenai pembayaran telah hapus sedangkan persetujuannya belum. Karena

perikatan mengenai penyerahan barang belum dilakukan.

Dalam beberapa keadaan memang persetujuan dapat hapus karena
hapusnya perikatan-perikatannya. Namun dalam suatu keadaan tertentu perikatan

dapat hapus karena persetujuan hapus.
Persetujuan dapat hapus karena:®’

a. Ditentukan oleh para pihak mengenai jangka waktunya.

*’R. Setiawan, SH., Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1987) , hal. 69.

UNIVERSITAS INDONESIA
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



31

b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan
(misalnya Pasal 1066 Ayat (3) dan (4) KUH Perdata)
c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan
terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan hapus. Misalnya:
I.  Persetujuan perseorangan Pasal 1626 Ayat (4)
ii.  Perjanjian kerja
d. Pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging) yang dapat dilakukan
oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Opzegging hanya terdapat
pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara, misalnya:
I.  Perjanjian kerja.
ii.  Perjanjian sewa-menyewa.
e. Persetujuan hapus karena putusan hakim.
f.  Tujuan persetujuan telah tercapai.

g. Dengan persetujuan para pihak (herroeping).

2.3. Perikatan yang timbul dari Undang-Undang

Perikatan yang timbul dari Undang-Undang ada yang timbul dari Undang-
Undang saja seperti Pasal 625 KUH Perdata tentang pekarangan yang
berdampingan, Pasal 104 KUH Perdata tentang kewajiban mendidik dan
memelihara anak. Ada juga perjanjian yang timbul dari Undang-Undang karena
perbuatan manusia baik yang menurut hukum, vyaitu: perwakilan sukarela,
pembayaran tak terutang ataupun timbul dari Undang-Undang karena perbuatan

manusia yang melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum.*®

2.3.1. Perwakilan sukarela (zaakwaarneming)

Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan, dimana seseorang secara

sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain,

* Ibid., hal. 71.
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dengan perhitungan dan resiko orang tersebut.*® Dari pengertian tersebut dapat
dilihat syarat-syarat dari perwakilan sukarela, yaitu:

a. Yang diurus adalah kepentingan orang lain

b. Seorang wakil sukarela harus mengurus kepentingan orang Yyang
diwakilinya secara sukarela. Artinya ia berbuat atas inisiatif sendiri bukan
berdasarkan kewajiban yang ditimbulkan oleh undang-undang atau
persetujuan

c. Seorang wakil sukarela harus mengetahui dan menghendaki dalam
mengurus kepentingan orang lain.

d. Harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa, yang membenarkan

inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil sukarela.*

Perwakilan sukarela dapat terjadi dengan atau tanpa sepengetahuan orang
yang diwakilinya, jika seorang wakil sukarela diwajibkan untuk meneruskan serta
menyelesaikan urusan orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan
sendiri urusannya itu. Hal ini diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata. Dalam hal
orang yang diwakili kepentingannya meninggal dunia, seorang wakil sukarela
wajib meneruskan pengurusannya. Contoh perwakilan sukarela adalah ibu A
menjemput anaknya B di sekolah, teman anaknya C tidak dijemput oleh orang
tuannya tanpa sebab yang jelas. A kemudian mengantarkan C ke rumahnya karena

merasa kasihan.

2.3.2. Pembayaran yang tidak terutang (onverschuldigde betaling)

Apabila seseorang melakukan pembayaran tanpa adanya utang, berhak
menuntut kembali apa yang telah dibayarkannya. Sedangkan pihak yang
menerima tanpa hak berkewajiban untuk mengembalikan®*. Contoh pembayaran

tidak terutang adalah jika satu pihak membayar hutang kepada pihak lain dengan

* |bid.
9 bid.

* Ibid., hal. 72.

UNIVERSITAS INDONESIA
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



33

anggapan bahwa ia telah berhutang, padahal tidak, dan pihak yang diserahkan
pembayaran hutang, menerimanya. Hal ini diatur dalam pasal 1361 KUH Perdata

yang menyatakan:

“Jika seseorang yang secara khilaf mengira bahwa ia berutang, membayar
suatu utang maka ia adalah berhak menuntut kembali dari si berpiutang
apa yang telah dibayarkannya.”

Dan dalam pasal 1362 KUH Perdata menyatakan:

“Siapa yang dengan itikad buruk, telah menerima sesuatu yang tidak harus
dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan
hasil-hasil, terhitung dari pembayaran, dan yang demikian itu tidak
mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika barangnya telah
mengalami kemerosotan.”

2.3.3. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum
yang isinya sebagai berikut:
“setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan

kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya
menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa unsur-unsur perbuatan melawan

hukum adalah sebagai berikut:

Adanya perbuatan melawan hukum;

T @

Harus ada kesalahan;

o

Harus ada kerugian yang ditimbulkan;

o

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.*

Unsur pertama dari perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan
melawan hukum itu sendiri. Untuk mengetahui makna dari unsur tersebut adalah
melihat dari sejarah perkembangannya, yaitu masa sebelum dan sesudah Arrest
Hoge Raad 31 Januari 1919. Rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 perbuatan

“2 1bid., hal. 76.
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melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain
atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.*?

Jadi perbuatan tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau
bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku yang telah diatur dalam
undang-undang atau dengan kata lain melawan hukum diartikan sebagai melawan
undang-undang. Pandangan ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari ajaran
legisme. Pandangan yang berpendapat bahwa tidak ada hukum diluar undang-

undang.

Pandangan ini ternyata banyak mendapat tantangan dari para sarjana,
karena dengan pandangan ini banyak kepentingan yang dirugikan oleh
kepentingan orang lain, jika perbuatan tersebut tidak diatur oleh undang-undang.
Salah seorang di antaranya adalah Molengraff yang mengatakan bahwa penafsiran
yang sempit mengenai perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat
dipertahankan atau diteruskan. Dalam Rechtgeteerd Magazijn tahun 1887 ia
mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum seperti yang terdapat dalam pasal
1365 BW tidak hanya meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan segala
sesuatu yang ada di undang-undang saja tapi juga meliputi suatu perbuatan yang
bertentangan dengan segala sesuatu yang ada di luar undang-undang, yaitu
kaidah-kaidah sosial lainnya, termasuk di dalamnya ada kebiasaan, sopan santun

dan kesusilaan.**

Namun pada kenyataanya Hoge Raad selama beberapa tahun tetap pada
pendiriannya mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit. Pada
tahun 1911 diajukan suatu rancangan undang-undang kepada Parlemen Belanda
untuk mengubah redaksi Pasal 1365 BW yang disebut rancangan Regout, yang
tujuannya untuk memberikan penafsiran yang luas tentang pengertian melawan
hukum dari yang selama ini dianut oleh Hoge Raad. Inti dari rancangan tersebut
menyatakan, bahwa melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang

karena kesalahan para pembuat sendiri, bertentangan dengan ketertiban umum,

“ bid.

“ bid.
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kesusilaan yang baik atau kewajiban dari seorang bapak rumah tangga yang
baik.*®

Rumusan tersebut ternyata mendapat tantangan hebat. Oleh karena
tantangan tersebut, diajukan rancangan lain, yaitu rancangan Heemskrek yang
tidak pernah disahkan karena adanya kesulitan dan keberatan-keberatan dalam
pembuktian apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran hak seseorang atau

seseorang melalaikan kewajibannya.*®

Tapi kemudian pengertian ini oleh Hoge Raad diubah. Sekalipun masih
berdasarkan redaksi yang lama, tapi pengertian perbuatan melawan hukum
diubah, disesuaikan dengan tuntutan jaman. Hal ini dapat dilihat dalam ‘Standaard
Arrest’ dari Hoge Raad dalam perkara Cohen lawan Lindebaum tanggal 31
Januari 1919. Dalam Arrest tersebut Hoge Raad menggunakan perumusan yang
terdapat dalam rancangan Heemskerk.*’

Standaard Arrest yang terkenal tersebut disebut Drukkers Arrest tanggal

31 Januari 1919 yang kejadiannya sebagai berikut:

Di Amsterdam terdapat dua pengusaha percetakan Lindenbaum dan

Cohen. Kedua orang ini bersaing hebat dalam melakukan usaha.

Pada suatu hari Cohen membujuk salah seorang pegawai Lindenbaum. Hal
tersebut dilakukan dengan maksud mendapat keterangan-keterangan tentang hal-
hal yang terjadi di kantor Lindenbaum, seperti salinan surat-surat penawaran,

nama-nama langganan yang melakukan pemesanan dan daftar harga.

Karena tindakan Cohen ini perusahaan Lindenbaum menderita kerugian
karena apa yang diproduksinya diketahui oleh Cohen melalui pegawai yang
disuap itu. Akhirnya tindakan Cohen ini diajukan Lindenbaum ke pengadilan

yaitu Arrodissement Rechtbank (Pengadilan Negeri) di Amsterdam atas tuduhan

** 1bid., hal. 79.
* 1bid.

7 Ibid.
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perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1401 BW versi Belanda atau Pasal
1635 KUH Perdata.

Dalam pengadilan tingkat pertama Cohen dikalahkan, selanjutnya pada
tingkat banding oleh Gerichtshof di Amsterdam Lindenbaum dikalahkan dengan
alasan bahwa perbuatan pegawai tersebut telah melanggar suatu kewajiban

hukum, tapi Cohen tidak, karena undang-undang tidak melarangnya.

Pada pengadilan tingkat kasasi Hoge Raad memenangkan Lindenbaum
dengan alasan bahwa penafsiran Gerichtshof adalah sangat sempit. Penafsiran
Gerichtshof hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang diatur undang-undang saja.
Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang
tidak termasuk di dalamnya meskipun perbuatan tersebut bertentangan dengan

kepatutan atau kesusilaan.

Menurut Hooge Raad bahwa dalam pengertian perbuatan melawan hukum
itu termasuk pula perbuatan yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan
dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau
dengan kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap diri atau benda milik orang

lain.*®

Jadi menurut arrest 1919, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum

apabila perbuatan tersebut:

a. Melanggar hak orang lain atau melanggar hak subyektif orang lain, yang
menurut Meijers adalah hal yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.
Hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak
perorangan seperti kebiasaan, kehormatan, nama baik dan hak-hak atas
harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hal-hak mutlak lainnya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Dalam hal ini yang
dimaksud dengan kewajiban hukum ditafsirkan dalam arti sempit, yakni

kewajiban menurut undang-undang.

8 1bid., hal. 79-81.
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c. Bertentangan dengan kesusilaan. Yang artinya adalah bertentangan dengan
norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diketahui
sebagai norma hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat terhadap
diri atau barang milik orang lain. Perbuatan dianggap bertentangan dengan
kepatutan adalah:

I. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang
layak.

ii. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap
orang lain , dimana menurut manusia yang normal, hal tersebut harus

diperhatikan.*

Unsur kedua dari Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan
hukum adalah unsur kesalahan. Kesalahan dalam perbuatan melawan hukum

dapat diukur secara obyektif dan subyektif.>

Kesalahan secara obyektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan
seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat
dan kemungkinan tersebut akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau
tidak berbuat. Sedangkan kesalahan subyektif adalah harus dilihat apakah si
pelaku berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akibat dari

perbuatannya.

Unsur perbuatan melawan hukum yang ketiga adalah kerugian.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

a. Kerugian materil, vyaitu kerugian yang nyata-nyata diderita dan
keuntungan yang seharusnya diperoleh
b. Kerugian idiil atau dengan kata lain kerugian imaterial. Contoh kerugian

idiil misalya rasa takut, sakit, terhina dan lainnya.>*

“ 1bid., hal. 82-83.
*% Ibid., hal. 84.

>! Ibid., hal. 85.
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Dan unsur yang keempat dari pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan
melawan hukum adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum

dengan kerugian. Untuk melihat hubungan kausal ini terdapat dua teori, yaitu:

a. Teori conditio sine qua non dari Von Buri, yang menyatakan bahwa
yang dianggap sebagai sebab dari suatu akibat adalah semua syarat
yang harus ada untuk timbulnya akibat. Jadi menurut teori VVon Buri,
suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum jika memenuhi
seluruh syarat-syarat perbuatan melawan hukum. Karena syarat dalam
teori ini dianggap sebagai sebab.

b. Teori adequate veroorzaking dari VVon Kriss, yang menyatakan bahwa
yang dianggap sebab dari timbunya akibat adalah sesuatu yang
menurut pandangan masyarakat luas hal tersebut diikuti oleh akibat.
Dalam hal ini si pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang

selayaknya dianggap sebagai akibat dari perbuatannya.>

>? |bid, hal. 88.
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2.4. Kesimpulan
2.4.1 Perbedaan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum
menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:>®

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana
dijanjikannya;

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dari bentuk wanprestasi di atas dapat dilihat bahwa syarat terjadinya wanprestasi
adalah adanya persetujuan yang dilanggar. Tanpa adanya persetujuan tidak
mungkin ada wanprestasi karena jika tidak ada yang yang disetujui tidak akan ada
yang melanggar persetujuan.

Sedangkan perbuatan melawan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal
1365 KUHPerdata memiliki unsur sebagai berikut:

Adanya perbuatan melawan hukum;
Harus ada kesalahan;

Harus ada kerugian yang ditimbulkan;

2 0o T o

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Jika dilihat dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, perbedaan
paling mendasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah
perbuatan melawan hukum tidak mensyaratkan adanya pelanggaran perjanjian dan
tidak mensyaratkan pula adanya persetujuan sebelumnya. Perbuatan melawan
hukum terjadi saat ada hukum yang dilanggar yaitu Peraturan Perundang-
Undangan atau perbuatan yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan
dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau
dengan kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap diri atau benda milik orang

lain.

>’R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 45.
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Contoh dari wanprestasi adalah sebagai berikut: A meminjam uang kepada
B dengan perjanjian bahwa uang akan dikembalikan seminggu setelah tanggal
peminjaman, namun setelah 2 bulan, B tetap tidak mengembalikan uang yang
dipinjamnya. Contoh perbuatan melawan hukum adalah sebagi berikut: sebuah
promotor konser mendatangkan artis dari luar negeri, tiket konser sudah terjual
habis, namun ternyata artis yang dijanjikan membatalkan konsernya. Seharusnya
promotor tersebut mengembalikan harga tiket konser yang sudah dibeli oleh calon
penonton konser, namun tanpa alasan yang jelas promotor tidak mengembalikan

menguangkan kembali tiket konser yang sudah dibeli.

2.4.2 Istilah Perikatan, Perjanjian, Kontrak, Transaksi dan Persetujuan

Banyak diantara kita yang sering merasa kebingungan dengan berbagai
istilah yang ada dalam hukum perikatan. Seperti contohnya adalah pengertian
perikatan, perjanjian, kontrak, transaksi dan persetujuan, apa perbedaan dan
hubungannya satu sama lain. Berikut ini akan dijelaskan pengertian masing-

masing istilah tersebut dan hubungannya satu sama lain.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua
pihak, berdasarkan mana pihak yang satuberhak menuntut sesuatu hal dari pihak
lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan dapat

timbul dari perjanjian atau karena Undang-Undang.>*

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari
peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan
perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang
membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Persetujuan dalam hukum perikatan memiliki arti yang sama dengan

perjanjian, karena berasal dari bahasa belanda yang sama yaitu overeenkomst.

**R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 1.
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penggunaan istilah persetujuan dan perjanjian tergantung kebijaksanaan masing-

masing individu.

Kontrak menurut Subekti adalah perjanjian atau persetujuan yang
tertulis®. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian (secara
tertulis) antara dua pihak dl perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya atau
persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan

atau tidak melakukan kegiatan.*®

Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan jual
beli (dalam perdagangan) antara dua pihak atau pelunasan (pemberesan)
pembayaran.®” Jadi dapat disimpulkan penggunaan istilah transaki mengacu pada

perjanjian jual-beli.

> |bid.

*® Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kamusbahasaindonesia.org/kontrak, diakses
pada 3 Juli 2012, pukul 13.05.

>’ Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kamusbahasaindonesia.org/tranksasi, diakses
pada 3 Juli 2012, pukul 13.11.
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BAB 3

Aspek Hukum dan Peranan Medical Informed Consent dalam Hukum
Kesehatan

3.1. Pengertian Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran

3.1.1. Hukum Kesehatan

Pada tahun 1965, di Jepang dicetuskan pemikiran pertama tentang Hukum
Kedokteran (Medical Law), kemudian disusul dengan berdirinya perkumpulan
untuk memajukan hukum kedokteran di negara maju.”® Menurut Leenen hukum

kesehatan dirumuskan sebagai:

“Gezondheidsrecht kan worden omschreven als: het geheel van
rechtsregels, dat rechtsstreeks betrekking heeft op de zorg voor de
gezondheid en de toepassing van overig burgerlijk, administratief en
strafrecht in dat verband. Dit geheel van rechtregels omvat niet alleen
wettelijk recht en internationale regelingen, maar ook internationale
richtlijen, gewoonterecht en jurisprudentlerecht, terwijl ook wetenschap
en literatuur broonen van recht kunnen zijn.>*”

hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung
pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata,
hukum administrasi dan hukum pidana. Arti peraturan disini tidak hanya
mencakup pedoman internasional, hukum Kkebiasaan, hukum yurisprudensi,

namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum.

Hukum kesehatan memiliki ruang lingkup yang luas yaitu mencakup
tentang pelayanan medis, sarana medis, tenaga kesehatan, apotek, pekerjaan
kefarmasian dan apoteker. Hukum yang masuk dalam cakupan kesehatan adalah
hukum kedokteran, hukum ketenagaan apotek, hukum ketenagaan kesehatan

paramedis, hukum kefarmasian, hukum apotek, hukum perobatan, hukum

**R.Soeraryo Darsono, Hukum Kedokteran, Penanggulangan Konflik & Perlindungan
Hukum Bagi Dokter. (Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2005) hal. 5

%9 J. Guwandi, Hukum Medik (Medical Law),(Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia, 2007)hal. 12
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pelayanan medik swasta® dan hukum rumah sakit. Hukum kedokteran memiliki
posisi yang unik karena berada dalam posisi sentral dalam hukum kesehatan dan
semua hukum yang berada dalam hukum kesehatan pasti berhubngan dengan

hukum kedokteran, contohnya adalah bagan sebagai berikut:

1. Hukum Kesehatan
2. Hukum Kedokteran

3.Hukum Farmasi

4. Hukum Apotek

5.Hukum Rumah Sakit

6. Hukum Keperawatan

Hukum kedokteran pasti memiliki pengaruh terhadap hukum lainnya yang
merupakan bagian dari hukum kesehatan. Contohnya adalah hukum rumah sakit,
di dalam rumah sakit pasti memiliki dokter yang berarti pengatruan mengenai
rumah sakit dan dokter saling berkaitan. Contoh lainnya adalah hukum apotek
yang ada kaitannya dengan hukum kedokteran, hal tersebut diperlukan untuk

mengatur tata cara pembelian resep obat oleh dokter di apotek dan lainnya.

Hukum kedokteran berkaitan dengan seluruh hukum yang merupakan
bagian dari hukum kesehatan yang lainnya karena inti dari pelayanan medis itu
sendiri adalah hukum kedokteran. Seseorang ingin sembuh dari penyakitnya,
maka ia menemui dokter. Dokter bisa berada di rumah sakit atau membuka
praktek sendiri. Dalam penanganan penyakit pasien, dokter dibantu oleh perawat.

Resep obat yang diberikan oleh dokter dapat dibeli di apotek. Hal-hal itulah yang

% CST. Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991)
hal. 1-4.
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membuat hukum kedokteran mempuyai hubungan dengan hukum-hukum lainnya

di dalam ruang lingkup hukum kesehatan.
3.1.2. Hukum Kedokteran (Medical Law)

Kalau obyek Hukum Kesehatan adalah health care/pemeliharaan
kesehatan maka obyek Hukum Kedokteran itu adalah pelayanan medis. Hukum
Kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan yang terpenting, meliputi
ketentuan yang berhubungan langsung dengan pelayanan medis. Jadi hukum
kedokteran merupakan hukum kesehatan dalam arti sempit. Hukum Kesehatan
bisa dibedakan dalam:

1. Arti luas, Medical Law, yaitu segala hal yang dikaitkan dengan pelayanan
medis, baik dari perawat, bidan, dokter gigi, laboratorium meliputi
ketentuan hukum di bidang medik.

2. Arti Sempit, Artz Recht, yaitu bagian dari Medical Law yang meliputi
ketentuan hukum yang hanya berhubungan dengan profesi dokter saja,
tidak pula dengan dokter gigi, bidan, apoteker. Sebenarnya sulit bila hanya
mempelajari dokter saja, karena hampir selalu ada hubungan/relasi dengan

pasien, perawat dan lain-lain.®*

3.2. Tinjauan umum tentang profesi kedokteran

3.2.1. Sejarah Profesi Kedokteran

Pada awalnya, sebagian besar kebudayaan dalam masyarakat awal
menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal dan hewan untuk tindakan pengobatan.
Ini sesuai dengan kepercayaan magis mereka yakni animisme, sihir, dan dewa-
dewi. Masyarakat animisme percaya bahwa benda mati pun memiliki roh atau

mempunyai hubungan dengan roh leluhur.

*! Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991),
hal. 23.
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Ilmu kedokteran berangsur-angsur berkembang di berbagai tempat
terpisah yakni Mesir kuno, Tiongkok kuno, India kuno, Yunani kuno, Persia, dan
lainnya. Sekitar tahun 1400-an terjadi sebuah perubahan besar yakni pendekatan
ilmu kedokteran terhadap sains. Hal ini mulai timbul dengan penolakan karena
tidak sesuai dengan fakta yang ada terhadap berbagai hal yang dikemukakan oleh
tokoh-tokoh pada masa lalu.

IImu kedokteran yang seperti dipraktikkan pada masa kini berkembang
pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Inggris, Jerman dan Perancis. limu
kedokteran modern, kedokteran "ilmiah™ di mana semua hasil-hasilnya telah
diujicobakan menggantikan tradisi awal kedokteran Barat, herbalisme,
humorlasime Yunani dan semua teori pra-modern. Pusat perkembangan ilmu
kedokteran berganti ke Inggris dan Amerika Serikat pada awal tahun 1900 oleh
William Osler, Harvey Cushing. Kedokteran berdasarkan bukti (evidence based
medicine) adalah tindakan yang kini dilakukan untuk memberikan cara kerja yang
efektif dan menggunakan metode ilmiah serta informasi sains global yang

modern.

liImu herbalisme berkembang menjadi farmakologi. Masa kedokteran
modern dimulai dengan penemuan Heinrich Hermann Robert Koch bahwa
penyakit disebarkan melalui bakteria sekitar tahun 1880, yang kemudian disusul
penemuan antibiotik. Antibiotik yang pertama kali ditemukan adalah obat Sulfa,
yang diturunkan dari anilina. Penanganan terhadap penyakit infeksi berhasil
menurunkan tingkat infeksi pada masyarakat Barat. Oleh karena itu dimulailah

industri obat.
3.2.2. Profesi dokter

Untuk menjadi dokter, seseorang harus menempuh pendidikan S1
kedokteran di fakultas kedokteran. Setelah mendapat gelar sarjana kesehatan (S.
Ked) di fakultas kedokteran, seorang calon dokter harus mengikuti ko-asisten di
rumah sakit selama 3 sampai 4 semester. Setelah seorang mendapat ijazah, ia akan
mendapat gelar dokter dan mendaftarkan diri untuk mendapat surat ijin dokter

atau surat penugasan dan surat ijin praktek.
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Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

mengatur tentang:

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”,

kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran mengatur bahwa:

“Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan
dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi
baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dapat disimpulkan dari kedua Pasal diatas, bahwa dokter adalah
pengemban profesi yang mengabidkan diri di bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan kterampilan yang diperolen melalui pendidikan di bidang
kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

3.2.3. Pengertian tentang standar profesi kedokteran

Standar Profesi kedokteran yaitu batasan minimal kemampuan yang harus

dipenuhi oleh seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Terdiri dari :
a. Standar kompetensi (standard of competence)

Didalam Undang-Undang Praktek Kedokteran mengatakan suatu batasan
kemampuan yang terdiri dari knowledge, skill dan profesional attitude minimal
yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan
profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi

profesi.
b. Standar perilaku etik (standard of profesional attitude)

Yaitu standar perilaku (behaviour) dokter dalam melaksanakan tindakan medis.
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3.2.4. Pengertian tentang etika kedokteran

Etika kedokteran merupakan pedoman batin ( conscience ) bagi dokter
yang berakar pada hati nurani. Karena profesi dokter sebagai profesi yang luhur
dan mulia. Keluhuran dan kemuliaan ini ditunjukkan oleh enam sifat dasar yang

harus ditunjukkan oleh setiap dokter yaitu :

Sifat Ketuhanan;

T &

Kemurnian nilai pengabdian;

Keluhuran budi;

o o

Kerendahan hati;

@

Kesungguhan kerja;

—h

Intergrasi ilmiah dan sosial.

Dalam mengamalkan profesinya, setiap dokter akan berhubungan dengan manusia
yang sedang mengharapkan pertolongan pengobatan. Hal ini terwujud dalam
suatu hubungan kesepakatan transaksi terapeutik. Dalam hubungan ini agar tetap
dijaga keempat sifat dasar tersebut diatas. Sesuai dengan etikakedokteran secara
internasional kemudian di Indonesia disusun suatu pedoman Etik Kedokteran
yang disebut dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)®.

Etika Kedokteran mempunyai tiga asas pokok yaitu :

1) Otonomi

a. Hal ini membutuhkan orang-orang yang kompeten, dipengaruhi
olehkehendak-kehendak dan keinginannya sendiri, dan kemampuan ini
dianggap dimiliki oleh orang dewasa yang memiliki pengertian yang
adekuat pada tiap-tiap kasus yang dipersoalkan dan memiliki
kemampuan untuk menanggung konsekuensi dari keputusan yang
secara otonomi atau secara mandiri telah diambil.

b. Melindungi mereka yang lemah, berarti bahwa kita dituntut untuk
memberikan perlindungan dalam pemeliharaan, perwalian, pengasuhan

kepada anak- anak, remaja, dan orang dewasa yang berada dalam

*’Bantuk Hadiyanto Tarjoto, Aspek Hukum pada Pelayanan Kesehatan, Pencegahan &
Penanganan kasus dugaan malpraktek, IDI Wilayah Jateng. BP UNDIP Semarang. Hal. 3
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kondisi yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan otonomi

(mandiri).

2) Bersifat dan bersikap amal, berbudi baik

Dasar ini tercantum pada kode etik kedokteran yang hendaknya Kkita
berbuat baik, dan apabila perlu kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang

merupakan awal kesejahteraan para individu dan masyarakat.
3) Keadilan

Asas ini bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dalam transaksi dan
perlakuan antar manusia, dengan mulai mengusahakan peningkatan
keadilan terhadap individu dan masyarakat dimana mungkin terjadi resiko
dan imbalan yang tidak wajar dan janganlah mengorbankan kepentingan

orang lain®.

3.2.5. Perkembangan Pengaturan Mengenai Profesi Kedokteran

Pengaturan terhadap profesi dokter diawali dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut
diatur seorang dokter adalah termasuk tehaga kesehatan, bagaimana memperoleh
gelar dokter dan bagaimana mendapat ijin praktek kedokteran. Sebelumnya ada
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana, yaitu profesi-
profesi yang mensyaratkan gelar sarjana, termasuk dalam Undang-Undang

tersebut adalah sarjana kedokteran.

Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (yang sekarang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan) yang memasukan dokter sebagai tenaga
kesehatan. Peraturan pelaksana undang-undang tersebut adalah Peraturan

Pemerintah Nomor 32 tentang Tenaga Kesehatan yang mengatur dokter dan

®3Ibid, hal 4.
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dokter gigi sebagai tenaga medis dan persyaratan untuk menjadi seorang dokter
dan dokter gigi. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran yang menjadi dasar keluarnya Peraturan Menteri
kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik
Dokter dan Dokter Gigi. Peraturan baru mengenai Praktik dokter kemudian keluar
pada tahun 2007 yaitu Peraturan  Menteri  Kesehatan = Nomor
512/Menkes/Per/IV/2007 tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/Menkes/Per/X/2011.

3.2.6. Praktek kedokteran

Adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh profesional medis
terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Rangkaian kegiatan
tersebut merupakan kegiatan penerapan keilmuan yang meliputi pengetahuan
(knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) profesional kepada pasien
dalam pelayanan medis. Jadi, penerapan keilmuan dibidang kedokteran
merupakan suatu perbuatan atau tindakan (conduct) yang bersifat tehnik medis
dan perilaku (behaviour) yang secara bersamaan harus dipenuhi dalam
menjalankan kegiatan teknis medis tersebut®.

3.2.7. Perlindungan Profesi Dokter

J.M. Beer mendeskripsikan beberapa aspek perlindungan hukum bagi
dokter sebagai berikut:

1. Seorang dokter dapat menolak memberikan salinan dari rekam medik
kalau rekam medik tersebut juga memuat mengenai orang/dokter lain
tersebut, dan salinan dari rekam medik dapat merugikan orang/dokter lain,

karena berisi keterangan yang harus dirahasiakan untuk orang lain.

% Diambil dari tulisan H Dini Iswandari, resiko tindakan medik, november 2007.
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Seorang dokter yang digugat harus dapat membela dirinya dengan
menggunakan rekam medis dari pasien, tanpa dianggap membocorkan
rahasia kedokteran.

Seorang dokter tidak mengikatkan diri untuk mencapai hasil yang
diharapkan dari pelayanan kedokterannya (resultaatverbintenis) tetapi
dokter berupaya memberikan pelayanan kedokteran dengan sebaik-
baiknya (behandeling overeenkomst/inspanningsverbintenis). Komplikasi
yang dapat timbul, tetapi menurut kepustakaan dokter tidak dapat diduga
sebelumnya, dan bukan merupakan resiko atau akibat langsung dari
tindakan dokter, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh dokter.
Komplikasi yang tidak dapat dihindarkan, dan yang telah diketahui oleh
pasien, tetapi resiko itu diterima oleh pasien, tidak dapat

dipertanggungjawabkan pada dokter.®

Jack Nagan mendeskripsikan beberapa aspek perlindungan hukum bagi

dokter sebagai berikut:

1.

Dalam perkara perdata dan pidana, jaksa penuntut umum dan pasien
penggugat memikul beban pembuktian. Dalam perkara pidana, terdakwa
dianggap tidak bersalah, jika tidak dapat dibuktikan setiap dakwaan masuk
akal tidak disangsikan lagi (beyond a reasonable doubt). Dalam perkara
perdata, tergugat dianggap tidak bersalah dan bebas dari tanggung jawab
sampai penggugat dapat membuktikan setiap gugatan (preponderance of
evidence). Pembuktian kesalahan dalam kelalaian medik harus begitu
teknis, sehingga tidak ada harapan dapat dibuktikan, atau tidak masuk akal
dapat dimengerti oleh orang awam

Seorang dokter dapat menghentikan hubungannya dengan pasien, setelah
syarat-syarat khusus dipenuhi. Yaitu setelah memberitahukan kepada
pasien, dan setelah informasi mengenai pengobatan yang lalu telah
diberikan kepada dokter pengganti yang telah dipilih pasien.

Tidak ada kewajiban untuk menerima seorang psien berobat dan dokter

dapat menolak untuk menerima orang manapun sebagai pasien dengan

® R.Soeraryo Darsono, Hukum Kedokteran, Penanggulangan Konflik & Perlindungan

Hukum Bagi Dokter. (Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2005) hal. 96.
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alasan apapun atau tanpa alasan sekalipun, kecuali orang itu dalam
keadaan darurat. Tetapi tetap berkomunikasilah dengan baik. dakam hal
dokter memang sengaja tidak mau menerima pasien tersebut, jangan
memberi nasehat atau anjuran apapun, dan orang tersebut jangan
dipersilakan masuk ke ruang praktek, karena hal itu sudah dapat dianggap
adanya hubungan pasien-dokter.

4. Soerang dokter jangan memberikan nasehat atau anjuran apapun, kalau
berada di tempat umum dan tidak ada hubungan dokter pasien, namun
dokter yang baik selalu berkomunikasi dengan baik kepada siapapun, dia
selalu menjadi penyuluh kesehatan yang baik.

5. Dokter yang selalu berkomunikasi dengan baik terhadap pasien dan
keluarganya, menunjukkan kepedulian besar mengenai pasien dan

keluarganya dan akan sangat dihargai oleh pasien dan keluarganya.®®

J. Guwandi dalam bukunya ‘kelalaian medik® menuliskan bahwa
perlindungan hukum bagi dokter dapat mengacu pada yurisprudensi sebagai
berikut®’:

1. Seorang dokter yang sudah berpikir masak-masak secara wajar, sudah
bertindak berhati-hati secara wajar, dan membuat suatu kelalaian ringan
(culpa levie), dianggap telah membuat kelalaian yang manusiawi. Hukum
tidak menolak pandangan bahwa “kita semua membuat kesalahan”, selama
kesalahan 1tu masuk akal/pantas/layak (reasonable) dan tidak
menimbulkan kerugian fisik. Tuntutan ganti rugi tidak dapat dikabulkan
hanya berdasar penderitaan mental saja (mental suffering alone) (Espinosa
v. Beverly Hospital et al. California, 1953)

2. Dalam ilmu kedokteran, sebagaimana juga halnya pada disiplin lainnya,
terdapat kelonggaran untuk perbedaan pendapat, maka jika dokter
berpendapat berlainan dengan koleganya, tidak langsung berarti telah
menyimpang dari kebiasaan dan standar profesinya (prinsip Bolam)
(Bolam v. Friem Hospital Management Comittee, 1957)

® Ibid.

% Ibid., hal, 98.
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. Tidak bisa hanya karena hasil (outcome) yang negatif lantas hal itu
membuat dokternya dianggap salah atau lalai (Barnett v. Chelsea
Kensington Hospital Management Comittee, 1969).

Hampir tidak ada dua kasus hukum kedokteran yang persis sama. Walau
jenis penyakitnya sama, tetapi cara penanganannya, dan hasil atau
akibatnya tidak selalu sama. Hal ini karena tergantung dari banyak sekali
faktor terkait, seperti misalnya: tingkat keseriusan penyakit, umur, daya
tahan tubuh pasien, komplikasi yang timbul, dokter yang menangani dan
lain lain.

Dalam hukum kedokteran, yang paling penting bukanlah akibatnya,
namun cara bagaimana sampai terjadinya akibat yang merugikan. Tolok
ukurnya ialah etik kedokteran dan standar profesi kedokteran. Hukum
pidana pertama-tama melihat dahulu akibat yang ditimbulakan, baru
kemudian motif dari tindakan tersebut. Kecelakan medik (medical mishap,
misadventure, accident) adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan
dimaafkan, tidak dipersalahkan, sehingga tidak dihukum.

Dalam hubungan dokter-pasien, seorang dokter hanya berusaha sedapat
mungkin  untuk dapat menyembuhkan pasiennya (inspannings-
verbintenis). Dokter sama sekali tidak memberikan jaminan akan
penyembuhannya. Sering terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran dari
pihak pasien dan keluarganya, yang beranggapan bahwa suatu tindakan
medik harus selalu berhasil. Operasi yang beresiko tinggi (high risk) dan
pasiennya meninggal, dokter tidak dipersalahkan (The Straits Times, 25"
October, 1986 and Rocv. Ministry of Health, 1954).

. Kalau pada operasi “panas” (Cito) timbul risiko yang inheren, maka dokter
yang melakukan operasi tidak dapat dipersalahkan. Pada operasi tersebut
dapat juga timbul akibat yang tidak diinginkan. Akibat tersebut tidak harus
dianggap sebagai kelalaian, tetapi dapat dianggap sebagai kecelakaan
dalam keadaan memaksa (overmacht).

Dokter spesialis anestesi pada suatu operasi tidak di bawah kontrol dokter
spesialis bedah yang melakukan operasi tersebut, sehingga dokter spesialis
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bedah tersebut tidak bertanggung-jawab atas kelalaian dokter spesialis
anestesi (Dohn. V. Smith Florida, 1958)

Dokter spesialis anestesi tidak dapat dipersalahkan, kalau pada suatu
operasi timbul sesuatu yang tidak dapat diduga sebelumnya
(unforeseeable), seperti misalnya; reaksi berlebihan yang menimbulkan
syok anafilaktik, atau emboli air ketuban, atau emboli lain (Muhardi).
Terdapat banyak risiko melekat pada segala bentuk pelayanan medis, dan
tak terkecuali anestesi. Seorang dokter spesialis anestesi yang telah
berusaha sedapat-dapatnya agar timbulnya resiko itu sekecil mungkin, dan
telah melakukannya dengan keterampilan yang wajar, dan bertindak secara
hati-hati yang wajar, maka betapa seriusnya luka atau kerugian yang
terjadi, itu tidak dapat dipersalahkan padanya (Lord Justice Ormend in
Cavoreo v. Franklin General Benevolent Society, California, 1950).

Dalam KUHP terdapat hal-hal khusus tertentu yang dapat meniadakan
hukuman, seperti yang diatur dalam:

a. Pasal 44: sakit jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid)

b. Pasal 48: adanya unsur daya paksa (overmacht)

c. Pasal 49: pembelaan diri terpaksa (noodzakelijke verdediging)

d. Pasal 50: peraturan perundang-undangan (wettelijk voorschrift)

e. Pasal 51: perintah jabatan (ambtelijk bevel)

Dalam Hukum berlaku adagium (ajaran) yang berbunyi: “Nulla poena sine
praevia lege poenali” (tidak ada hukuman tanpa lebih dulu ada undang-
undang pidananya), “Nulla poena sine lege” (tidak ada hukuman tanpa
(adanya) undang-undang), “Nullum crimen sine lege” (tidak ada kejahatan
tanpa (adanya) undang-undang), “Geen straf zonder schuld” (tidak ada
penghukuman tanpa adanya kesalahan). Hukum pun mengakui adanya
sumber-sumber lain, seperti yurisprudensi konstan, yakni ilmu hukum
yang dikembangkan oleh para sarjana hukum yang mempunyai otoritas,
dan juga hukum kebiasaan. Kebiasaan pun dapat mempengaruhi hukum
menjadi hukum tak tertulis. Ilmu hukum mengembangkannya dengan
memberikan dasar-dasar alasan, sehingga bisa diterima sebagai dasar

peniadaan hukuman pidana di luar undang-undang yang tertulis
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(buitenwettelijke stafuitsluitingsgronden). Aliran ini dipandang sebagai
garis baru dalam hukum pidana dalam pembahasan mengenai “materiele
wederrechtelijkheid” (Oemar Seno Adjie). Kadang, jika undang-undang
diartikan secara harafiah (letterlijk) dan diterapkan secara sempit dalam
kasus-kasus tertentu, bahkan bisa menimbulkan ketidakadilan, jika situasi
dan kondisi khusus yang meliputi tidak turut dipertimbangkan. Hal ini
tampak jelas dalam Hukum Kedokteran, di mana seorang dokter
melakukan suatu tindakan medik yang secara yuridis memenuhi
perumusan KUHP, tetapi sebenarnya tidak ada unsur kesalahan; dengan
perkataan lain secara materil tidak bertentangan dengan hukum

(afwezigheid van materiele wederrechtelijkheid).

Di dalam vyurisprudensi dan literatur hukum kedokteran ditemukan
beberapa dasar yang dipakai untuk peniadaan kesalahan (penghukuman)
yang khusus berlaku di bidang medik. Di dalam hukum kedokteran
terdapat faktor-faktor khusus yang tidak ditemukan dalam hukum yang
berlaku umum. Jasa pemberian pelayanan kesehatan tidak dapat
disamakan dengan pemberian jasa di bidang lain. Dasar-dasar peniadaan
kesalahan di bidang medik (Medische Schulduitsluitingsgronden) yang
khusus berlaku di bidang kedokteran, sudah berlaku dan berkembang di
dalam yurisprudensi dan literatur Hukum Kedokteran di negara-negara
Anglo Saxon, di mana telah berkembang sistem hukum berdasarkan
“Common Law”, dan ketentuannya timbul berdasarkan kasus. Dasar-dasar
peniadaan di bidang medik itu adalah sebagai berikut:

a. Risiko dalam Pengobatan (Risk of Treatment), meliputi; risiko yang
melekat (inherent risk), reaksi alergik (syok anafilaktik), dan koplikasi
yang timbul dalam tubuh pasien (emboli).

b. Kecelakaan (mishap, accident, misadventure, mischance)

c. Kekeliruan penilaian klinis (non-negligent error of clinical judgement)
“Errare humanum est” (kesalahan adalah manusiawi).

d. Volenti non fit inuria (Assumption of risk).

e. Contributory Negligence (Conduct on the part of the Patient).

UNIVERSITAS INDONESIA
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

55

Seorang dokter yang sudah bertindak Lege Artis tidak dapat dipersalahkan,
kalau timbul syok anafilaktik yang tidak dapat diduga sebelumnya, dan
kemudian telah diusahakan untuk mengatasinya.

Seorang dokter tidak dapat dipersalahkan kalau terjadi efek samping
terdapat obat atau tindakan yang sudah lazim diketahui umum, atau sudah
diberi tahu sebelumnya (Informed Consent); atau kalau terjadi komplikasi
yang sangat jarang, terjadinya tiba-tiba, dan tidak bisa diketahui atau
diduga sebelumnya (Arrondissements rechtbank Amsterdam, 20 Februari
1985).

Seorang dokter tidak harus selalu dianggap bertanggung jawab apabila
terjadi sesuatu, atau tidak berhasil menyembuhkan, karena hal itu pada
akhirnya akan sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Pada seorang
profesional, suatu kesalahan dalam pertimbangan (error of judgement)
bukanlah kelalaian. Mungkin pertimbangan telah keliru, namun dokter
tersebut atau dokter lain pun tak mungkin akan selalu benar (Hakim Lord
Denning).

Seorang dokter tidak dianggap berbuat lalai apabila memilih dari salah
satu dari sekian banyak cara pengobatan yang diakui; memakai suatu cara
pengobatan lain dari yang lain, dan aapbila ada keragu-raguan cara yang
tepat, tidak termasuk pelanggaran kewajiban (Dowwe v. Veillux, Me.
1974; Sprowlv. Alabama, 1987).

Seorang dokter tidak dapat dipersalahkan kalau pasien sudah mengetahui
adanya suatu resiko, dan secara sukarela bersedia menanggungnya, dan
kemudian resiko itu benar-benar terjadi (Informed Consent).

Seorang dokter tidak bertanggung jawab atas sikap tindak pasien yang
tidak wajar, sehingga menyebabkan cedera pada diri pasien itu sendiri
(Contributory negligence = Conduct on the part of the patient)
(Creighton).

Seorang dokter tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
pasien yang melanggar nasehat/ peringatan/ larangan dokter (Buckie v.
Dc.Louney, 1971, Jenkins v. Bogolusa Community Medical Center,
Lousiana, 1976).
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20. Seorang tidak dapat menerima ganti rugi kalau melakukan sesuatu yang
menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri karena kurang hati-hati, atau
karena kesalahannya sendiri ((Contributory negligence) (Mayor v. Reyes
& Co., Lousisana, 1962).

Hal yang menarik dalam perlindungan dokter adalah sedikit sekali
pengaturan mengenai perlindungan dokter di Indonesia. Perlindungan yang
diberikan oleh Undang-Undang kepada dokter adalah Pasal 50 huruf a Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu:

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran

mempunyai  hak memperolen  perlindungan hukum  sepanjang

melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional.”

Dalam KODEKI tidak terdapat ketentuan terhadap perlindungan dokter.
Disana hanya terdapat pengaturan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus

diemban seorang dokter dengan tujuan keselamatan pasien.

3.3. Pelayanan medis
Pelayanan medis mempunyai dua pengertian yaitu :

a. Medical services / health service/ pelayanan medik/ pelayanan kesehatan,
mengandung arti sebagai pelayanan yang diberikan oleh sarana pelayanan medis.

Medical services ini meliputi dua kelompok kegiatan pelayanan yaitu :

1). Kegiatan asuhan medis (medical care), yang merupakan tindakan medis
yang dilakukan oleh dokter kepada pasien dalam rangka melakukan upaya

kesehatan.

2). Kegiatan yang bukan asuhan medis ( non medical care ), yang merupakan
kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan asuhan medis termasuk

pelayanan informasi, keyamanan, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya.

b. Medical care/ asuhan medis, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh profesional
medis yang dimulai dari anamnesa (tanya jawab), diagnosa, sampai terapi,
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termasuk membuat rekam medis, membuat surat keterangan medis, membuat
persetujuan medis, memberi informasi medis dan lain-lain. Dimana kegiatan

tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan teknik medis.

3.3.1. Ruang lingkup pelayanan medis

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan:

“Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan
pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang
dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.”

Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat
promosi kesehatan, atau peningkatan keadaan kesehatan seserang. Pelayanan
kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah
kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau
pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat
berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan

masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengenai perbedaan antara
transaksi terapeutik dengan pelayanan medis/pelayanan kesehatan. Transaksi
terapeutik adalah bagian dari pelayanan medis yaitu untuk penyembuhan pasien,
sedangkan pelayanan medis pengertiannya lebih luas lagi. Cakupan pelayanan

kesehatan termasuk preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif.
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3.3.2. Hubungan Pasien dan Dokter

Hubungan pasien dengan dokter merupakan hubungan yang erat dan kompleks
keeratan hubungan antara pasien karena diharuskan adanya kesalingpercayaan dan
keterbukaan. Dalam hukum pasien dan dokter masing-masing memiliki hak dan
kewajiban. Hubungan terapeutik antara pasien dengan dokter terdiri dari lima asas

yang berlaku dalam hubungan kontraktual yaitu :
a. Asas konsensual

Dalam asas ini dokter dan pasien harus menyatakan persetujuannya, baik secara
eksplisit (misalnya, secara lisan sanggup) atau secara implisit (misalnya menerima

pendaftaran pasiennya, memberikan nomor urut).
b. Asas itikad baik

Itikad baik dari kedua belah pihak merupakan hal yang paling utama di dalam

hubungan terapeutik antara pasien dan dokternya
c. Asas kebebasan berkontrak

Dalam asas ini antara pasien dan dokternya mengikatkan diri bebas untuk

menentukan hal-hal mengenai hak dan kewajiban masingmasing.
d. Asas tidak melanggar hukum

Berdasarkan asas bebas, dokter dan pasiennya mengikatkan diri bebas untuk
menentukan hal-hal mengenai hak dan kewajiban masing-masing tetapi dibatasi

oleh asas ini yaitu isi perjanjiannyatidak boleh melanggar hukum.
e. Asas kepatutan dan kebiasaan

Disamping tunduk kepada hukum dan hal-hal yang telah disepakati oleh dokter
dan pasien tetapi kepatutan dan kebiasaan harus diikuti. Sementara mengenai sah
atau tidaknya persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien atau orang
yang berwenang memberikan persetujuan, ketentuan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia diatur di dalam SK Direktur Jenderal Pelayanan Medik
tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik, yang menyebutkan bahwa
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pelaksanaan persetujuan tindakan medik dianggap benar jika memenuhi ketentuan
sebagai berikut :

1. Persetujuan atau penolakan tindakan medik diberikan untuk tindakan
medik yang dinyatakan secara spesifik.

2. Persetujuan atau penolakan tindakan medik diberikan tanpa paksaan.

3. Persetujuan atau penolakan tindakan medik diberikan oleh seorangpasien
yang sehat mental dan memang berhak.

4. Persetujuan atau penolakan tindakan medik diberikan setelah

diberikan cukup informasi dan penjelasan yang diperlukan. Menurut Fred Ameln,
dalam kaitan hubungan dokter dengan pasien, maka dalam hukum perdata dikenal

adanya dua macam perikatan, yaitu:
a. Perikatan Usaha

Yaitu suatu perikatan yang terjadi dimana satu pihak berjanji dengan upaya dan

usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tertentu.
b. Perikatan Hasil

Yaitu suatu perikatan yang terjadi dimana satu pihak berjanji akan memberikan

suatu hasil yang nyata.

3.3.3. Hak dan Kewajiban Pasien

Berdasar Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik
kedokteran Pasal 52, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, pasien

mempunyai hak yaitu :

a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3.

b. Meminta pendapat dokter.

c. Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.

d. Menolak tindakan medis.
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Mendapat isi rekam medik.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, penjelasan Pasal

53 ayat 2 menyatakan bahwa hak pasien adalah hak mendapat informasi, hak

memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, dan hakatas pendapat

kedua. Menurut J. Guwandi, hak-hak pasien dapat diperinci sebagai berikut:®®

o

> «Q —Hh o

Hak atas perawatan dan pengurusan

Hak untuk menolak cara perawatan tertentu

Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan Rumah Sakit yang akan merawat
pasien

Hak atas Informasi

Hak atas rasa aman dan tidak terganggu

Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan

Hak untuk mengakhiri perawatan

Hak untuk menolak perawatan tanpa ijin agar tenaga kesehatan boleh

merawat dirinya

Menurut Soerjono Soekanto, hak-hak pasien adalah sebagai berikut:

o

o Q@ o

Hak atas perawatan dan pengurusan

Hak untuk memperoleh cara perawatan tertentu

Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat
pasiennya

Hak atas informasi

Hak atas rasa aman dan tidak terganggu

Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan

Hak untuk mengakhiri perawatan

Hak untuk menolak perawatan tanpa ijin agar tenaga kesehatan boleh
merawat dirinya

Hak-hak pasien yang bersifat psikiatris.*®

224,

%8). Guwandi, Hukum Medik (Medical Law), (Balai Penerbit FK UI; Jakarta, , 2004), hal.

®9Soerjono Soekanto, Hubungan Dokter dan Pasien, (Gramedia: Jakarta, 1999), hal .160.

UNIVERSITAS INDONESIA
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



61

Sedangkan kewajiban yang dimiliki pasien adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban memberi informasi kepada tenaga kesehatan, agar dapat
diambil keputusan yang tepat

b. Kewajiban untuk melaksanakan nasehat yang diberikan oleh tenaga
kesehatan

c. Kewajiban untuk menghormati kerahasiaan diri tenaga kesehatan

d. Kewajiban untuk memberi imbalan terhadap jasa tenaga kesehatan

e. Kewajiban memberikan ganti rugi jika ada tindakan pasien yang
merugikan

f. Kewajiban untuk berhubungan dengan tenaga kesehatan, pasien harus

berterus terang bila timbul masalah.”

3.3.4. Hak dan Kewajiban Dokter dalam tindakan Medis

Berdasar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 50, bahwa dokter

dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak, yaitu :

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai
standar profesi dan standar prosedur operasi.

b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar
prosedur operasi.

c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau
keluarganya.

d. Menerima imbalan jasa.

Sedangkan menurut Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor
YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 menyebutkan dokter memiliki hak, yaitu

a. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

profesinya

Ibid., hal. 160.
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b. Berhak untuk bekerja menurut standar profesi serta berdasarkan hak
otonom

c. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, profesi dan etika.

d. Menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila hubungan pasien
sudah sedemikian buruk sehingga karjasama yang baik tidak mungkin
diteruskan lagi kecuali untuk pasien gawat darurat dan wajib menyerahkan
kepada dokter lain.

e. Berhak atas privasi dan berhak menuntut apabila nama baiknyadicemarkan
oleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melecehkan atau
memalukan.

f. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau
keluarganya.

g. Berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi
pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya.

h. Diperlakukan adil dan jujur baik oleh rumah sakit maupun oleh pasiennya.

I. Mendapat imbalan atas jasa profesi yang diberikan berdasarkan perjanjian

dan atau ketentuan yang berlaku.

Hak yang dimiliki oleh dokter yang merupakan wewenang dalam

melakukan tindakan medik, adalah sebagai berikut:

a. Hak untuk dihormati kerahasiaan dirinya

b. Hak atas informasi dari pasien sebagai landasan untuk mengobati dan
merawat

c. Hak untuk menerima balas jasa dari perawatannya

d. Hak untuk menolak tindakan medik yang bertentangan dengan sumpah,
kode etik, Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

e. Hak untuk membela diri terhadap gugatan yang ditujukan padanya’

Sedangkan kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran
berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah:

"'Kartono Mohammad, Persetujuan Tindakan Medik dan Permasalahannya di Indonesia,
(Ul Press: Jakarta, 1990), hal. 5.
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a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar
prosedur operasi serta kebutuhan pasien.

b. Merujuk pasien ke dokter yang mempunyai keahlian atau kemampuan
yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan
atau pengobatan.

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan
setelah pasien meninggal.

d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali ada
orang lain yang bertugas dan mampu melakukan pertolongan.

e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu

kedokteran.

Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor Y'M.02.04.3.5.2504 tanggal

10 Juni 1997 menyebutkan dokter memiliki kewajiban, yaitu :

a. Mematuhi peraturan rumah sakit.

b. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan
menghormati hak pasien.

c. Merujuk pasien ke dokter atau ke rumah sakit lain, apabila tidak bisa
menangani pasien untuk pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut.

d. Memberikan kesempatan pada pasien agar senantiasa dapat berhubungan
dengan keluarga dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

e. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan
setelah pasien meninggal.

f. Memberikan pertolongan darurat sebagai tugas perikemanusiaan, kecuali
apabila dia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu
memberikannya.

g. Memberikan informasi yang cukup tentang perlunya tindakan medis serta
resiko yang dapat terjadi.

h. Membuat rekam medis yang baik secara berkesinambungan berkaitan
dengan keadaan pasien.

i. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu

kedokteran.
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J.  Memenuhi hal-hal yang telah disepakati yang telah dibuatnya.
k. Bekerjasama dengan profesi dan pihak lain yang terkait.

I.  Mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit.

Kewajiban dokter terhadap pasien juga tertulis dalam kode etik

kedokteran, yaitu:

a. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu
dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu
melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan
pasien, ia wajib merujuk ke dokter lain yang mempunyai keahlian dalam
penyakit tersebut.

b. Setiap dokter wajib memberikan kesempatan kepada pasien agar
senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam
beribadat atau masalah lainnya.

c. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
tentang seseorang pasien, bahkan setelah pasien meninggal.

d. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas
kemanusiaan kecuali ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu

memberikan pertolongan.

Sedangkan menurut Kartono Muhammad, kewajiban dokter dalam

melaksanakan praktik kedokterannya meliputi:

a. Kewajiban melindungi pasien sebagai makhluk hidup insani.

b. Kewajiban untuk secara tulus mempergunakan ilmu dan keterampilannya
untuk kepentingan pasien.

c. Kewajiban memberikan kesempatan kepada pasien untuk beribadah dan
berhubungan dengan keluarganya.

d. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang diri

pasien.
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e. Kewajiban  memberikan  pertolongan  darurat  sebagai  tugas

perikemanusiaan.

3.3.5. Medical informed consent di Indonesia

Di Indonesia sampai saat ini masih belum ada penggunaan istilah yang
seragam untuk “Informed consent”. Di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 45 digunakan istilah Persetujuan
Tindakan Kedokteran. Walaupun demikian, baik di dalam penjelasan Pasal 45
ayat (5) maupun Pasal 52 butir (a) digunakan istilah tindakan medis. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan juga menggunakan istilah yang
sama Yaitu tindakan medis seperti yang disebutkan di dalam Pasal 15 dan 53 ayat
(3) berikut penjelasannya. Sementara itu Surat Edaran Direktur Jenderal
Pelayanan Medis Nomor : HK.00.06.3.5.1866 Tahun 1999 menggunakan istilah
Persetujuan Tindakan Medis.Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008
tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menggunakan istilah yang berbeda

yaitu Tindakan Kedokteran.

Jika dilihat melalui hukum perdata, maka medcal informed consent adalah
informasi kesehatan yang diberikan kepada pasien (informed) untuk melakukan
sebuat tindakan medis dan diperlukan persetujuan pasien untuk melakukan
tindakan medis tersebut (consent). dalam pasal 1320 KUHPerdata, informed
sebagai bagian dari informed consent adalah hal yang diperjanjikan dalam
persetujuan tindakan medis itu sendiri karena dalam formulir persetujuan tindakan
medis misalnya, isinya sangat terbatas, yaitu hanya persetujuan pasien terhadap
suatu tindakan medis tanpa dijelaskan lebih mendetail bagaimana prosedurnya,
efek samping, alternatif tindakan lain dan hal lainnya. Detail mengenai tindakan
medis tersebut berada pada informasi yang disampaikan oleh dokter tersebut.
Informasi kesehatan tersebut tidak diberikan tertulis dalam formulir persetujuan
tindakan medis karena tiap-tiap pasien, penjelasan mengenai kesehatan dan

tindakan medisnya pasti berbeda, walaupun penyakitnya sama. Perbedaan

“Ibid, hal. 6
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penjelasan tersebut bisa disebabkan oleh faktor usia, ketahanan tubuh, parah
tidaknya penyakit dan lain-lain.

Consent dalam medical informed consent merupakan persetujuan yang
diberikan oleh pasien setelah diberikan informasi kesehatan oleh dokter. Dalam
Pasal 1320 KUHPerdata, ada 4 syarat sahnya perjanjian yaitu: kesepakatan,
kecakapan untuk membuat perikatan, adanya hal tertentu yang diperjanjikan dan
sebab yang halal. Dalam informed consent sudah terpenuhi seluruh syarat sahnya
perjanjian. Informed consent sendiri sudah memenuhi syarat kesepakatan dan hal
tertentu, kemudian suatu tindakan medis harus dilakukan dengan tidak melanggar
hukum yang ada dan memnuhi syarat sebab yang halal. Syarat terakhir, pihak
pihak yang melakukan perjanjian harus cakap dapat terpenuhi dalam perjanjian
medis karena bagi pihak-pihak yang tidak cakap dapat diwakili oleh keluarganya

dalam memberikan persetujuan tindakan medis.

Persetujuan tindakan medis dikenal dari tahun 1914, ketika Mr.Benjamin
Cardozo, yang merupakan seorang hakim di Amerika Serikat, memberi ide
pentingnya persetujuan tindakan medis, dikarenakan setiap manusia mempunyai
hak atas jiwa dan tubuhnya’. Persetujuan tindakan medis berkembang pesat
setelah Perang Dunia Il, dalam hal hak asasi manusia dalam hal ini berkaitan
dengan hak-hak pasien. Prinsip Persetujuan tindakan medis sesuai dengan Kode
Etik Kedokteran Pasal 5 yaitu mengutamakan penderita dengan berbuat demi
keselamatan dan kepentingan pasien. Persetujuan tindakan medis mempunyai

prinsip-prinsip secara garis besar adalah :

1. Masalah kesehatan seseorang adalah tanggung jawab sendiri orang itu
sendiri.

2. Bahwa hasil dari tindakan kedokteran akan lebih berguna apabila terjalin
kerja sama yang baik antara pasien dan dokter.

3. Bahwa tindakan kedokteran yang dilakukan dokter untuk menyembuhkan

penderitaan pasien hanya merupakan upaya yang tidak wajib diterima oleh

7). Guwandi, Hukum Medik (Medical Law), (Balai Penerbit FK UI; Jakarta, , 2004), hal.
224

UNIVERSITAS INDONESIA
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



67

pasien, karena dalam pelayanan kesehatan tidak seorangpun dapat

memastikan hasil akhir dari upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan.”

Di Indonesia sendiri, kesadaran mengenai pentingnya informed consent
muncul ketika adanya kasus dokter Setyaningrum. Pada awal tahun 1979 dokter
Setyaningrum menyuntikkan obat ke pasien Rusmini. Rusmini ternyata alergi
terhadap obat tersebut dan kemudian meninggal dunia. Upaya medis yang
dilakukan dokter Setyaningrum untuk menyelamatkan Rusmini tidak berhasil.
Semenjak kasus itulah timbul kesadaran baik dokter maupun pasien terhadap
informed consent.

Kewajiban pemberian informed consent terkait dengan hak-hak pasien
adalah sebagai berikut:

Pertama, pasien berhak menerima informasi tanpa diminta tentang segala
seuatu mengenai dirinya. Pasien berhak menerima jawaban dari pertanyaan yang
diajukannya. Secara umum pasien harus diberi jawaban, kecuali jika terdapat
keberatan yang beralasan. Hak atas jawaban itu terdiri dari hak untuk didengar
dan hak atas reaksi. Hak atas jawaban juga mencakup hak atas kebenaran. Namun,
dapat terjadi bahwa seorang dokter dalam strategi penyampaian informasinya
belum sampai pada suatu masalah, tetapi pasien sudah menanyakan masalah
tersebut. Dalam hal ini, secara umum dokter harus menjawab pertanyaan itu,
kecuali ada alasan yang sah untuk tidak berbuat demikian. Dalam hal ini dokter
bertanggung jawab untuk membuktikan alasannya. Jika ada alasan untuk tidak
mengatakan kebenaran, pasien tetap mempunyai hak atas jawaban, dalam arti
pasien tetap didengan dan diberi reaksi. Tetapi ada situasi yang memungkinkan
dokter tidak usah memberikan informasi ataupun mengatakan kebenaran, yaitu
pada terapi yang didasarkan atas tidak memberi informasi pada pasien agar efek
terapi tercapai, misalnya dalam placebo.”

Kedua, pasien tidak boleh dirugikan. Hal ini merupakan suatu dasar
hukum untuk menahan informasi, sama halnya seperti yang dikemukakan dalam

teori manfaat untuk pasien yang diuraikan di atas. Dalam hal ini, dokter harus

"Ibid, hal. 43.

” Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Suatu
Tinjauan Yuridis Persetujuan dalam Hubungan dokter Dan pasien, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 1999), hal. 144.
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dapat membuktikan bahwa informasi itu dapat merugikan pasien. Dokter harus
sama telitinya baik dalam pemilihan kata untuk penyampaian informasi, maupun
dalam melakukan perawatan medis. Namun demikian, menahan informasi atau
kebenaran dengan alasan bahwa informasi tersebut akan menghambat perawatan
oleh dokter, atau dikhawatirkan bahwa pasien akan menolak perawatan, bukan
merupakan dasar. Menolak perawatan adalah hak pasien yang dapat dilakukan

ataupun tidak, bergantung dari informasi yang benar.”

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290 Tahun 2008 tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan pasien atau
keluarga terdekat setelah penjelasan mengenai tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Sedang yang dimaksud
tindakan Kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan
kedokteranadalah suatu tindakan medis berupa prefentif, diagnostik, terapeutik
atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.
Berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290 Tahun 2008 tentang
Persetujuan Tindakan Medis, beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh dokter

dalam melakukan tindakan medis yaitu adalah :

1. Semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus
mendapat persetujuan.

2. Persetujuan diberikan setelah pasien mendapat informasi yang cukup.

3. Setiap tindakan medis yang mengandung resiko tinggi harus dengan
persetujuan tertulis yang ditandatangani pihak yang berhak memberikan
persetujuan.

4. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik
diminta maupun tidak.

5. Dalam keadaan tertentu informasi dapat diberikan kepada keluarga pasien

dengan persetujuan pasien.

78 Ibid.
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6. Dalam hal tindakan bedah (operasi) atau tindakan invasif lainnya,
informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasiitu
sendiri, dalam arti tidak dapat diwakilkan.

7. Dalam keadaan tertentu dimana dokter yang akan melakukan tindakan
medis tidak ada, informasi harus diberikan kepada dokter lain dengan
sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggungjawab.

8. Persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten (berumur lebih dari 21
tahun atau telah/pernah menikah) yang dalam keadaan sadar dan sehat
mental.

9. Bagi pasien di bawah 21 tahun persetujuan diberikan kepada orangtua
atau wali atau keluarga terdekat.

10. Dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan dari pasien atau
keluarganya dapat dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan surat ijin
prakteknya.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dalam
pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap tindakan kedokteran terhadap pasien
harus mendapat persetujuan. Selanjutnya di dalam pasal 2 dikatakan bahwa
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pasien mendapat
penjelasan secara lengkap. Sementara itu pengertian tentang persetujuan tindakan
kedokteran didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tidak menjelaskan,
secara detail tapi bila dilihat dari pasal 81 Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004, yang menyebutkan bahwa semua peraturan perundangan tentang kesehatan
yang berkaitan dengan praktek kedokteran masih berlaku sepanjang tidak boleh
bertentangan dengan dan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
Oleh karena itu pengertian mengenai persetujuan tindakan medis dokter
menggunakan pengertian yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis.

Persetujuan tindakan medis merupakan terjemahan dari kata Informed
Consent. Kata “Informed” yang berarti persetujuan, karena informed consent yang
merupakan pernyataan sepihak dari orang yang berhak (yaitu pasien, keluarga

atau walinya) yang isinya berupa ijin atau persetujuan kepada dokter untuk
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melakukan tindakan medis sesudah orang yang berhak tersebut diberi informasi
secukupnya, sehingga Informed consent yang merupakan sarana legitimasi bagi
dokter untuk melakukan intervensi medis yang mengandung risiko serta akibat
yang tidak menyenangkan dan oleh karenanya hanya dapat membebaskan dokter
dari tanggung jawab hukum atatas terjadinya risiko serta akibat yang tidak

menyenangkan saja.

Di belanda, pasien mempunyai hak untuk melihat rekam medis (inzage
recht). Hak ini merupakan hak pribadi pasien, dan juga dipunyai hakim di sidang
pengadilan (subpoena duces tecum). Dalam keadaan pasien tidak sadar, kurang
kompeten atau masih dibawah umur, maka anggota keluarga terdekat (next of kin)

yang memberi persetujuan.

Informed consent tidak harus selalu tertulis, tetapi untuk setiap
tindakan yang mengandung resiko tinggi, harus dengan informed consent yang
tertulis (expressed consent). Dalam keadaan pasien gawat darurat dan tidak ada
keluarga terdekatyang tersedia, sedang berdasarkan indikasi medis harus dilkukan
tindakan medis tertentu (misalnya operasi cito), atas pertimbangan karena pasien
terancam bahaya maut, maka tanpa informed consent tetap harus dilakukan
operasi cito tersebut, seakan-akan pasien telah memberikan informed consent

(presumed atau implied consent)”’

Di Belanda berlaku ketentuan ‘Nood Breekt Wet’ yang berarti
‘dalam keadaan gawat atau darurat dan bahaya maut mengancam, hukum

dikesampingkan’. Di Indonesia sendiri terdapat pasal 531 KUHP yang berbunyi:78

‘Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang
menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan
kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang
lainm diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan
paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 300 rupiah.’

”7 R.Soeraryo Darsono, Hukum Kedokteran, Penanggulangan Konflik & Perlindungan
Hukum Bagi Dokter. (Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2005) hal. 55.

’® Ibid.
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3.3.6. Proses Persetujuan Tindakan Medis

Menurut Guwandi proses sampai terjadinya persetujuan dan

penandatanganan formulir informed consent dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu:
79

a. Fase Pertama

Pada saat dimana seorang pasien datang ke tempat dokter. Dengan
kedatangan pasien ke tempat dokter ini sudah dapat disimpulkan bahwa pasien

telah memberikan persetujuannya untuk dilakukan pemeriksaan (implied consent).
b. Fase Kedua

Pada saat ini pasien sudah duduk berhadapan dengan dokter dan dokter
telah mulai melakukan anamnese terhadap pasien dan mencatatnya dalam rekam

medis pasien. Pada saat ini dapat dikatakan sudah terjadi hubungan dokter-pasien.
c. Fase Ketiga

Dimana dokter mulai melakukan pemeriksaan fisik dan juga kemungkinan
pemeriksaan penunjang lainnya. Dokter kemudian mengambil kesimpulan tentang
penyakit pasien dan akan memberikan pengobatan, nasihat dan anjuran termasuk

tindakan medis disertai dengan penjelasan yang cukup.
d. Fase Keempat

Bila pasien atau pihak yang berwenang menyetujui untuk dilakukan tindakan
medis, barulah persetujuan tersebut diberikan, berdasar Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2004 Pasal 45 ayat 5 menyatakan di dalam penjelasan bahwa yang
disebut tindakan medis yang beresiko tinggi adalah tindakan bedah atau tindakan
invasif lainnya. Sedangkan tindakan invasif dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyebutkan
bahwa tindakan invasif adalah tindakan medis langsung yang dapat

mempengaruhi keutuhan jaringan.

%) Guwandi, Dokter dan Hukum, (PT Monell: Jakarta , 1983), hal. 48
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3.3.7. Pihak-pihak yang terkait dalam persetujuan tindakan Medis
A. Dokter

Dokter mempunyai kewajiban baik diminta maupun tidak dimintauntuk
memberikan informasi dan penjelasan yang cukup kepada pasien atau pihak lain
yang berwenang sebelum melakukan tindakan medis. Dokter juga wajib
memberikan kesempatan untuk bertanya bagi pasien atau pihak lain yang
berwenang mengenai segala sesuatu yang di rasa belum jelas. Kecuali dalam
kondisi pasien yang gawat darurat atau dengan pertimbangan khusus bahwa
informasi dan penjelasan tersebut akan merugikan kepentingan kesehatan pasien
atau pasien menolak diberikan informasi maka dokter tidak perlu memberikan

informasi.
B. Pasien

Pasien mempunyai hak untuk mendapat informasi dan penjelasan dari dokter yang
akan melakukan tindakan medis. Setelah mendapat informasi dan penjelasan yang
lengkap, pasien mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis
yang disarankan oleh dokter tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

C. Keluarga/pihak lain yang berwewenang

Dalam keadaan pasien tidak mampu secara hukum seperti yang diatur dalam
ketentuan perundang-undangan, maka peran keluarga atau pihak lain yang
berwewenang adalah sebagai pengganti pasien untuk memperoleh informasi dan
penjelasan serta memberikan /menolak persetujuan atas tindakan yang disarankan
oleh dokter. Termasuk dalam keluarga di sini adalah suami atau istri si pasien,
orang tua pasien, dan keluarga dekat pasien yang lain yang memenuhi syarat dan
ketentuan perundang-undangan sehingga yang bersangkutan berwenang untuk
memberikan atau menolak persetujuan tindakan medis yang di anjurkan oleh
dokter
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D. Rumah Sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya

Peran Rumah Sakit atau sarana pelayanan kesehatan lain adalah menyediakan
formulir persetujuan tindakan medis dan menyimpan serta memelihara dokumen
persetujuan tindakan medis yang sudah ditandatangani para pihak yang
berwewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen persetujuan tindakan medis disimpan dalam rekam medis pasien dan
merupakan bagian dari rekam medis pasien dan berdasar Undang-Undang Nomor
29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran Pasal 47 ayat 1 dan 2 menyatakan
bahwa dokumen rekam medis adalah milik dokter sebagai sarana pelayanan

kesehatan yang wajib disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter.
E. Perawat atau tenaga kesehatan lain

Peran perawat atau tenaga kesehatan lainnya adalah memastikan bahwa
persetujuan tindakan sudah tersedia dan ditandatangani oleh para pihak yang
berwewenang sebelum tindakan medis dilakukan. Apabila ternyata persetujuan
tindakan medis belum ada maka kewajiban perawat atau tenaga kesehatan lainnya
untuk memberi informasi ke dokter yang bersangkutan agar segera memproses
persetujuan tindakan medis. Terkadang perawat atau tenaga kesehatan lainnya

bisa juga berperan sebagai saksi.
F. Saksi

adalah orang yang menyaksikan bahwa suatu peristiwa telah benar-benar terjadi.
Dalam hal ini adalah sebagai saksi bahwa pasientelah menyetujui atau menolak

tindakan medis yang disarankan oleh dokter.
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3.3.8. Macam dan isi dari Persetujuan Tindakan Medis

Persetujuan untuk tindakan kedokteran berdasarkan Pasal 1 angka 1
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 vyang berhak
menandatangani perjanjian adalah pasien tersebut yang berkompeten atau
keluarga terdekat. Yang dimaksud keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah
atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara kandung atau pengampunya.

Untuk pasien dalam keadaan yang tidak sadar atau pingsan dantidak
didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medis berada dalam keadaan gawat
atau darurat serta memerlukan tindakan medis yang segera karena apabila
terlambat penanganannya dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam arti cacat
atau kematian, maka tidak dibutuhkan persetujuan siapapun juga.

Keadaan tidak mampu yang dialami pasien dalam hal persetujuantindakan
medis, berdasar Peraturan Menteri Kesehatan No 290 Tahun2008 tentang
Persetujuan Tindakan Medik menyatakan bahwa yang berhak memberikan
persetujuan yaitu :

a. Belum dewasa (di bawah umur 21 tahun atau belum menikah),yang
memberikan persetujuan adalah keluarga terdekatnya,

b. Menderita gangguan mental dan atau sakit jiwa, yang memberikan
persetujuan adalah keluarga terdekatnya,

c. Untuk pasien dalam keadaan yang tidak sadar atau pingsan dan tidak
didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medis berada dalam keadaan
gawat atau darurat serta memerlukan tindakan medis yang segera, maka

tidak dibutuhkan persetujuan siapapun juga.

Keadaan tidak mampu yang dialami pasien dalam hal persetujuan tindakan

medis, berdasarkan Undang-Undang, adalah:

a. Orang yang belum dewasa, yaitu belum berusia 18 tahun atau belum
pernah menikah.
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b. Orang dewasa tetapi di bawah pengawasan atau pengampuan dengan
alasan kurang atau tidak sehat ingatannya, pemboros, dan kurang cerdas

pikirannya atau tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri®
Sedangkan tidak mampu secara medis adalah:

a. Keadaan gawat darurat, dalam dunia kedokteran ada 4 hal sebagai keadaan
darurat
i.  Terguncang (Shock)
ii.  Pendarahan (hemorrhage)
iii.  Patah tulang (fractures)
iv.  Kesakitan (pain).
b. Pembiusan (anesthesia):

Pembiusan pada prinsipnya merupakan satu cara untuk
mempermudah operasi dengan mengurangi rasa sakit atau menidurkan
pasien hingga operasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pembiusan tersebut
bila dikaitkan dengan Pasal 89 KUHP bahwa membuat orang tidak
berdaya (onmacht) pingsan dapt dikategorikan sebagai tindakan kekerasan,
maka untuk menghilangkan unsur pidananya dibutuhkan persetujuan dari
pasien.

c. Operasi tambahan (extended operation)

Dalam pembedahan kadang dijumpai patologi lain, yang dapat
sekaligus dilakukan operasi saat itu juga. Operasi tambahan tersebut
seharusnya tetap wajib meminta izin tersendiri kepada pasiennya. Tetapi
karena biasanya pasien dalam keadaan terbius, maka persetujuannya
dimintakan kepada keluarga terdekat. Apabila tidak ada keluarga dan
patologi itu akan membahayakan jiwa pasien bila tidak diambil tindakan
segera, operasi tambahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pasien
maupun keluarganya. Hal tersebut dilakukan atas dasar penyelamatan jiwa

pasien46.

8Amril Amir, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, (Widya Medika: Jakarta , 1997), hal. 41
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Sebelum ditandatangani sebaiknya surat persetujuan tindakanmedis
dibacakan atau dibaca sendiri terlebih dahulu. Rumah Sakit harus memberikan
waktu yang cukup bagi pasien untuk menandatangani persetujuan tersebut. Saksi
pada umumnya berjumlah 2 orang, seorang mewakili pihak pasien dan seorang
lagi mewakili dokter atau Rumah Sakit. Namun ketentuan tersebut tidaklah
mutlak karena dapat saja kedua saksi berasal dari kalangan keluarga atau apabila
benar-benar dalam keadaan terpaksa hanya dari kalangan Rumah Sakit saja.

Persetujuan tindakan medis dapat dilakukan baik secara lisanatau tertulis.
Menurut J. Guwandi, bentuk persetujuan tersebut dapat dibagi menjadi : **

a Persetujuan tindakan medis nyata terbagi menjadi:
i.  Berbentuk lisan
ii.  Berbentuk tertulis

b. Persetujuan tindakan medis diam-diam, dibagi dalam dua keadaan, yaitu:
i.  Dalam keadaan Normal

ii. Dalam keadaan Gawat Darurat
Persetujuan tindakan medis umumnya terdiri dari :

a. Judul formulir : Persetujuan Tindakan Medis.
b. Identitas dari pihak yang nantinya menandatangani untuk setuju tindakan
medis yang terdiri dari :
1) Nama penandatanganan pada kolom yang membuat pernyataan
2) Umur dan jenis kelamin
3) Alamat
4) Bukti diri
c. Pernyataan telah memahami pemjelasan yang diberikan oleh dokter
mengenai:
1) Diagnosis terhadap penyakit yang diderita.
2) Tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medis yang akan
dilakukan.
3) Tata cara tindakan medis yang akan dilakukan
4) Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.

81). Guwandi, Hukum Medik (Medical Law), (Balai Penerbit FK Ul Jakarta, , 2004), hal,
62
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5) Alternatif tindakan medis yang tersedia dengan resikonya masing-
masing.
6) Prognosis penyakit bila tindakan medis tersebut dilakukan.
d. Pernyataan dengan sesungguhnya untuk memberikan persetujuan
dilakukan tindakan medis terhadap diri pasien
e. ldentitas pasien yang terdiri dari:
1) Nama pasien
2) Umur dan jenis kelamin pasien.
3) Alamat dari pasien.
4) ldentitas bukti diri.
5) Identitas lokasi pasien di rawat
6) Nomor dari rekam medis
f. Pernyataan persetujuan dimana dibuat dengan penuh kesadaran tanpa
paksaan
g. Tanda tangan dan nama terang dari dua orang saksi, dokter yang

memeberikan penjelasan dan pihak yang membuat pernyataan.

Berkaitan dengan kelengkapan informasi yang diberikan dokter sebelum
melakukan tindakan kedokteran, berdasar pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penjelasan sebagaimana dimaksud ayat 2 dari

pasal ini mencakup yaitu :

Diagnosis dan tata cara tindakan medis
Tujuan tindakan medis yang dilakukan
Alternatif tindakan lain dan resikonya

Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi

o b~ w0 D

Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 ditambahkan
perkiraan biaya sebagai kelengkapan informasi sebelum dilakukan tindakan

kedokteran.
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3.3.9. Aspek Perdata Pelayanan Medis

Jika disimpukan dari penjelasan hukum perjanjian dan hukum kesehatan
yang telah dibahas sebelumnya, pelayanan medis secara garis besar adalah
hubungan perikatan antara pihak penyelenggara pelayanan kesehatan kesehatan
(rumah sakit, dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya) dengan pasien. Perikatan
tersebut dapat lahir karena adanya persetujuan (1313 KUHPerdata) atau dapat
lahir pula karena Undang-Undang (1352 KUHPerdata), hal ini sejalan dengan
Pasal 1233 KUHPerdata. Perikatan yang lahir karena persetujuan adalah ketika
Pasien ingin mendapat kesembuhan atau mengatasi keluhan kesehatannya dan
penyelenggara pelayanan kesehatan berusaha untuk menyembuhkan penyakit atau
mengatasi keluhan kesehatan si pasien. Perikatan antara penyelenggara pelayanan
medis timbul karena adanya perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata.

Perikatan yang terjadi antara pasien dan penyelenggara pelayanan
kesehatan tertuang dalam persetujuan medis yang bentuknya bermacam-macam,
seperti persetujuan rawat inap, persetujuan tindakan medis operatif dan lain-
lainnya. Dalam persetujuan medis, penjelasan yang tertulis dalam kontrak tersebut
tidaklah cukup, karena persetujuan medis unik, tiap pasien pasti penanganannya
berbeda walaupun penyakitnya sama. Oleh karena itu medical informed consent
menjadi penting dalam perjanjian medis karena di dalamnya doker menjelaskan
penyakit pasien, penanganannya, dan lain-lain secara personal sesuai kondisi
kesehatan pasien tersebut sebelum pasien memberikan persetujuan atau
penolakannya terhadap suatu tindakan medis. Dalam Hukum Perdata, informed
consent berlaku seperti suatu hal yang diperjanjikan dan kata sepakat dalam pasal
1320 KUHPerdata karena pada intinya persetujuan tindakan medis adalah
menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh dokter yang umumnya dijelaskan

secara lisan kepada pasien maupun keluarganya.

Perikatan yang terjadi karena Undang-Undang dalam pelayanan medis
adalah ketika terjadi keadaan yang membuat hubungan dokter pasien muncul
tanpa persetujuan kedua belah pihak. Contohnya adalah pasien yang mengalami
kecelakaan lalu lintas, tidak sadarkan diri dan ditangani seorang dokter di ruang

gawat darurat. Jenis perikatan seperti pada contoh tersebut adalah perikatan alam
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(Pasal 1359 ayat (2)) karena ada kewajiban yang timbul dari moral dan kepatutan
yang mendesak.? Pada keadaan berbeda, misalnya jika seorang dokter sedang
berlibur, tidak bekerja, mendapati seseorang dalam keadaan gawat darurat karena
tertabrak mobil dan merawat orang itu selama perjalanan ke rumah sakit, maka itu

termasuk perwakilan sukarela (Pasal 1354 KUHPerdata)

Jadi pada intinya aspek perdata pelayanan medis adalah tentang perikatan
baik yang timbul karena persetujuan maupun karena Undang-Undang untuk
mengatasi keluhan kesehatan pasien. Informed consent adalah penjelasan
selengkap-lengkapnya terhadap tindakan medis yang akan dilakukan agat tidak
terjadi salah pengertian antara penyelenggara pelayanan kesehatan dan pasien.
Kemudian pasien memberikan persetujuan atau penolakannya terhadap suatu
tindakan medis setelah penjelasan diberikan.

3.3.10. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. yang
mempunyai tanggung jawab publik atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan
yang diselenggarakannya. Tanggung jawab publik rumah sakit vyaitu
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan
prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan
perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan ( health
receiver) , juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan (health receiver) demi

untuk mewujukan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dasar hukum pertanggung jawaban rumah sakit dalam pelaksanaan
pelayanan kesehatan terhadap pasien yaitu adanya hubungan hukum antara rumah
sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan pasien sebagai pengguna
pelayanan kesehatan. Hubungan hukum tersebut lahir dari sebuah perikatan atau

perjanjian tentang pelayanan kesehatan. Hubungan hukum antara rumah sakit dan

®2R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1987) hal. 73 dan
75.

UNIVERSITAS INDONESIA
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



80

pasien salah satunya adalah sebuah hubungan perikatan yang menekankan
pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak secara
timbal balik. Rumah sakit berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dan

sebaliknya pasien berkewajiban memenuhi hak-hak rumah sakit.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggung jawab rumah

sakit adalah sebagai berikut:

“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian
yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di
Rumah Sakit.”

Berdasarkan aturan di atas rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang
dilakukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehataan mencakup dokter, perawat dan
yang berhubungan dengan penanganan medis pasien. Hal ini sejalan juga dengan
Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, yaitu:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh
barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Agar masalah yang dihadapi oleh Rumah Sakit Swasta dan juga Rumah
Sakit Pemerintah dapat diselesaikan dengan mudah dan jelas maka dapat
dipertimbangkan satu pertanggungjawaban yang terpusat pada rumah sakit
(central responsibility). Dengan sistem tanggung jawab demikian, bila pasien
tidak puas atas sikap rumah sakit, pasien dapat menuntut dan menggugat rumah
sakit. Pasien tidak perlu memikirkan tentang relasi hukum dan tanggung jawab
profesi tenaga kesehatan yang berbeda-beda. Biarkanlah pimpinan rumah sakit
yang kemudian menetapkan siapa yang melakukan kesalahan, kelalaian, dan tetap
memiliki hak regres (hak menuntut orang yang melakukan kesalahan dalam
kenyataan). Karena ini pula boleh dipertimbangkan rumah sakit mengasuransikan

diri dengan batas kerugian sebagai akibat gugatan pasien.®

® Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991),
hal. 73.
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BAB 4

Analisis Yuridis Penerapan Medical Informed Consent dalam Praktek
Kedokteran (Studi kasus penerapan penerapan informed consent dokter

spesialis penyakit dalam gastroentero-hepatologi)

4.1. Tentang dokter spesialis penyakit dalam®

Untuk memperoleh gelar spesialis penyakit dalam, seseorang harus
menempuh pendidikan S1 kedokteran di fakultas kedokteran. Setelah mendapat
gelar sarjana kesehatan (S. Ked) di fakultas kedokteran, seorang calon dokter
harus mengikuti ko-asisten di rumah sakit selama 3 sampai 4 semester. Setelah
seorang mendapat gelar dokter, ia dapat akses untuk mengambil spesialisasi.
Spesialis penyakit dalam dapat ditempuh selama 9 semester. Kemudian jika
seorang dokter spesialis penyakit dalam ingin mengambil sub spesialisasi seperti
contohnya konsultan gastroentero-hepatologi (K-GEH), pendidikannya ditempuh

selama 4 sampai 6 semester.

Dokter spesialis penyakit dalam berarti dokter yang spesialisasinya
menangani diagnosis dan penanganan organ dalam tanpa bedah pada pasien
dewasa. Sedangkan gastroenterologi adalah cabang ilmu kedokteran yang
mempelajari tentang saluran pencernaan dan hepatologi adalah cabang ilmu
kedokteran yang menggabungkan studi hati, kandung empedu, bilier pohon dan
pankreas serta manajemen gangguan mereka. Secara tradisional helatologi

dianggap sebagai sub-spesialisasi gastroenterologi.

Dokter konsultan gastroentero-hepatologi berada di bawah Organisasi
Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI). PAPDI adalah

organisasi yang menaungi dokter sub-spesialisasi penyakit dalam sebagai berikut:

1. Alergi-Immunologi Klinik (Sp.PD-KAI)

# Berdasarkan Hasil wawancara narasumber dr. F. Soemanto Padmomartono, MSc,
SpPD-KGEH tanggal 4 Juni 2012 di semarang dan hasil studi pustaka oleh penulis tentang dokter
spesialis penyakit dalam.
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Gastroenterologi-Hepatologi (Sp.PD-KGEH)
Geriatri (Sp.PD-KGer)

Ginjal-Hipertensi (Sp.PD-KGH)

Hematologi - Onkologi Medik (Sp.PD-KHOM)
Hepatologi (Sp.PD-KH)

Kardiovaskular (Sp.PD-KKV)
Endokrin-Metabolik-Diabetes(Sp.PD-KEMD)
Psikosomatik (Sp.PD-KPsi)

10. Pulmonologi (Sp.PD-KP)

11. Reumatologi (Sp.PD-KR)

12. Penyakit Tropik-Infeksi (Sp.PD-KPTI)

© © N o g bk~ DN

Fungsi dari PAPDI untuk ke 12 sub-spesiasisasi penyakit dalam tersebut antara
lain: Menentukan standar profesi sub-spesialisasi penyakit dalam, menentukan
standar profesi sub-spesialisasi penyakit dalam kedaruratan medik (di UGD dan
di HCU), sertifikasi terhadap tindakan kedokteran tertentu, dan menentukan
peralatan medis apa saja yang harus dan dapat digunakan oleh dokter spesialis
penyakit dalam.

4.2. Data Pasien yang dilayani®

Pasien yang berobat ke datang dari berbagai latar belakang yang berbeda
baik usia, pekerjaan maupun domisili. Faktor beranekaragamnya latar belakang
pasien ini akan berpengaruh pada pelaksanaan inofemed consent bagi tiap-tiap
pasien. Berikut ini adalah data pasien yang datang berobat ke narasumber baik
pasien dari Rumah Sakit St. Elizabeth, Rumah Sakit Telogorejo dan klinik pribadi

di rumah:

% Berdasarkan Hasil wawancara narasumber dr. F. Soemanto Padmomartono, MSc,
SpPD-KGEH tanggal 4 Juni 2012 di semarang.
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Pasien Berdasarkan Kelompok Usia

H 20 Tahun Kebawah ® 21-40 Tahun M 41-60 Tahun
H61-80 Tahun m 81 Tahun Keatas
2% 3%

Domisili Pasien

2%

B Dalam Kota Semarang
B Luar Kota Semarang
1 Luar Propinsi Jawa Tengah

M Luar Pulau Jawa
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Latar Belakang Pekerjaan Pasien

3% M Pelajar/Mahasiswa

® Wiraswasta

Pegawai/Karyawan

M |[bu Rumah Tangga

¥ Lain-lain: Purnatugas,
buruh, tani, nelayan, dll

Dari ketiga grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas pasien dr.Manto
berlatar belakang usia 41-60 tahun, berdomisili di Kota Semarang dan memiliki
profesi sebagai pegawai/karyawan atau ibu rumah tangga. Pada bagan usia, pasien
narasumber ada yang berusia 81 tahun keatas namun sedikit jumlahnya karena
memang jarang seseorang memiliki usia 81 tahun keatas. Karena narasumber
melakukan praktek kedokterannya di kota Semarang, maka mayoritas pasiennya
adalah warga setempat, namun tetap ada pasien yang datang dari luar kota bahkan

dari luar Pulau Jawa.

Data pada grafik di atas diambil dari rekam medik pasien yang diperiksa
narasumber selama 3 bulan terakhir. Dari rekam medik pasien 3 bulan terakhir
tersebut,dr.Manto memiliki rata-rata 548 pasien tiap bulannya atau 27,5 pasien
setiap hari. Jumlah tersebut belum termasuk visit/pemeriksaan pasien rawat inap
di Rumah Sakit St. Elisabeth dan Rumah Sakit Telogorejo. Dr.Manto

memperkirakan beliau melakukan visit 10-20 pasien tiap harinya.
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4.3. Studi Kasus %

Inti dari kesembuhan seorang pasien adalah komunikasi dengan dokter.
Baik dokter dan pasien harus menjalin komunikasi yang baik agar penyakit dapat
diketahui dan disembuhkan. Berikut ini adalah bentuk komunikasi antara dokter

dan pasien sesuai dengan hasil wawancara oleh narasumber.

4.3.1. Komunikasi pasien ke dokter

Komunikasi pasien ke dokternya pada umumnya adalah penyampaian
keluhan tentang penyakitnya, apa keluhan kesehatannya sehingga membuat ia
datang berobat ke dokter atau paling tidak pasien tersebut menyampaikan apa
yang ia rasakan saat itu. Apa yang dikeluhkan pasien, walaupun disampaikan
dengan bahasa awam, selalu dapat menunjukkan indikasi si pasien itu sakit apa.
Contohnya ada seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan dadanya nyeri,
lalu dokternya bertanya bagaimana nyerinya? Pasien bilang “nyerinya mengikuti
detak jantung, kadang-kadang muncul kadang-kadang tidak”. Kemudian
dokternya kembali bertanya ‘“sering makan gorengan belakangan ini?”’ Pasien
menjawab “iya”. Dari pembicaraan singkat tersebut dokter dapat menyimpulkan
bahwa penyakit pasien adalah ada kolesterol yang berlebih di pembuluh darahnya.
Jadi bagi seorang dokter, bukan merupakan hal yang sulit untuk mengetahui
penyakit pasien dari keluhan yang disampaikan dengan bahasa awam.

4.3.2. Komunikasi dokter ke pasien

Hal yang dikomunikasikan dokter ke pasien dalam hal penanganan
keluhan kesehatan pasien adalah penjelasan mengenai penyakitnya itu sendiri.
Penjelasan tersebut meliputi: pemeriksaan, diagnosa penyakit dan prognosa yang
diketahui. Namun penjelasan ini harus diberikan dengan kata-kata yang

dimengerti pasien daan disampaikan dengan sederhana namun lengkap.

% Berdasarkan Hasil wawancara narasumber dr. F. Soemanto Padmomartono, MSc,
SpPD-KGEH tanggal 5 Juni 2012 di semarang.
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Penjelasan seperti itu harus dilakukan karena pengetahuan dokter dengan pasien
di bidang kedokteran sangatlah berbeda, contohnya saja penyakit yang di
kalangan kedokteran dikenal sebagai diabetes mellitus orang awam kenal sebagai
kencing manis. penjelasan lengkap mengenai penyakit pasien dan penanganannya
harus disampaikan kalau bisa pasiennya hafal semua obatnya, dengan tujuan

kesembuhan pasien itu sendiri.

Sesuai pengalaman, tidak pernah ada pasiennya yang tidak setuju ata tidak
puas dengan penjelasan mengenai penyakit yang diberikan dr.Manto. Pada
umumnya pasien hanya mendengarkan penjelasan dokter tanpa bertanya. Namun
pada kasus-kasus yang berbeda seperti pasien dengan latar belakang pendidikan
yang tinggi atau pasien yang tertarik dengan dunia kedokteran biasanya akan
meminta penjelasan lebih detail lagi.

4.3.3. Peran Informed consent dalam praktek kedokteran sehari-hari ®’

Tujuan seorang dokter melakukan praktek kedokteran adalah untuk
meyembuhkan pasien. Jadi apapun tindakannya dalam bidang medis, haruslah
bertujuan untuk kesembuhan pasiennya. Medical informed consent juga termasuk
bagian dari kegiatan untuk menyembuhkan pasien. Contohnya jika seseorang
terkena penyakit hepatitis B maka dengan menjelaskan prognosa penyakit dan
cara pengobatannya kepada pasien tersebut, dengan tujuan agar pasien itu

mendapat kesembuhan.

Masih berkaitan dengan medical informed consent sebagai bagian dari
kegiatan untuk menyembuhkan pasien, seorang pasien harus tahu apa
penyakitnya, akibat yang timbul dari penyakit tersebut dan cara penyembuhannya,
bila perlu nama-nama obatnya juga hafal. Namun untuk kasus-kasus tertentu
dokter tidak memberikan informasi kesehatan secara lengkap kepada pasien. Pada
kasus-kasus tertentu seperti keadaan jiwa pasien yang labil, atau adanya sakit

yang membahayakan seperti sakit jantung, atau jika suatu penyakit sdah tidak ada

¥ Berdasarkan Hasil wawancara narasumber dr. F. Soemanto Padmomartono, MSc,
SpPD-KGEH tanggal 6 Juni 2012 di semarang.
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obatnya, biasanya informasi kesehatan tidak disampaikan secara lengkap ke
pasien. Contoh pertama adalah: ada seorang pasien yang mengalami nyeri di dada.
Pasien itu datang ke dokter dan setelah diperiksa dokter ternyata pasien tersebut
terkena serangan jantung dan si pasien tidak pernah mengetahui sebelumnya ia
punya sakit jantung. Jika dokter tersebut jujur menjelaskan bahwa “bapak sakit
jantung, kondisinya sudah parah dan harus dirawat di ICU segera.” Bisa saja si
pasien syok dan meninggal di tempat karena serangan jantung. Biasanya
penjelasan dokter untuk kasus seperti itu adalah “bapak kelelahan, harus banyak
istirahaat dan jangan banyak pikiran, bapak akan dirawat di ICU untuk memonitor
kesehatan bapak beberapa hari ini.” Contoh kedua adalah: seorang pasien yang
sudah tua, karena ada keluhan kesehatan datang ke dokter, setelah diperiksa
ternyata pasien tersebut terkena kanker hati stadium akhir dan tidak ada obatnya.
Jika pasien tersebut dijelaskan secara jujur bahwa beliau sakit kanker dan hanya
tinggal ‘menunggu waktu’ pasien itu bisa depresi. Penjelasan yang diberikan
dokter biasanya adalah sebagai berikut “bapak ada masalah sedikit di hatinya,
pengobatannya jangka panjang, bapak harus sering kontrol dan jika nanti

diperlukan bapak akan dirawat di ICU.”

Bagi pasien yang informasi kesehatannya tidak diberikan secara lengkap,
maka keluarga terdekatnya akan diberi tahu tentang penyakit di pasien. Tujuan
keluarga pasien diberitahukan karena diharpkan dapat menjaga kesehatan pasien
tanpa harus membebani pasien dengan keadaan kesehatannya. Jika keluarga ingin
jujur kepada pasien tentang keadaan kesehatannya dokter mengharapkan agar
diberitahukan di saat yang tepat dan dengan cara yang halus. Jika pada kasus ini
seorang pasien perlu dilakukan tindakan yang membutuhkan informed consent
tertulis, maka yang memberikan persetujuan adalah keluarganya karena
penjelasan diberikan ke keluarga bukan ke pasien langsung. Walaupun hal ini
tidak ada aturannya namun sudah merupakan hukum tidak tertulis bagi para
dokter, setidak-tidaknya dokter di Kota Semarang.

Bagi seorang dokter, bukanlah hal mudah memberitahukan kondisi
kesehatan kepada pasien jika kondisinya buruk seperti memberitahu pasien bahwa

pasien tersebut menderita kanker stadium akhir dan sudah tidak bisa diobati.
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narasumber, sepanjang pengalamannya menjadi dokter pernah beberapa kali
dimintai nasehat oleh rekannya sesama dokter bagaimana cara memberitahu
pasien secara halus jika pasien itu menderita sakit yang tidak ada obatnya lagi.
Alasan pemberian informasi kesehatan tersebut menjadi sulit adalah karena

dokter takut tindakannya akan memperburuk keadaan kesehatan pasien.

Persetujuan tindakan medis tidak selalu harus tertulis. untuk tindakan
medik ringan bagi penyakit yang ringan, tanda persetujuan bisa secara lisan atau
dapat dilihat dari bahasa tubuh si pasien, misalnya tiduran untuk diperiksa dokter

atau anggukan ketika dijelaskan apa saja obatnya.

Ada beberapa tindakan medis tertentu yang memerlukan persetujuan
secara tertulis dari pasien atau keluarganya. Biasanya persetujuan tertulis
diperlukan untuk tindakan medis yang berisiko tinggi. Berikut ini adalah berbagali
tindakan medis di rumah sakit yang memerlukan persetujuan tertulis dari pasien
atau keluarga berdasarkan formulir informed consent yang ada di Rumah Sakit

St.Elisabeth dan Rumah Sakit Telogorejo semarang:

Permintaan pemilihan kelas perawatan.

Surat kuasa penunjukan dokter pengganti.
Persetujuan konsultasi dan rawat bersama.
Persetujuan/penolakan tindakan medis operatif.
Penolakan/persetujuan perawatan di ruang intensif.
Penolakan tindakan medik terapeutik/diagnostik.
Penolakan konsultasi ke dokter lain.
Persetujuan/penolakan tindakan medis bedah.

© 0 N o &K i

Penolakan/persetujuan pindah kelas ke ICU.

10. Persetujuan/penolakan tindakan medis anastesi.
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4.3.4 Konsistensi Penerapan Informed Cansent Dilihat dari Sudut Pandang

Pasien®®

Pada kesempatan tertentu, medical informed consent disampaikan dengan
baik dari dokter kepada pasien. Namun pasien juga sering mendapat informasi
yang kurang tentang keadaan kesehatannya. Contohnya adalah ketika penulis
berobat ke seorang dokter spesialis bedah di Yogyakarta. Penuis di paha kanannya
terdapa benjolan lemak yang infeksi, diameternya kira-kira 1,2 cm, setelah
diperiksa dokter, ia hanya mengatakan ini infeksi dan harus dikeluarkan. Setelah
itu di ruang operasi kecil, paha kanan penulis dibius lokal kemudian disobek
sedikit dengan pisau untuk mengeluarkan infeksinya. Sekitar 2 minggu kemudian,

luka hasil operasi sepenuhnya sembuh.

Yang menjadi masalah pada tindakan medis di atas adalah hampir tidak
ada penyampaian informasi kesehatan pasien. Nama infeksinya disebut dan
tindakan medisnya diebut, namun hanya itu, dan tidak dijelaskan secara
mendetail. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan namun kurang ditanggapi
oleh dokter. Penulis juga tidak diberikan formulir persetujuan tindakan medis.
Dari pengalaman tersebut, penulis menganggap bahwa medical informed consent
masih bukan suatu kesadaran global bagi dokter, terutama di Indonesia. Ada
dokter yang selalu memberitahukan informasi kesehatan pasiennya, ada pula yang
tidak.

% Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sebagai pasien yang pernah berobat ke dokter
di banyak kesempatan dengan berbagai keluhan kesehatan.
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4.4. Analisis yuridis penerapan medical informed consent oleh dr. F.
Soemanto Padmomartono

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, medical informed consent
telah dengan jelas diterapkan kepada kebanyakan pasiennya sesuai dengan Pasal 7
ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/IN11/2008
tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yaitu: diagnosis dan tata cara
tindakann kedokteran, tujuan tindakan kedokteran dilakukan, alternatif lain dan
risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap
tindakan yang dilakukan dan perkiraan biaya. Penerapan medical informed
consent tidak menimbulkan masalah hukum jika dilakukan sesuai yang
diperintahkan oleh Undang-Undang. Kalaupun tidak disampaikan kepada pasien
dengan alasan tertentu, informed consent disampaikan kepada keluarga pasien dan
hal tersebut pula telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/IN1/2008 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran:

“Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada
pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.
Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar,
penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.”

Pada beberapa kasus tertentu seorang dokter tidak memberitahukan
keadaan kesehatan pasiennya maupun keluarganya. Alasannya adalah karena jika
dikatakan secara jelas keadaan kesehatan pasiennya, ditakutkan keadaan
kesehatan pasien akan memburuk dan tidak ada keluarga yang bisa dihubungi.
Seorang dokter yang tidak menjelaskan keadaan kesehatan pasiennya tidak serta
merta dapat dinyatakan bersalah walaupun melanggar Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/II1/2008 tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran. Menurut JH. Hubben seorang dokter memiliki hak ‘eksepsi
terapeutik’ yaitu hak untuk tidak memberi informasi kepada pasien, kalau
pemberian informasi tersebut sangat merugikan pasien.

Dapat dilihat dari penjabaran di atas bahwa seorang dokter tidak dapat

dipersalahkan atas disampaikan atau tidaknya penjelasan kesehatan kepada pasien,
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selama tujuannya adalah untuk menjaga keadaan kesehatan pasien itu sendiri.
Karena menurut pendapat penulis sendiri, dibuatnya Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 290/MENKES/PER/111/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
adalah untuk kepentingan kesehatan pasien itu sendiri.

Permasalahan kemungkinan akan timbul ketika seorang pasien yang tidak
diberitahukan secara jelas keadaan kesehatannya adalah jika pasien tersebut
meminta diperiksa kesehatannya oleh dokter lain dan mendapat informasi
kesehatan dari situ (second opinion) secara apa adanya sehingga pasien tahu
penyakitnya atau kesempatan lain yang membuat pasien paham mengenai
penyakitnya. Pasien bisa saja menggugat dokter yang sebelumnya yang
memberikan informasi kesehatan tidak secara penuh. Akibatnya seorang dokter
bisa saja terkena maslah hukum walaupun telah bertindak sesuai apa yang
dianggapnya benar untuk kesembuhan pasiennya.

Solusi dari masalah yang paling tepat adalah komunikasi. Pasien harus
mencari tahu terlebih dahulu alasan mengapa dokternya tidak memberi informasi
kesehatan yang sesuai terhadap si pasien dan seorang dokter juga harus memberi
jawaban atau setidak-tidaknya harus memberi respon terhadap pertanyaan pasien
tersebut.

Pertanyaan yang mungkin timbul adalah kapan dalam sebuah perjanjian
medis seorang dokter melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
Wanprestasi adalah perbuatan yang melanggar ini dari perjanjian medis tersebut
dengan bentuk tindakannya antara lain: Tidak melakukan apa yang disanggupi
akan dilakukan, Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana
dijanjikannya, Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, Melakukan
sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Contoh wanprestasi
adalah jika seorang dokter dan pasien telah setuju operasinya dilakukan dengan
anastesi umum, namun ternyata dokter melakukan anastesi spinal/epidural dan

akibatnya menimbulkan komplikasi terhadap pasien.

Bentuk perbuatan melawan hukum sesuai dalam Pasal 1365 KUHPerdata
contohnya adalah sebagai berikut: seorang dokter spesialis penyakit jantung
memberikan berbagai jenis obat kepada pasien-pasiennya tergantung apa jenis

kelainan jantung yang diterimanya. Namun ada beberapa penyakit jantung tertentu
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misalnya sakit jantung jenis Z, dokter tersebut memberikan obat yang tidak terlalu
tepat terhadap penyakit itu. Ada obat A yang khasiatnya sangat baik untuk sakit
jantung jenis Z namun dokter tersebut dengan sengaja memberikan obat B yang
tidak sebaik A dalam mengobati sakit jantung jenis Z. Alasannya adalah

keuntungannya lebih besar menjual obat B dibanding obat A.

4.5. Analisis Yuridis Surat Persetujuan Tindakan Medis

Setiap Rumah Sakit pasti memiliki berbagai jenis surat mengenai
persetujuan tindakan medis. Tiap-tiap surat berisi persetujuan tindakan medis
yang berbeda-beda dan digunakan sesuai tindakan medis yang akan dilakukan
kepada pasien. Dalam sub bab ini, penulis mencoba melakukan analisis yuridis

form persetujuan tindakan medis terhadap hukum perjanjian.

Jenis dan macam surat persetujuan tindakan medis pada umumnya berisi
persetujuan tentang hal-hal berikut: Permintaan pemilihan kelas perawatan, Surat
kuasa penunjukan dokter pengganti, Persetujuan konsultasi dan rawat bersama,
Persetujuan/penolakan tindakan medis operatif, Penolakan/persetujuan perawatan
di ruang intensif, Penolakan tindakan medik terapeutik/diagnostik, Penolakan
konsultasi ke dokter lain, Persetujuan/penolakan tindakan medis bedah,
Penolakan/persetujuan pindah kelas ke ICU, Persetujuan/penolakan tindakan

medis anastesi.®

Isi dari surat persetujuan tindakan medis umumnya berisi menjadi 5
bagian. Bagian pertama adalah biodata (nama, umur, alamat) pihak yang diberikan
informasi  kesehatan  pasien  yang selanjutnya akan  memberikan
persetujuan/penolakan terhadap tindakan medis yang ingin dilakukan. Bagian
kedua adalah biodata pasien (nama, umur, alamat, nomor rekam medis, nama
ruang perawatan jika ada) yang akan dilakukan tindakan medis. Bagian ketiga
adalah pernyataan persetujuan/penolakan terhadap suatu tindakan medis.

Contohnya adalah kalimat “dengan ini memberikan persetujuan kepada

% Berdasarkan form persetujuan/penolakan tindakan medis dari Rumah Sakit Telogorejo
Semarang dan Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang. Salinan form persetujuan tindakan medis
terlampir.
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dokter/Rumah Sakit Elisabeth Semarang untuk melakukan perawatan di instalasi
rawat intensif yang diperlukan atau masih diperlukan”. Bagian keempat adalah
pernyataan yang menjelaskan bahwa pihak pasien/wakilnya telah diberi
penjelasan (informed) mengenai kondisi pasien, diagnosa penyakit, indikasi
tindakan dan penjelasan lainnya. Bagian kelima adalah bagian tanda tangan, pihak
yang menandatangani adalah dokter yang bersangkutan, pasien/wakilnya/
keluarganya dan dua orang saksi. Saksi biasanya satu orang berasal dari keluarga

satu orang adalah perawat.

Tidak ada aturan yang baku mengenai bagaimana format penulisan surat
persetujuan tindakan medis. Bahkan pada rumah sakit yang sama, format
penulisan form persetujuan tindak kedokteran dapat berbeda tergantung form
tersebut memperjanjikan tentang apa.*® Contohnya adalah dalam persetujuan

tindakan medis bedah, penjelasan yang harus diberikan setidak-tidaknya meliputi:

1. Kondisi pasien, diagnosa penyakit dan indikasi tindakan.

2. Tindakan medis dan prosedur yang dilakukan serta tindakan alternatif
lainnya.

3. Tujuan tindakan medis.

4. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.

5. Prognosis penyakit setelah tindakan.

6. Akibat serta resikonya bila pasien menolak tindakan tersebut.

Kemudian pada persetujuan tindakan anastesi, setidak-tidaknya penjelasan

tindakan medis meliputi:

1. Tujuan tindakan anastesi yang dilakukan.

2. Tatacara tindakan anastesi.

3. Resiko dan komplikasi anastesi yang mungkin terjadi.
4

. Alternatif tindakan anastesi lain dan resikonya.

Jika seorang dokter hanya memberi penjelasan sesuai dengan syarat

minimal yang ditentukan oleh form persetujuan tindakan medis saja, tentu tidak

% Berdasarkan surat persetujuan tindakan medis bedah dan tindakan medis anastesi
Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Contoh merupakan penjelasan minimal yang harus diberikan
oleh dokter sesuai yang tertulis dalam surat yang bersangkutan.
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memenuhi syarat penjelasan medis untuk tindakan kedokteran yang disyaratkan
olen Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor
290/MENKES/PER/111/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yaitu:
penjelasan mengenai diagnosis dan tata cara tindakann kedokteran, tujuan
tindakan kedokteran dilakukan, alternatif lain dan risikonya, risiko dan komplikasi
yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan dan perkiraan

biaya.

Menurut hukum perjanjian jika melihat Pasal 1320 KUHPerdata, secara
umum surat persetujuan tindakan kedokteran adalah tanda masing-masing pihak
mengikatkan diri pada suatu perikatan. Sedangkan hal-hal yang disampaikan pada
penjelasan kondisi pasien adalah hal-hal yang disetujui kedua belah pihak, dokter
dan pasien, dan kemudian menjadi suatu perikatan antara keduanya.

Bentuk surat persetujuan tindakan medis anastesi yang diterbitkan oleh
Rumah Sakit St. Elisabeth sedikit berbeda dengan surat persetujuan tindakan
medis lainnya. Dalam surat tersebut bagian keempat dalam surat persetujuan
tindak kedokteran ditiadakan dan digantikan menjadi penjelasan tertulis tentang
anastesi umum dan anastesi spinal/epidural. Penjelasan tertulis mengenai anastesi
umum dan anastesi spinal/epidural dijelaskan tertulis masing-masing satu halaman
dengan bagian penjelasan umum, kelebihan dan kekurangan masing-masing

anastesi dan komplikasi/efek sampingnya.

Penjelasan kedokteran seharusnya diberikan sesuai dengan informasi yang
dibutuhkan  oleh  pasien. ~ Peraturan =~ Menteri  Kesehatan =~ Nomor
290/MENKES/PER/111/2008 tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran
memberikan batasan yang sangat kaku terhadap penjelasan tindakan kedokteran,
padahal tidak semua tindakan kedokteran dapat dijelaskan sesuai dengan perintah
Peraturan Perundang-Undangan. Seharusnya peraturan yang ada memberikan
pengaturan lebih detail mengenai bagaimana penjelasan kondisi pasien untuk tiap-

tiap tindakan kedokteran yang berbeda.

Pada beberapa surat perjanjian medis (di luar surat perjanjian dari R.S.

Telogorejo dan St. Elisabeth) kadang terdapat bagian yang tertulis Kklausula
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sebagai berikut: “jika terjadi kegagalan dalam tindakan medis, pasien tidak akan
menuntut pihak dokter maupun rumah sakit” atau dengan kata-kata lain yang
intinya membebaskan pihak rumah sakit/dokter dari suatu tuntutan atau tanggung
jawab. Klausula tersebut dikenal sebagai klausula eksonarasi dan merupakan hal
yang dilarang oleh hukum. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1999 tentang
Perlindungan Konsumen melarang adanya Klausula Eksonarasi dalam perjanjian
seperti perjanjian medis dimana isi perjanjian itu sudah ditulis sebelumnya oleh
salah satu pihak. Jika seseorang memiliki pengetahuan hukum yang cukup,
klausula ekonarasi bukan masalah besar, karena dengan adanya Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, klausula itu menjadi batal demi hukum. Namun bagi
orang yang awam, hal ini akan sangat merugikan, karena dapat menghilangkan
hak untuk memperoleh keadilan dengan tidak mengetahui mereka memiliki hak

menggugat dan meminta tanggung jawab.
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BAB 5

Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pokok permasalahan pada bab-bab sebelumnya,

penulis sampai pada kesimpulan :

a. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian medis dapat
timbul karena persetujuan atau karena Undang-Undang. Perikatan karena
persetujuan diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Bentuk perjanjiannya
adalah perjanjian melakukan usaha (perikatan usaha) untuk meyembuhkan
pasiennya, bukan perjanjian hasil (memperjanjikan kesembuhan). Dokter
tidak menjanjikan hasil dalam tindakan medis tapi menjanjikan untuk
melakukan usaha-usaha untuk menangani keluhan kesehatan pasien.
Namun untuk kasus kasus tertentu seperti bedah plastik kosmetik,
perjanjiannya adalah perjanjian hasil yaitu dokter berjanji memberikan
suatu hasil yang nyata. Perikatan yang lahir karena Undang-Undang
seperti pada pasal 1352 KUHPerdata bisa muncul karena keadaan gawat
darurat dimana pasien tidak dapat melaukan persetujuan tindakan medis
dan dokter berkewajiban menyelamatkan nyawa pasien.

b. Peranan Informed consent dalam perjanjian medis adalah memberi
informasi yang selengkap-lengkapnya dan sedetail-detailnya mengenai
kesehatan pasien, tindakan medis yang akan dilakukan dan efek dari
tindakan medis tersebut. Kemudian setelah diberikan penjelasan, pasien
memberikan persetujuan/penolakan terhadap suatu tindakan medis
tertentu. dalam Pasal 1320 KUHPerdata, informed dalam informed consent
adalah syarat suatu hal tertentu dalam perjanjian. Informed dalam
perjanjian medis merupakan inti perjanjian itu sendiri karena seluruh detail
tindakan medis yang akan dilakukan tidak berada pada formulir perjanjian
medis namun ada pada apa yang disampaikan dokter kepada

pasien/keluarga pasien. Sedangkan consent dalam informed consent adalah
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bagian dimana pasien/keluarga memberikan persetujuan/penolakan
terhadap suatu tindakan medis. Informed consent sendiri bagi seorang
dokter adalah sarana untuk membantu mengatasi keluhan kesehatan
pasien. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, penjelasan
kesehatan pasien bukan hanya diberikan karena adanya perintah dari
Undang-Undang namun agar si pasien tau apa penyakitnya, apa
penyebabnya, bagaimana penyembuhannya dan jika memungkinkan si

pasien hafal obatnya.

Bagi pasien sendiri fungsi Medical informed consent adalah untuk
mengetahui tindakan apa yang mungkin dilakukan terhadap keluhan
kesehatannya dan memberikan kebebasan untuk memilih bagaimana
penanganannya. Seorang pasien bahkan berhak untuk menyatakan tidak

menerima tindakan medis apapun.

5.2. Saran

Posisi dokter dianggap lebih rawan terkena gugatan dari pasiennya dilihat
dari tulisan J. Guwandi. Bahkan seorang dokter bisa mendapat gugatan dari
pasiennya jika hasil kesembuhan tidak didapat walaupun sang dokter telah
melakukan tindakan-tindakan secara wajar terhadap pengobatan pasien. Namun
seorang dokter juga harus memiliki kesadaran bahwa informasi kesehatan pasien
adalah  hak pasien dan dokter berkewajiban memberitahukannya. Untuk

menghindari hal-hal tersebut, maka penulis menyarakan:

a. Pasien harus mengetahui bahwa dalam proses penyembuhan penyakit,
dokter hanya dapat berusaha untuk menyembuhkan pasien dengan
tindakan medis yang dianggap perlu tanpa pernah bisa memberikan
hasil yang pasti terhadap usaha penyembuhannya tersebut. Banyak
faktor yang menyebabkan tindakan medis menghasilkan hasil yang
berbeda di tiap pasien, seperti usia, kondisi fisik, alergi dan lainnya,
oleh karena itu sangat sulit menentukan hasil dari suatu tindakan

medis pada pasien satu dengan lainnya.
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b. Dokter harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan dengan
bahasa yang dimengerti kepada pasien dan/atau keluarga dengan
menyadari bahwa informasi kesehatan adalah hak pasien. Yang perlu
diperhatikan oleh dokter adalah pengetahuan medis antara dokter dan
pasien/keluarga pasien sangat berbeda, bahkan arti kata ‘sembuh’ bisa
ditafsirkan berbeda antara dokter dan pasien, jadi pastikan
pasien/keluarga pasien sepenuhnya mengerti apa yang ingin seorang
dokter sampaikan. Penjelasan yang tidak jelas dapat menimbulkan

salah penafsiran oleh pasien/keluarga pasien.
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'RUMAH SAKIT ST. ELISABETH

@ & Kawi No 1% Hunting : 8310035, 831007, 8448566 Fax. 8413373 ‘ ; RM B.15.14
> SEMARANG - 50231 01-2011

PENJELASAN TINDAKAN ANESTESI UMUM

Anestesi unium adalah pembiusan menyeluruh sehingga pasien tidak sadar dan tidak
merasakan sakit. Obat diberikan lewat pembuluh darah baik dengan cara infus atau dengan
jarum sayap atau dengan cara dihirup dengan menggunakan sungkup muka. Seringkali
dilakukan pemasangan pipa endotrakhea, yaitu suatu pipa khusus yang dimasukkan lewat
mulut atau hidung masuk kedalam tenggorokan, dengan tujuan untuk menjaga jalan nafas
dan memelihara pembiusan.Selain dengan pipa khusus , digunakan juga LMA (Iaryngeal
mask airway, cungkup larings), yaitu suatu alat khusus dengan tujuan sama seperti pipa
endotrakhea. Obat bius menyebabkan pasien tidak sadar, hnlang rasa nyeri dan relaksasi
otot-otot yang sifatnya sementara,

Kelcblhan anestesi umum:

1.-Sejak sebelum operasi pa31en dibuat tldak sadar, tidak sakit dan releks.
2. Lama pembiusan disesuaikan dengan lama operasi.
3. Kedalaman anestesi disesuaikan dengan kebutuhan.
Kekurangan : : .
- 1.:Oba. bius yang diberikan berefek ke seluruh tubuh termasuk ke aliran pembuluh
darah janin dalam kandungan.
2. Pasca bedah pasien harus sadar penuh sebelum bisa diberi minum.
3. Pemulihan lebih lama.
4. Biaya anestesi umum relatif lebih mahal daripada anestesi spinal/ epidural.

Komplikasi/ efek samping ' :
1. Efek samping pasca bedah berupa mual / muntah, menggigil, pusing, mengantuk
yang bisa diatasi dengan obat-obatan.
2. Dapat terjadi nyeri tenggorokan dan batuk-batuk karena pemasangan pipa
- endotrakhea/pipa pernafasan yang ber51fat sementara dan blsa diatasi dengan obat-
obatan .
3. Pemasangan pipa endotrakhea/ pipa pernafasan kemungkman dapat mencederai
gusi dan gigi.
4. Penderita yang tidak puasa dapat berrisiko aspirasi yaitu masuknya isi lambung
ke dalam jalan nafas/paru.
5. Dapat terjadi kesulitan pemasangan plpa endotrakhea/plpa pernafasan, yang tidak
diduga sebelumnya.
6. Walaupun sangat jarang, dapat terjadi reaksi alergn/hlpersensmf terhadap obat,
mulai derajat ringan sampai berat/fatal.
7. Dapat terjadi spasme larings (kejang pita suara), spasme bronkus ( kejang jalan
nafas bawah) dari ringan sampai berat yang bisa menyebabkan henti jantung.

Komphkasz éepem yang tertulis di atas bisa timbul tanpa diduga sebelumnya dan akan
diatasi sesuai prosedur. Bila masih ada _yang belum jelas, dapat ditanyakan kepada dokter
anestesi yang bersangkutan.

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agasfya Prakosa, FH Ul, 2012
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PENJELASAN TINDAKAN ANESTESI SPINAL / EPIDURAL.

Anestesi spinal/ epidural adalah pembiusan setengah badan meliputi daerah perut sampai
~ ujung jari kaki dengan pasien tetap sadar tanpa merasakan nyeri operasi.Pasien bisa
~ ditidurkan bila menghendaki tidur. Sebelum dianestesi spinal/epidural pasien diinfus terlebih

dahulu.Obat yang dipakai adalah golongan obat bius local (anestetik lokal).Untuk anestesi

spinal obat akan disuntikkan dengan jarum khusus yang sangat halus (25,26,atau 27 gauge)
di-daerah sela tulang punggung bawah ke dalam ruangan sumsum tulang belakang. Pada
anestesi epiuural , di daerah yang sama akan ditusukkan jarum khusus ukuran besar tetapi
~ didahului penyuntikan obat bius lokal penghilang nyeri tusukan. Melalui jarum epidural
dapat dimasukkan selang halus ke arah ruangan di sekeliling ruangan tersebut. Penyuntikan
spinal/epidural dilakukan pada posisi duduk membungkuk atau tidur meringkuk miring ke
salah satu sisi.Pada waktu obat dimasukkan pasien akan merasakan hangat di punggung.

Kedua tungkai akan terasa kesemutan dan lama kelamaan berat, tidak dapat digerakkan

seolah olah kedua tungkai hilang. Pada awalnya pasien masih merasakan sentuhan, gosokan

dan tarikan di perut tetapi lama kelamaan akan hilang. Hilangnya rasa ini dapat berlangsung 2

- 3 jam. Bila pasien menginginkan tidur maka dokter dapat memberikan obat tidur / penenang

melalui suntikan atau infuse. Bila teknik spinal / epidural gagal dapat dilanjutkan dengan.

pembiusan total. ; A

Kelebihan teknik anestesi spinal / epidural adalah:
1. Jumlah obat yang diberikan sedikit ( sedangkan untuk epidural jumlah obat lebih

banyak)

2. Obat bius tidak masuk ke dalam sirkulasi ari —ari / rahim sehingga baik untuk
operasi sesar karena bayinya tidak terbius.

3. Obat bius tidak mempengaruhi organ lain dalam tubuh / pengaruhnya minimal. .

4. Bisa ditambahkan obat penghilang rasa sakit yang bisa bertahan hingga 24 jam
pasca bedah (untuk epidural bisa ditambah terus obat anti sakit sesuai kebutuhan ).

5. Bila tidak mual / muntah pasca bedah bisa langsung minum tanpa harus menunggu
buang angin. |

6. Lebih aman untuk pasien yang tidak puasa / operasi darurat.

7. Lebih praktis, murah dan aman.

Kekurangen / komplikasi / efek samping : '
' 1. Efek samping pasca bedah yang sering adalah mual / muntah, gatal-gatal terutama
di daerah wajah, semuanya dapat diatasi dengan obat-obatan. ‘
2. Efek samping yang jarang adalah sakit kepala di bagian depan atau belakang
~ kepala pada hari ke-2/ke-3 terutama pada waktu mengangkat kepala dan
menghilang setelah 5-7 hari. Bila tidak menghilang maka akan dilakukan
tindakan khusus berupa pemberian darah pasien pada tempat suntikan semula.
3. Kadang-kadang menimbulkan kesulitan buang air kecil yang dapat diatasi dengan
memasang selang urine. o , _
4. Walaupun sangat jarang, reaksi alergi / hipersensitif terhadap obat dapat terjadi,
mulai derajat ringan sampai berat / fatal. '
5. Dapat terjadi gangguan pernafasan sementara dari ringan (nafas agak berat)
sampai berat ( henti nafas ) yang dapat diatasi dengan alat bantu nafas.
6. Dapat terjadi kelumpuhan atau kesemutan / rasa baal ditungkai yang memanjang,
bersifat sementara dan bisa sembuh kembali. .
7. Dapat terjadi nyeri pinggang pasca bedah yang bersifat sementara.
. Untuk epidural bisa terjadi kejang bila obat masuk pembuluh darah (jarang
terjadi) dan dapat ditangani sesuai prosedur tanpa gejala sisa. ‘
9. Mobilisasi duduk baru dapat dilakukan setelah 6 jam, berdiri setelah 12 jam untuk
mengurangi risiko nyeri kepala.

oo

Bila masih ada hal yang belum jelas, dapat ditanyakan }cepada dokter anestesi yang

| "OIPPPS P e
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5 Karsa Dan Karya Demi Kemanusiaan : TEsst '
'lmov" JL.KHA. D@ImSemgTel 8446000 - 8446444 NFORMED CQNSENT m
PENJELASAN DOKTER UNTUK TINDAKAN MEDIS (BEDAH)
Bidang Rekam Medis

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Alamat praktik

Telah memberikanh PENJELASAN kepada :
Nama
Umur
Alamat ,

tahun. laki/perempuan

Sebagai diri sendiri / isteri / suami / anak / ayah / ibu / wali pasien :

Nama : .

Umur : tahun. laki/perempuan
Alamat :

No.RM 5

Dirawat di

Yang akan dilakukan tindakan medis berupa :

Penjelasan yang saya berikan meliputi :

Kondisi pasien,diagnosa penyakit dan indikasi tindakan

Tindakan medis dan prosedur yang dilakukan serta tindakan alternatif lainnya
Tujuan tindakan medis

Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi

Prognosis penyakit setelah tindakan

Akibat serta resikonya bila pasien menolak tindakan tersebut

O 'O b (03 B

Semarang, .......oceeeerinneans
Pemberi penjelasan Penerima penjelasan Saksi - Saksi
Dokter “Pasien/wali Keluarga """" Perawat
Keterangan : ‘

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



PERSETUJUAN PASIEN UNTUK TINDAKAN MEDIS (BEDAH)
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur : tahun. laki/perempuan

Alamat :
Bertindak sebagai : diri saya sendiri / isteri / suami / anak / ayah / wali, dari pasien :

Nama =
Umur : tahun. laki/perempuan
Alamat :
No.RM
Dirawat di :
Telah memahami dan mengerti tentang penjelasan mengenai :
Kondisi pasien,diagnosa penyakit dan indikasi tindakan
Tindakan medis dan prosedur yang dilakukan serta tindakan altematlf lainnya
Tujuan tindakan medis s
Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
Prognosis penyakit setelah tindakan
Akibat serta resikonya bila pasien menolak tindakan tersebut

Dengan ini memberikan PERSETUJUAN kepada dokter :

Nama :
Alamat Praktik : :
Untuk melakukan tindakan medis pada pasien tersebut diatas berupa :

0’9”:"‘“9’!\’.—‘

2ereeerninenn. . N
Demikian pernyataan PERSETUJUAN tindakan medis saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan.
Semarang, .....cccccecveveeeeneennnn
Yang menyatakan Saksi : Saksi
- Y (§ ¥ 'r'g';.é{ ............. g

PENOLAKAN PASIEN UNTUK TINDAKAN MEDIS (BEDAH)

Yang bertanda tangan dubawah ini :
Nama :
Umur : tahun. laki/perempuan
Alamat :
Bertindak sebagai : diri saya sendiri / isteri / suami / anak / ayah / wali, dari pasien :

Nama :
Umur _ : tahun. laki/perempuan
Alamat :
No.RM
Dirawat di
dengan ini menyatakan MENOLAK untuk dllakukan tindakan medis pada pasien tersebut diatas berupa :

Saya telah memahami dan mengerti tentang penjelasan mengenai :
Kondisi pasien,diagnosa penyakit dan indikasi tindakan
Tindakan medis dan prosedur yang dilakukan serta tmdakan alternatif lainnya
Tujuan tindakan medis
Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
Prognosis penyakit setelah tindakan . ,
Akibat serta resikonya bila pasien menolak tindakan tersebut
yang telah diberikan oleh dokter :

Nama :

Alamat Praktik : '

Demikian pernyataan PENOLAKAN tindakan medis saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan.Segala resiko
akibat penolakan ini menjadi tanggungjawab saya dan tidak akan melibatkan pihak lain.

SmAwN

Semarang, ....c.ccocceeceeereennnne
Yang menyatakan Saksi ~ Saksi

.................................................................................

Nama Jelas Keluarga Perawat

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



o ‘RSETUJUAN PASIEN UNTUK TINDAKAN MEDIS (ANESTESI)
, 1gan dibawah ini

Umur : tahun. Iaklfperempuan -
Alamat - . 3 ’ :
Bertindak sebagax dm saya sendiri / isteri ! suami / anak / ayah / wali, dari pasien :

Nama : .

Umur H tahun. laki/perempuan

Alamat :

No.RM :

Dirawat di : .
telah memahami dan mengerti tentang penjelasan mengenai :

1. Tujuan tindakan anestesi yang dilakukan

2. Tatacara tindakan anestesi

3. Resiko dan komplikasi anestesi yang mungkin terjadi

4. Alternatif tindakan anestesi lain dan resikonya

dengan ini memberikan PERSETUJUAN kepada dokter :
Nama :
Alamat Praktik :
untuk melakukan tindakan anestesi pada pasien tersebut diatas berupa :
Anestesi General / Regional / Blok /'Lokal / Kombinasi tindakan anestesi apabila diperiukan
pada tindakan medis :

1 ARG AL AN L S BT AR AR AL AL LR NS,

2.t gy R ——
Demikian pemyataan PERSETUJUAN tindakan anestesi saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan.
Semarang, .....ccoecucenecccne .
Yang menyatakan Saksi Saksi
e """Ré'ﬁ}'ér:éé ............. e

PENOLAKAN PASIEN UNTUK TINDAKAN MEDIS (ANESTESI)

Yang bertanda tangan dxbawah ini :
Nama :
Umur : tahun. laki/perempuan
Alamat :
Bertindak sebagai : diri saya sendiri / isteri / suami / anak / ayah / wali, dari pasien :

-

Nama : :
Umur : tahun. laki/perempuan
Alamat . :
No.RM
Dirawat di

dengan ini menyatakan MENQLAK untuk dilakukan tindakan anestesi pada pasien tersebut diatas berupa :
Anestesi General / Regional / Blok / Lokal / Kombinasi tindakan anestesi apabila diperlukan

Pada tindakan medis : ;

ceetasescacvrarertecter s nsneteaneten

Saya teleh memahami dan mengertl tentang penjelasan mengenai :

1. Tujuan tindakan anestesi yang dilakukan
2. Tatacara tindakan anestesi
3. Resiko dan komplikasi anestesi yang mungkin terjadi
4. Alternatif tindakan anestesi lain dan resikonya
yang telah diberikan oleh dokter :

Nama

Alamat

Demikian pemyataan PENOLAKAN tindakan anestesi saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan.
Segala resiko akibat penolakan ini menjadi tanggungjawab saya dan tidak akan mehbatkan pihak lain.

Semarang, ......ccccoveeeceraanes
Yang menyatakan Saksi Saksi
oy "wl;('élﬁé‘r'c;:‘é* ............. 'fi"é'féfs};aﬁtwm
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:@ RS. TELOGOREJO

o S v Do R
Bidang Rekam Medlik ,_. PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK RM 14
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama | f ook ereeseeren e essenseseaes revereseseeesaneens
Umur D rveeereenes tahun. e laki / Perempuan
Alamat T e At et

................................................................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, telah memberikan :

: PERSETUJUAN
Kepada Dokter / RS. Telogorejo untuk melakukan Tindakan Medik berupa ** :

Dengan menggunakan anestesi : lokal / blok / umum

Terhadap diri sdya sendiri */ isteri */ suami */ anak */ ayah */ ibu saya *, dengan :

Nama ‘ (I T, . [RRRT S, T i T
Umur O S tahun. Laki / Perempuan

Alamat OO 0 OO OO TN W OO o
No. RM . .

Dirawatdi S

Saya memahami sepenuhnya penjelasan yang diberikan oleh Dokter mengenai :

1. Penyakit serta kondisi pasien.

2. Tindakan medik yang akan dilakukan serta tindakan alternatif lainnya untuk mengatasinya.
3. Sifat, tujuan, prosedur, akibat serta resiko dari tindakan medik tersebut diatas.

4. Sifat, tujuan, prosedur, akibat serta resiko dari anestesi yang diberikan.

5. Kemungkinan perluasan operasi, pengangkatan organ / jaringan bilamana dipandang periu.
6. Akibat serta resikonya apabila pasien menolak tindakan medik tersebut.

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

' SOMBLANG, s ssseumnssvmsssssionse
Saksi-saksi Dokter : Yang menyatakan :
1.
{ ssssmmansasvisisais )
Nama Jelas
2 (cererrrerrrrrnreeneerenseeranes ) (ceerrererreensnenereesnneessanes )
Nama Jelas Nama Jelas
&
V(e )
Nama Jelas

** Isi de'ndan jelas, tindakan medik yang akan dilakukan.
* Lingkari dan coret yang lain. }
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012
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et PENOLAKAN TINDAKAN MEDIK ~ s

Bidang Rekam Medik

Yang bertanda tangan-dibawah ini :
Nama

Umur © evevne.... tahun, o ‘Laki / Perempuan

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, telah menyatakan :

_ PENOLAKAN
Kepada Dokter / RS. Telogorejo untuk dilakukan Tindakan Medik berupa **

Terhadap diri saya sendiri */ isteri */ suami */ anak */ ayah */ ibu saya *, dengan :

.

Nama

Umur D eieien. ... tabun, . Laki / Perempuan

Alamat

'No. RM, .
Dirawat.di

Saya telah menyatakan dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan bahwa saya :

a. Telah diberikan informasi dan penjelasan serta peringatan akan bahaya, resiko serta
kemungkinan-kemungkinan yang timbul apabila tidak dilakukan tindakan medik tersebut.

*  b. Telah saya pahami sesungguhnya informasi dan penjelasan yang diberikan dokter.

c. Atas tanggung jawab dan resiko saya sendiri tetap menolak untuk dilakukan tindakan medik

yang dianjurkan dokter.
* d. Melepaskan dokter / RS. Telogorejo dari tanggung jawab hukum dan etik, jika terjadi hal-hal

yang tidak diharapkan akibat penolakan ini.

Semarang, ..........ccceieen e
Saksi-saksi Dokter : : Yang membuat pernyataan .
Nama Jelas
! Nama Jelas : Nama Jelas
Nama Jelas

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012
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Karpa Dan Karya Demi Kemanusiaan

, &
“Logo¥ JI. KHA. Dahian Semarang Tel. 8446000 - 84468444

SURAT PERNYATAAN- PINDAH KELAS / ICU

’

Bidang Rekam Medik

" RM 17

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama  neane o o mememssmscsmasnio b § 8 8 £SO R A 85 55 ARSI 55 5 §§ PR
Umur 5 yeeseas AR A R 8 tahun *Laki / Perempuan
Alamat e cnommiss N L T r——

.......................................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, telah memberikan :
! *PERSETUJUAN | PENOLAKAN

Pemmdahan KE *KIAS / 1CU & ooitivereeesoieresenesesssseeseesssssssannsesnsnsasesssannas
dengan tarlf Rb.4. O RS b .8 4. AR < » » R + L ER o » » <AEGRBAREARS S § LR SO AEAETE «

]

Terhadap diri saya sendlrl / Isteri/ Suami/ Anak / Ayah / Ibu saya

Nama T Y NRERRAY E,
Umur ... . ... hr/bin/thn. *Laki/Perempuan

Alamat @ e, RN,
No.RM : . 0. d............ .. ........... e
Dirawat di ROGEEPKe|aS ommur—.. . A o WA .. . = EE— - - - ) S

Saya bersedia : [] Menangguné 'biayé sesuai tarif tersebut
[ Menanggung segala resiko akibat penolakan

Mengetahui < : ’ Semarang; cereesrereneens
- Perawat / Bidan Yang Membuat Pernyataan
{ cssmmmmimmiisaii vii s ) [ servevess pononesmmmenammmna sssssns
Nama Jelas o - Nama Jelas

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012
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RUMAH SAEIT ST. ELISABETH
& Kaud No. 1 8 Hunting : 8310035, 8310076, 8448566 Fac. 8413373
Semarang - 50231

PERMINTAAN PEMILIHAN KELAS PERAWATAN
,  ( OLEH KELUARGA )

"Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama SR TR PSPPSR R LI
~ Umur S Gavusus g e s nsRss e o e tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki / Perempuan

Alamat P

Dengan ini menyatakan bahwa 'saya sebagai orang tua / anak'/ suami / isteri wali dari pasien
tersebut di bawah inf :

Nama ............................................. b .. U ...
Umur - O oo tahun

Jenis Kelamin : Laki - laki / Perempuan

Alamat e S . 0 . e
No. Rekam Modik .. lP............... . W ... N N

Memilih perawatan untuk pasien tersebut di keias R

O Maria Lt. 45 Utama /1A /1A
- QO Maria Lt. 1 : lA/1
O Theresia 2,3  : Utema/IA/TA/II
O Angela .+ WIP/VIP/IA
Q Xaverius : 1A
O Melani : HA/NIB/1
O Anna : Utama /1A /1A /1B /1l / Zaal
O Fransiscus : B/IB/H
O Yosef : IB/IA/IB/
O Mardi Swasta.
(O Lidwina : B/

Untuk itu saya bersedia menanggung semua biaya yang timbul dan bersedia mentaati semua
peraturan yang berkaitan dengan tatalaksana pembayarannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat- dengan sebenér-beparnya.

Mengetahui : ' SeMATANG, ....vevveerveersesesessmsssmsressissssasssssssnsssess
Perawat / Bidan / Suster /
Penerima Pasien

im iem e Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012




082004

) J. Kauwi No. 1 @ Hunting : 8310035, 8310076, 8448566 Fac. 8413373
Semarang - 50231

PENUNJUKAN DOKTER

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama . R —
Unur LS .ve-. tahun, Laki-laki / Perempuan
Alamat J— s

-------

Buktidiri/KTP ! ..ocvcvvvnrenrinnvenssininne Kipsasessanmsasassesssemasseassraenssaassonen

selaku:

Terhadap:  (diisi bila pembuat pernyataan bukan pasien sendiri)

Nama N % . .wm s A &

Unmr T srsssnssnsssasss RN tahun, Laki-laki / Perempuan
No.RM L . B - omcocnooonoog RO
Dirawatdi ruang :

Dengan ini menyatakan bahwa untuk menangani penyakit/ gangguan kesehatan, maka saya menunjuk dokter

“

Apabila dikemudian hari dokter yang bersangkutan berhalangan karena alasan yang dapat dimaklumi, maka untuk
meneruskan perawatan selanjutnya, saya memilih
O Memberikan kuasa kepada pihak rumah sakit untuk menunjuk dokter pengganti yang sesuai dengan bidangnya.
00 Memberikan kuasa kepada dokter tersebut di atas untuk menunjuk dokter pengganti yang sesuai dengan bidangnya.
0 Menunjuk sendiri dokter pengganti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang,

] (Nama dan tanda unggn)

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012
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PERSETUJUAN KONSULTASI DAN RAWAT BERSAMA

nm o. 190
08-2004

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Umur % e reneonsR RSN RE tahun, Laki-laki / Perempuan

Alamat

Bukti diri / KTP :
selaku: 1

U diri sendiri (NO. RM ....ccovenecenseconcnnnee ) [ aysh ] svami ] wali

[ amak [:] ibu [ istri
Terhadap: (diisi bila pembuat pernyataan bukan pasien sendiri)

Nama ;

Umur gy W tahun, Laki-laki / Perempuan

No.RM

Yang pada saat ini dirawat di -RS St. Eiisnbeth Semarang;

]
.
.

Ruang
Kamar H
Dokter Utama

dengan ini memberi

* PERSETUJUAN

kepada dokter / RS. St. Elisabeth Semarang untuk dikonsulkan dan dirawat bersama oleh:

Prof./DR./Dr.
Spesialis % sumgeronava

Sehubungan dengan penyakit/ gangguan kesehatan.
Saya memahami sepenuhnya penjelasan yang diberikan oleh dokter / perawat / bidan / suster mengenai:

1. Penyakit atau gangguan kesehatan pasien.
2. Maksud, tujuan dan proses dari konsultasi dan rawat bersama.

Demikian surat pernyataan persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Semarang,

(Nama dan tanda tangen)

Fungsi dan ..., Timbtius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012
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* RUMAH SAKIT ST. ELISABETH

am&la%mmmmmm

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

nw ©.9.0
08-2004

Saya, ying bertanda tangan dibawah ini :

Nama CEN——EH

.............

Umur P - tahun, Laki-laki / Perempuan

Alamat - 5 eeesereenesessreresereresesenire

reveensorove

Bukti diri / KTP : o

selaku : ' :
O diri sendiri (No. RM .covveinnrenecsecnenees y [0 ayah O suami W | [ ——
O enak . O ibu O iswi

Terhadap : (diisi bila pembuat pemyataan bukan pasien sendiri)

Nama

reeenrsrvens reve Teereaeree

.

Umur e tahun, Laki-laki / Perempuan
No. RM g : oseoneeanscer Sghi: EER oo 0Bb ool csrscrseve

Dirawat di TUGRE  © ccererenenseresnarnncssssassmsrnasaseseres

dengan ini memberikan _
PERSETUJUAN

kepada dokter/RS. St. Elisabeth Semarang untuk melakukan tindakan medik operatif, berupa operasi :

Dengan menggunakan anestesi lokal / blok / umum.

Dan bila dipandang perlu mengambil jaringan atau organ atau sebagian organ yang tidak dapat dipertahankan lagi atau
melakukan operasi perluasan.

Saya memahami sepenuhnya penjelasan yaixg diberikan oleh dokter mengenai :

Penyakit serta kondisi pasien.

Tindakan medik yang akan dilakukan serta tindakan alternatif lainnya untuk mengatasinya.
Alasan, sifat, tujuan, prosedur, akibat serta resiko dari tindakan operasi tersebut di atas.
Alasan, sifat, tujuan, prosedur, akibat serta resiko dari anestesi yang berikan.
Kemungkinan perluasan operasi, pengangkatan organ / jaringan bilamana dipandang perlu.
Akibat serta resikonya apabila menolak tindakan medik tersebut.

B ool o

Demikian surat penyataan persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Dokter : s . SEmArang, ......ocermeresaensnrens

Yang menyatakan

( ) . (coremnecosermesressnsssensassessessssasessestesses )
(Nama dan tanda tangan) (Nama dan tanda tangan)
Saksi-saksi : :
Saksi I : ‘ Saksi 2 :
( ‘ ) ‘ ( : )
(Nama dan tanda tangan perawat) (Nama dan tanda tangan keluarga)

~dilvd3d

e

NVNrN13S43d
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e
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Fungsi dan ..., Timotius-Senopati-AgastyaPrakosa; FiH01;2012




RUMAH SAKIT ST. ELISABETH
J Kawi No. 1 T Hunting : 8310035, 8310076, 8448566 Fac. 8413373
* SEMARANG - 50231

PENOLAKAN PERAWATAN DI UNIT PERAWATAN INTENSIF
' ( OLEH KELUARGA )

’

Yang bertar;da tangan dibawah ini : .

Nama I ssaserassesearennes veis SRS SRR R e en Y e SR E ST Gy e sy
Umur B ST tahun

Jenis Kelamin : Lakl - laki / Perempuan

Alamat T O TP P PP PR PP PPT RO PRI CELL I AL
Dengan ini menyatakan bahwa saya, sebagal orang tua / anak / suami / isteri / wall,

menolak memberikan persetujuan perawatan di unit perawatan intensif yang diperlukan /
yang masih diperlukan atas diri pasien tersebut di bawah ini :

Nama J— Ny e everereserensessantsesstasanstteeesnntesesrnesearenats et ebtsssesnant
Unmur g ... tahun

Jenis Kelamin : Laki - laki / Perempuan

Alamat S errrrerereetiaiereseeasesessnsafemESeesteRSseseseeeteeteaneieeiia iR s sse s e e n s iR s ees
No. Rekam Medik :  ..oocoverimnniireinniinnne S .. L, ... ..o ,

Saya sepenuhnya sadar bahwa penolakan tersebut dapat. menimbulkan akibat yang tidak
diharapkan seperti yang sudah diterangkan dengan jelas oleh dokter bernama :

Oleh sebab itu saya membebaskan dokter serta RS. Elisabeth dari tanggung jawab hukum
jika akibat yang tidak diharapkan tersebut benar - benar terjadi dikemudian harl.

Demikianlah surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya.

Mengetahui : SEMATaNG, ......ccvvevveeerriersisissrannensasssoos
Keluarga lain / Perawat /
Bidan / Suster. .

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



<:’@i) RUMAH SAKIT ST. ELISABETH

3 Kams No | g Husing - $310035. 8310076. 8448566 Fac. 8413373
SEMARANG - 50231

PERSETUJUAN PERAWATAN Di INSTALASI RAWAT INTENSIF

RM B.14.12
08-2004

Saya, yang bertandd tangan dibawah ini :

Nama © eerveeesirestesestebtrestae e A e RS eSS SRS SRS R RS ET RSSO PSR RRSTS O T S 0
Umur U commessasseessaenvesansasssancase tahun, Laki-laki / Perempuan

Alamat s ST e SRR SR

....................

Bukti difi / KTP  © et sessssssssessssssnsasasssssesssssssssssssssasasnass

selaku :
[0 diri sendiri (No. RM ..ocoorirereirinenene y [ ayah O suami 0 [ ———

[0 anak O ibu [ istri
Terhadap : (diisi bila pembuat permyatann bukan pasien sendiri)

Nama
Umur
No. RM

Dirawat di ruang

dengan ini memberikan

PERSETUJUAN

kepada dokter/RS. St. Elisabeth Semarang untuk melakukan perawatan di Instalasi Rawat Intensif yang diperlukan
atau yang masih diperlukan.

Saya memahami sepenulnya penjelasan yang diberikan oleh dokter/perawat/bidang mengenai :

I. Penyakit atau gangguan kesehatan pasien. '

2. Sifat, tujuan, prosedur, biaya, akibal serta resiko dari perawatan di Instalasi Rawat Intensif dan apabila
menolak, p

Demikian surat penyataan persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Yang menjelaskan : i Semarang, .......ccerveneneresnrenn

(Nama dan tanda tangan) (Nama dun tanda tangan)

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012
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RUMAH SAKIT ST. ELISABBTII

(@ A Kawi No. 1 g Hunting : 8310035. 8310076, 8448566 Fac. 8413373
SEMARANG - 50231

PENOLAKAN TINDAKAN MEDIK TERAPETIK / DIAGNOSTIK

RM B.15.2
08-2004

Dirawat di ruang

’

[

Dokter :

{Nama dan tanda 1gngan)

Saksi-saksi :
Saksi I :

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama eteeresrersesnaeaesdasaeae s e are R et st asAS S SR A P RO S S RO TSR TSRO RO RO RS
UMur § sssseemsessemsssiassaes tahun, Laki-laki / Perempuan
A_lamat eenninanensnnsotansnnasanedisis IiaeH HF IS EEINET o RO TR SRS ss S Cnv s s geenane
Bukti difi / KTP  © it ss s sissssses
selaku : . .
[J diri sendiri (No. RM ...cccceeeeis? o) Lof dyah [0 suami O wali ...
O anak ' ' O ibu O isui
Terhadap : (diisi bila pembuat pernyatann bukan pasien sendiri)
NAIMA 1 civrereererremeeremmesemesssastonmssesastssssssssesesssssessatsssnerssssntsrssassssass
Umur L. SR, | — tahun, Laki-laki / Perempuan
No. RM s

............................................................................................

dengan ini telah menyatakan

PENOLAKAN

kepada dokter/RS. St. Elisabeth Semarang untuk melakukan tindakan medik, berupa .

S L0 A S Y T TYT P IR P E Tt PP PR R TR R T E Y AP T O RS R R B R LT R AR B

Saya menyatakan dengan sufngguh-sungguh dan tanpa paksaan bahwa saya :

1. Telah diberi informasi dan penjelasan serta petingatan akan bahaya, resiko serta kemungkinan-kemungkinan
yang timbul apabila tidak dilakukan tindakan medik tersebut diatas.

Telah memahami informasi dan penjelasan yang diberikan dokter kepada saya.

3. Berlanggung jawab atas resiko yang terjadi dan tetap menolak untuk dilakukan tindakan. medik yang
dianjurkan dokter.

4. Mecmahami bahwa penolakan dapat menyulitkim dokter didalam’ pelaksanaan perawatan/ pengobatan / identifikasi
penyakit yang diderita pasien.

5. Melepaskan dokter/RS. St. Elisabeth Semarang dari tanggung Jawab hukum dan etik, jika terjadi hal-hal yang
tidak diharapkan akibat penolakan ini.

Semarang, .......coccviveenininnns

...................

ver

(Nama dan janda tangan)

Saksi 2 :

(Nama dan tanda tangan perawal)

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prékosa, FH Ul, 2012

(Numa dan mml_n tangun keluargn)
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RUMAINI SAKIT ST. ELISABETH

Jl Kawi No. 1 ™ 1lunting : 310035, 310076, 448566, Fac. 413373
SEMARANG - 50231

PENOLAKAN KONSULTASI KE DOKTER LAlN

| (Oleh Keluarga)
Yang bertanda t;ngad‘dibawah ini, saya :
Nama { Wosksaninbomnne s eTs R e on e R AR A S SRS SN SO T SRS
Umur : R P A tahun
Jenis Kelamin "¢ Lakidaki / Perempuan.
Alamat ; P s S —— ' .................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya, sebagai orang tua / anak / suami /
Isterl / wali menolak memberikan persetujuan kepada :

Prof. / DR. / Dr, RN o FRSETTEES o o » + Ao v 1 Nl o « A2y roo T
Spesialis r ... "W - oy Sieemeeuen S, ...
untuk mengkonsultasikan penyakit / gangguan kesehatan pasien tersebut
dibawah int : :

Nama . ——— ... B .
Umur I ...« ccso S tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan.

Alamat : R . ...... N | ... SO
No. Rekam Medis . ................. ... N W W ...
Dokter Yang Merawat @ .......ooooiiiiiiiiiiic i e ee s
kepada Prof. / DR. /' DF, .....coiiiiiieiii e ceitetee st e et eeaneeeeae s s essseene s aeessesereeessessseains
Spesialis ..........cccocvvveiniiiriiriierees VLT T R T

Saya sepenuhnya sadar bahwa penolakan tersebut dapat menyulitkan dokter didalam
menemukan dan mengindentifikasi .penyakit atau gangguan kesehatan pasien,
seperti yang sudah diterangkan dengan jelas oleh dokter / perawat / bidan, bernama :

» . .
Oleh seb?b itu saya membebaskan dokter serta Rumah Sakit St. Elisabeth dari tanggung
jawab hukum jika terjadi ketidaktepatan diagnosis sehingga menyebabkan timbulnya akibat
atau restho yang tidak diharapkan dikemudian hari.

Demikian® surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

SEMArANG. .. eovivieevereeireereeenraeesreee e

Dokler yang menjelaskan,

Nama terang & tanda tangan Nama terang & tanda tangan

Saksi (Perawat / Bidan / Susler / Keluarga lain)

Nama terang & tanda tangan

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



. RUMAH SAKIT ST. ELISABETH
LR
%) 3l Kawi No. 1 85 Hunting: , 8310076, 8448566 Fuc. 8413373 RM B.15.1
J. Kawi No. 1 Hunhnge:gl[ﬁf). o ha ! i

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK TERAPETIK / DIAGNOSTIK

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Umur
Alamat

BUKt diri / KTP 1 oorcvivetveemsressesctesiiss s sesss st sbsnss s b snsisessstisssnsnssssnnsanssacases

selaku:

[ diri sendifi (NO. RM woccvvvrsvscrns ) [] ayah [] suami L p——
[] anak ' [] ibu (] istri

Terhadap:  (diisi bila pembuat pernyatann bukan pasicn sendiri)

Nama

Umur tahun, Laki-laki / Perempuan

No. RM ¢ e I, . .............cs0s 0055555008005 00es Nl S + oo R Af8R e e oner
Dirawat di ruang : ..o e RS R

dengan ini memberikan

‘PERSETUJUAN

kepada dokter / RS. St. Elisabeth Semarang untuk melakukan tindakan medik, berupa:

...........................................................................................

..........................................

Saya memahami sepenuhnya penjelasan yang diberikan oleh dokter mengenai:

1. Penyakit serta kondisi pasien.
2. Tindakan medik yang akan dilakukan serta tindakan alternatif lainnya untuk mengatasinya.

3. Alasan, sifat, tujuan, prosedur, akibat serta resiko dari tindakan medik tersebut di atas.
4. Akibat serta resikonya apabila menolak tindakan medik tersebut.

’

Demikian surat pernyataan persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

SEMATANG, ....cisisssssaevemsmamsinn
* Dakter,
(oereeeeeveemsssssssesesesssssssaasane ) (orrerreeresssssssesssssssssssensessssses )
{Nama dan tanda tangan) (Nama dan tanda tangan)

Saksi-saksi:

Saksi 1: , Saksi 2:
(asseosmssmsmesmassssssessmsensas ) (wommsmursssssnrasme )

(Nama dan tanda tangan perawat) (Nama dan tanda tangan keluarga)

N NYMVYANIL NVNrn13syad
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PENGANTAR

Muktamar IDI XXI Tahun 1991 di Yogyakarta menetapkan Kode Efik.
Kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan KODEKI yang isinya
merupakan hasil seminar tertulis penyempumaan Kode Etik Kedokteran Indo-
nesia yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran {(MKEK)
Pusat dan beberapa penyempumaan oleh Muktamar.

Dengan demikian KODEKI yang semula terdiri dari Pasal-Pasal dan
penjelasannya maka sesuai dengan ketetapan Muktamar XX disusun menjadi

1. KODEKI
Berisi pasal dan penjelasan ringkas.
2 Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
Berisi penjelasan dan petunjuk serta contoh pelaksanaan KODEKI.

Pada hakikatnya kedua buku tersebut bukan dua hal terpisah, namun
harus dilihat sebagai satu kesatuan.

Melalui Musyawarah Kerja Nasional {Mukernas) Etika Kedokteran Il
Tahun 2001, dilakukan revisi terhadap pasal-pasal dan penjelasan KODEK]
guna menyesuaikan dengan tantangan permasalahan yang ada. Dalam KODEKI
Revisi Tahun 2001 ini, dimasukkan addendum penjelasan khusus dan beberapa
pasal dan addendum khusus permasalahan implementasi KODEKI untuk
memperkaya wacana dari berbagai persoalan yang berkembang pada Pedoman
Pelaksanaan KODEKI. Jumlah pasal pada KODEKI juga disesuaikan dengan
perkembangan yang ada. Untuk selanjutnya Mukernas Etika Kedokteran I
menganjurkan agar permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
etik dimana sifatnya sangat dinamis dapat selalu dibahas melalui rapat-rapat
rutin MKEK, untuk sementara di masukkan dalam addendum terlebih dahulu
sambil menunggu ketetapan yang secara organisasi dapat lebih
dipertanggungjawabkan

KODEKI bersifat lebih langgeng, sedangkan pedoman pelaksanaan
KODEKI dapat berubah sesuai perubahan tata nilai, serta keadaan yang
dipengaruhi oleh adat istiadat dan tata nilai setempat.

Semoga buku ini dapat menjadi pedoman bagi profesi kedokteran dalam
mengamalkan profesinya secara baik.

Jakarta, Januari 2002
MKEK Pusat

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



SAMBUTAN KETUA UMUM
PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah S¥YWT, Tuhan yang senantiasa
memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita dalam menjalankan tugas-tugas
keprofesian.

Salah satu upaya untuk mencapai Indonesia Sehat 2010 adalah melalui
profesionalisme dibidang kesehatan berupa upaya untuk meningkatkan dan
memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dimaksud, tentu saja belum cukup
bila tidak didukung dengan penerapan nilai-nilai moral dan etika profesi yang tinggi.
Demikian halnya pelayanan dibidang kedokteran pelaksanaan nilai-nilai luhur profesi
yaitu etik kedokteran mutlak diperlukan.

Berkaitan dengan hal di atas, maka Pengurus Besar |katan Dokter Indonesia
menyambut gembira atas terbitnya buku "Kode Etik Kedckteran Indonesia dan
Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.” Buku terbaru ini
merupakan hasil revisi dari edisi sebelumnya yang dilakukan pada Musyawarah
Kerja Nasional {(Mukernas) Etika Kedokteran [ll Tahun 2001. Revisi dilakukan dalam
rangka mengantisipasi perkembangan iptek kedokteran dan sekaligus untuk
memperkaya wacana dari berbagai persoalan yang berkembang sekitar Pedoman
Pelaksanaan KODEK].

Dilakukannya revisi, membuktikan bahwa Kode Etik Kedokteran Indonesia tidak
statis, melainkan sangat dinamis, sehingga menjadi keharusan bagi masyarakat
kedokteran Indonesia untuk senantiasa memonitor dan mengevaluasinya. Harapan
kami, semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dijadikan pegangan
oleh para dokter dalam penyelenggaraan praktik profesi kedokteran. Begitu pula
kepada para calon dokter yang sementara belajar di Fakultas Kedokteran, mudah-
mudahan buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam mempelajari
etika kedokteran.

Selanjutnya kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK)
|katan Dokter Indonesia, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas
penyempurnaan dan penerbitan buku ini, semoga segala usaha dan
kesungguhannya bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Bilahit Taufiq Walhidayah,

i

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



IKATAN DOKTER INDONESIA

(THE INDONESIAN MEDICAL ASSOCIATION})
PENGURUS BESAR

4l Dr. G.5.5.Y. Ratulangie No. 29 - Telp. 3150679 - 3900277 - 3926910 - Fax: 3900473

Enail : phidi@idola.netid - Jakarta 10350

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

NO. 221/PB{A-4/04/2002
TENTANG

PENERAPAN KCDE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDCNESA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

1.
2.
3.

. Bahwa dalam menjalankan profesi kedokteran diperlukan

adanya suatu kode etik yang digunakan sebagai
pedoman.

. Bahwa Kode Etik Kedckteran Indonesia (KCDEKI)

merupakan pedoman bagi dokter Indenesia anggeta IDI
dalam melaksanakan prakiek kedckteran.

. Bahwa KODEKI yang ada saat ini perlu disesuaikan lagi

dengan situasi kendisi yang berkembang sesuai dengan
pesatnya kemajuan Iptekdok dan dinamika etika global
yang ada.

. Bahwa KODEKI sebagaimana pada butir 3 diatas dalam

rangka penerapannya perlu ditetapkan melalui Surat
keputusan.

Anggaran Dasar ID| Bab |l pasal 5, 6 dan 7

Ketetapan Muktamar IDI No. 10/Muk. IDI XXIV/10/2000
SK PB IDI No.001/PB/A.4/00 tanggal 20 November 2000

Hasil Mukernas Etik Kedckteran |l yang diselenggarakan
pada tanggal 21 - 22 April 2001 di Jakarta

MEMUTUSKAN

Keputusan PB 101 tentang Penerapan Kode Etlk
Kedokteran Indonesia

iMencabut KODEKI hasil Rakernas MKEK-MP2A tahun 1993

Vi

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Ketua Umum,

NPA. IDI : 6.094

Menetapkan penerapan Koede Etik Kedckteran Indcnesia
(KCDEKI) hasil Mukernas Etik Kedckteran |1l tahun 2001
sebagai pedoman etik bagi dekter dalam menjalankan profesi
kedckteran.

Dengan penerapan Kode Etik Kedokteran Indenesia
sebagaimana butir kedua tersebut, maka semua dokteryang
menjalankan profesi kedokterannya wajib berpegang teguh
pada KODEKI tersebut.

Seluruh Pengurus Wilayah, Cabang dan Badan Kelengkapan
crganisasi |IDI lainnya wajib menyebar luaskan KODEKI
tersebut kepada seluruh dokter di wilayah kerjanya masing-
masing.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
pembuatannya akan diperbaiki sesuai dengan keperluannya.

Ditetapkan . Jakarta
Pada tanggal : 19 April 2002

: “H,'g_ Sekretaris Jenderal,
)
. -y —_—

NPA. IDI : 32.552

viii
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MUKADIMAH

Sejak permulaan sejarah yang tersurat mengenai umat manusia,
sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu sang
pengobat dan penderita. Dalam zaman modern, hubungan ini disebut
hubungan kesepakatan terapeutik antara dokter dan penderita (pasien)
yvang dilakukan dalam suasana saling percaya mempercayai
(konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan
kekhawatiran makhluk insani.

Sejak terwujudnya ssejarah kedokteran, seluruh umat manusia
mengakui serta mengetahui adanya beberapa sifat mendasar {funda-
mental) yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik
dan bijaksana, yaitu sifat ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi,
kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah dan sosial, serta
kesejawatan yang tidak diragukan.

Inhotep dari Mesir, Hippocrates dari Yunani, Galenus dari Roma,
merupakan beberapa ahli pelopor kedokteran kuno yang telah
meletakkan sendi-sendi permulaan untuk terbinanya suatu tradisi
kedokteran yang mulia. Beserta semua tokoh dan organisasi kedokteran
yang tampil ke forum internasional, kemudian mereka bermaksud
mendasarkan tradisi dan disiplin kedokteran tersebut atas suatu etk
profesional. Etik tersebut, sepanjang masa mengutamakan penderita
vang berobat serta demi keselamatan dan kepentingan penderita. Etik
ini sendiri memuat prinsip-prinsip, yaitu: beneficence, non maleficence,
autonomy dan justice.

Etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norma
etik yang mengatur hubungan manusia umumnya, dan dimiliki asas-
asasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan
terus. Khusus di Indonesia, asas itu adalah Pancasila yang sama-sama
kita akui sebagai landasan Ildiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
landasan struktural.

Dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan
keluhuran ilmu kedokteran, kami para dokter Indonesia baik yang
tergabung secara profesional dalam |katan Dokter Indonesia, maupun
secara fungsional terikat dalam organisasi bidang pelayanan, pendidikan
serta peneslitian kesehatan dan kedokteran, dengan Rakhmat Tuhan
Yang Maha Esa, telah merumuskan Kode Etik Kedokteran Indonesia
(KODEKI), yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut:
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KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1
Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah
dokter.

Pasal 2
Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai
dengan standar profesi yang tertinggi.

Pasal 3
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh
dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan
kemandirian profesi.

Pasal 4
Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji
diri.

Pasal 5
Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis
maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah
memperoleh persetujuan pasien.

Pasal 6
Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan
menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji
kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 7
Seorang dokier hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah
diperiksa sendiri kebenarannya.

Pasal 7a
Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan
medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai
rasa kasih sayang {compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

Pasal 7b
Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan
sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui
memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan
penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien
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Pasal 7c
Seorang dokter harus menghormmati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan
hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien

Pasal 7d
Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup
makluk insani.

Pasal 8
Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan
kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan
kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik
fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi
masyarakat yang sebenar-benarnya.

Pasal 9
Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan
dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

Pasal 10
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan
ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu
melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien,
ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit
tersebut.

Pasal 11
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa
dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan
atau dalam masalah lainnya.

Pasal 12
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang
seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Pasal 13
Setiap dokier wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu
memberikannya.
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KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 14
Setiap dokter memperakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin
diperlakukan.

Pasal 15
Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali
dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 16
Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan
baik.

Pasal 17

Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi kedokieran/kesehatan.
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PENJELASAN
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sumpah dokter di Indonesia telah diakui dalam PP No. 26 Tahun 1960.
Lafal ini terus disempumakan sesuai dengan dinamika perkembangan intemal
dan eksternal profesi kedokteran baik dalam lingkup nasional maupun
internasional. Penyempumaan dilakukan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik
Kedokteran Il, tahun1981, pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika
Kedokteran {MKEK) dan Majelis Pembinaan dan Pembelaan Anggota (MP2A),
tahun 1993, dan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran Ill, tahun
2001.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi
kedokteran mutakhir, yaitu yang sesuai dengan perkembangan IPTEK
Kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat/
jenjang pelayanan kesehatan, serta kondisi dan situasi setempat.

Pasal 3

Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:

1 . Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan
ketrampilan kedokteran dalam segala bentuk.

2. Menerima imbalan selain dari pada yang layak, sesuai dengan jasanya,
kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien.

3. Membuat ikatan atau menerima imbalan dar perusahaan farmasifobat,
perusahaan alat kesehatanfkedokteran atau badan lain yang dapat
mempengaruhi pekerjaan dokter.

4.  Melibatkan diri secaralangsung atau tidak langsung untuk mempromosikan
obat, alat atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter.

Pasal 4

Seorang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan ketrampilan profesi
yang dimilikinya adalah karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa
semata. Dengan demikian imbalan jasa yang diminta harus didalam batas batas
yang wajar.

Hal-hal berikut merupakan contoh yang dipandang bertentangan dengan
Etik:
a. Menggunakan gelar yang tidak menjadi haknya.
b. Mengiklankan kemampuan, atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya baik

lisan maupun dalam tulisan.
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Pasal 5
Sebagai contoh, tindakan pembedahan pada waktu operasi adalah tindakan
demi kepentingan pasien.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan mengumumkan ialah menyebarluaskan baik secara
lisan, tulisan maupun melalui cara lainnya kepada orang lain atau masyarakat.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 7a
Cukup jelas.

Pasal 7b
Cukup jelas.

Pasal 7c
Cukup jelas.

Pasal 7d
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut adalah dokter
yang mempunyai kompetensi keahlian di bidang tertentu menurut dokter yang
wakiu itu sedang menangani pasien.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Kewajiban ini sering disebut sebagai kewajiban memegang teguh rahasia
jabatan yang mempunyai aspek hukum dan tidak bersifat mutlak.

Pasal 13
Kewajiban ini dapat tidak dilaksanakan apabila doktertersebut terancam
jiwanya
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Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Secara etik seharusnya bila seorang dokter didatangi oleh seorang pasien
yang diketahui telah ditangani oleh dokter lain, maka ia segera memberitahu
dokter yang telah terebih dahulu melayani pasien tersebut.
Hubungan dokter-pasien terputus bila pasien memutuskan hubungan
tersebut. Dalam hal ini dokter yang bersangkutan seyogyanya tetap

memperhatikan kesehatan pasien yang bersangkutan sampai dengan saat
pasien telah ditangani oleh dokter lain.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
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PEDOMAN PELAKSANAAN
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA
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MUKADIMAH

Mukadimah KODEKI menunjukkan bahwa profesi dokter sejak
perintisannya telah membuktikan sebagai profesi yang luhur dan mulia.

Keluhuran dan kemuliaan ini ditunjukkan oleh & sifat dasar yang harus
ditunjukkan oleh setiap dokter yaitu :

Sifat ketuhanan.
Kemumian niat.

Keluhuran budi
Kerendahan hati.
Kesungguhan kerja
Integritas ilmiah dan sosial.

GOk enN =

Dalam mengamalkan profesinya, setiap dokter akan berhubungan dengan
manusia yang sedang mengharapkan pertolongan dalam suatu hubungan
kesepakatan terapeutik.

Agar dalam hubungan tersebut keenam sifat dasar di atas dapat tetap
terjaga, maka disusun Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan
kesepakatan dokier Indonesia bagi pedoman pelaksanaan profesi.

Kode Etik Kedokteran Indonesia didasarkan pada asas-asas hidup
bermasyarakat, yaitu Pancasila yang telah sama-sama diakui oleh Bangsa In-
donesia sebagai falsafah hidup bangsa.
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KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1
Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah
dokter.
Penjelasan dan pedoman pelaksanaan

Sebagai hasil Muktamar lkatan Dokter Sedunia (YYMA) di Geneva pada bulan
September 1948, dikeluarkan suatu pernyataan yang kemudian diamandir di Syd-
ney bulan Agustus 1968,

Pernyataan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Majelis
Pertimbangan Kesehatan dan Sya'ra Departemen Kesehatan R| dan Panitia Dewan
Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia, kemudian dikukuhkan oleh Peraturan
Pemerintah No. 26 tahun 1960 dan disempurnakan pada Musyawarah Kerja
Nasional Etik Kedokteran Il yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Desember
1981 di Jakarta dan diterima sebagai lafal Sumpah Dokter Indonesia. Lafal ini
disempurnakan lagi pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika
Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota (MP2A),
20-22 Mei, 1993.

Perkembangan mendasar terjadi pada WMA General Assembly di Stockholm
yang ke 46, September 1994, terutama yang berkaitan dengan butir sumpah yang
menyatakan " Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap hidup insani
mulai dari ........(saal pembuahan atau awal kehidupan). Lokakarya Ratifikasi
Amandemen Deklarasi Geneva tentang sumpah dokter ini untuk dokter di Indone-
sia telah dilakukan oleh MKEK pada bulan Oktober 2000, dengan
merekomendasikan mengganti kalimat saaf pembuahan yang selama ini
dipergunakan dalam angkat sumpah dckter Indonesia, menjadi awa/l kehidupan.
Pertentangan tentang penggantian kalimat pada butir ini muncul pada saat Muktamar
IDI XXV Tahun 2000, sehingga mengamanatkan PB ID| pericde kepengurusan
2000-2003, untuk menyelenggarakan pertemuan Khusus untuk menuntaskan
permasalahan tersebut. Melalui Mukernas Etika Kedokteran |ll, Mei 2001,
permasalahan ini masih belum dapat diselesaikan, sehingga diputuskan tetap
memakai lafal sumpah sebagaimana yang tertera di bawah ini (sambil menunggu
hasil referendum dari anggota ID! untuk memilih a}. apakah pasal ini dihapuskan
saja; b). Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap hidup insani ...
mulai saat pembuahan; ¢}. Saya akan menjaga, memelihara dan menghomati setiap
kehidupan insani ... ; d}. Saya akan menjaga, memelihara dan menghormati setiap
hidup insani ... mulai dari awal kehidupan).

Demi Allah saya bersumpah, bahwa:
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
2, Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan
bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur
profesi kedckteran.
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4, Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian
saya.

5 Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang

bertentangan dengan perikemanusian, sekalipun di ancam.

Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.

Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan

memperhatikan kepentingan masyarakat.

8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh
oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik,
kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap
pasien.

2} Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan
terima kasih yang selayaknya.

10.  Saya akan perlakukan teman sejawat saya sepeiti saudara sekandung.

11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan
mempertaruhkan kehomatan dini saya.

~ G

Pengambilan Sumpah Dokter:

Pengambilan sumpah dokter menpakan saat yang sangat penting artinya bagi
seorang dokter, karena pada kesempatan ini ia berikrar babwa dalam mengamalkan
profesinya, ia akan selalu mendasarinya dengan kesanggupan yang telah diucapkannya
sebagai sumpah. Oleh karena ity upacara pengambilan sumpah hendaknya dilaksanakan
dalam suasana yang hikmat.

Suasana hikmat dapat diwujudkan bila upacara pengambilan sumpah dilaksanakan
secara khusus, mendahului acara pelantikan dokter.

Untuk yang beragama Iskam, "Demi Allah saya bersumpah". Untuk penganut agama
lain mengucapkan lafal yang diharuskan sesuai yang ditentukan oleh agama masing-
masing. Sesudah itu lafal sumpah di ucapkan secara bersama-sama dan semua pesaita
pengambilan sumpah.

Bagi mereka yang tidak mengucapkan sumpah, perkataan sumpah di ganti dengan
janji.

Yang wajib mengambil sumpah.

Semua dokter Indonesia.

Lulusan pendidikan dalam negeri maupun luar negen wajib mengambil sumpah
dokter.

Mahasiswa asing yang belajar di Perguruan Tinggi Kedokteran Indonesia juga
diharuskan mengambil sumpah dokter Indonesia.

Dokter asing tidak harus diambil sumpahnya karena tamu, ia menjadi tanggung
jawab instansi yang memperkerjakannya. Dokter asing yang memberi pelayanan
langsung kepada masyarakat Indonesia, harus tunduk pada KODEKI.

Penjelasan beberapa hal yang berkaitan dengan lafal sumpah dokter
Beberapa kata dalam sumpah dokter, yang memerlukan penjelasan antara
lain :
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a. Dalam pengertian “Guru-guru saya" termasuk juga mereka yang pemah
menjadi guru/dosennya.

b. Dalam ikrar sumpah yang keempat, dikemukakan bahwa dalam
menjalankan tugas seorang dokter akan mengutamakan kepentingan
masyarakat.

Dalam pengertian ini tak berarti bahwa kepentingan individu pasien
dikorbankan demi kepentingan masyarakat tetapi harus ada keseimbangan
pertimbangan antara keduanya.

Contoh ekses yang dapat timbul :

Seorang dokter melakukan eksperimen pada pasiennya tanpa
memperhatikan keselamatan pasien tersebut demi kepentingan masyarakat
{Neurenberg trial).

Pelayanan KB massal kadang-kadang menyampingkan kepentingan
individu demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam perang dibenarkan adanya korban prajurit demi kepentingan negara.

Pasal 2
Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya
sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan.

Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi
kedokteran adalah yang sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, sarana yang
tersedia, kemampuan pasien, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama.

llmu kedokteran yang menyangkut segala pengetahuan dan ketrampilan
yang telah diajarkan dan dimiliki harus dipelihara dan dipupuk, sesuai dengan
fitrah dan kemampuan dokter tersebut. Etika umum dan etika kedokteran harus
diamalkan dalam melaksanakan profesi secara tulus ikhlas, jujur dan rasa cinta
terhadap sesama manusia, serta penampilan tingkah laku, tutur kata dan
berbagai sifat lain yang terpuji, seimbang dengan martabat jabatan dokter.

liazah yang dimiliki seseorang, merupakan persyaratan untuk memperoleh
ijin kerja sesuai profesinya (SIC(Surat ljin DokterSP({Surat Penugasan)). Untuk
melakukan pekerjaan profesi kedokteran, wajib dituruti peraturan perundang-
undangan yang berlaku (SIP. yaitu: Surat ljin Penugasan).

Dokter mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan saja terhadap
manusia lain dan hukum, tetapiterpenting adalah terhadap keinsyafan bathinnya
sendiri, dan akhimya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasien dan keluarganya
akan menerima hasil usaha dari seorang dokter, kalau ia percaya akan keahlian
dokter itu dan kesungguhannya, sehingga mereka tidak menganggap menjadi
masalah bila usaha penyembuhan yang dilakukan gagal. Dengan demikian
seorang dokter harus menginsyafl betapa beratnya tanggung jawab dokter. Perlu
diperhatikan bahwa perbuatan setiap dokter, mempengaruhi pendapat orang
banyak terhadap seluruh dokter.

Pelayanan yang diberikan kepada pasien yang dirawat hendaknya adalah
seluruh kemampuan sang dokter dalam bidang ilmu pengetahuan dan
perikemanusiaan.
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Pasal 3
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh
dipengaruhl oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan
kemandirian profesi.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan.

Seluruh Kode Etik Kedokteran Indonesia mengemukakan betapa luhur
pekerjaan profesi dokter. Meskipun dalam melaksanakan pekerjaan profesi,
dokter memperoleh imbalan, namun hal ini tidak dapat disamakan dengan usaha
penjualan jasa lainnya.

Pelaksanaan profesi kedokteran tidak ditujukan untuk memperoleh
keuntungan pribadi, tetapi lebih didasari sikap perikemanusiaan dan
mengutamakan kepentingan pasien.

1. Hal-hal berikut dilarang :

a. Menjual contoh obat (free sample) yang diterima cuma-cuma cari

perusahaan farmasi.

b. Menjuruskan pasien untuk membeli obat tertentu karena dokter yang
bersangkutan telah menerima komisi dari perusahaan farmasi tertentu.

c. Mengijinkan penggunaan nama dan profesi sebagai dokter untuk
kegiatan pelayanan kedokteran kepada orang yang tidak berhak,
misalnya dengan namanya melindungi balai pengobatan yang tidak
memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah.

d. Melakukan tindakan kedokteran yang tidak perlu atau tanpa indikasi
yang jelas, karena ingin menarik pembayaran yang lebih banyak.

e. Kunjungan ke rumah pasien atau kunjungan pasien ke kamar praktek
hendaklah seperlunya saja supaya jangan menimbulkan kesan seolah-
olah dimaksudkan untuk memperbanyak imbalan jasa. Hal ini perlu
diperhatikan terutama oleh dokter perusahaan yang dibayar menurut
banyaknya konsultasi.

. Melakukan usaha untuk menarik perhatian umum dengan maksud
supaya prakiek lebih dikenal orang lain dan pendapatannya bertambah.
Misalnya mempergunakan iklan atau mengizinkan orang lain
mengumumkan namanya dan atau hasil pengobatannya dalam surat
kabar atau media massa lain.

g. Meminta dahulu sebagian atau seluruh imbalan jasa perawatan/
pengobatan, misalnya pada wakiu akan diadakan pembedahan atau
pertolongan obstetri.

h. Meminta tambahan honorarium untuk dokter-dokter ahli bedah/
kebidanan kandungan, setelah diketahui kasus yang sedang ditangani
temyata sulit, dimana pasien yang bersangkutan berada pada situasi
yang sulit.

i. Menjual nama dengan memasang papan prakiek di suatu tempat
padahal dekter yang bersangkutan tidak pernah atau jarang datang ke
tempat tersebut, sedangkan yang menjalankan prakiek sehari-harinya
dokter lain bahkan orang yang tidak mempunyai keahlian yang sama
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dengan dokter yang namanya terbaca pada papan praktek.

i- Mengekplcitasi dekter lain, dimana pembagian presentasi imbalan jasa
tidak adil.

k. Merujuk pasien ke termpat sejawat kelompoknya, walaupun di dekat
tempat prakieknya ada sejawat lain yang mempunyai keahlian yang
diperlukan.

Secara sendiri atau bersama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan

kedokteran dalam segala bentuk :

a. Merendahkan jabatan kalau dckler bekerjasama dengan crang atau
badan yang tidak berhak melakukan praktek dokter. Dengan demikian
ia melindungi perbuatan crang/badan yang bersangkutan.

b. Rujukan dokter umum ke dokter ahli harus benar-benar ditaati, yang
disediakan memang benar pelayanan rujukan dokter spesialis, bukan
pelayanan dokter umum atau deokter urmum yang sedang menjalani
pendidikan spesialisasi.

Menerima imbalan selain dari pada jasa yang layak sesuai dengan
jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak
pasien.

a. Seorang yangmemberikan jasa keahlian dan tenaganya untuk keperluan
orang lain, berhak menerima upah. Demikian pula secrang dckter,
meskipun sifat hubungan deckter dan pasien tidak dapat sepenuhnya
disamakan dengan itu.

Pada zaman purbakala, crang mempersermbahkan koerban pada sang
pengobat, sebagai penangkis setan, iblis yang menyebabkan sakit.
Sekarangpun masih berlaku kebiasaan pasien memberikan sesuatu
kepada dukunnya seperti ayam, beras ketan dan sebagainya. Jadi,
imbalan jasa yang diberikan kepada dokter sebetulnyalanjutan daripada
kebiasaan tersebut.

Pertclengan dokter terutama didasarkan pada perikemanusiaan,
diberikan tanpa perhitungan terlebih dahulu tentang untung ruginya.
Setiap pasien harus diperlakukan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.
Meskipun demikian hasil dari pekerjaan itu hendaknya juga dapat
rmemenuhi keperluan hidup sesuaikedudukan dokter dalam masyarakat.
Perumahan yang layak yang berarii tempat hidup berkeluarga yang cukup
higienis, serta tempat praktek harus mempunyai ruangan tempat
menerima pasien dengan aman dan tenang.

Alat kedokteran seperlunya, kendaraan, pustaka sederhana, santapan
rohani, kewajiban sosial dan lain-lain, semua itu memerlukan anggaran
belanja. Jadi sudah selayaknya kalau dckier menerima imbalan jasa
untuk pengabdian profesinya. Di kota besar seperti Jakarta, tempat
praktek sering terpisah dari rurnah dan ini mmernerlukan biaya yang tidak
sedikit.

Karena sifat perbuatannya yang mulia maka uang yang diterimanya tidak
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diberi nama upah atau gaji, melainkan honorarium atau imbalan jasa

Besarnya imbalan tergantung pada beberapa faktor yaitu keadaan

tempat, kemampuan pasien, lama dan sifatnya pertcloengan yang

diberikan dan sifat pelayanan umum atau spesialistik.
b. Pedoman dasar imbalan jasa dokter adalah sebagai berikut :

(1) Imbalan jasa dokter disesuaikan dengan kemampuan pasien.
Kermarnpuan pasien dapat diketahui dengan bertanya langsung
dengan mempertimbangkan kedudukan/mata pencaharian, rumah
sakit dan kelas dirmana pasien dirawat.

{2) Darisegi medik, imbalan jasa dekter ditetapkan dengan mengingat
karya dan tanggung jawab dokter.

{3) Besarnya imbalan jasa dokter dikomunikasikan dengan jelas
kepada pasien. Khususnya untuk tindakan yang diduga
memerlukan biaya banyak, besarnya imbalan jasa dapat
dikernukakan kepada pasien sebelumn tindakan dilakukan, dengan
mempertimbangkan keadaan pasien. Pemberitahuan ini harus
dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan rasa cemas
atau kebingungan pasien.

{4) Imbalan jasa dokter sifatnya tidak mutlak dan pada dasarnya tidak
dapat diseragamkan.

Imbalan jasa dapat diperingan atau sama sekali dibebaskan,

misalnya:

- Jika ternyata bahwa biaya pengobatan seluruhnya terlalu besar
untuk pasien.

- Karena penyulit-penyulit yang tidak terduga, biaya pengcbatan
jauh diluar perhitungan sermula.

Dalam hal pasien dirawatdirumah sakit dan jika biaya pengobatan

seluruhnya menjadi terlalu berat, maka imbalan jasa dapat

diperingan atau dibebaskan sarna sekali. Keringanan biaya rumah

sakit diserahkan kepada kebijaksanaan pengelcla rumah sakit.

(5) Bagi pasien yang mengalami musibah akibat kecelakaan,
pertelengan pertarna lebih diutarakan dan pada imbalan jasa.

{8) Seorang pasien dapat mengajukan permchonan untuk
- Keringanan imbalan jasa dokter langsung pada dokter yang

merawat.
- Jika perlu dapat melalui [katan Deokier Indonesia seternpat.

{7) Dalam hal ada ketidak serasian mengenaiimbalan jasa dokteryang
diajukan kepada |katan Dokter Indcnesia, lkatan Dokter Indenesia
akan mendengarkan kedua belah pihak sebelum menetapkan
keputusannya.

{8) Imbalan dokter spesialis yang lebih besar bukan saja didasarkan
atas kelebihan pengetahuan dan ketrampilan spesialis, melainkan
juga atas kewajiban/keharusan spesialis menyediakan alat
kedeokteran khusus untuk menjalankan tugas spesialisasinya.

{8) Imbalan jasa dapat ditambah dengan biaya perjalanan jika dipanggil
ke rumah pasien.
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(10) Selanjutnya. jasa yang diberikan pada malam hari atau waktu libur
dinilai lebih tinggi dari biaya konsultasi biasa. Imbalan jasa dokter,
disesuaikan dengan keadaan, maka ketentuan imbalan jasa ini
dapat berubah.

Tentu saja segala sesuatu mengenai uang jasa sama sekali tidak
mutlak sifatnya. Dokter harus mempertimbangkan kemampuan
keuangan pasien yang kurang atau tidak mampu, dibebaskan
sebagian atau seluruhnya dari pembayaran.

Dalam hal tersebut, ikutilah perasaan perikemanusiaan. Janganlah
menuntutimbalan jasa yang lebih besar dari pada yang disanggupi
pasien karena keuntungan dan penderitaan crang lain.

Adalah tidak sesuai dengan martabat jabatan kalau secrang dokter
menerima imbalan jasa yang besarnya jauh melebihi dari pada
lazimnya. Menerima yang berlebih-lebih itu, sedikit banyak
mengurangi wibawa dan kebebasan bertindak dokter tersebut
terhadap pasien.

Lain halnya dan tidak bertentangan dengan etik, kalau secrang
pasien sebagai kenang-kenangan dan tanda terima kasih dengan
ikhlas memberikan sesuatu kepada dekternya.

(11) Tidak dibenarkan memberikan sebagian dari imbalan jasa kepada
ternan sejawatnya yang mengirimkan pasien untuk konsultasi
fdichotomi) atau komisi untuk crang yang langsung ataupun tidak
menjadi perantara dalam hubungannya dengan pasien. Misalhya
pengusaha hotel, bidan, perawat dan sebagainya yang mencarikan
pasien {calo).

{12} Imbalan jasa dckier yang bertugas memelihara kesehatan para
karyawan atau pekerja suatu perusahaan, dipengaruhi cleh
beberapa faktor yaitu banyaknya karyawan dan keluarganya,
frekuensi kunjungan kepada perusahaan tersebut dan sebagainya.
Tidak jarang tidak mengunjungi perusahaan secara berkala, hanya
menerima karyawan yang sakit ditempat prakteknya.

Ada imbalan yang tetap besarnya {fixum) tiap bulan, ada yang
menurut banyaknya konsultasi atau kermbinasi dan kedua cara
tersebut.

{13) Imbalan jasa pertclongan darurat dan pertelengan sederhana tidak
diminta dari :

- Korban kecelakaan

- Teman sejawat termasuk dokter gigi dan apoteker serta keluarga
yang menjadi tanggung jawabnya.

- Mahasiswa kedckteran, bidan dan perawat.

- Dan siapapun yang dikehendakinya.

Biaya-biaya bahan alat terbuang yang cukup mahal serta rawatan

yang ditentukan kemudian setelah pertcloengan selesai diberikan.

(14) Ancer-ancer imbalan jasa dckter ditentukan bersama cleh Kepala
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan dan
|katan Dokter Indeonesia setempat.
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Pasal 4

Setiap Dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji

diri.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Secrang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan ketrampilan profesi
yang dimilikinya adalah karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu memuiji diri adalah tidak patut.
a. Setiap perbuatan yang bersifat memulji diri.

(1)

Mempergunakan gelar kesarjanaan yang dimiliki tidak rmenurut undang-
undang berarti melanggar Etik Kedckteran. PP No. 30 tahun 1980
mengatur tentang gelar akademik dan gelar profesi.

Setiap gelar dekter hendaknya mengindahkan peraturan ini. Apabila
seorang dokter mempunyai lebih dan satu gelar, maka gelar yang
dicantumkan pada papan prakiek adalah yang sesuai dengan jasa atau
prakteknya.

Tidak dibenarkan seorang dokter mengadakan wawancara dengan pers
atau menulis karangan dalam majalah/harian untuk memperkenalkan
dan mempromesikan cara ia mengebati sesuatu penyakit, karena crang
awam yang membacanya tidak dapat menilai kebenarannya.
Satu-satunya tempat untuk mengumurnkan sesuatu yang dianggap
bermanfaat dalam bidang kedokteran ialah majalah kedokteran
sehingga akan terbukti nanti apakah yang dikemukakan itu tahan kritik
sesama ahli. Narmun demikian, wawangcara dan tulisan ilmiah yang
bercrientasi kepada masyarakat dan bersifat penyuluhan serta
berdasarkan kejujuran ilmiah malahan sangat diharapkan dan secrang
dokter.

Masyarakat harus diberikan penerangan tentang berbagai kemungkinan
yang tersedia dalar ilmu kedckteran, untuk mencegah pasien datang
terlambat kepada dekter atau pergi ke tukang obat ("quacks”).
Penerangan ini dapat dilakukan rnelalui ruangan {rubrik) kesehatan
majalah/surat kabar harian.

Hampir setiap majalah mempunyai ruang mengenai kesehatan,
biasanya ruangan ini diasuh cleh secrang dckter.

Tujuan rubrik tersebut ialah memberi penerangan kepada masyarakat
supaya mereka dapat membantu usaha pemerintah mempertinggi
derajat kesehatan.

Setiap dokter yang menulis karangan yang bersifat mendidik ini, berjasa
terhadap masyarakat. Tulisan itu akan bertentangan dengan Etik
Kedckteran kalau dengan sengaja dibubuhi berbagai cerita tentang hasil
pengcbatan sendiri, karena menjadi iklan buat diri sendiri.

Kode Etik tidak mengijinkan dekter memberi kesempatan kepada orang
awam untuk menghadiri pembedahan atau menyiarkan fote pem-
bedahan dengan maksud mermperkenalkan diri kepada khalayak ramai.
Supaya jangan menyalahi etik, laporan foto tersebut hendaklah
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dimaksudkan sebagai cara memberikan penerangan kepada rakyat,
bukan sebagai iklan dokter bedahnya.

(7) Sedapat-dapatnya dokter mencegah orang lain untuk menyiarkan nama
dan hasil pengobatannya dalam surat kabar.

Dibenarkan Etik Kedokteran:

{1) Memasang iklan yang wajar dalam harian pada waktu praktek dimulai,
maksimal ukurannya dua kolom x 10 cm.
lklan dapat dipasang 3-4 kali pada permulaan praktek dan satu kali
sewaktu praktek ditutup karena cuti dan satu kali sewaktu praktek dibuka
kermnbali.
Teks iklan ini sama dengan yang tercanturn pada papan nama ditambah
dengan alamat rumah dan telepen.

{2) Menggantungkan atau merancangkan papan narma di depan ruangan
temnpat praktek.
Papan nama berukuran 40x60 cm, tidak boleh melebihi 60x80 cm, cat
putih dengan huruf hitam.
Nama gelar yang sah dan jenis pelayanan sesuai dengan surat ijin
praktek dan waktu praktek.
Papan tersebut tidak beleh dihiasi warna atau penerangan yang bersifat
iklan.
Seandainya tempat praktek berlainan dengan tempat tinggal, dapat
ditambah alarnat rurmnah dan nemer telepon.
Tidak dibenarkan dicantumkan di bawah nama, bermacam-macam
keterangan seperti : "praktek umum terutama untuk anak-anak dan
wanita, atau "tersedia pemeriksaan dan pengcbatan sinar®, dan
sebagainya.
Segala penjelasan sepertiitu bersifat iklan dan tidak perlu, karena pada
kata dokter tersimpul bahwa pemilik gelar itu adalah ahli dalam ilmu
kedokteran yang cukup berpengetahuan untuk memberikan pengobatan
atau nasehat kepada pasien penyakit apapun {lihat bagian konsultasi).
Hanya dalarn hal-haltertentu saja, papan nama sesecrang dokter dapat
dipasang di persimpangan jalan yang menuju ke rumahnya dengan
gambar tanda panah menunjukkan ke ternpat praktek, dengan alasan
untuk kemudahan mencari alamatnya.
Kamar tunggu jangan berlebih-lebihan, boleh disediakan majalah, akan
tetapitidak perlu dengan minuman untuk menarik seperti tukang cukur
menyediakan rckek dan sirup.
Adalah suatu keinginan yang wajar apabila secrang dokter berusaha
untuk hidup layak tetapi hendaknya tetap menjaga dan
mempertahankan martabatnya dalam menjalankan profesinya.

{3) Kertas resep, seperti halnya dengan papan pengenal praktek (papan
nama) yang dibenarkan cleh Kode Etik Kedokteran ialah : Ukuran
maksimum 1/4 folic (10,5 x 16,5 cm)
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Mencantumkan nama gelar yang sah, jenis pelayanan sesuai SIP, No.
SID/SP, alamat prakiek, nomoer telepon dan waktu praktek.
Seandainya ternpat praktek berlainan dengan tempat tinggal dapat
ditambah alarmat rumah dan nomor teleponnya.

Juga tidak dibenarkan mencantumkan keterangan lain terutama yang
bersifat iklan dantidak ada hubungannya dengan jenis pelayanan dokter
tersebut.

Ketentuan-ketentuan pada kertas resep juga berlaku untuk surat
keterangan dokter, amplop dekter, kwitansi dekter dan lain sebagainya.
Perlu dijaga supaya kertas resep dan surat keterangan dokter jangan
sampai digunakan crang lain, sebagaimana kadang-kadang terjadi.
Kertas resep para dokter kadang-kadang mudah ditiru sehingga perlu
pengamanan agar kita tidak terlibat dalam pemberian resep dan
keterangan yang palsu yang dilakukan crang lain.

Pasal 5
Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis
maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien,
setelah memperoleh persetujuan pasien.

Penjelasan dan pedoman pelaksanaannya.

Seorang dokter berusaha menyembuhkan pasien dari penyakitnya dan
memulihkan kembali kesehatannya. Hubungan fisik dan psikis/mental sesecrang
adalah erat. Qleh karena itu, cara menyembuhkan penyakit merupakan variasi
dan pckok-pokek usaha dibawah ini yang dilaksanakan secara simultan
{berbarengan).

Pokok-pokok usaha itu adalah:

a. Menimbulkan dan mempertebal kepercayaan dan keyakinan pasien bahwa
ia dapat sembuh. Mengalihkan perhatiannya ke hal yang bersifat memberi
harapan. QOptimisme perlu dipelihara.

b. Mengusahakan tindakan yang digclongkan dalam usaha peningkatan
kesehatan berdasarkan kenyataan bahwa badan rmanusia mempunyai
kekuatan sendiri untuk menangkis dan menyembuhkan penyakit.

Oleh karena itu, perlu diciptakan dan dipelihara suasana dan keadaan yang

menunjang kekuatan tersebut.

¢. Menggunakan farmaka dan tindakan medis lain seperti pembedahan,
penyinaran sinar X, sinar laser, dan sebagainya.

Obat yang relatif baru seperti antibictika, analgetik steroid, dan lain-lain
cenderung mendereng dokter untuk menggunakan terapi kausal saja dengan
hanya memberikan obat paten. Dengan demikian kurang memperhatikan usaha
tersebut pada butir a dan b di atas yang sebenarnya tidak beleh ditinggalkan.

Memberikan cbat perangsang atau sebaliknya hipnetik atau analgetik pada
umumnya dapatmelemahkan daya tahan pasien. Cleh karena itu, hanya diberikan
atas indikasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Harus dijaga supaya secrang
pasien jangan menjadi pencandu cbat.
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Keadaan psikis/mental pasien, harus diperhatikan sehingga penjelasan
tentang penyakit pasien harus dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa
penyakitnya dapat sembuh atau gejala penyakit dapat berkurang. Kepercayaan
itu dapat berkurang bila uraian tentang penyakit misalnya, keganasan, penyakit
jantung, penyakit tekanan darah tinggi dan lain-lain tidak disertai uraian tentang
penyembuhannya.

Penjelasan tentang penyakit pasien, tidak selalu perlu diberikan, tetapi bila
diberikan harus diberitahukan dengan kadar yang sesuai dengan keadaan psikis
mental pasien. Penjelasan harus menumbuhkan/menunjang kepercayaan diri
pasien bahwa ia dapat sembuh atau tidak akan bertambah parah.

Selanjutnya harus diingat bahwa "KATA YANG TEPAT DIBERIKAN PADA
WAKTU YANG TEPAT PULA" merupakan salah satu obat yang mujarab.

Pasal 6
Setiap dokter senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan
setiap penemuan tehnik atau pengobatan baru yang belum diuji
kebenarannya serta hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di
masyarakat.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Umumnya secrang dokter yang berprakiek tidak berkesempatan menguji
khasiat suatu cbat (baru). Sebab itu, lebih aman mempergunakan cbat dan cara
pengeobatan yang telah diakui manfaatnya cleh dunia kedckteran.

Tentang berbagai penemuan baru, hendaknya dipelajari lebih dahulu segala
pendapat dari pusat ilmu kedckteran tentang segala sifatnya.

Kode etik melarang mempergunakan usaha dari hasil orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya. Menyiarkan karangan crang lain seclah-clah pendapat
sendiri sangat bertentangan dengan etik pengarang. Ini namanya plagiat dan
dilarang. Pengumuran/penyebarluasan suatu penemuan juga harus berhati-hati,
terutama yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Contoh:

Pengumuran secrang pakar tentang perilaku seksual remaja dan suami

yang diumumkan di media massa telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pasal 7
Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah
diperiksa sendiri kebenarannya.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan
Hampir setiap hari kepada secrang dokter diminta keterangan tertulis
mengenai berrmacam-magcarn hal antara lain, tentang :

a. Cuti sakit

b. Kelahiran dan keratian
¢. Cacat

d. Penyakit menular
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e.

f.

gJ.

Visum et repertum {pre justicia)

Keterangan kesehatan untuk asuransi jiwa, untuk lamaran kerja, untuk kawin
dan sebagainya.

Lain-ain.

Hal yang perlu diperhatikan cleh secrang dokter pada wakiu memberikan

a.

Keterangan cuti sakit dan keterangan tentang tingkat cacat.
Waspadalah terhadap sandiwara ("simulasi”) melebih-lebihkan ("aggravi®)
mengenai sakit atau kecelakaan kerja.
Berikan pendapat yang cbjektif dan logis serta dapat diuji kebenarannya.
Keterangan kelahiran dan kematian
Agar keterangan mengenai kelahiran/kematian diisi sesuai keadaan yang
sebenarnya.
Seorang dekter sesuai dengan Undang-Undang Wabah berkewajiban
melaperkan adanya penyakit menular walaupun kadang-kadang keluarga
tidak menyukainya.
Visum et repertum {pro justicia)
Kepclisian dan kejaksaan sering meminta visum et repertum kepada seorang
dokter dalam hal perkara penganiayaan dan pembunuhan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Visum agar dibuatkan dengan teliti
dan mudah dipahami berdasarkan apa yang dilihat. Selain itu visum et
repertum haruslah objektif tanpa pengaruh dan yang berkepentingan dalam
perkara itu.

Laperan pengujian kesehatan untuk asuransi jiwa.

Laperan dekier harus objektif jangan dipengaruhi cleh keinginan dari
agen perusahaan asuransi yang bersangkutan atau calon yang
bersangkutan.

{2) Sebaiknya jangan menguiji kesehatan secrang calon yang masih atau
pernah menjadi pasiennya sendiri, untuk menghindarkan timbulnya
kesukaran dalam mermpertahankan rahasia jabatan.

(3) Jangan diberitahukan kepada calon tentang kesimpulan dan hasil
pemeriksaan medik. Serahkan hal itu kepada perusahaan asuransi jiwa
itu sendiri.

{4) Penyerahan informasi medik dan peserta asuransijiwa dapat diserahkan
kepada perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan bila ada
persetujuan tertulis dan peserta asuransi yang bersangkutan.

Keterangan mengenai kebaikan bahan makanan paten dan khasiat suatu

cbat. Seorang deckier boleh memberitahukan keterangan tentang bahan

makanan paten dan khasiat suatu cbat kalau segala syarat ilmiah sudah
dipenuhi. Pemeriksaan dan keterangan mengenai suatu bahan makanan atau
cbat sebaiknya diserahkan kepada lembaga pemerintah.
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Pasal 7a
Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan
pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral
sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang {compassion) dan penghormatan
atas martabat manusia.

Pasal 7k
Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien
dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia
ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang
melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien

Pasal 7¢
Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya,
dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien

Pasal 7d
Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup
makluk insani.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Segala perbuatan dokter terhadap pasien bertujuan untuk memelihara kesehatan
dan kebahagiannya. Dengan sendirinya ia harus mempertahankan dan memelihara
kehidupan manusia.

Kadang-kadang dokter terpaksa harus melakukan operasi atau cara pengebatan
tertentu yang membahayakan. Hal ini dapat dilakukan asal tindakan ini diambil
setelah mempertimbangkan masak-masak bahwa tidak ada jalan/cara lain untuk
menyelamatkan jiwa selain pembedahan. Sebelum operasi dimulai, perlu dibuat
persetujuan tertulis lebih dahulu atau dan keluarga finformed consent). Sesuai
peraturan Menteri Kesehatan tentang informed consent, batas umur yang dapat
memberi informed consent adalah 18 tahun.

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan sesecrang yang pada suatu waktu akan
menemui ajalnya. Tidak secrang dekterpun, betapapun pintarnya akan dapat
mencegahnya.

Naluri yang terkuat pada setiap makhluk bernyawa, termasuk manusia ialah
mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diberi akal, kemampuan berpikir
dan mengumpulkan pengalamannya, sehingga dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan dan usaha untuk menghindarkan diri dan bahaya maut. Semua
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usaha tersebut merupakan tugas secrang dokter. la harus berusaha memelihara
dan mempertahankan hidup makhlukinsani. Ini berarti bahwa baik menurut agama.
Undang-Undang Negara, maupun Etik Kedckieran, secrang dckter tidak
diperbeolehkan :

a. Mengugurkan kandungan {abortus provocatus)
b. Mengakhiri hidup secrang pasien yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak
mungkin akan sembubh lagi {euthanasia).

Sudah banyak buah pikiran dan pendapat tentang abortus provocatus yang
diumumkan cleh berbagai ahli dalam berbagai macam bidang seperti agama.
kedcokteran, sosial, hukum, eugenetika dan sebagainya. lkatan Dckter Indonesia
sendiri telah mengadakan simposium tentang abortus yang meninjau masalah
dan berbagai sudut.

Pada umurnnya, setiap negara mempunyai undang-undang yang melarang abor-
tus provekatus (pengguguran kandungan). Abertus provecatus dapat dibenarkan
sebagai pengebatan, apabila merupakan satu-satunya jalan untuk mencleng jiwa
ibu dan bahaya maut {(abortus provocatus therapeuticus). Dalam Undang-Undang
No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, diperjelas tentang hal ini.

Indikasi medik ini dapat berubah-ubah menurut perkembangan ilmu kedokteran,
Beberapa penyakit seperti hipertensi, tuberkulosis dan sebagainya tidak lagi;
dijadikan indikasi untuk melakukan abortus.

Sebaliknya ada pula negara yang membenarkan indikasi sesial, hurmaniter dan
eugenetik, seperti misalnya di Swedia dan Swiss yaitu bukan semata-mata untuk
menclong ibu, melainkan juga mempertimbangkan demi keselamatan anak, baik
jasmaniah maupun rchaniah.

Keputusan untuk melakukan abertus provocatus therapeuticus harus dibuat cleh
sekurang-kurangnya dua dokter dengan persetujuan tertulis dari wanita hamil yang
bersangkutan, suaminya dan atau keluarganya yang terdekat. Hendaknya
dilakukan dalam suatu rumah sakit yang mempunyai cukup sarana untuk
melakukannya.

Menurut penyelidikan, abertus provecatus paling sering terjadi pada gelongan
wanita bersuami, yang telah sering melahirkan, keadaan scsial dan keadaan
ekenomi rendah. Ada harapan abortus provecatus di kalangan wanita bersuami
ini akan berkurang jika program keluarga berencana sudah diprakiekkan dengan
tertib. Setiap dokter perlu berperan serta untuk membantu suksesnya program
keluarga berencana ini.

Mengenai euthanasia, ternyata dapat digunakan dalam tiga arti, yaitu :

a. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan
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dan bagi yang beriman dengan nama Allah di bibir.
b. Waktu hidup akan berakhir {sakaratul maut) penderitaan pasien diperingan
dengan memberi ocbat penenang.
¢. Mengakhiri penderitaan dan hidup pasien dengan sengaja atas permintaan
pasien sendiri dan keluarganya.
Pada suatu saat secrang dokter mungkin menghadapi penderitaan yang tidak
tertahankan, misalnya karena kanker dalam keadaan yang menyedihkan, kurus
kering bagaikan tulang di bungkus kulit, menyebarkan bau busuk, menjerit-jerit
kesakitan dan sebagainya. Crang yang berpendirian pro euthanasia dalam butir
¢, akan mengajukan supaya pasien di beri saja morphin dalam dosis lethal, supaya
ia bebas dari penderitaan yang berat itu.

Di beberapa negara Ercpa dan Amerika sudah banyak terdengar suara yang pro-
euthanasia. Mereka mengadakan gerakan yang mengukuhkannya dalam undang-
undang.

Sebaliknya mereka yang kontra euthanasia berpendirian bahwa tindakan demikian
sama dengan pembunuhan.

Kita di Indonesia sebagai umat yang beragama dan berfalsafah/berazaskan
Pancasila percaya pada kekuasaan mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala
sesuatu yang diciptakannya serta penderitaan yang dibebankan kepada
makhluknya mengandung makna dan maksud tertentu. Dokter harus mengerahkan
segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan
memelihara hidup akan tetapi tidak untuk mengakhirinya.

Demikian pula percobaan pada binatang, kalau perlu dikerbankan, harus dihindari
sedapatmungkin penderitaan sakitnya. Percobaan pada binatang harus mengikuti
petunjuk dalam kode etik penelitian Deklarasi Helsinki.

Pasal 8
Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan
kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan
kesehatan yang menyeluruh {promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif),
serta berusaha menjadi pendidik dan pengahdi masyarakat yang sebenarnya.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Mengenai pengutamaan kepentingan masyarakat {lihat penjelasan pasal 1).

Kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia harus menyadari
tfanggung jawab kita untuk mewujudkan secara nyata tujuan nasicnal yang disebut
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945%. Salah satu tujuan tersebut adalah
memajukan kesejahteraan bangsa.

Mermajukan kesejahteraan, berarti memenuhi kebutuhan pokek untuk hidup
yang meliputi sandang, papan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan

26

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



mempercleh nafkah yang layak, ketentraman hidup serta, bebas dan tekanan.

Derajatkesehatan rakyat dipengaruhi cleh fakter-faktor keturunan, pelayanan
kesehatan, perilaku dan lingkungan ({fisik, sosial, ekenemi dan budaya). Fakior
perilaku merupakan faktor terbesar yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan.
Sedangkan lingkungan adalah fakior kedua terbesar, cleh karena itu upaya
meningkatkan derajat kesehatan rakyat menangani kedua faktor tersebut dan
dua faktor lainnya, yang dilaksanakan dalam sistem kesehatan nasicnal.

Kegiatan peningkatan derajat kesehatan rakyat ini dilakukan melalui
pembangunan nasicnal dibidang kesehatan yang dilaksanakan melalui, baik
pembangunan lima tahunan maupun pembangunan jangka panjang.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup
sehatbagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat
yang optimal.

Dan uraian diatas, tampak bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan derajat
kesehatan masyarakat yang optimal berada ditangan seluruh masyarakat Indo-
nesia, yaitu pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Dokter adalah tenaga profesi yang mempunyai kemampuan untuk
mengerakkan petensi yang ada bagi terwujudnya tujuan kesehatan individu, tetapi
juga berperan dalam intervensi terhadap berbagai fakior yang berpengaruh
terhadap derajat kesehatan sebagaimana telah disebutkan terdahulu.

Pelayanan yang diberikan hendaknya bersifat menyeluruh, mencakup aspek
prometif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dalam aspek prometif, secrang dokter dapat bertindak sebagai pengerak
upaya masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya derajat kesehatan
masyarakat yang optimal, seperti: peningkatan gizi masyarakat, penyehatan
lingkungan hidup, upaya peningkatan pendapatan keluarga, dan sebagainya.

Untuk itu kegiatan penyuluhan yang mencakup unsur-unsur infermasi
komunikasi dan edukasi merupakan cara pendekatan yang dapat digunakan,
khususnya dalam proses pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang
melibatkan secara aktif masyarakat.

Dalam bidang preventif, kuratif dan rehabilitatif, setiap dokter harus selalu
berusaha menyegarkan pengetahuan tentang perkembangan ilmu pengetahuan
kesehatan dan kedckteran serta penerapannyayang respensif terhadap kebutuhan
masyarakat maupun sesuai kebijaksanaan yang berlaku.

Dekter merupakan tenaga ahli yang dapat membantu masyarakat melalui
pemberian pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat pada tingkat kentak
prefesional pertama sampai dengan pada tingkat rujukannya lebih lanjut
{pelayanan rujukan antara lain melalui pelayanan RS).

Pasal 9
Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan
dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan
Dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknelogi kedckteran/
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kesehatan, maka makin disadari bahwa suatu masalah di bidang kesehatan tidak
dapat ditangani cleh satu disiplin ilmu saja, bahkan di bidang kedckteran sendiri
muncul berbagai percabangan ilmu yang memerlukan jenis kemampuan profesi
tersendiri.

Oleh karena itu di bidang pelayanan kesehatan diperlukan berbagai jenis
tenaga kesehatan yang bekerja sama dalam tim untuk dapat mewujudkan derajat
kesehatan rakyat yang optimal.

Jika mengamati berbagai faktor kesehatan, sebagaimana telah dikemukakan
dalam penjelasan pasal 8, maka selain antara berbagai jenis tenaga kesehatan,
kerjasama ini perlu pula dilakukan dengan tenaga lain diluar disiplin kedckteran/
kesehatan.

Dckter dalam melaksanakan tugas profesi dapat melaksanakan perannya
secara perorangan, kelompek dalam suatu tim ataupun sebagai pimpinan suatu
unit kerja atau tim.

Beberapa hal di bawah ini perlu mempercleh perhatian agar dapat diwujudkan
kerjasama yang harmonis.

a. Dalam pelaksanaan peran perorangan

Secrang dokier yang melaksanakan prakiek dckier swasta perorangan akan
memerlukan kerjasama dengan perawat pembantunya (bila ada), apoteker
maupun teman sejawat lain/ahli kesehatan lainnya.
Teguran kepada perawat yang membantu prakiek hendaknya tidak dilakukan
di depan pasien. Peringatan kepada apoteker bila diperlukan, jangan
dilakukan melalui pasien tetapi harus langsung baik melalui surat, telepon
ataupun pribadi. Hal sebaliknya, juga berlaku bagi apcteker, kesalahan
penulisan resep hendaknya tidak dibicarakan dengan pasien, tetapi langsung
antara apcteker dan dokter.
Dalam melakukan konsultasi hendaknya ditempuh dengan cara yang benar
yaitu mencakup :
- Permintaan konsultasi yang jelas.
- Disertai dengan informasi tentang pasien yang jelas pula, termasuk
riwayat pemeriksaan, tindakan dan pengcbatan yang diberikan.
Demikian pula dokter yang menerima kensultasi. harus menjawab dengan
benar dan jelas isi maupun tulisannya. Secrang dokter hendaknya tidak
membuka praktek di beberapa tempat dengan meninggalkan resep kesong
yang telah ditanda tangani, sehingga perawat/orang lain dapat menggantikan
dokter menulis resep sekehendak mereka yang dapat menimbulkan akibat
yang tidak diinginkan.

Praktek semacarm ini merupakan penyelewengan dan ketentuan pelaksanaan

kegiatan di bidang kesehatan yang seharusnya ditangani cleh profesi

kedokteran.
b. Dalam peranannya sebagai pimpinan timfunit kerja.

Sebagai pimpinan tim/unit kerja secrang dokter merupakan fitik sentral dan

keordinater yang harus bertindak secara bijaksana agar dapat

menggerakkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
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Sebagai pimpinan tim, tiap anggeta tim harus mempercleh perhatian dan
penghargaan yang sama dari dirinya.

Instruksi hendaknya diberikan secara jelas dan tertulis supaya tidak
menimbulkan salah pengertian.

Dalam bekerja dengan masyarakat, dokter perlu melakukan pendekatan
kepada tokoh masyarakat untuk menggerakkan mereka berpartisipasi akdif
dalam berbagai kegiatan pembangunan kesehatan.

Dckter dalam peranan ini tidak hanya dituntut mampu memberi bimbingan di
bidang medik/kesehatan. tetapi sebagai sarjana ia akan dimintai nasehat
dan bimbingan pula dibidang kehidupan lain. Qleh karena itu. dokter yang
bertugas di daerah dan ekcnomi masyarakat dan bersedia bekerjasama
dengan masyarakat.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

Pasal 10

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu
dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu
melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan
pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian
dalam penyakit tersebut.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

a.

Sikap

Bersikap tulus ikhlas sangat diperlukan dalam mencleng pasien karena sikap
ini memberikan ketenangan dan kejernihan dalam berfikir dan teliti dalam
bertindak. Sikap ini juga berpengaruh menenangkan bagi pasien yang
ditclong.

Sikap tulus ikhlas disertai dengan keramah tamahan dalam menyambut
pasien, akan memberi kesan yang baik terhadap pasien, sehingga ia akan
secara sukarela dan spentan menyerahkan dirinya untuk diperiksa cleh dokier
dan akan bersedia akan menjawab secara terbuka hal-hal yang perlu diketahui
cleh dekter dalam menunjang penegakan diagnosa dan terapi yang tepat.
Sikap ikhlas didasari sikap profesional akan menegakkan wibawa dokier
dalam menghadapi ataupun melakukan persuasi agar pasien bersikap
kooperatif terhadap tindakan pemeriksaan maupun pengebatan yang
diberikan cleh dokter.

Sikap prefesional dalam hal ini berarti mempertahankan mutu tindakan
berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan profesional yang dimilikinya.
Sikap ikhlas juga perlu disertai dengan tindakan yang selalu memperhatikan
fata sopan santun dan tata susila yang berlaku di masyarakat tempat dokter
yang bersangkutan berpraktek atau melaksanakan tugas profesicnalnya. Hal
ini terutama perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan dan
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pengecbatan terhadap pasien lawan jenis.

Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, maka dalam melakukan
pemeriksaan perlu ada orang ketiga, yakni petugas kesehatan pembantu
prakiek atau salah secrang keluarga pasien.

Telah ada kasus "permerasan” (blackmaifing) yang terjadi, bahkan berakibat
fatal bagi dokter. Tindakan pencegahan ini diperlukan untuk rnenghindari diri
dari tuduhan melakukan sesuatu yang tidak sencnch. Tindakan ini sifatnya
wajib dalam rangka menghadapi risike jabatan yang mungkin timbul dengan
akibat fatal dan dapat menurunkan martabat korps dokter seluruhnya.
Meskipun demikian dalam kasus tertentu misalnya psikoterapi. Orang ketiga
dapat menganggu jalannya pemeriksaan dan pengobatan, bahkan dianggap
melanggar etik kedckteran, sehingga untuk kasus-kasus psikiatri, tindakan
pencegahan sebagaimana disebutkan di atas tidak diwajibkan.

Keikhlasan dalam memberikan pertelengan kepada pasien diperlihatkan pula
pada intensitas perhatian dckier. Cleh karena itu tidaklah benar dokter
melakukan pereriksaan sekaligus pada saat yang sama lebih dari secrang
pasien. Hal ni selain mengganggu “privacy’ pasien, juga akan mengurangi
ketelitian pemeriksaan.

Perhatian terhadap pasien hendaknya menyeluruh terhadap pribadi
sesecrang manusia yang selain mempunyai unsur jasrani ia juga memiliki
unsur spiritual, mental dan sesial {lingkungan). Pandangan dekter terhadap
pasien sebagai manusia seutuhnya akan membantu menemukan latar
belakang kelainan kesehatan pasien secara lebih tepat. Diagnosa yang tepat
akan mengarah pada pengobatanftindakan yang tepat pula.

Pengcbatan dalam hal ini tidak hanya bercrientasi pada pemberian obat {drug)
saja, tetapi juga bantuan nenfisik yang diperlukan berdasarkan pengetahuan
dokter tentang latar belakang penyakit sebagaimana telah disebutkan diatas.

Rujukan pasien

liru kedokieran sebagaimana iliu pengetahuan umumnya, dalam abad ke-
21 ini telah maju dengan pesat. Penermuan-penemuan baru dalam bidang
diagnostik dan terapi bertubi-tubi diumurnkan.

Perkembangan yang mengagumkan ini luar biasa cepatnya. Tidak
mengherankan kalau segala sesuatu itu tidak dapat diikuti oleh secrang dokter
urmnum yang siang dan malam sibuk dengan pekerjaannya dan persoalannya.
Sebab itu lahirlah berturut-turut berbagai spesialisasi dan sub spesialisasi.
Dokter urnum harus mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang tersedia
dalam spesialisasi dan subspesialisasi itu, meskipun tidak akan dapat
menguasai dan memprakiekkannya. Sebagai kelakar pernah dikatakan :
‘A general practitioner is someone, who knows something about everything,
a specialist is someone who knows everything about something”, yang berarti
kira-kira : secrang dekter umurn adalah dokter yang mengetahui serba sedikit
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tentang segala sesuatu dan secrang dokter spesialis mengetahui seluruhnya
dari sesuatu hal saja.

Secrang dokter umum atau spesialis harus benar-benar sadar akan batas
pengetahuan dan kemampuannya. Pada suatu ketika ia akan berada di
perbatasan itu, maka pada saat itulah dokter yang ahli dalam penyakit yang
sedang dihadapinya. Sebaliknya di kota-kota besar dimana terdapat aneka
ragam spesialis berprakiek, secrang dokter umum harus berusaha jangan
menjadi perantara saja antara pasien dengan dokter spesialis. Dengan begitu
tibalah kita pada scal konsultasi dan hubungan antara dokter umum dan
dokter spesialis.

Konsultasi

Secal kensultasi ialah scal yang sangat penting dalam hubungan antara kolega

sejawat Pada kesempatan tersebut tampak kepribadian dan budi secrang

dan kesetiaannya, serta sifat persaudaraannya terhadap teman sejawat. Tidak
jarang pada waktu itu terjadi kesalah-pahaman dan timbul perasaan
tersinggung.

Untuk memperkecil kemungkinan tersebut baiklah diperhatikan hal-hal

berikut :

1) Sebagaimana dterangkan di atas, usul untuk mengadakan konsultasi
sebaiknya datang dan dckter yang pertama-tama menangani
penyakitnya, terdorong cleh keinsyafan atas batas kemampuan atau
karena merasa pasien atau keluarganya menginginkan kensultasi. Untuk
dapat merasakan yang demikian diperlukan pengetahuan psikclogik
tentang mentalitas pasien yang dihadapi, sedikithnya banyak ketidak
puasan timbul kalau pasien sendiri menghendaki dan mengusulkan
kensultasi. Bagaimanapun juga adalah hak pasien, untuk memilih sendin
kensulen yang disukai.

{2) Pemeriksaan oleh konsulen di rumah pasien sebaliknya dihadiri cleh

dokter pertama yang terlebih dahulu memberikan keterangan dan
pendapatnya mengenai pasien.
Sesudah melakuan pemeriksaan kedua dokter tersebut mencari termpat
tersendiri untuk pertukaran pendapat dan musyawarah. Kensulen
melanggar ketentuan etik kalau secara terbuka ataupun dengan isyarat
menyalahkan apa yang telah diperbuat dokter pertama. Perselisihan
pendapat harus dikemukakan dengan secara demikian sehingga tidak
menguncangkan kepercayaan pasien terhadap dokter pertamanya.

{3) Yang lebih banyak terjadi, ialah secrang pasien dikirim kepada spesialis
di termpat prakieknya untuk kensultasi. Pengiriman seperti itu harus
disertai surat dokter dalam sampultertutup yang berisi keterangan yang
cukup mengenal pasien. Tidak dibenarkan menyampaikan keterangan
lisan melalui pasien sendiri.

(4) Dckier spesialis kensulen mengirimkan kembali pasien disertai
pendapatnya secara tertulis dalam sampul tertutup pula, kecuali jikalau
telah disepakati bahwa kensulen akan meneruskan pengcbatannya
sampai sembuh.
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(5) Tidak dibenarkan kensulen memberitahukan kepada pasien secara
langsung ataupun tidak tentang kekeliruan yang dibuat dokter pertama.
Segala pendapat dan nasihat disampaikan secara tertulis dan terserah
kepada dokter pengobat untuk membicarakan dengan pasien.

{8) Konsulen menetapkan dan menagih sendiri imbalan jasanya, kalau
perlu setelah bermusyawarah dengan dokter pertama.

Pasal 11
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar
senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam
beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Kehidupan manusia selain menyangkut aspek jasmani, juga menyangkut
aspek mental, spiritual dan sosial. Nilai dan norma yang dianut serta
kepercayaan yang diyakini menentukan reaksi tanggapan seseorang terhadap
suaiu kejadian/ ungkapan.

Dokter dalam menghadap pasien perlu mengetahuifmemahami latar
belakang kehidupan pasien itu.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan dapat dibukiikan bahwa nilai
agama serta ikatan keluarga sangat kuat di masyarakat Indonesia. Oleh karena
itu hal ini perlu dihormati oleh dokter.

Dokter berkewajiban atau wajib menghormati agama dan kepercayaan
pasien serta adat istiadat yang dihormati masyarakat setempat, khususnya yang
tidak bertentangan dengan keteniuan agama. perundang-undangan yang
beraku dan ketentuan di bidang kesehatan

Adanya peraturan tentang wakiu kunjungan bagi pasien membatasi
keluarga pasien untuk selalu mendampingi pasien.

Namun demikian bila ada alasan yang kuat dari pasien agar keluarganya
harus mendampinginya. maka permintaan tersebut hendaklah dapat diluluskan.
Adakalanya pula pasien menghendaki orang lain, misalnya seorang penasehat
dalam beribadah yang mungkin secara psikis dapat menolongnya. Dalam soal
ini janganlah dihalang-halangi bahkan dibantu.

Pasal 12
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan merupakan syarat yang
senantiasa dipenuhi, untuk menciptakan suasana percaya mempercayai yang
mutlak di perlukan dalam hubungan dokter pasien.

Soal ini dibahas secara mendalam disini dan isinya hampir seluruhnya
diambil dan uraian anggota ‘Dewan Pelindung Susila Kedokteran® Prof. Sutomo
Tjokronegoro.
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Sejak dahulu kala terdapat beberapa jabatan tertentu yang mewajibkan
para pejabatnya untuk merahasiakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan
pekerjaan mereka. Kewajiban tersebut berdasarkan baik pada kepentingan
umum maupun kepentingan perorangan. Termasuk ke dalam golongan penjabat
tertentu ialah pejabat tinggi negara, pejabat militer, pendeta, pengacara dan
beberapa pejabat dalam dunia kedokteran sepetrti dokter, dokter gigi, ahli farmasi,
bidan dan perawat.

Pada umumnya, kewajiban seorang pejabat untuk merahasiakan hal-hal
yang diketahuinya adalah karena tanggung jawabnya mengharuskannya
demikan. Untuk itu setiap pelantikan dalam jabatan senantiasa dilakukan
pengambilan sumpah antara lain berintikan kesanggupan untuk menyimpan
rahasia jabatan. karena kebocoran rahasia jabatan dapat mengakibatkan
gangguan stabilitas ataupun kerugian dipihak lain, yang dapat dituntut dalam
pengadilan militer dan sebagainya tergantung dari peraturan perundang-
undangan yang mengatumya.

Kebocoran rahasia dalam jabatan dokter dapat berakibat kerugian pihak
berkepentingan dan mungkin dapat berakibat tuntutan kepengadilan terebih
dalam masyarakat yang telah maju, menyebabkan seorang kehilangan
pekerjaannya.

Tinjauan lebih lanjut tentang rahasia jabatan dokter

Sudah sejak jaman kuno norma-norma kesusilaan yang menjadi pegangan
para dokter ialah sumpah yang diciptakan oleh “Bapak llmu Kedokteran®
Hippocrates (469 - 377 SM).

Sumpzh Hippocrates yang umumya telah berabad-abad itu, maknanya
tersimpul dalam “segala sesuatu yang kulihat dan kudengar dalam melakukan
praktekku, akan kusimpan sebagai rahasia.

Untuk memahami scal rahasia jabatan dan Sumpah Dokter yang akan
diuraikan lebih lanjut sebaiknya dibaca Sumpah Hippocrates selengkapnya yang
telah dialih-bahasakan ke dalam bahasa Inggris.

Berikut ini dicantumkan hanya salah satu pasal tentang rahasia jabatan
Dokter yang bunyinya sebagai berikut : “Saya tidak akan menyebarkan segala
sesuatu yang mungkin saya dengar atau yang mungkin saya lihat dalam
kehidupan pasien-pasien saya baik wakiu menjalankan tugas jabatan saya
maupun di luar waktu menjalankan tugas labatan itu. Semua itu akan saya
pelihara sebagai rahasia”.

Norma-norma kesusilaan yang bersumber pada Sumpah Hippocrates
tersebut diatas, kemudian dianggap tidak mencukupi karena banyaknya
kelakukan dan tabiat perseorangan, yang sudah barang tentu sangat berbeda-
beda dan tidak selalu baik.

Oleh karena itu, di berbagai negeri ditegakkan norma-norma hukum.
Norma-norma hukum itu pada umumnya disusun untuk memperkokoh
kedudukan rahasia jabatan sehingga dapat menjamin kepentingan masyarakat.

Setiap anggota masyarakat, di negeri manapun juga menghendaki agar
mempunyai dergjat kesehatan yang baik. Derajat kesehatan yang baik dapat
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tercapai jika setiap anggota masyarakat dengan perasaan bebas dapat
mengunjungi dokter, mengemukakan dengan hati terbuka segala keluhan tentang
penderitaannya, baik jasmani maupun rchani agar mendapat pengcbatan yang
sesuai. Rangkaian tersebut di atas hanya mungkin terjadi, bila setiap pasien di
atas hanya menaruh kepercayaan sepenuhya kepada dokter yang memeriksanya
tanpa perasaan takut atau khawatir, bahwa dekter tersebut akan memberitahukan
hal-hal mengenai penyakit kepada crang lain.

Jika kepercayaan itu tidak ada, maka tidak mustahil bahwa crang yang sakit
akan segan pergi ke dokier, karena khawatir bahwa penyakitnya yang mungkin
sama sekali mereka sembunyikan, kelak diketahui cleh umum. Perasaan takut
dan khawatir itu dapat menjadi salah satu penyebab penting dari tingginya angka
sakit di masyarakat. Qleh karena itu, rahasia jabatan dokter berarti sendi utama
bagi tercapainya keadaan sehat bagi setiap anggota masyarakat. Berdasarkan
pikiran tersebut di atas, nerma-norma ke susilaan yang telah ada dikuatkan dengan
norma-nerma hukum yang kemudian dicantumkan dalam beberapa peraturan
perundang-undangan. Salah satu diantara peraturan itu diwujudkan dalarm sumpah
atau janji dokter, yang harus diucapkan cleh setiap mahasiswa kedckieran waktu
ia lulus ujian dokternya dan menerirna ijazah. Karena sumpah Hippocrates telah
mengandung nerma kesusilaan yang selayaknya dan yang bermutu tinggi, maka
mudahlah dipahami bahwa dengan sendirinya maknanya dimasukkan ke dalam
lafal sumpah dckter atau janji yang harus diucapkan itu. Walaupun di berbagai
negara lafal atau janji ini berbeda-beda dan tidak sama bunyinya dalam garis
besarnya berpokck sama yaitu mengandung makna sumpah Hippocrates.

Sebelum kita tinjau satu persatu seluruh peraturan dan undang-undang yang
menentukan norma-norma hukum rahasia jabatan pada umumnya dan norma-
norma hukum rahasia jabatan deokter khususnya, dan permulaan harus kita insyafi
akan satu hak asasi yang sangat penting. Hak asasi yang sangat penting itu,
sayang sekali tidak diketahui atau disadari, tidak hanya di luar melainkan di dalam
dunia kedckteran sendiri.

Hak asasi itu yang telah ditegaskan pada permulaan uraian ini, ialah bahwa
"kewajiban untuk menyimpan rahasia pckoknya adalah kewajiban moral, yang
telah lama ada sebelum diadakan peraturan atau undang-undang yang mengatur
soal ini”.

Qleh karena itu tidaklah mungkin bila rahasia jabatan itu didasarkan pada
sumpah atau janji. Dan mula-rmula harus sudah kita insyafi bahwa rahasia jabatan
dokter terutama berpckeok pada kewajiban moril yang sekalikali tidak perlu
didasarkan pada surmpah atau janji apapun.

Rahasia jabatan dckter ialah suatu hal yang secara intrinsik bertalian dengan
segala pekerjaan yang bersangkutan dengan ilmu kedokteran seluruhnya. Qleh
karena itu kita harus insyafi pula bahwa semua crang yang dalam pekerjaannya
bergaul atau sedikit-dikitnya mengetahui keadaan pasien, tetapi tidak atau belum
mengucapkan sumpahfjanji secara resmi, sudah selayaknya berkewajiban juga
untuk menjunjung tinggi rahasia jabatan itu.

Mereka itu antara lain mahasiswa kedckteran, perawat dan karyawan bidang
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kesehatan lainnya. Selanjutnya yang ditinjau noerma-norma hukum yang
bersangkutan dengan rahasia jabatan. Pelanggaran norma-norma kesusilaan,
seperti telah diuraikan di atas, idak diancarn cleh hukurn, ke cuali mungkin dihukurmn
cleh masyarakat. Sedangkan pelanggaran norma hukum berakibat ancaman
hukuman.

Hukuman umurmnya dijatuhkan cleh hakim setelah scal yang bersangkutan
menjadi perkara pengadilan dan terbukti adanya pelanggaran hukum. Cara
mengadakan dan mengatur norma-nerma hukum itu dalam berbagai negara
berbeda-beda sehingga ada yang menimbulkan kebingungan pada yang
berkepentingan. Hal itu disebabkan cleh susunan peraturan atau undang-undang
yang bersangkutan dapat ditafsirkan berlainan dengan yang sebenarnya. Hukuman
yang dapat dijatuhkan cleh hakirn, dapat berupa hukuman pidana dan atau hukum
perdata.

Untuk memahami scal rahasia jabatan yang ditinjau dari sudut hukum ini,
ada baiknya kita bagi perilaku dokter dalam :

a. Perilaku yang bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hari.
b. Perilaku dalam keadaan khusus

Ad.a Perilaku yang bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hari.
Dalam hal ini perlu diperhatikan ialah :
1. Pasal 322 Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

{a) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang waijib
disimpan karena jabatan atau pencariannya, baik sekarang
maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau denda paling banyak enarn ratus
rupiah.

{b) Jika kejahatan dilakukan terhadap secrang tertentu, maka
perbuatan itu hanya dapat dituntut diatas pengaduan crang
itu. Undang-undang ini sudah selayaknya berlaku untuk setiap
crang, yang atas pekerjaannya wajib menyimpan rahasia,
bukan hanya untuk dokter permnerintah, dokter praktek swasta,
maupun doktor yang telah pensiun dan atau tidak praktek lagi.
Seorang dokter yang dikenal sebagai pembuka rahasia
mungkin sekali prakteknya makin larna makin merosct sebagai
akibat hukuman masyarakat.

Ayatb pasal 322 KUHP ini penting terutama berkenaan dengan
rahasia jabatan dokter. Menurut ayat ini, secrang dekter yang
"membuka rahasia” tentang pasiennya tidak dengan sendirinya
akan dituntut di muka pengadilan, melainkan hanya sesudah
terhadapnya diadakan pengaduan oleh pasien yang
bersangkutan.

2. Pasal 1365 KUH Perdata

Tiap perbuatan melanggar hukum yang mermbawa kerugian kepada

secrang lain mewajibkan crang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian, mengganti kerugian tersebut.
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Ad. b

Secrang dekier berbuat salah kalau tanpa disadari "membuka
rahasia” tentang penderitaannya yang kebetulan terdengar cleh
majikan pasien itu, selanjutnya majikan itu melepaskan pegawai
tersebut karena takut penyakitnya akan menulari pegawai-pegawai
lainnya.

Dengan demikian dokter dapat diajukan ke pengadilan karena
pengaduan pasien itu.

Selain hukurn karena tindak pidana menurut pasal 322 KUH pidana,
dokteritu dapat pula dihukum perdata dengan diwajibkan mengganti
rugi.

Pada hakekatnya adanya ancaman hukurman perdata ini
menimbulkan berbagai scal yang sulit yang dapat terjadi dalam
pekerjaan dokter sehari-hari. Tentang hal ini kelak akan diuraikan
lebih lanjut.

3. Surmnpah {janji) dokter
Sumpah dokter yang lafalnya sebagai pengganti pasal 36 Reglement
F. 0 V.G, Pemerintah Ne. 26 tahun 1860 dan diundangkan pada
tanggal 2 Juni 1960. Surnpah ini sesuai dengan permyataan Ge-
neva tahun 1848 yang dimuat dengan asas Etik Kedckieran yang
bersumber pada sumpah Hippecrates, ditambah dengan beberapa
asas baru yang ditegakkan atas dasar pengalaman tentang
kejahatan Nazi Jerman dalam Perang Dunia |1
Dengan berlakunya sumpah dckter baru itu, dapat dihapus segala
pertentangan yang menjadi kekurangan utarna lafal sumpah yang
larmna dalam Pasal 36 Reglement D.V.G., dan tidak lagi menimbulkan
kebimbangan para dokter yang tidak menguasai asas rahasia
jabatan. Selanjutnya Musyawarah Kerja Nasicnal Etik Kedokteran
di Jakarta tahun 1581 telah mengusulan kepada pemerintah
penyempurnaan lafal Surnpah Dekter tersebut.

4. Dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1866 tentang ¥Wajib
Simpan Rahasia Kedckteran. Menteri Ke sehatan dapat mengambil
tindakan administratif terhadap pelanggaran wajib simpan rahasia
itu, yang dapat dihukum menurut KUHP.

Perilaku dalam keadaan khusus

Menurut hukurn, setiap warga negara dapat dipanggil untuk didengar
sebagai saksi. Selain itu, secrang yang mempunyai keahlian dapatjuga
dipanggil sebagai saksi ahli. Maka dapat terjadi bahwa secrang yang
mempunyai keahlian umpamanya secrang dokter dipanggil sebagai saksi,
sebagai ahli atau sekaligus sebagai saksi (expert witness). Sebagai saksi
atau saksi ahli, mungkin sekaliia diharuskan mernberi keterangan tentang
sesecrang (umpamanya terdakwa) yang sebelum itu telah pernah
menjadi pasien yang ditanganinya namun berarti ia seclah-olah
melanggar rahasia jabatannya.

Kejadian yang bertentangan ini dapat dihindarkan karena adanya hak
undur diri dimana ia mendapat perlindungan hukum berdasarkan :
Menurut Pasat 170 KUHP

36

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



i. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia dapat dibebaskan dari kewajiban
untuk memberi keterangan sebagai saksi. yaitu tentang hal yang
dipercayakan kepada mereka.

ii. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala atasan untuk
permintaan tersebut, maka pengadilan negeri memutuskan apakah
alasan yang dikemukakan oleh saksi atau saksi ahli untuk tidak
berbicara itu, layak dan dapat diterima atau tidak.

Penegakan hak undur diri dapat dianggap sebagai pengakuan para ahli
hukum, bahwa kedudukan jabatan itu harus dijamin sebaik-baiknya. Hal
tersebut membebaskan secrang dokter untuk menjadi saksi ahli dan
kewajibannya untuk membuka rahasia jabatan, narmun pembebasan itu
tidak selalu datang dengan sendirinya.
Dalam hal ini mungkin sekali timbul pertentangan keras antara pendapat
dekter dengan pendapat hakirn, yakni bila hakim tidak dapat menerima
alasan yang dikemukakan cleh dokter untuk menggunakan hak undur
dirinya, karena ia berkeyakinan bahwa keterangan yang harus diberikan
itu melanggar rahasia jabatannya. Bagi dokter. pedoman yang harus
menentukan sikapnya tetap ialah bahwa rahasia jabatan dokter itu
pertama-tama dan terutama adalah kewajiban meril yakni alasan untuk
melepaskan rahasia jabatan dan pertimbangan sehat atas ada atau tidak
adanya kepentingan hukum.
Umpamanya secrang dokter sebagai saksi harus memberikan
keterangan mengenai sesecrang yang telah diperiksa dan dicbatinya
karena menderita luka-luka. Pada sidang pengadilan diketahui bahwa
ternyata pasien itu adalah seorang penjahat besar yang melakukan
tindakan pidananya. Keterangan dckter itu sangat diperlukan cleh
pengadilan agar rangkaian bukti menjadi lengkap. Kita mudah mengerti
bahwa dalam hal dermikian dokter itu wajib memberi keterangan, agar
masyarakat dapat dihindarkan dari kejahatan-kejahatan yang lain yang
mungkin dilakukan bila ia dibebaskan.

Pada peristiwa seperti tersebut di atas, kita harus sadar bahwa rahasia

jabatan dokter bukanlah maksud untuk melindungi kejahatan.

Golongan yang berpendirian mutlak-mutlakan, yang juga dalam hal

serupa tidak sudi melepaskan rahasia jabatannya, bukan saja

bertentangan dengan tujuan yaitu menjamin kepentingan umum, malahan
sebaliknya membahayakannya.

Untuk mengetahui apakah juga ada penyelenggaraan pasal 322 KUHP

yang dapat dibebaskan dan ancaman hukuman, peru kita tinjau beberapa

pasal dalam KUHP yang semuanya termasuk pelanggaran undang-
undang yang tidak dihukum.

Beberapa Pasal itu adatah
i. Pasal 48 KUHP
Siapapun tak terpidana, jika melakukan peristiwa karena terdorong
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oleh keadaan terpaksa.

i. Pasal 50 KUHP
Siapapun tak terpidana, jika peristiwa itu dilakukan untuk
menjalankan ketentuan perundang-undangan.

iii. Pasal 31 KUHP

(1) Siapapun tak terpidana jika melakukan peristiwa untuk
menjalankan sesuatu perintah jabatan yang diberikan oleh
penguasa yang berwenang untuk itu.

(2) Perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang
berwenang tidak membebaskan dan keadaan terpidana,
kecuali dengan itikad baik pegawai vang dibawahnya itu
menyangka bahwa penguasa itu berwenang untuk memberi
perintah itu dan perintah menjalankan terletak dalam
lingkungan kewajiban pegawai yang diperintah itu.

Mengenai pasal 48 KUHP yang dalam bahasa Belandayangasli:  “Artile!
48 wet boek van sirafrecht is hij, die een feit begaat waartoe hij door overmacht
is gedwongen”.

Sayang sekali pasal yang sangat penting untuk tafsiran banyak soal yang
sulit mengenai rahasia jabatan dokter ini belum ada terjemahannya yang tepat
ke dalam bahasa Indonesia terutama mengenai kata “overmacht”. Dalam buku
Engelbrecht, kitab undang-undang dan peraturan-peraturan serta undang-undang
dasar sementara terbitan 1954, kata “overmacht” ditejemahkan dengan “berat
lawan”. Dalam kitab Himpunan Perundang-Undangan Negara Republik Indone-
sia yang diterbitkan pada tahun 1956 oleh Kementerian Penerangan “Overmacht”
diterjemahkan sebagai “suatu sebab paksaan®. Untuk sementara dipergunakan
kata yang dianggap tepat, yakni “adi paksa” yang didapat dari saudara Mr.
Moedigdo Moeliono, pimpinan Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum dan
Pengetahuan Masyarakat, Universitas Indonesia Jakarta.

Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam pasal 48
KUHP ini bukanlah adi paksa mutlak® {absclut cvermachi).

Seorang mengalami adi paksa mutlak bila ia dihadapkan kepada kekerasan
atau tekanan jasmani atau rohani sedemikan, hingga ia tidak berdaya lagi dan
kehilangan kehendak {wifloos) untuk tindakan pidana yang melakukan
pelanggaran hukum.

Pada kenyataan adi paksa nishi, yang kebanyakan terjadi karena adanya
tekanan rohani, timbulnya keadaan terpaksa atau darurat, sehingga vang
bersangkutan berbuat sesuatu yang pasti tidak akan diperbuatnya. jika keadaan
terpaksa atau darurat itu tidak ada. Keadaan serupa ini menjadi sebab timbulnya
pertentangan dalam jiwa orang yang bersangkutan (konflik) yang hanya dapat
diatasi bila ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini biasa berarti
pengorbanan kepentingan pihak lain.

Beberapa contoh praktek dan pententangan serupa adalah :
(1) Seorang pengemudi yang mendenita penyakit ayan {epilepsi), yang
bilamana mendapatkan bangkitan serangan penyakitnya pada wakiu ia
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()

sedang melakukan tugasnya pasti sangat membahayakan keselamatan
umum.

Seorang guru yang menderita penyakit tuberkulosis dan menimbulkan
bahaya akan menular murid-muridnya pada wakiu ia mengajar.

Justru pada persoalan seperti digambarkan dalam keadaan contoh tersebut
di atas, terdapat pertentangan tajam antara golongan penganut aliran
mutlak dan golongan penganut aliran nisbi. Dalamkedua soal itu, golongan
mutlak menganggap rahasia jabatan dokter sebagai faktor terpenting. Tidak
perlu diadakan pertimbangan apakah dengan memperhatikan rahasia
secara mutlak itu, ada kemungkinan bahwa kepentingan yang lain yang
hakikatnya lebih utama dirugikan atau dikorbankan. Sebaliknya golongan
nishi berdasarkan kenyataan bahwa rahasia jabatan dokler berarti juga
sendiutama bagi kepentingan masyarakat. Selalu mempertimbangkan hal
itu agar dapat diambil sikap yang terbaik yang sesuai dengan makna rahasia
jabatan dokter. Dalam perkembangannya, sebagian dokter cenderung
menganut “adi paksa nisbi’.

Dalam hal demikian berbagai alasan yang dipergunakan uniuk melepas
rahasia jabatan harus kokoh dan kuat, sehingga dapat menyakinkan orang
lain, termasuk hakim. Kalau berbagai alasan itu memang kuat dan
menyakinkan, maka akhirnya atas kekuatan pasal 48 KUHP, dokter yang
bersangkutan akan dibebaskan dan ancaman hukuman pasal 322 KHUP.
Sebelum mengambil tindakan, sebaiknya dokter yang bersangkutan
berusaha agar risiko dari tindakannya menjadi seminimal mungkin.
Sebagai contoh, pasien dengan penyakit yang sukar disembuhkan dapat
diberi cuti terlebih dahulu sampai sembuh. Bila penyakitnya temyata tidak
dapat disembuhkan dan tetap merupakan bahaya bagi orang lain, maka
sebelum membuka rahasia jabatan dokter hendaknya memberikan
penjelasan tentang penyakitnya dan akibatnya bagi orang lain sehingga
pasien memahami keadaannya dan hubungannya dengan pekerjaannya.
Bila rahasia jabatan terpaksa harus diungkapkan setelah segala ikhtiar
dilakukan tanpa hasil, maka untuk pegawai negeri, hal ini hendaknya dokter
tersebut mengirimkan surat rahasia kepada atasan pegawai negeri yang
bersangkutan, kemudian atasan pegawai yang bersangkutan meminta
pertimbangan Majelis Penguji Kesehatan (MPK). Dalam keadaan adipaksa
serupa itu, kewajiban dokter ialah memberitahukan kepada majikan pasien
bahwa ia menggangap pasien perlu diperiksa kesehatannya lebih lanjut.
Dengan jalan ini MPK yang menurut Undang-\Undang tugasnya menguji
kesehatan pegawai negeri, dapat melaporkan pendapat secara bebas tanpa
melanggar KUHP pasal 322 KUHP maka keterangan tentang penyakit yang
diuji itu, dapat diteruskan kepada majikannya.

Diagnosa penyakit dan seorang karyawan tidak perlu diberitahukan kepada
majikan karyawan tersebut. Cukuplah bila dokter yang bersangkutan
menenangkan atas sumpeh jabatan, bahwa karyawan yang dimaksud
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menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja terus menerus
atau sementara, karena penyakitnya dapat menular, membahayakan orang
lain maupun dirinya sendiri. Misalnya seorang pengemudi yang menderita
epilepsi dapat membahayakan diri maupun orang lain. Dokter juga
menasehatkan agar pegawai yang bersangkutan dibebaskan dan
pekerjaannya yang saat ini dikerjakan, sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam kedudukan sebagai dokter Majelis Penguji Kesehatan, seorang
Dokter dapat mengalami konflik kejiwaan. Hal ini dapat terjadi bila pasien
yang diperiksanya juga merupakan pasien dalam prakiek swasta yang
dilakukan oleh dokter itu. Bila dokter tersebut memasukkan seluruh data
yang diketahuinya tentang pasien, maka berarti ia melanggar rahasia
jabatannya, sebaliknya bila tidak memasukkan secara lengkap, laporannya
tidak sesuai dengan kebenarannya.

Oleh karena itu hanya ada satu jalan yang dapat ditempubnya, yaitu
menolak untuk menguji setiap orang yang pemah menjadi pasiennya dan
menyerahkannya kepada dokter lain.

Seorang dokter yang meminta konsultasi mengenai seorang pasien, pada
asasnya melanggar rahasia jabatan. Demikian juga tiap pengajar klinik
pada fakultas kedokteran, dalam setiap pertemuan klinik yang disertai
dengan demonsirasi pasien, pada asasnya melanggar rahasia jabatan.
Hal ini biasanya tidak kita sadar karena kita anggap sudah selayaknya.
Oleh karena itu, dalam pendidikan atau pertemuan klinik, seperti juga pada
konsultasi, sebaiknya pasien diberitahu lebih dahulu dan dimintakan
persetujuannya.

Pelanggaran rahasia jabatan yang terjadi pada saat tersebut sebenamya
adalah hal-hal yang termasuk dalam keadaan adipaksa karena dalam hal
ini tidak hanya menyangkut kepentingan yang lebih luas dan lebih besar.
Tujuan akhir dan pendidikan dan pertemuan klinik tidak lain adalah untuk
membina dan memajukan ilmu kedokteran yang sebenarnya berorientasi
kepada masyarakat yang lebih luas.

Pasal 50 KUHP

Pasal 50 KUHP berbunyi :

“Tidak boleh di hukum barang siapa melakukan perbuatan untuk
menjalankan urusan undang-undang”.

Pasal 50 K\JHP ini sering dikaitkan dengan kewajiban seorang dokter untuk
melaporkan kelahiran, kematian dan penyakit menular. Kewajiban melapor
penyakit menular di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun
1962 tentang wabah, diundangkan pada tanggal 5 Maret 1962 yang saat
ini telah diubah dengan Undang-Undang Wabah No. 4 tahun 1980.
Mengenai hal ini dapat dibaca pasal-pasal yang mengatur kewajiban
masyarakat dan tenaga kesehatan serta aparatur Pemerintah Daerah
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untuk melaporkan kejadian luar biasa dalam wakiu yang singkat.

Pasal 51 KUHP

Pasal 31 KUHP berbunyi :

“Tidak boleh di hukum barang siapa melakukan perbuatan atau

menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak

untuk itu”.

Pasal 51 KUHP terutama penting bagi seorang dokter yang mempunyai

jabatan rangkap seperti dokter TNI/Polri yang juga menjabat sebagai

anggota Majelis Penguji Kesehatan.

Selaku seorang dokter, seorang dokter angkatan bersenjata wajib

menyimpan rahasia jabatan dokter, namun di lain pihak sebagai seorang

anggota TNI/Polri ia harus tunduk pada disiplin TNI/Polri dan taat perintah

atasannya.

Konflik tentang wajib simpan rahasia jabatan dapat terjadi misalnya pada

keadaan sebagal berikut :

la diperintah oleh atasannya untuk menyusuri daftar nama perwira yang

menderita penyakit sifilis. Kalau diantara perwira yang harus dicantumkan

namanya dalam daftar ternyata juga pernah menjadi pasien yang

diperiksanya, maka ia harus memilih antara 2 jalan berikut :

a. Menjunjung tinggi rahasia jabatan sebagai dokter tetapi tidak taat pada
perintah militer; atau

b. Taat kepada pemerintah militer tetapi melepaskan rahasia jabatan
sebagai dokter.

Dalam hal yang demikian, yang dapat dijadikan pegangan ialah perhitungan

dan pertimbangan yang matang untuk menentukan apa yang harus

diutamakan.
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Pasal 13
Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan
lebih mampu memberikannya.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Hak seorang dokter untuk melakukan praktek dokter tidak terbatas pada
suatu bidang ilmu kedokteran. la berhak dan berkewajiban menoclong pasien,
apapun yang dideritanya. Batas tindakan yang diambilnya teretak pada rasa
tanggung jawab yang didasarkan pada ketrampilan dan keahliannya.

Banyak dokter di negeri kita bertugas jauh dari pusat ilmu kedokteran,
kadang-kadang beratus-ratus kilometer terpisah dari teman sejawat terdekat.
IMereka hidup dan bekerja di tempat terpencil dengan sarana komunikasi yang
terbatas. Selain itu sarana pelayanan medis tidak cukup tersedia walau dalam
keadaan demikian ia tetap harus menyelamatkan seorang pasien.

Setiap orang wajib memberikan pertolongan kepada siapapun yang
mengalami kecelakaan, apalagi seorang dokter.

Di beberapa negara banyak dokter yang enggan melakukan karena sering
terjadi, bahwa dokter yang menolong justru dituntut untuk mengganti kerugian.
Pertolongan yang diberikannya dianggap mengakibatkan cacat, atau
memperlambat proses penyembuhan. Di negara kita, pengaduan seperti itu
diharapkan tidak terjadi. Meskipun demikian kemungkinan adanya pengaduan
harus diperhitungkan. Sebab itu, segala tindakan harus dapat dipertanggung
jawabkan dan kalau memungkinkan perlu meminta persetujuan dari pasien atau
keluarganya.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN
SEJAWATNYA

Pasal 14
Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri
ingin diperlakukan.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Kawan-kawan seperjuangan merupakan suatu kesatuan aksi dibawah paniji
perikemanusiaan untuk memerangi penyakit yang merupakan salgh satu
pengganggu keselamatan dan kebahagiaan umat manusia.

Sejarah ilmu kedokteran penuh dengan peristiwa kejujuran, ketekunan dan
pengabdian yang mengharukan. Penemuan dan pengalaman yang baru
dijadikan milik bersama. Panggilan suci yang menjiwai hidup dan perbuatan
telah mempersatukan mereka dan menempatkan dokter pada satu kedudukan
terhormat dalam masyarakat.
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Berhubungan dengan itu, maka Etik Kedokteran mengharuskan setiap
dokter memelihara hubungan, baik dengan teman sejawatnya sesuai makna
atau butir dari lafal sumpah dokter yang mengisyaratkan perlakuan terhadap
sejawatnya sebagai berikut :

“Saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagai mana saya sendiri ingin
diperlakukan®.

Hubungan antara teman sejawat dapat menjadi buruk bukan karena
perbedaan pendapattentang cara penanganan pasien, perselisihan mengenai
cara mewakili teman sejawat yang cuti, sakit dan sebagainya. Kejadian tesebut
hendaknya diselesaikan secara musyawarah antar sejawat.

Kalau dengan cara demikian juga tidak terselesaikan, maka dapat diminta
pertolongan pengurus lkatan Dokter Indonesia atau Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran untuk menjelaskannya. Harus dihindarkan campur tangan dari pihak
luar. Perbuatan sangat tidak kolegial ialah mengejek teman sejawat dan
mempergunjingkannya dengan pasien atau orang lain tentang perbuatannya
yang dianggap kurang benar. Mencemarkan nama baik teman sejawat berarti
mencemarkan nama baik sendiri, seperti kata peribahasa: “Menepuk air di
dulang terpercik muka sendin”. Sejawat senior wajib membimbing sejawat yang
lebih muda terutama yang berada di bawah pengawasannya. Janganlah
sekalipun juga mengatakan di muka umum bahwa ia baru lulus dan tidak
mengetahui peraturan.

Pada umumnya masyarakat kita belum begitu memahami tentang
hubungan yang begitu erat antar dokter dengan dokter, sehingga mereka
kadang-kadang melakukan sesuatu yang cenderung mengadu domba. Tidak
jarang terjadi seorang pasien mengunjungi dua atau tiga dokter untuk
penyakithya, dan pada akhirnya memilih dokter yang dalam ucapan dan
perbuatannya sesuai dengan selera dan harapannya.

Dengan sendirinya seorang dokter yang mengetahui kejadian tersebut
harus menasehatinya untuk tidak berbuat demikian, karena dapat merugikan
kepentingan sendiri dan dapat membahayakan kesehatannya. Janganlah sekali-
kali diberi kesempatan kepadanya untuk menjelekkan nama teman sejawat
yang lebih dulu menolongnya. Seorang dokter harus ikut mendidik masyarakat
dalam cara menggunakan jasa pelayanan kedokteran. Seandainya seorang
ternan sejawat membuat kekeliruan dalam pekerjaannya, maka teman sejawat
yang mengetahui hal itu seyogyanya menasehatinya. Dokter yang keliru harus
menerima nasehat ataupun teguran dengan lapang dada asal disampaikan
dalam suasana persaudaraan. Jangan sekali-kali menjatuhkan seorang sejawat
dan kedudukannya apalagi menggunakan pihak lain. Sewaktiu berhadapan
dengan si sakit seorang dokter tidak boleh memperlihatkan bahwa ia tidak
sepaham dengan teman sejawatnya dengan menyindir atau dengan sikap yang
menjurus kearah demikian.

Untuk menjalin dan mempererat hubungan baik antara para teman sejawat,
maka wajib memperlihatkan hal-hal berikut :

a  Dokter yang baru menetap di suatu tempat mengunjungi teman sejawat
yang telah berada situ. Hal ini tidak peru dilakukan di kota-kota besar
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dimana banyak dokter yang berpraktek, tetapi cukup dengan
pemberitahuan tentang pembukaan praktek baru itu kepada teman sejawat
yang linggal berdekatan.

b. Setiap dokter menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia yang setia dan
aktif. Dengan menghadiri pertemuan sosial dan klinik yang diselenggarakan,
akan terjadi kontak pribadi sehingga timbul rasa persaudaraan dapat
berkembang dan penambahan ilmu pengetahuan.

Terjalinnya hubungan baik antara teman sejawat membawa manfaat tidak
saja kepada dokter yang bersangkutan, tetapi juga kepada para pasiennya.
Rasa persaudaraan harus dibina sejak masa mahasiswa agar menjadi bekal
yang berharga.

Pasal 15
Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat,
kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Biasanya kalau seseorang sudah percaya pada seorang dokter maka dokter
tersebut akan dicari terus walaupun jauh dan rumahnya.

Di kota besar perkembangan pengetahuan umum masyarakat maju dengan
pesat. Penyakit dengan pengobatan bukan rahasia bagi umum yang benar-
benar mempelajarinya. Juga karena diburu oleh keinginan untuk lebih efisien,
orang ingin segera sembuh. Oleh karena itu, banyak pasien yang walaupun
baru berobat 1 hari tapi belum sembuh, pada hari ke 2 telah ke dokter yang
lain. Dalam hal seperti ini dokter ke 2 yang menerima tidak dapat dikatakan
merebut pasien dari dokter pertama.

Seseorang yang telah kehilangan kepercayaan pada seorang dokter, tidak
dapat dipaksa untuk kembali mempercayainya. Dan kita paham akan hal ini.
Oleh karena itu, dokterlain yang kemudian menerima pasien yang bersangkutan
harus menasehatinya agar kembali ke dokter yang diperoleh dari dokter pertama
untuk tiga hari dan mengamati hasilnya. Sangatlah etis bila dokter yang kedua
bila menerima pasien sebagai pasiennya {sesuai hak asasinya) memberitahu
dokter pertama.

Sangat tercela kalau kita malahan mengganti obat dari dokter pertama
dan mencela pengobatan dokter pertama di hadapan pasien, padahal belum
sempat diamati efeknya dan karena semata mendengar keluhan pasien yang
tidak sabar dan terburu waktu.

Penggantian atau penghentian obat dapat dilakukan bila kita yakini bahwa
pengobatan dari dokter pertama memang nyata-nyata keliru, menimbulkan efek
sampingan atau tidak diperlukan lagi dan bijaksana jika dasamya dikemukakan.
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KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 16
Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan
baik.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

Seperti diketahui, dekter pada umumnya bekerja sangat keras. Pagi dan
atau siang bekerja di rumah sakit/poliklinikflembaga kesehatan lainnya atau
lernbaga pendidikan, sedangkan pada sore dan/atau malarn hari masih melakukan
praktek atau jaga malam.

Dckter umurnnya bekerja keras dengan metivasi mernbangun praktek pribadi
yang ramai untuk meningkatkan pendapatan keluarga atau semata-mata
berdedikasi pada profesinya. Tanpa dirasa, prakiek yang sukses dan ramai telah
mendoreng dokter yang bersangkutan untuk tetap bekerja keras pagi sarmpai
malam.

Keadaan ini sering menyebabkan dokter kurang merperhatikan keadaan
kesehatan dirinya. Disamping itu, karena enggan menganggu ternan sejawat yang
diketahui juga sibuk, maka bila ia sakit, tidak memeriksakan diri ke dekter lain,
tetapi menceba mengebati diri sendiri. Hindari mengebati diri sendiri, karena
biasanya kurang tuntas.

Laksanakan tindakan perlindungan diri. Kalau ada wabah untuk pencegahan
penularan diperlukan immunisasi, maka dokter harus rmelakukan imunisasi
terhadap dirinya dahulu. Kalau bertugas di klinik yang memungkinkan penularan
melalui udara, pakailah masker. Cuci tangan setiap selesai memeriksa pasien,
dan prosedur-prosedur pencegahan lainnya.

Dokter wajib menjadi teladan dalam pelaksanaan perilaku sehat.

Siapa yang akan melakukan pengobatan bila dokternya sakit.

Pasal 17
Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran / kesehatan.

Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan

lImu pengetahuan dantekneologi kedokteran berkernbang terus dengan pesat.
Seorang dekter harus mengikuti perkembangan tersebut baik untuk kepentingan
sendiri maupun kepentingan pasiennya. Dengan majunya ilmu pengetahuan pada
urnumnya, akan rmakin meningkatkan pula kebutuhan masyarakat akan pelayanan
kesehatan yang mermadai atau lebih baik sesuai dengan kemajuan.

Peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknclogi kedcekteran baru dapat
dilakukan melalui membaca berbagai literatur dalam buku, majalahilmiah, brosur
dan sebagainya. Selain itu, dapat pula dilakukan melalui keikut sertaan dalam
simposium, seminar, lokakarya, latihan dan sebagainya. Dalam kaitan ini DI
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melakukan berbagai kegiatan ilmiah yang berakreditasi DI : dalam bentuk satuan
Kredit Partisipasi (SKP) IDI. Hendaklah para dokter mengikuti acara ilmiah DI ini,
disamping perternuan-pertemuan berakreditasi IDI.

Biasanya pada waktu muda dckter sudah mempunyai cita-cita menjadi
pengajar/peneliti tetapi waktu permulaan karier tidak sempat dilaksanakan misalnya
karena ditempatkan di daerah terpencil. Walaupun demikian janganlah cita-cita
ini dilupakan, karena masih dapat dilakukan dengan mengkaitkannya pada tugas
rutinnya misalnya penelitian yang berpengaruh setermpat atau melakukan
pendidikan kesehatan kepada masyarakat setempat.

Kegemaran olah raga, musik dan lain-lain tetap dipertahankan dapat
dikembangkan, sebagai dokter yang setidak-tidaknya mermpunyai pengetahuan
yang lebih dari masyarakat seternpat, dapat menjadi penggerak masyarakat atau
pakar dalam pengermbangan bidang-bidang tersebut.
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Addendum 1:
Penjelasan Khusus Untuk Beberapa Pasal dari Revisi KODEKI
Hasil Mukernas Etika Kedokteran lll, April 2001.

=¥

Sejarah Etika Kedokteran (Oleh: Prof. Dr. R.S. Samil, SpOG)

Profesi kedolderan mempunyai sejarah mengenai Kode Elik yang bermula
sedildinya Idra-ldra 2000 SM. Dalam Kode Etilc oleh Hammurabi, telah
disusun hermacam-macam sistem/peraturan mengenai para dolder.
Terdapat pula beberapa bagian mengenai norma-norma tinggi moral/aldvalc
dan tanggung jawab yang difrarapkan harus dimilild cieh para dolder serta
petunjulcpetunjulc mengenai hubungan antar dolder dengan pasien; dan
beberapa masalah fain.

Etika Kedolderan mempunyai 3 (tiga) azas pololk, yaitu:

1.

2

Otonomi

a.  Halini membutuhian crang-crang yang kompeten, dipengaruhi cleh
tehendalc-fcehendalc dan keinginannya sendiri, dan kemampuan
fkompetensi) ini dianggap dimilild oleh secrang remaja maupun orang
dewasa, yang memilili pengertian yang adeluat pada tiap-tiap kasus
vang diperscalican dan memilild kemampuan untul menanggung
konselwensi dan keputusan yang secara ofonomi atau secara mandiri
telah diambil.

b, Melindungi mereka yang lemah, berarti bahwa ldta dituntut untulc
memberikan perlindungan dalam pemeliharaan, perwalian,
pengasuhan kepada anal-anak, para remaja, dan crang dewasa yang
berada dalam kondisi yang lemah dan tidalk mempunyai kemampuan
otonomi fmandiri).

Bersifat dan bersikap amal, berbudi bailkc

Dasar initercantum pada elilc liedolderan yang sebenamya bernada negatif;
Primum Non Nocere fjanganiah berbuat merugikan/salah).

Hendalnya kita bernada posilif dengan berbuat bail, dan apabila periu
kita mulai dengan kegiatan-kcegiatan yang merupalcan awal lesejahteraan
para individu dan masyarakat.

Keaditan

Azas ini bertujuan untulc menyelenggaralan keadilan dalam transaksi dan
perlakuan antar manusia, umpamanya mulai mengusahakan peningkatar
keadilan terhadap si individu dan masyarakat dimana mungkin terjadi
risiko dan imbalan yang tidak wajar dan bahwa segolongan manusia
fanganiah dikorbankan untuk kepentingan golongarr lain.
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Dewasa ini para dolter mungkin teriibat dalam praldelc-praltel yang
sungguh membahayakan terhadap umat manusia. Sejarah yang menyedihican
ini tefah menciptakan pedoman-pedoman yang terdapat dalam Nuremberg
Code, yang merumusian kembali etika icedcideran dan kode-kode internasional
lainnya seperti Deldarasi Helsinld mengenai penelitian terhadap manusia yang
merupalcan dasar bhioetika.

Etilka adalah usaha mengadakan refleicsi yang tertib mengenai gerakan
atau instuisi moral dan pilihan moral yang seseorang putuskan. Elika kedolderan
dapat diartikan sebagai kewajiban berdasarkan alhialdmoral yang menentulan
praldek kedolderan. Selama beberapa dasawarsa terakhir ini, masalah-masalah
elilc kedolderan merupakan masaiah yang paling penting daripada kesadaran
masyarakat, dengan keprihatinan yang terfokus pada beberapa masalah utama.
Masyarakat saat ini telah mempermasalahkan secara agresif mengenai
bagaimana dan kepada siapa pelayanan kesehatan diberikan. Perhatian
masyarakal mengenai masalah etilk kedolderan telah membawa profesi
kedolderan kepada kebutuhan yang meningkat mengenai pandangan-
pandangan masyaralkat ini, tidalk hanya yang berkenaan dengan hubungan
antara dolder dengan pasien, tetapi juga mengenai bagaimana lcemajuan dafam
ilmu dan telnologi kedolderan mempengaruhi masalah hal-halcasasi manusia,
susunan masyaralkat dan kebijaican-kebijalcan pemerintah dalam hal pelayanan
kesehatan.

Tidalc jarang diharaplan bahwa palar etika mampu memecahi@an begiiu
saja masalah moral yang dihadapi. Harapan itu diperkuat lfagi ofeh
lecenderungan uniulc meminta jasa ahli etilka sebagai konsuftan. Bantuan
konstitasi di bidang telnilc atau finansial umpamanya. Ahli-ahii teraichir ini
menunjuldan jalan lee Iuar konlaret bagi masalah yang dihadapi. Di bidang moral,
keputusan etis harus diambil oleh pefalcu moral sendiri. Hal itu tidalc hisa
diserahican lepada orang fain. Ahli filsafat Inggris C.B. Broad stidah menegaskan

It is no part of the professional business of moral philosophers to tell peo-
ple what they ought or ought not to do ... Maral philosophers as stuch, have no
special information to the general public about what is right and what is wrong.

Keputtisan tentang perbuatan dan tentang kualitas moral perbuatan terletalc
dalam tangan si pelaku moral sendiri. Dalam kontelcs profesi hal itu lebih
mendesalc lagi, larena si profesional mengerti lebih bail implikasi etis
masalahnya dan cara efisien uniulc mengatasinya. Ahli etika hanya bisa
membantu dalam mempersiapian leputusan itu atau dalam mengevaluasi
leputusan yang sudah diambil. Secara konlaet bantuan yang bisa diberilcan
ahli etilca baranglali dapat disingicatican sebagai berilut: Menganalisis suatu
masalah moral dengan memperihatian semua implilasinya dan menjelasian
konsep-lonsep yang berperan di dalamnya. Masalah itu sendiri dan konsep-
konsep yang dipakai harus jelas dulu sebelum fdita dapat memilkirkan suatu
pemecahan yang beralasan. Diskusi tenlang euthanasia, umpamanya sering
menjadi kacau karena kurang jelas apa yang diartilcan dengan istilah itu. Hal
yang sama dapat dilcatalan tentang halc mililc inteleldual, hak asasi manusia,
keadilan sosial dan banyalc diskusi aldual lainnya. Analisis konseptual
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masalahnya dapat memperlihatkan kompleksitasnya dan menghindari,
terjadinya pemecahan yang teralu cepat dan berat sebeiah.

Keadaan dunia ldta selarang membtituhian reflelsi etis. Perlkiembangan
iimu dan telinologi, giobalisasi elionomi, perubahan radilal dalam masyarakat;
semua faldor ini menimbulian pertanyaan-pertanyaan moral yang tidalc dapat
dihindarican.

Dalam Garis Besar Haluan Negara sudah lama ditekaniaan bahwa
pembangunan tidak merupalkan suatu scal material saja, tetapi bahwa segi
spiritual harus difltsertakan pula. Etika justru termasuic segi non-material i
Waldu dan tenaga yang kita keluarkan untulk etika tidalc dipakai dengan sia-sia,
tetapi justru akan meningkatian kualitas pembangunan idta.

Good business, tidak boleh dimengerti semata-mata sebagaf bisnis yang
membawa untung hanyalc Pelayanan kesehatan yang bail tidalk saja berarti
pelayanan medis yang lulus dalam cost-benefit analysis. Yang bailc itu
mempunyai arti, lebih mendalam lagi, arti moral yang bailc dalam arti itufah
merupakan dimensi paling fundamental dalam kehidupan manusia. Yang baik
dalam arti, moral memberi nilai terdalam kepada semua kegiatan dan usaha
idta. Dalam elilca ldta memfokusian dimensi fundamental itu. Memang benar,
ldta tidalc mempunyai kepastian akan memperoleh hasil yang nyata, namun
ldta yaldn juga mencari sesuatu yang berarli dan berlanggung jawab.

Di negara-negara industri-pun dana uniul sistem pelayanan seperti yang
sekarang diteraplan secara tepat tidak seimbang dengan sumber-sumber yang
ada dan dengan demildan juga tidak dimungiinian setiap warga negara
mempercleh pelayanan kesehatan yang diharapican.

Sudah jelas, bahwa kita harus meralat kelidal seimbangan antara
pelayanan promolif, preventif, kuratff, rehabilitatif dan sosfal, dan bahwa ldta
harus mengadalan penilaian untung ruginya.

Masalah yang menonjol dalam dunia kedolderan dalam dasawarsa alchir-
alchir ini adalah akibat tekanan dan spesialisasi dalam bidang kedolderan yang
terus meningkat, dan membawa idta memberi prioritas lkepada sarana-sarana
pelayanan lesehatan yang sangat canggih dan berlckasi sentral, yang sering
lidalc ada hubungannya dengan lebutuhan masyarakat. Kila mengerti. hahwa
keadaan yang komplelss dan iimu dan leknologi tefah membawa ldta ke
spesialisasi yang meningkat dan konsenirasi pada era yang semakin sempil.
Aldhat yang positif dari hal di atas adalah terdihat dan berikembangnya dengan
pesat iimu pengetahuan dan bagaimana para peneliti memperdalam
penemuannya fehih dalam fagi.

Kerugiannya ialah, bahwa secara liasan, jila Kita gali makin dalam, makin
sulaar ldta dapat melihat linglengan lita. Sebagai aldbat, terjadilah iurangnya
kontak antara spesialis-spesialis kedcolderan dan ketidalc mampuan dalam
profesi medis umumnya untuic dapat melinat hahwa dampalcterhadap kesehatan
masyaraiat dari praldeik kedoideran kuratif adalah hanya satu faldor dari seldan
banyalc faldor sosic-elonomi, politilc dan lultural yang menetapkan derajat
kesehatan dalam suatu masyarakat.
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Dalam mengamalian, profesinya, setffap dolder akan berhubungan dengan
manusia yang sedang mengharapian pertolongan dalam suatu hubungan
kesepalatan terapetiilc

Agar dalam hubungan ini dapat dijaga keenam sifat dasar di bawah ini,
maika disusun Kode Elilc Kedolderan Indonesia yang mertpakan kesepakatan
dolder Indonesia bagi pedoman pelalcsanaan profesi.

Kode Etilc Kedolderan Indonesia didasarkan pada asas-asas hidup
bermasyarakat yaitu Pancasila yang telah sama-sama diakui oleh bangsa In-
donesia sebagai faisafaf hidup bangsa.

Keluhuran dan kemuliaan ini ditunjuidan oleh 6 (enam) sifat dasar yang harus
ditunjuldcan oleh setiap dolder yaitu:

Sifat ketuhanan,

Keluhuran budi,

Kemurnian nial,

Kesungguhan kerja.

Kerendahan hali, serta

. Integritas ilmiah dan sosial

Dolder mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan saja terhadap manusia
fain dan hulum, tetapiterpenting adalah terhadap keinsyafan batinnya sendiri,
dan alkhimya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasien dan leluarganya alkan
menerima hasil tsaha dari seorang dolder, lcalau fa percaya akan lceahfian dolder
itu dan kesungguhannya, sehingga mereka lidak menganggap menjadi masalah
hila usaha penyembuhan yang dilaleiican gagal. Periu diperhatiican bahwa
perbuatan setiap dolder, mempengaruhi pendapat orang banyal terhadap
seluruh “corps” dolder.

Pelayanan yang diberikan kepada pasien yang dirawat hendaknya adalah
seluruh kemampuan sang dolder dalam bidang ilmu pengetahuan dan
perilemanusiaan.

Masa kini adalah masa pembangunan dimana pertumbuhan elkonomi

sedang diusahalkan. Kehidupan agraris mulai berubah ke arah industrialisasi
dimana efesiensi, dan upaya mencapai peningkatan perekonomian pribadi
sangat menonjol. Masyaralat mulai merasa bahwa dengan uang, segala yang
dikehendald dapat diraih. Masyarakat menjadi Iritis, jeli dan malin pandai.
Termasulcdi dalam kelecewaan atas pelayanan profesi kedolderan yang mudah
terjadi. Sedikit saja kelemahan dolder, akan dipakai untulk mengadu ke
pengadilan. Masyarakal semakin sadar akan haknya untulk memperoleh
pelayanan yang baik dan bermutu.
Masyaralkat dolderpun tidal luput dari perubahan tersebut, sehingga
kemungiinan pelanggaran Kode Elilc ini sangat besar. Profesi kedolderan
menuntut budi pekerti yang luhur. Tuhan Yang Maha Esa lelah membuka
lesempatan bagi umatnya lhususnya doiter untulc secara nyata menclong
meringanican penderitaan sesamanya. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara,
Bangsa dan kemanusiaan idta mempertanggung jawablcan pelaksanaan
pengamalan profesi dolder.

O oA W
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b. Pasal3

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh
dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan
kemandirian profesi.

Penjelasan khusus yang terkait dengan promosi terhadap komoditas yang
berhubungan dengan prakiik dokter {(diadopsi dan hasil Kepiutusan Muldamar
XXHE ID! tahun 1997, tentang promosi obat, kosmetika, alat dan sarana
kesehatan, makanan dan minuman serta perbekalan kesehatan rumah tangga).

Pendahuluan

Kehidupan di era gichal merupakan kehidupan yang amat dinamilk.
Keperiuan terhadap barang, jasa dan informasi dirasakan amat mendesalc
Demildan pula dinamika arus chat, kosmetika, alat dan sarana kesehatan,
malaanan minuman dan perbelalan lkesehatan rumah tangga. Salah satu pola
dinamila terhadap pelbagai komoditi tersebut adalah melalui sarana komunilcasi
yang untulc efeldif dan efisiennya memeritlkan upaya-upaya promosi, bail
fangsung maupun lidak langsung yvang lertuju ke masyarakat fuas. Aldivitas
tersebut antara lain berbentulc iidan di pelbagai media massa dan eleldronik,
bail ildan biasa layanan masyarakat, pelbagal tampilan fainnya dalam arti luas
yang bersifat promosi suatu kepentingan, penyuluhan matpun sekedar hiburan.
Pribadi dolder merupakan salah satu daya taril tersendiri terhadap aldivitas
promosi pelbagai hal di atas sehingga tefah banyak upaya-tpaya untulc
melihatlan dolder sebagai pemerannya, bailclangsung matupun tidalc fangsung.
Hal ini mungldn terjadi mengingat bahwa dafam hubungan dolder - pasien,
kedudulkan dolder yang relalif lebih stabil dan menguntungkan dibandingkan
dengan kondisi (masyarakat) pasien yang relatif sedang menderita sehingga
lurang memiliid afternatif fogis dalam menentuican pilihan yang rasional. Secrang
dolder dalam kegiatan tersebut jelas alkan meningkatican daya saing dan
sekaligus daya jual pelbagai kemoditi tensebut. Sedangkan pada sisi lainnya,
profesi kedolderan tetap merupakan profesi pengabdian lepada sesama dengan
penuh lasih sayang uniuk kepentingan lemanusiaan yang keberadaannya
dibatasi ofeh rambu-rambu etilea kedolderan yang universal.

Bahwa industri le sehatan maldn berlkkembang dan adanya persaingan yang
ketat, apalagi kalau sudah masulk pada masa pasar terbuka. Bahwa kelatnya
persaingan telah menyeret beberapa dolder sebagai bagian dari upaya-upaya
memenangican persaingan. Bentuic-hentulc upaya yang melibatican dolder tefah
muncul dalam berbagai pemberitaan media massa yang lelah meresahkan
masyarakat maupun kalangan dolder. Karena itu pula dibuat panduan atau
standar yang lebih tegas yang dapat dijadikan pedoman bagi para anggota ID{
dalam bersilcap dan bertindalc atau belcetja sama dengan pihalc-pihalc lain.
Bahwa terdapat keluhan masyaralkat umum maupun kedolderan lerhadap hal-
hal yang dapat menurunkan citra dan martabat profesi kedolderan seperti:
dugaan kolusi cknum dokder dengan industri farmasi, ildan promosi di media
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elektronik yang mefibatkan sosok dokter, informasi fenfang pengobatan baru atau
affernalif yang belum tenyi dan terkesan mempromosikan diri sehingga dapat
menyesatkan masyarakat.

Berdasarkan sumpah dokter, KGDEKI dan nilai-nifai yang berlaku di

masyarakat maka berkaitan dengan promosi obat, kosmelika, alat dan sarana
kesehatan, makanan minuman dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Muitamar IDI menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1

Pada dasamnya dokier sama sekali tidak boleh mefibatkan di dafam pelbagai
kegiatan promosi segala macam komodili tersebut di atas, termasul barang-
barang jasa dan informasinya mengingat dokier adalah profesi yang
berdasarkan pada pengabdian fulus, panggilan hati nurani dan bertradisi
luhur membakiikan dirinya untuk kepentingan kemanusiaan, sementara
promosi sefalu terkait kepada kepentingan-kepentingan yang seringkali
bertentangan atau tidak menunjang tugas mulia kedokteran.
Wahana promosi yang mefibatikan sosok doider pada hakekainya adalah
wahana iimiah kedokteran yang fazim seperti peibagai temu ifmiah, jurnal
serta wacana imiah fainaya.
Pada prinsipnya dokler praldek tidak diperkenankan menerima komisi dan
hasil penjuafan suatu produk kedolderan yvang berkaitan dengan kegiatan
pelayanan kedokierannya, karena hal fersebut dapat menghifangkan
kebebasan profesinya.
Gieh karena itu hal-hal tersebut dibawah ini difarang difalulan oleh dolder
praldtek:
a. Menenma komisi atas penulisan resep obat/alat kedokieran dariindustri
farmasi/alat kedokieran terteniu.
b.  Melakukan ‘penekanan” kepada industri farmasi seperti pernyataan
tidak akan menuliskan resep obat-obat dar pabrk farmasi terfentu
Jika tidak memberi imbalan tertentu untulk kepentingan pribadinya.
¢. Mendapat atau meminta komisi darf sarana penunjang medis (misal
fabaratorium, radiologi dsb), atas pasien yang dirujuknya ke sarana
tersebut.
Promosi dalam bentul illan berbagai komodili tersebut di atas yang
melibatkan seorang dokier sebagai pemerannya harus senantiasa
dipandang sebagai berpeluang membahayakan dan menurunkan harkat
kemanusiaan apabila diterima oleh masyarakat awam yang tidak terdidik
dan tidak kritis karena mereka menganggap hal itu sefalu benar. Apalagi
khususnya pasien yang kondisinya seringkali tidak mampu lagi berpikir jernih
dan sufit melihat afternatif fogis.
Perbuatan dolder sebagai pemeran mandiri dan fangsung suatu ikian
promosi komoditi fersebut di atas yang dimuat media massa dan eldronik
sebagai iklan atau yang dapat ditafsirkan sebagai iklan merupakan
perbuatan tercela karena tidalk bisa menyingkirkan penafsiran adanya suatu
niat lain untuk remuji dir sendini sebagaimana yang telah ditentukan dafam
kode elik kedokieran. Walau bagaimanapun baiknya alktivitas promosi itu
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10.

dibaiasi oleh ketidalk mampuan media tersebut sebagai wahana komunikasi
ifmiah kedokieran sebagaimana cin-ciri utama suatu profesi.

Perbuatan dokder yang langsung menyebut, menulis atau hal-hal yang bisa
dikaitkan dengan penyebutan dan penufisan nama dagang dan atau sebutan
khas produl/komoditi tersebut merupakan perbuatan ftercefa. Apalagi
dengan menyebutkan jati dirinya sebagai dokier.

Perbuatan dokter sebagai pemeran tidal fangsung sosok dolter sebagai
iklan fayanan masyarakal, features, kolom/acara display, kolom/acara
hiburan, kofom/acara dialog, film dokumenter, film singkat, sinetron dan
lain-lain merupakan perbuatan tercela apabifa dilakukan dengan itikad
memuji dii sendiri, atau menyebutkan jaii dirinya bahwa ia seorang dokler,
atau ditayangkan atau diterbitkan berulang-ulang, baik sebagian alau
keseluruhan terbitan atau tayangan tersebut, atau karena oleh kalangan
rata-rata sejawat dokier fainnya ditafsirkan sebagai adanya anjuran untuk
memilih atau membela kepentingan komoditi tersebut dan atau oleh mereka
dianggap adanya ildan terselubung. Apalagi misi yang dibawakan hanyalah
masalah yang sehari-hari, yang remeh-remeh atau hanya mencerminkan
gaya hidup kefompok masyarakat lertentu yang lerbatas.

Perkecualian adalah bahwa untuk memerankan hal itu tidak ada seorangpun
artis non dokler atau mahasiswa kedokleran yang sanggup menjalankannya
atau keberadaan sosok dokier akan sangat membantu memberikan
informasi bagi keadaan yang benar-benar amat penting bagi jalan kefuar
dan masalah kesehatan masyarakat, alau keamanan bangsa dan negara
Indonesia

Perbuatan dolder sebagai pemeran langsung promosi komodili tertentu
kendatipun dalam wahana ilmiah kedolderan merupalian perbuatan tercela
bifa bertentangan dengan kepentingan kemanusiaan dan fujuan kedokteran
itu sendiri, lidak berandaskan pengetahuan kedokieran fertinggi dalam
bidangnya, belum diyakini sebagai produk yang banyak diberikan kepada
manusia yang sedang sakit, dan hal itu tidak akan dilakukan kepada dirinya
sendiri maupun sanak kefuarganya bifa mengalami haf yang sama. Apalagi
hal itu semata-mata hanya difakukan berdasarkan adanya kepentingan
memperoleh imbalan, fasilitas atau bantuan yang patut diduga akan
diperoleh dan pihal lain atau pihalc manapun juga, karena hal ini benar-
benar bertentangan dengan ofonomi praofesi yang bertanggung jawab.
fkatan Dokter Indonesia (IDI) mengecam segenap perbuatan dar pihak
mana pun dalam hal kegiatan promosi suatu produk atau komoditi yang
berupaya atau ditafsirkan sebagai upaya untuk menurunkan keluhuran
profesi kedokteran, apalagi haf itu difakukan dengan sengaja, dengan ittkad
tidak baik, hanya unituk kepentingan segefintir keformpok dalam masyarakat
tertentu, hanya merupakan masalah yang sesaal, remeh dan tidak
menyelesaikan kedudukan dokter sebagai sosok yang diharmati
masyarakat

fkatan Dokter Indonesia (IDf) menghimbau kepada pihak pers dan media
massa serta perikfanan dan masyarakat luas uniuk menghormat norma
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silkkap dan perilaku elis kedolkieran dan semua dokler Indonesia
sebagaimana yang telah dibakulkan dalam lafal sumpah dolder dan Kode
Elikk Kedokleran Indonesia.

11. fkatan Dokder Indonesia (1D} menghimbau kepada pelbagai pihak agar
tertebih dahulu mengikut serfakan dan mempertimbangkan pandangan
kalangan profesi kedolkleran dalam sefiap upaya promaosi semua komoditi
yang melibatkan sosok dokler sebagai pemerannya.

12. Perbuatan doldier yang menyiarkan, mempromosikan cara-cara
pengobatan “allernatif’ yang belum diterima kesahihannya dalam ilmu
kedokieran bailk pada media celak afau media elekironilk menupakan
perbuatan tercela karena hal tersebut dapat menyesatkan masyarakat
penigguna jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 7
Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang
telah diperiksa sendiri kebenarannya.

Penjelasan khusus yang terkait dengan “Surat Keterangan Medis”.
{Oleh: Dr. Budi Sampurno, Sp.F, 8H)

Sturat keterangan medis adalah lceterangan teriulis yang dibuat cleh dolder
untul tujuan tertentu tentang kesehatan atau penyaldt pasien atas permintaan
pasien atau atas permintaan pihalk ketiga dengan persetujuan pasien.

Surat leeterangan medis harus dibuat berdasarian hasil pemeriicsaan medis
yang secara lteknis medis relevan, memadai dan benar, serta diinterpretasilcan
dengan menggunalkan ilmu pengetahuan kedolderan yang telah diterima pada
saat itu {state-of-the-ar).

Dolder pembuat surat lceterangan medis tersebut harus dapat membuilditcan
kebenaran keterangannya apabila diminta. Dengan kalimat "memerilcsa sendiri
lebenarannya" sebagaimana tercantum dalam pasal ini berarti bahwa dolder
tersebut menginterpretasitan hasi-hasil pemerilcsaan medis yang telah diyalini
lebenarannya, bailc yang difalulannya sendin matpun yang difalulcan oleh
sejawatnya alau hasil konsultasinya.

Surat leterangan sehat diberifcan untulc memenuhi leperiuan terteniu. Perfu
diingat bahwa, sehat uniulc suaiu keperiluan tertentu membuduhican tinghat
kesehatan yang ltertentu pufa. Tingkat kesehatan untulc membuat surat izin
mengemutdi (SIM) berbeda dengan tingkat kesehatan uniulc masuk sekolah
atau perguruan tinggi, menjadi tentara, menjadi pitot dif. Oleh karena itu surat
leterangan sehat harus menyebutkan tujuannya, apakah untulcmembuat SIM,
mendaftar sekolah atau perguruan tinggi, dan sebagainya.

Surat keterangan sakit atau istirahat sakit harus dibuat beriaitan dengan
suatu keadaan saldt tertentu {pathology, impairment, disability dan handicap)
dan dituitilan sebagai salah satu upaya penyembuhan penyaldt tersebut.
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Keterangan ini tidalc menyebutlan diagnosis penyakitnya, melainian hanya
menyebutkan bahwa pasien sedang sakit dan membutuhian istirahat selama
jumiah hari tertentu. Namun, pada umumnya pemberian istirahat saldgt lebih
dari 14 fempat belas) hari mengharusian disebuinya diagnosis penyaldt pasien
tersebut.

Surat iceterangan medis yang dibuat atas permintaan resmi penyidilc yang
berwenang tentang hasil pemerilcsaan medis atas seseorang manusia, bailc
sewaldu hidup atatpun setelah meninggal, yang dibuat berdasarikan sumpah
dan menggunakan ilmu pengelahuan kedolderannya serta ditujulan untul
iepentingan peradilan pada umumnya, disebtt sebagai visum et repertum.
Namun demildan terdapat pula keterangan yang tidal disebut sebagai visum
et repertum mesidpun ditujulcan untulc icepentingan peradifan, seperti surat
iieterangan saldt untule tidale dapat menghadiri persidangan, kelerangan saldt
uniuictidalk diperilisa | diinterogasi, keterangan sakit bagi tahanan dan terpidana,
dan keterangan tentang kelayakan untulc disidangkan {fitness to stand trial).
Keterangan-keterangan seperti ini sebailknya dibuat cleh dokder yang bukan
sebagai doider pengcbat crang tersebut.

Pada halcelcainya sesecrang yang membutuhian perawatan inap di rumah
saldgt dapat dinyatalan sebagai salit dan tidalc dapat dimastidan ke dalam
tahanan (kecuali dalam rumah sakit tahanan) ataupun diajulan ke sidang
pengadilan.

Sefain itu, sesecrang yang memilili gangguan mental tertentu dapat
dinyatalcan sebagai "tidalkclayal diajuican ke pengadilan”. Kelayalan sesecrang,
diajulcan e pengadifan itu harus diputtisican oleh psildater dan diperoleh dar
statu pemerilssaan psilaatris yang adelual, serta melalui prosedur hulaum yang
berlaku.

Seorang tahanan ataupun terpidana bulaniah orang yang memilild halc
sipil yang penuh, sehingga ia tidalk memilili kebebasan penuh dalam memilih
dolder atau rumah saldt tempat ia akan dirawal. Dengan pertimbangan
iieamanan, penyidil atau jalsa penuntut umum berwenang menentuian tempat
perawatan tahanan setelah berkonsultasi dengan dolder. Dolder diharaplkan
uniule tidalke dengan mudah merujul pasiennya yang berstatus tahanan atau
lerpidana ke sarana lkesehatan diltar negeritanpa berlconsuftasi teriebih dahtilu
dengan pihal yang berwenang

Keterangan dolder dapat juga diberikan tidak dalam hentuic teriulis, misalnya
penjelasan lepada pasien dalam rangla pemenuhan hak pasien atas infermasi
medisnya atau dalam rangka memperoleh informed consent. Dalam hal ini doider
diharapkan memberilcan informasi yvang benar, jujur, lengkap, dan sejelas-
jelasnya sehingga pasien dapat memahami dan membuat lepuiusan dengan
bebas.

Pasal 7c
Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan
hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien

55

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



Penjelasan khusus yang terkait dengan “Uraian Hak-hak Pasien dan Hak-
hak Dokter”. (Oleh: Dr. Budi Sampurno, Sp.F, SH)

Hak-hak pasien telah diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu di dalam :

a. Declaration of Lishon (1991)

b. Penjelasan pasal 53 Ul No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

c.  Surat Edaran (SE) Ditjen Yanmed Deplees RI No YM.02.04.3.5.2504 tentang
Pedoman Halc dan kewajiban pasien, dolder dan rumah saldl.

d. Deldarasi Muldamar IDI 2000 tentang Halk dan kewajiban pasien dan doider

Dalam Deldarasi Lisabon (1991) halchak pasien tersebut adalah:

Hal memilih dolder

Halk dirawat dolder yang “bebas”

Halc menerima / menocial pengobatan setelah menerima informasi
Halk atas kerahasiaan

Halc mati secara bermartabat

Halk atas dukungan moral / spiritual

HO R0 T

Sedanglan dafam Ul Kesehatan disebutlcan antara fain:
Halc atas informasi

Hal atas “second opinion’

Hak memberikan perselujuan pengobatan / tindakan medis
Halc atas kerahasiaan

Halc pelayanan lesehatan

®a0 T

Selanjutnya hal-halk pasien secara rinci juga diurailan dalam SE Diljen
Yanmed Deplees RI Nc YM.02.04.3.5.2504 dan dalam Deldarasi Muldamar ID{
2000 tentang Halc dan kewajiban pasien dan dolder. Lebih jauh tentang halc-
halc pasien dapat difihat di bul “The Rights of Patients in Europe” {Leenen
didq 1983) dan “Elika Kedolderan Indconesia” (Samif, 2001).

Dolder harus menghormali halc sefawatnya, yang pada prinsipnya terdiri
dan halk profesi dan halk perdata. Sejawat berhak memperoleh kesempatan
untulc memprakdeldcan profesinya dengan bebas, elis dan bermartabat, serla
berhalc mengembangian silap profesionalismenya. Demilidan pufa tenaga
kesehatan lainnya juga memiliii halchalc profesi serupa yang harus dihormati
oleh dolder. Selain hak profesi di atas, dolder juga hartis menghormati hal-hal
sipil / perdata yang dimilild oleh seliap ocrang dalam diri para sejawatnya dan
lenaga kesehatan lainnya.

Menjaga kepercayaan pasien dilalutkan dengan cara melalkulan segala
sesuatu dengan ramah, sopan, penuh empali dan belas kasihan. Tentu saja
tanpa melupakan silkap etis, bertindalk sesuai standar profesi dan tidak
melakulkan tindakan yang tercela atau melanggar hukum.
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Pasal 7d
Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup
mekluk insani

a. Penjelasan khusus yang terkait dengan “Keikutsertaan Dokter dalam
Eksekusi Pidana Mati, termasuk Penyiksaan’ (Oleh: Dr. Budi Sampurna,
Sp. F, &H).

Profesi kedolderan adalah salu-satunya atau setidaknya profesi yang
pertama kali menyatakan dalam sumpah profesinya untulc belerja membela
peri-liemanusiaan, tidal alan melalaikan perbuatan yang bertentangan dengan
peri-lkemanusiaan, dan melindungi lehidupan manusia. Pemyataan inf pula
vang merdpalcan salah salu alasan yang menjaditan profest ledolderan menjadi
profesi yang fuhur dan bermartabat. Kata-kata “sejalk saat pembuahan” yang
ada dalam Kode Elilc Kedokteran Indonesia sebelumnya lelah dihifanglan
dengan pertimbangan sebagai beriled :

a. Bahwa esensilewajiban dolder uniulc melindungihidup insani adalah sejalc
awal kehidupan hingga alchir lcehidupan.

b. Bahwa alat kontrasepsi IUD vang telah diterima dalam masyarakat Indo-
nesia sebenarnya bekerja bulan dengan cara mencegah konsepsi
fpembuahan) melainkan dengan cara mencegah nidasi atau berarti
konsepsi lefah terjadi, sehingga norma penghormatan hidup insani sejalc
saat pembuahan menjadi tidak tepat lagi.

¢. Bahwa perliembangan ilmu dan teknologi ledolderan telah memungiinian
dilalailannya pembuahan in-vitro (bayi tabung) yang berdampalc adanya
hasil konsepsi yang tidal ditanam di ulerus.

d. Bahwa alas pertimbangan di alas pula maka dalam persidangan World
Medical Association Assembly ke-35 di Venice tahun 1983, maka text In-
ternational Code of Medical Ethics tidak mencantumican lagi lata "sejalc
saat pembuahan”.

Konsekuensi dan silcap menghormati lehidupan malduic insani ini adalah
bahwa setiap tindakan dolder yang melemaikan atau menghentikan atau tidak
berupaya mempertahanian suatu kehidupan manusia tanpa alasan yang dapat
dibenarian, dianggap sebagai tindakan yang tidak elis.

Deldarasi Tokyo adalah pemyataan dan World Medical Asscciation pada
tahun 1975 dalam persidangannya le 29 di Tolyo. Dalam preambul deldarast
ini dinyatalan bahwa dolderwajib tetap menghormati lkehidupan insani me sidpun
dalam keadaan diancam serta tidalc menggunalan iimu kedolderan untulctujuan
vang hertentangan dengan kemanusiaan.

Deldarasi Tolyo melarang dolder turut serta atau berpartisipasi dalam tindalan

penyilcsaan atau tindakan lain yang brutal, tidalc manusiawi atau merendalikan

martabat manusia. Dokler dilarang menyediakan cara, alat, bahan atau
pengetahuannya guna memudahkan terjadinya penyiksaan, termasuk
mengevaluasi kesehatan seseorang sebelum, selama dan sesudah
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penyiksaan guna kepentingan berjalannya penyilsaan itu: bahkan hadir di
termpat terjadinya penyilsaan pun dilarang.

Dalam hal ini penyilcsaan diartilan sebagai seliap tindakan kesengajaan
yang sistematilc atau ketidalc hati-hatian, yang merusalk fisilc atau mengakibatian
penderitaan mental sesecrang, yang difakulcan oleh satu orang atau lebinh yang
bertindalk sendiri atau atas perintah pihai yang berwenang, untulc memaksa
sesecrang guna mempercleh informasi, pengakuan atau untulc tujian fain.
WMA juga meresolusilcan suatu sitap hahwa adalah tidak etis bagi doiter yang
turut serta atau berpartisipasi dalam suatu elsekusi hulcuman mati, dengan
cara apapun, dan dalam tahap apapun dalam prose s elcselusi tersebut (Resolusi
WMA tahun 1981 dan 2000).

b. Penjelasan khusus yang terkait dengan “Letting Die Naturally Dan Mini-
mal Treatment Versus Euthanasia’. (Oleh: Dr. Iman Hilman. Sp.Rad,
MPH)

Pasal 7d yang mengharuskan dolder untulc “senantiasa melindungi hidup
malhiuic insani®, bersumber dan “ Sumpah Dolder” (yang berlaku sampai saat
ini, yaitu hasif penyempurnaan Rakemas MKEK-MPZ2A tahun 1993, khustsnya
lafal sumpah yang ke-6, 7 dan 8, ialah :

6. Saya tidaic alkan mempergunalkan pengetahtuan dolder saya untuk sesuatu
yang bertentangan dengan petikemantsiaan, sekalipun diancam.

7. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dan saat pembuahan.

8. Saya akan senantiasa mengutamalcan liesehatan pasien.

Dafam mengamallan kewajiban “melindungi hidup malchiulc insani” ini
secrang dolkier harus senantiasa mengingat hal-hal sebagai berilest :

1. Bahwa hidup mati sesecrang adalah mertupaican kelkuasaan Tiihan, dan
bahwa pada halkelkatnya manusia dalam menghadapi permasalahan hidup
dan mati ini harus berpedoman pada agama yang diantinya masing-
masing.

2. Bahwa betapapun majunya dan tingginya ilmu dan teknologi {iptek)
kedolkderan yang telah kita capai namun semua ini memiliki keterbatasan,
hingga pada batas terteniu secrang dolder harus mengakui bahwa dia
lidak lagi akan dapat berbuat sesuatu kecuali menyerahkan sepenuhnya
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

3. Bahwa perkembangan dan kemajuan IPTEK khususnya di bidang
kedolderan, di samping telah membawa banyalk manfaat bagi kehidupan
manusia, di pihaklain telah membawa persoalan baru yang terutama sangat
erat kaitannya dengan permasalahan moral, diantaranya telah membuat
laburnya batas-batas antara hidup dan mati, dan bahwa tugas dolder dalam
mefalailan intervensi medilc terhadap pasiennya bulan hanya seledar
bertujuan untulc “‘mempertahanican hidup dan memperpanjang usia”tetapi
juga harus mempertimbanglan “fwalitas hidup®, yaitu “hidup yang
bagaimana” yang harus ldla pertahanican itu,

4. Bahwa nilai-nilai moral dan agama febih mertipalan pedoman bagi seorang
dolder dalam bersilcap dan bertindalk sesuai kebenaran yang divakininya,
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dan yang harus dipertanggungjawabian kepada hati nuraninya sendiri
dan Tuhan yang sesuai dengan keyalkinannya masing-masing, sehingga
lebih bersifat subyeldif. Sementara yang lebih chyeldif ialah sumber hulum
berupa perundang-undangan yang mengatur permasalahan “hidup mati”
seseorang, khususnya yang berkaitan dengan saal-saat kritis dalam
rangkaian pengembangan di masa mendatang. Demildan pula bahwa Kode

Etilc Kedclteran sering tidak berdaya lagi dalam menghadapi isu-isu baru

sehagai alibat perubahan yang cepat dan drastis dari iptel kedolderan.

Mala dalam menghadapi semua kenyataan ini, pertama-pertama secrang
dolder sejalk awal harus menjalin hubungan yang bailc dengan pihak keluarga
pasien. Setiap pengambilan keputusan bail untul tujuan diagnostik, terapi
madpun berbagai tindakan lainnya, harus selalu dengan perselujuan pasien
dan atau keluarganya.

Dalam mengamailan pasal 7d KODEKI, yang berbunyi “Seliap dolder
harus senantiasa mengingat akan lkewajiban melindungi hidup malchiulcinsani®,
maka yang jelas difarang bailc oleh Kode Etilc Kedolderan, juga dilarang oleh
Agama matpun Undang-Undang Negara adalah perbuatan-perbuatan:

. Mengugurian kandungan (abortus) tanpa indilasi yang benar.

2. Mengakhir lkehidupan sesecrang pasien dengan alasan bahwa menurut
ilmu kedolderan penyalkit yang dideritanya tidalc mungkin lagi bisa
disembuhian (euthanasia).

Tindakan aborsi yang dibenarkan ofeh undang-undang sampai saat ini, y.i.
sebagaimana fermuat dalam UU No. 23 fahun 1992 fentang Kesehalan, Pasal
15, hanya dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil.
Dan inipun hanya dapat difakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahiian dan kewenangan untuk ini, serfa berdasarkan perfimbangan fim ahfi,
dan harus ada persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau
keluarganya, dan harus difakukan di sarana kesehatan fertentu (rumah sakit).
(Dan inipun PP-nya masih belum keluar). Tindakan aborsi atas indikasi-indikasi
lain seperti sosial, humaniter dan eugenelik, seperti di negara-negara lain, yang
bukan hanya untuic menolong si ibu, melainkan juga dengan pertimbangan demi
keselamatan si anak, baik jasmaniah maupun rohaniyahnya, sampai saat ini ? di
Indonesia belum ada undang-undangnya. Memang dengan alasan kemajuan
dalam bidang diagnostik prenatal, dengan dapat ditemukannya berbagai penyakit
bawaan yang berat dan penyakit genetik yang tidak memungkinkan bayinya dapat
hidup normal, sudah banyak tuntutan untuk dibuat undang-undang yang
memperbolehkan difakukannya tindakan aborsi dengan indikasi yang lebif fuas.
Dengan kemajuan iptek df bidang kesehatan reproduksi dan fertilitas, juga
banyak permasalahan yang tidak lagi bisa terjangkau cleh Kode Elik
Kedckteran; demikian pula yang ada dalam UU No. 23 tahun 1992, tentang
Kesehatan, masih terbatas pada “kehamilan di luar cara alami®(bayi tabung”).
yaitu sebagaimana divraikan dalam pasal 16 yang terdiri dan tiga ayat. Dalam
pasal 16 ini hanya menyebutkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alami
hanya dapat difakukan cleh pasangan suami isti yang syah, dan hasil
pembuahan sperma dan ovum dari suami istri tersebut ditanamkan dalam
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rahim istri dari mana pembuahan sperma dan ovum berasal, dan harus difalclcan
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kkeahlian dan lkewenangan uniulc itu,
serta dilakukan di sarana kesehatan tertentu {rumah sakit). Dalam pasal 16
dan UU No. 23 tahun 1992 ini, jelas bahwa “sewa rahim” {surrogate mother-
hood) tidak diperbolehican di Indonesia. sementara mengenai periakuan
terhadap sisa kelebihan embryo, penyimpanan embryo dan lain-lainnya yang
berkaitan dengan ini masih belum diatur. Kemungkinan akan dijabarkan
pengaturannya dalam PP yang masih belum dibuat.

Mengenal “euthanasia” aldhir-akthir ini banyalc menaril perhatian, lhustsnya
sehubungan dengan dampalk dan perikembangan dan kemajuan IPTEK
Kedokteran. Di satu sisi ini mempunyai nilai negatif karena istifah ini mempunyai
arti sebagai ‘pembunuhan tanpa penderitaan” {mercy killing) terhadap pasien
yang tidak dapat diharapkan lagi untulc disembuhlcan, namun di pihak fain ini
dapat dianggap sebagai bagian dan tindakan menghcrmati kehidupan insari,
karena ini juga dapat diartilkan “mengakhiri atau tidaic memperpanjang
penderitaan pasien” yang secara medis sudah lidak munglin lagi dapat
disembuhican. Pada dasarnya “euthanasia” dibedakan menjadi dua, ialah:

1. Euthanasia aldif, yaitu berupa tindalcan “mengalchiri lkehidupan” misalnya
dengan memberikan obat dengan dosis lethal kepada pasien.

2 Euwthanasia pasif, yaitu tindakan atau perhuatan “membiarian pasien
meninggal’ dengan cara misalnya tidal melalulan intervensi medik atau
menghentilannya seperti pemberian infus, maianan liwat sonde, alat bantu
pernafasan, tidalk melakulan resusitasi, penundaan operasi dan fain
sehagainya.

Mengenai etthanasia aldif, banyalcnegara yang menentangnya sekalipun
pada lkenyataannya sudah banyak negara yang mentolerir tindakan ini, di
Amerilca Serikat “euthanasia” lebih populer dengan istifah ‘physician assisted
suicide". Negara yang telah memberlakukan diperbolehicannya euthanasia lewat
Undang-Undang adalah Negeri Belanda, dan di Amerika Serilkat baru ada satu
negara bagian yang memperbolehlcan euthanasia (assisted suicide) ialah negara
bagian Oregon. Di Indonesia sebagai negara yang berazaskan Pancasiia,
dengan sifa yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak munglin
dapat menerima tindakan ‘euthanasia aldif”.

Mengenai “euthanasia pasif, adalah merupalan suatu “daerah lelabu”
karena memililki nilai yang bersifat "ambigu”, yailu di satu sisi bisa dianggap
sehagai perbuatan amoral, tetapi di sisi lain bisa dianggap sebagai perbuatan
mulia kcarena dimalksudian untuk tidak memperpanjang atau guna mengalkhiri
penderitaan pasien, dengan lebih membiarian penyalit yang diderita pasien
betjalan secara alamiah.

Bahwa dalam menghadapi pasien di althir hayainya, dimana iimu dan
lelmnologi kedolderan sudah tidal berdaya lagi untulc memberikan lcesemburhan,
hendalnya herpegang kepada pedoman sebagai berikut:

1. Sampaikan kepada pasien dan atau keluarganya keadaan yang
sehenarmya dan sejujurjujumya mengenai penyaldt yang diderita pasien.

2. Dalam keadaan dimana ilmu dan telnologi kedolderan sudah tidak dapat
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fagi diharaplan untulc memberi kesembuhan, maka upaya perawalan
pasien bukan lagi ditujulan umulc memperoleh kesembuhan melainian
harus lebih ditujulan untul mempercleh kenyamanan dan meringankan
penderitaan.

3. Bahwalindalcan menghentiian usia pasien pada tahap menjelang ajalnya,
tidak dapat dianggap sebagai suatu dosa, bahian patut dihormati. Namun
demildan dolder wajib untul terus merawatnya, sekalipun pasien dipindah
ke fasilitas fainnya.

4.  Beban yang menjadi tanggungan keluarga pasien harus diusahafkan
seringan mungkin, dan apabila pasien meninggal dunia, seyogyanya
bantuan diberilan kepada keluarganya yang ditinggal.

5. Bahwa apabila pasien dan atau keluarga pasien menghendald menempuh
cara ‘pengobatan alternalif” lidalc ada alasan untulc melarangnya selama
tidalk membahayalkan bagi dirinya.

6. Bahwa dalam menghadapi pasien yang secara medis tidak memungkinican
lagi untulcdisembuhican, termasulc penderita “dementia”lanjut, disaranian
untulc memberilcan “Perawatan Hospis” (Hospice Care).

Selanjutnya pedoman yang lebih rinci dan lebih telmis, adalah merupakan
lugas dari Komite Medil di setfap Rumah Saldt untulc menyusunnya.

Pasal 17
Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kedokteran/kesehatan.

a. Penjelasan khusus yang terkait dengan klonasi/cloning (diadopsi dari hasil
Keputusan Muldamar XXIll IDf tahun 1997, tentang Klonasi (Cloning)

Pendahultan

Reproduksi (kembang biak) manusia memang dianjurkan atau mungkin
diperintahkan oleh Tuhan. Dan melaksanakan anjuran/perintah Tuhan tersebut
adalah idaman setiap manusia yang mengaku beriman kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Tuhan telah memberi petunjuknya, vaitu melfalui perniiiahan anara
searang laki-fali dan seorang perempuan. Dan kembang biak freprodulesi) vang
terjadi dari pemikahan merupakan hasif keja-sama antara kedua orang yang
menittah tersebut. Secara rinci kerja-sama lersebut berupa persatuan anara
sel mani (sel sperma) dari si laki-laki dengan sel telur {ovum) dari si perempuan,
yang dari sudut kedolderan {biologi} dikenal sebagai fertilisasi. Lebih dalam lagi
persatuan kedua sel tersebut merupakan persatuan materi genelilc dan si lald-
laki fcalon ayah) dan dari si perempuan {calon ibu). Materi genetik yang
diturunican dari ayaht dan dari ibu, merupakan ‘nasab’ seseorang, yang tidak
akan dapat dipungkiri dan tidalk akan dapat ditiadakan. Setiap manusia memiliki
‘nasab’ atau hubungan genetilc dengan kedua orangtuanya (ayah dan ibunya).
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Klonasi, merupalkan cara reproduitsi salah satu maldulc hidup yaitu balderi
yang sangat sederhana. Balderi ‘membentul salinan dirinya {copy), yang dapat
dinilai kembarannya karena memilild materi genetilc yang sama dengan balderi
asainya. Melalui cara ‘reprodulcst’ ini, balderi memperbanyalc diri, dari 1 menjadi
2, lalu menjadi 4 dan kemudian menjadi 16 dst. Proses tersebut dalam
mikrobiologi dittenal sebagai ‘cloning’, yang walapun merupalan cara reprodulsi
{pada balderi), pada dasamya berbeda dan reprodilesi pada organisme (mahlulc
hidup) tinglat lebih tinggi seperti umpamanya kodol ikan, burung, sapi apalagi
manusia. Reproduisi (kembang biak) cara balderi dikenal secara umum sebagai
reproduksia seksual. Pada berbagai mahiulc hidup bulcan balderi. reprodufcsinya
secara umum serupa dengan manusia, yaitu ada pertemtuan antara sel lkkefamin
dari indulc jantan dan sel kelamin dari indulc betina, dan dilcenal sebagai
reprodulcsi seicsual.

Pada reprodulesi selcsual dilcenal adanya induic jantan dan indulc betina,
tetapi pada Idonasi freprodulesi aseksual) tidalcterdapat indulc jantan dan indulc
betina. Secara alami, reprodulcsi aselisual merupakan upaya reproduicsi maldulc
hidup tinglat rendah.

Kionasi selfaringan pada manusia sebenamya bulkan hal baru kkarena bio-
teknologi ini dapat dimanfaatian di bidang kedolderan. Penelitian dan
pengembangan antigen dan zat anti monoldonal, yang dapat digunalcan dalam
segi diagnosis dan pengobatan penyaldt tertentu memang telah dilaleilkan.
Klonasi hewan yang sekarang ini terbuldi dapat difakulcan di masa mendatang
alian membuka era baru dalam bidang embriclogi. Melalui idonasi hewan alan
dapat dilakulan penelitian idonasi organ, yaiu membuat reprodulesi organ
tertentu, tanpa melalui reprodulcsi hewan secara utuh/iengiap. Penelitian
semacam ini alkan sangat bermanfaat, dalam upaya untulc menyedialaan organ
tertentu, yang nantinya dapat ditransplantasilan kepada crang yang memang
memeriukan transplantasi organ tubuh tertentu.

Klonasi pada manusia secara teoritilc alcan dapat saja dilakutan pada masa
mendatang. Setelah lkeberhasilan melakulcan pengldonan pada domba. Melalui
upaya lersebut, manusia direproduksi tanpa menyatukan sel kelamin/materi
genelilc dan ayah fiald-lalg dan sel lcefamin/materi genetilcdan ibu (perempuan).
Seandainya Idonasi manusia dilaicut@an, manusia hasif Idonasi tersebut tidale
memilild ayah dan ibu. Keadaan ish. jelas berbeda dan manusia lain yang nor-
mal. Manusia hasil ldonasi tersebut memilild hubungan genetilc hanya dengan
manusia sumber idonasi. Dan karenanya manusia hasil Idonasi {yang merupalkan
cara reproduksi kembang-bialc balderi), dapat dinilai ‘sederajat atau setingiat’
dengan halderi.

Berdasartican lenyataan yang diurailcan seperti tersebut di atas, upaya
reprodulcsi manusia dengan cara kdonasi, akan sangat mentrunkan derajat dan
martabat manusia, sampai dapat disamakan dengan derajat-martabat balderi.
Dan sudut sosial dan hulum, upaya reprodulesi secara ldonasi juga akan
mengacaukan sister/pranata sosial dan hulcim manusia, karena manusia hasil
idonasi tersebut tidalc memilild ayah dan ibu.
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licatan Dokder Indonesia melalui Muldamar yang ke X0 tahun 1997 di

Padang, menyalakan sebagai berild ;

1. Menolak dilakukannya k!onas: pada manusia, karena upaya itu
mencerminikan pentrtinan derajat serta rnartabat manusia sampai setingiat
dengarn balderi menghasifican manusia yang tidak memilili ayah dan ibu
alami maupun genetil, yang kebih lanjut alcan merusak sistem/pranata
hutlcim dan sosial manusia. Dalam kaitan dengan penciakan tersebut,
menghimbau para ilmuwan khususnya dolder agar tidalk mempromasikan
idonasi dalam kaitan dengan reproduld manusia.

2. Mendorong ilmuwan untulc tetap memanfaatican bio-telmnologi Idonasi,

2.1 pada seljaringan dalam upaya meningkatian derajat kesehatan
melalui al. pembuatan zat antf atau antigen monoidonal, yang dapat
digunakan dalam banyak bidang kedolderan bailc aspelk diagnosis
matipun aspek pengobatan.

2.2 pada sel atau jaringan hewan dalam upaya penelitian lkemunglinan
melalukan idonasi organ, serta penelitian febin lanjut kemunglkinan
diaplilasilcannya kionasi organ manusia untulc dirinya sendiri.
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Addendum 2:
Penjelasan Khusus yang Terkait dengan Proses Implementasi KODEKI (Hasil
Mukernas Etika Kedckteran Ill), April 2001.

l. PENDAHULUAN

Profesi dokter sejak awalnya merupakan profesi yang luhur dan mulia yang
ditunjukkan oleh adanya 6 sifat dasar yang harus dimiliki deh setiap dokter yang
terdiri dari
Sifat ketuhanan.
Kemurnian niat.
Keluhuran budi
Kerendahan hati.
Kesungguhan kerja
Integritas ilmiah dan sosial.
Kode etik kedckteran disusun agar 6 sifat dasar tersebut dapat dilaksanakan
pada pengamalan profesi kedokteran. Kita menyadari, pada saat ini banyak kritik
masyarakat terhadap implementasi Etik Kedokteran. Hal tersebut tentunya tidak
terlepas dan 6 sifat dasar yang membuktikan keluhuran dan kemuliaan profesi dokter
tersebut diatas. Tiga sifat terakhir yaitu kesungguhan kerja, kerendahan hati,
integritas ilmiah dan scsial dapat disaksikan masyarakat secara kasat mata dan
obyektif yang bisa disebutkan sebagai dimensi sosial, tetapi sifat dasar lainnya,
seperti kemurnian niat merupakan dimensi franscendental yang hanya dirasakan
oleh yang bersangkutan sehingga bersifat subyektif dan hanya diketahui oleh yang
bersangkutan dan Tuhan.
Sejalan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Kode
Etik Kedokteran pada pengamalan profesi kedokteran, dirasa perlu adanya Proses
Implementasi Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEK]I).

R

. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KODEKI
Etika tidak bisa dilepaskan dan moral yang berarti sikap, kebiasaan yang

terbentuk dari sebuah proses yang lama dalam suatu masyarakat yang bisa

mempengaruhi pada implementasi etika, dan hal tersebut tentunya berlaku pula

untuk implementasi KODEK].

Faktor-fakter yang mempengaruhi implementasi KODEK] adalah, sebagai berikut :

2.1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pada urmumnya para dokter mengetahui pertama kali tentang Kode Etik
Kedckteran adalah pada waktu kuliah di Fakultas Kedokteran. Qleh karena
salah satu mata kuliah di Fakultas Kedckieran adalah Etik Profesi. Namun
dengan belum adanya standarisasi penyelenggaraan Fakultas Kedckieran
yang berkaitan dengan KODEKI| maka pemaharnan KODEKI cleh para dokter
menjadi tidak sama. Di lain pihak pengenalan dan pemaharnan KODEKI
perlu dilakukan berkesinambungan, dengan belum terstandarisasinya
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22

2.3.

24

25.

26.

kursus etik profesi maka berdampak pula terhadap pengenalan dan
pemahaman KODEKI terhadap para dokter saat ini. Berdasarkan hal
tersebut, maka pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap
implementasi KODEKI.

FAKTOR INTRINSIK INDIVIDU

Di atas telah diuraikan bahwa etika tidak bisa dilepaskan dan moral yang berarti
sikap, kebiasaan yang terbentuk dan sebuah proses lama yang bisa
menunjukkan sikap yang baik dan sikap yang buruk. Dan kita ketahui sikap
dan kebiasaan tersebut dapat dipengaruhi cleh faktor instrinsik individu.

LINGKUNGAN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA, HUKUM

Seorang dokter dalam mengimplementasikan KODEK! dapat dipengaruhi oleh
lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan hukum. Oleh karena perubahan
lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan hukum akan merubah pula sistem
nilai, yang pada akhirnya akan berdampak pula terhadap implementasi KODEK.

PENGAWASAN

Belum berfungsinya pengawasan secara optimal, mempengaruhiimplementasi
KODEKI. Lemahnya pengawasan telah menyebabkan KODEKI tidak
dilaksanakan dengan baik dan malahan ada yang melanggarnya. Oleh karena
itu, pengawasan memegang peran penting dalam implementasi KODEK].

PENEGAKAN BAGI PELANGGAR

Lemahnya pengawasan yang berdampak terhadap pelanggaran KODEKI perlu
ditindaklanjuti dengan penegakan bagi pelanggar. Dengan adanya penegakan
bagi pelanggar diharapkan implementasi KODEKI| dapat berjalan dengan baik.

HUBUNGAN DENGAN PROFESI KESEHATAN DAN INSTANS| TERKAIT
Para dckter dalam melaksanakan kegiatannya dapat berhubungan dengan
profesi kesehatan lainnya dan dapat pula berhubungan dengan instansi terkait.
Hubungan tersebut tentunya akan mempengaruhi para dokter dalam
mengimplementasikan KODEKI.

PROGRAM IMPLEMENTASI KODEKI
Perubahan sosio-ekonomi masyarakat yang diikuti dengan meningkatnya

pendidikan masyarakat telah merubah sistem nilai dan perilaku di masyarakat.
Perubahan sistem nilai dan perilaku para dokter yang pada gilirannya telah
mengurangi pengamalan profesi kedokteran. Hal tersebut terlihat bahwa pada
gaat ini banyak kritik masyarakat terhadap implementasi KODEKI. Kiritik
masyarakat terhadap implementasi KODEK]| tersebut tentunya tidak terlepas
dari adanya enam sifat dasar yang harus membuktikan keluhuran dan kemurnian
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profesi dokter yaitu ketuhanan, keluhuran budi, kemurnian niat, kesungguhan
kerja, kerendahan hati dan integritas ilmiah dan sosial. Oleh karena itu program
implementasi KODEKI sangatlah penting. Dengan adanya program implementasi
diharapkan adanya kejelasan arah dan tujuan implementasi KODEKI yang pada
akhimya diharapkan meningkatkan citra dokter Indonesia yang pada saat ini
sedang menurun.

Proses implementasi KODEKI terdiri dari :

3.1. FASE PERSIAPAN

Pada fase persiapan ini yang diperlukan adalah standarisasi dan pedoman.
Fase persiapan ini diharapkan dilaksanakan di Pengurus Besar IDI {IDI Pusat)
dan DI Wilayah. Langkah-langkah yang dilakukan pada fase persiapan sebagai
berikut:

3.1.1. Pengurus Besar IDI melalui MKEK Pusat diharapkan dapat
menyusun standarisasi pendidikan Fakultas Kedokteran yang
berkaitan dengan KODEKI. Dengan adanya standarisasi diharapkan
semua mahasiswa Kedokteran di Indonesia mendapat bekal
KODEKI yang sama sehingga dalam melakukan implementasi juga
sama. Standarisasi pendidikan tersebut meliputi :

+ Sillabi etik profesi

* Buku ajar KODEKI dan Keprofesian
+ Sillabi kursus

* Buku pedoman untuk kursus

» Kualifikasi tenaga pengajar

+ Modul etik

3.1.2. mengingat budaya masing-masing wilayah tidak sama maka
standarisasi pendidikan Fakultas Kedokieran yang berkaitan dengan
KODEKI perlu ditindgklanjuti oleh IDI Wilayah untuk membuat
pedoman-pedoman yang disusun oleh IDI Wilayah diharapkan dapat
membantu dan memperjelas implementasi KODEKI di wilayah.

3.2. FASE PELAKSANAAN

Agar dapat melaksanakan implementasi KODEKI dengan baik maka harus
dimulai sejek menjadi mahasiswa kedokieran sampai menjadi dokter dan
melaksanakan kegiatan sebagai profesi dokier. Berdasarkan hal tersebut,
pelaksanaan implementasi KODEKI sebagai berikut :

3.2.1. Pendidikan under graduate di Fakultas Kedokteran (S 1)
Pengenalan, penghayatan dan pemahaman KODEKI perlu dilakukan
sedini mungkin, yaitu melalui pendidikan under gradtate di Fakultas
Kedokteran. Dengan dimulainya pengenalan dini diharapkan para
dokter dapat mengetahui, memahami, menghayati dan
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mengamalkan & sifat dasar yang membukiikan keluruhan dan
kemuliaan profesi dokter.

3.2.2. Kursus terstruktur, tatap muka dan jarak jauh cleh Lembaga
Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan {PKB) IDI.

Agar KODEKI dapat terus diingat coleh para dokter maka perlu ada
pelatihan/kursus yang terstruktur mengenai KODEKI. Kursus dapat
menggunakan sistern tatap muka tetapi juga dapat dengan sistemn
jarak jauh. Dengan sistem jarak jauh diharapkan cakupan pesertanya
dapat lebih banyak dan dengan hasil yang tidak berbeda dengan
sistern tatap muka. Misalnya melalui Tefe Conference, Tele Seminar.

3.2.3. Kuliah etik pada tiap PKB/Perternuan ilmiah
Tak dipungkiri PB IDI maupun IDI Wilayah sering mengadakan
pertemuan ilmiah atau menyelenggarakan PKB. Pertemuan ilmiah
dan PKB tersebut dapat merupakan wahana yang baik untuk
melakukan sosialisasi KODEKI| secara berkesinambungan dan
berkelanjutan. Disarankan atau agar dibuat kebijakan cleh PB IDI
bahwa sebelum PKB/pertemuan lImiah dilaksanakan perlu diawali
dengan Kultum {Kuliah Tujuh Menit) mengenai KODEKI.

3.2.4. Kursus Etik bagi anggota MKEK
Di dalam struktur organisasi IDI, MKEK mempunyai pengenalan,
penghayatan dan pemahaman yang sarma mengenai KODEK| maka
anggota MKEK wajib mengikuti Kursus Etik. Disarankan MKEK Pusat
membuat Kursus Efik bagi MKEK Wilayah, sedangkan MKEK Wilayah
membuat Kursus Etik bagi MKEK Cabang.

3.2.5. Melaksanakan dan mengembangkan fungsi-fungsi dalam struktur
crganisasi MKEK.

3.2.6. Pemberdayaan panitia etik/Komite Etik dirumah sakit dalam membuat
kebijakan. Untuk menangani rmasalah etik di rumah sakit, maka setiap
rumah sakit wajib mempunyai panitia etik/komite etik. Kewajiban ini
telah tertuang dalam standar akreditasi rumah sakit. Harus diakui
panitia etik/komite etik di Rumah Sakit (RS) pada saat ini belum
berfungsi optimal dan kurang diberdayakan. Agar implementasi
KODEK!|di RS dapat berjalan dengan baik maka pengawasan secara
berkesinambungan perlu dilakukan. Panitia etik/lkemite di RS
diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tersebut.

3.2.7. Koordinasi dengan profesi kesehatan lain dan institusi lain terkait.
Implemnentasi KODEKI sangatlah dipengaruhi cleh profesi kesehatan
lain dan institusi lain terkait cleh karena itu dalam relaksanakan
implementasi KODEKI perlu melakukan koordinasi dengan profesi
kesehatan lain dan institusi lain terkait. Sebagai contoh kerja sama
dckter dengan perusahaan farmasi dapat diantisipasi dengan
melakukan koerdinasi dengan profesi farmasi, dengan dilaksanakan
kode etik kedckteran dan kode etik farmasi diharapkan dapat
meminimalkan pelanggaran etik profesi tersebut. Dilain pihak Badan
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3.3.

3.4.

3.5

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menganggap kerja sama
dokter dan perusahaan farmasi bukanlah merupakan pelanggaran
etika tetapi merupakan pelanggaran hukum, IDI dan ISFI harus
melakukan koordinasi dengan institusi terkait untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.

PENGAWASAN/EVALUASI

Sudah menjadi sifat manusia, apabila tidak diawasi maka berani melakukan

pelanggaran. Oleh karena itu, implementasi KODEKI perlu diikuti dengan

sistem pengawasan/evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Hal-hal yang peru dilakukan pada pengawasan/evaluasi adalah sebagai

berikut :

a. MKEK melaksanakan pengawasan secara aklif dan pasif. Agar ada
kejelasan siapa, kapan dan bagaimana melakukan pengawasan/
evaluasi maka PB IDI melalui MKEK Pusat diharapkan dapat membuat
pedoman pengawasan/evaluasi yang merupakan acuan umum,
sedangkan 1Dl Wilayah melalui MKEK Wilayah membuat petunjuk
teknis pengawasan/evaluasi yang merupakan penjabaran pedoman
yang disusun PB IDI melalui MKEK Pusat sesuai dengan budaya,
situasi dan kondisi wilayah.

b. Panitia Elik RS sebagai pemantau di RS
Seperti disebutkan diatas bahwa RS wajib mempunyai panitia etik
maka panitia etik di RS ini diharapkan dapat secara optimal melakukan
pengawasan secara aktif maupun pasif implementasi KODEKI. Oleh
karena itu panitia etik RS diharapkan mempunyai prosedur tetap
pengawasan/evaluasi KODEKI serta pencatatan dan pelaporan
masalah etik.

c. Perlu adanya pelaporan kasus etik secara berkala dan berjenjang.
Perlu dikembangkan format laporan kasus etik dan tata cara pelaporan
secara berkala dan berjenjang.

PENEGAKAN IMPLEMENTASI ETIK

Penegakan implementasi etik dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

3.4.1. Panitia etik RS memecahkan masalah etik di rumah sakit

3.4.2. Panitia etik RS merujuk pelanggaran etik yang tidak bisa diselesaikan
di RS ke MKEK/MAKERS! (Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit).

34.3. MKEK menangani kasus etik pengaduan dan masyarakat.

3.4.4. Dalam penanganan masalah etik harus memperhatikan ketentuan
hukurn dan etika lain yang berlaku.

ORGANISASI MKEK

Yang paling penting dalam organisasi MKEK adalah kedudukan MKEK
dengan IDI. Mengacu kedudukan MKEK Pusat, maka MKEK Wilayah
diharapkan berkedudukan sejajar dengan IDI Wilayah dan dapat bekerja
secara otonom.
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IV. LAIN-LAIN

4.1 Pengurus Besar IDI melalui MKEK Pusat agar membuat fatwa
mengenal kasus terminal state

4.2. IDI,PERSI, GP Farmasi dan ISFl agar membuat “guidelines”yang
jelas tentang ketentuan promosi obat, alat kesehatan dan kosmetik
dan sekaligus membuat badan penyelesaiannya.

4.3. Pelanggaran ketentuan promosi agartidak dijadikan sebagai produk
hukum tetapi sebagai masalah etika.

44. IDUVIMKEK dan PERSI/MAKERSI agar bersama-sama membuat
model untuk terciptanya Hospital By Laws.

4.5. IDldan ISFl agar terlibat langsung dalam audit dan sertifikasi obat
tradisional.

4.6.  Agar Dl membuat tim tetap penguji kesehatan pejabat tinggi negara
sambil menunggu dikeluarkan ketentuan perundangan.

4.7. IDI dan pejabat kesehatan setempat melakukan pengawasan
terhadap penggunaan tenaga dokter asing di wilayah masing-
masing.

V. PENUTUP

Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
kewajiban dokter, yaitu kewajiban umum, kewajiban kepada pasien,
kewajiban kepada diri sendiri dan teman sejawatnya. Keharusan
mengamalkan kode etik disebutkan dalam lafal sumpah dokter yang
didasarkan pada PP No. 26 tahun 1960. Ini berarti terbuka kemungkinan
memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik.
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KATA PENGANTAR
BUKU STANDAR PROFESI
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM PAPDI

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada akhirnya buku Standar
Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam PAPDI dapat
diselesaikan. Dengan terbitnya buku ini, maka segala sesuatu
yang berhubungan dengan tugas-tugas, hak dan kewajiban serta
pelayanan dan pengabdian masyarakat untuk Dokter Spesialis
Penyakit Dalam dapat lebih jelas. Buku ini sangat bermanfaat dan
dapat digunakan oleh seluruh Dokter Spesialis Penyakit Dalam
yang bertugas di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit
swasta dan fasilitas kesehatan lainnya di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas profesi, dokter spesialis
penyakit dalam selain berkaitan dengan bidang pelayanan dan
pengabdian masyarakat, juga dituntut melaksanakan pendidikan
dan penelitian dimana membutuhkan pengetahuan yang lebih
mendalam dengan tujuan memajukan dan mengembangkan
ilmu penyakit dalam. Oleh karena itu, buku standar profesi
penyakit dalam ini sangat bermanfaat dan diperlukan agar dapat
diketahui apa saja yang dapat dan yang boleh dilakukan oleh
seorang dokter spesialis penyakit dalam (kompetensi) beserta
hak dan kewajibannya.

Standar profesi yang dibutuhkan oleh seorang dokter
spesialis penyakit dalam meliputi pengetahuan dan keterampilan
yang mencakup bidang-bidang disiplin ilmu penyakit dalam yang
pendekatannya bersifat holistik yaitu sebagai berikut :

Bidang Alergi Imunologi Klinik
Bidang Gastroentero-Hepatologi
Bidang Geriatri

Bidang Ginjal- Hipertensi

Bidang Hematologi-Onkologi Medik
Bidang Kardiologi
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Bidang Metabolik

Bidang Psikosomatik

9. Bidang Pulmonologi

10. Bidang Reumatologi

11. Bidang Tropik-Infeksi

12.Bidang Kedaruratan Medik (di UGD dan di Ruang Perawatan
Ketat (HCU)

Pada akhirnya Tim Penyusun mengucapkan banyak terima
kasih kepada Ketua Umum PB PAPDI yang telah memberikan
perhatian yang sangat besar dalam pembuatan buku ini, kepada
para nara sumber dari Departemen Kesehatan Rl yang telah
memberi masukan dan sarannya, juga kepada para medistor di
Divisi lingkungan Departemen Ilmu Penyakit Dalam serta tidak
lupa kepada Tim PPDS Penyakit Dalam-FKUI/RSCM yang telah
membantu dalam penyusunan buku ini.

o0

Jakarta, 25 April 2004
Tim Penyusun

Dr. Herdiman T. Pohan, SpPD, KPTI
Ketua
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SAMBUTAN KETUA UMUM PB PAPDI

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas
keberhasilan penyusunan buku Standar Profesi Dokter Spesialis
Penyakit Dalam. Kami menyampaikan selamat dan penghargaan
yang tinggi kepada Tim Penyusun buku Standar Profesi Dokter
Spesialis Penyakit Dalam PAPDI dan kepada Tim PPDS Penyakit
Dalam FKUI/ RSCM yang telah membantu terbitnya buku ini
serta kepada para medistor Divisi Departemen Ilmu Penyakit
Dalam FKUI/RSCM yang telah berpartisipasi dalam penyusunan
buku ini.

Dengan terbitnya buku Standar Profesi Dokter Spesialis
Penyakit Dalam PAPDI ini, diharapkan akan semakin jelas
segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas, hak
dan kewajiban serta acuan yang lebih mendalam menyangkut
profesionalisme tugas seluruh dokter spesialis penyakit dalam
di rumah sakit pemerintah dan swasta serta fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya di seluruh Indonesia.

Seiring dengan arus era globalisasi serta dalam rangka
meningkatkan profesionalisme dokter spesialis penyakit dalam
dan menunjang program-program Pemerintah, khususnya
Departemen Kesehatan Rl dalam mencapai Indonesia sehat 2010,
diharapkan buku standar profesi dokter spesialis penyakit dalam
ini menjadi acuan/pegangan atau kompetensi dokter spesialis
penyakit dalam di tingkat regional maupun nasional bahkan
dapat bersaing dalam tingkat internasional.

Untuk mencapai keberhasilan pelayanan yang berkualitas,
disamping mengacu pada buku Standar Profesi Dokter Spesialis
Penyakit Dalam yang sudah dirancang dengan sebaik-baiknya
sebagai kompetensi dokter spesialis penyakit dalam, tetapi juga
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harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan
sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan, untuk itu dokter
spesialis penyakit dalam harus selalu berupaya meningkatkan
pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun non
formal.

Semoga buku Standar Profesi Dokter Spesiatis Penyakit
Dalam ini dapat membantu membuka wawasan sebagai
kompensasi yang harus dimiliki dokter spesialis penyakit dalam
di rumah sakit dalam pelayanan dan pengabdian masyarakat,
dan semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan meridhoi
segala aktivitas para dokter spesialis penyakit dalam seluruh
Indonesia. Amin.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

Ketua Umum

Ketua Umum

Prof. Dr. H.A. Aziz Rani, SpPD, KGEH
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam bidang kedokteran pada umumnya dan ilmu penyakit dalam
khususnya, maka perlu adanya panduan bagi tugas-tugas, hak dan
kewajiban, pelayanan, tujuan dan falsafah Profesi Dokter Spesialis
Penyakit Dalam di Indonesia. Secara umum Profesi Dokter Spesialis
Penyakit Dalam bertujuan memupuk persatuan seria lesadaran
mengembangkan dan memajukan pengetahuan Ilimu dhyakit
Dalam untuk diamalkan bagi kepentingan lesejahteraan bangsa
khususnya dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Dalammelaksanakan tugas, Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam
terkait dengan Tri Tugas (3 tugas) yaitu; Bndidikan dan Penelitian,
Pelayanan Medis serta Pengabdian Masyarakat. Snua tugas-tugas
profesi tersebut akan dapat terlaksana bila semua Dokter Spesialis
Penyakit Dalam menyadari perannya dalam bidang organisasi kesehatan
formal yang mencakup diantaranya Departemen Kesehatan (Depkes)
dan organisasi lain yang terkait dalam pelayanan kesehatan misalnya
organisasi kesehatan non formal seperti lembaga sosial kesehatan
masyarakat,yayasan-yayasan kesehatan serta Badan Kesehatan Dunia
(WHO) dan lain-lain. Oleh sebab itu, profesionalismec dalam bidang [lmu
Penyakit Dalam harus menunjang program pemerintah dalam bidang
kesehatan baik lokal, regional, nasional atau internasional diantaranya
mencakup program Departemen Kesehatan RI, Departemen Pendidikan
Nasional RI, Departemen Sosial RI dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas profesi seorang ahli penyakit dalam
harus menjunjung tinggi sikap humanisme, projesionalisme, memegang
teguh etika kedokteran, etika sosial dan etika nasional.

Dalam menangani suatu kasus penyakit dalam, seorang ahli penyakit
dalam tidak saja berpikir untuk menentukan diagnosis dan menatalaksana
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pasien, tetapi juga berpikir mengenai prognosis dan upaya pencegahan
agar kondisi sakit pasien tersebut tidak cepat memperburuk keadaan
pasien, dimana semua proses atau hasil tindakan harus dapat terukur
dan di prediksi terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan penilaian/
standarisasi yang dapat memberikan pedoman/acuan tentang semua hal
tersebut di atas.

Lembaga profesi mempunyai kewajiban secara moral untuk
melindungi masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
para anggotanya dalam ruang lingkup profesi spesifiknya. Perkembangan
selanjutnya mengarah pada kewajiban dan kewenangan secara hukum
untuk menentukan standar kemampuan pofesional minimal
dan standar pelayanan yang dapat diberikan untuk kpentingan
masyarakat luas. Hal ini diriyatakan dalam bentukSertifikasi.

Untuk menjalankan profesi yang dapat dilaksanakan dengan
profesional dan bersifat holistik tersebut, Pengurus Besar Perhimpunan
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) berusaha
menyusun Standar Profesi Dokter Spesialis Pnyakit Dalam sebagai
acuan dalam menjalankan profesi sebagai Dokter Spesialis Penyakit
Dalam. Standar profesi ini dilengkapi juga dengan syarat-syarat
Sertifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang dokter spesialis penyakit
dalam berupa kewenangan secara hukum melalui suatu Registrasi urtuk
dapat menunjukkan keahliannya dan melakukan praktek profesi secara
mandiri dan profesional di masyarakat.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para dokter spesialis
penyakit dalam dan pihak terkait yang menunjang profesi ini.

B. PENGERTIAN DAN TUJUAN

Standar profesi adalah batasan kemampuan pengetahuan,
keterampilan dan sikap profesional(knowledgeskill and pofesionai
attitude) mnimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter spesialis
penyakit dalam untuk melakukan kegiatan profesionalnya kepada
masyarakat secara mandiri.

Standar profesi ditetapkan okh Pengurus Besar Perhimpunan
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) dengan
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memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di dalam negeri
serta perkembangan profesi secara global.

Standar profesi mempunyai tujuan urtuk meningkatkan
kualitas pelayanan profesi dokter spesialis penyakit dalam secara
berkesinambungan sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat secara optimal.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar profesi dokter spesialis penyakit dalam
mencakup:

1. Standar profesi medik
a. Pengetahuan dan keterampilan 12 bidang penyakit dalam yang
bersifat holistik.
b. Tatalaksana tindakan kedaruratan (di Unit Gawat Darurat
(UGD) dan di ruang perawatan ketat/High Care Unit (HCU)).
c. Terapi suportif dan paliatif pada kasus penyakit dalam.
2. Bidang area dan kompetensi yang harus dikuasai oleh dokter
spesialis penyakit dalam.
Standar Profesi ini berkaitan dengan standar pedoman/panduan
lainnya yaitu Standar Alat (termasuk di dalam buku ini) dan Pdoan
Pelayanan Medik (PPM) penyakit dalam.

Standar Alat berisi berbagai Jenis peralatan medik yang harus dan
dapat digunakan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang terbagi
mcenjadi alat instrumen medis (g¢etoskop, tensimeter,dll), alat elektro
medis (MRI, EKG, dll) dan alat bantu non elektro medis (pirometeri,
ergometer, dll) serta alat canggih (FRCP set, RFA set, dll). Standar
Pelayanan Medik (SPM) aclah buku pedoman yang memuat panduan
aplikasi atau Standar proses penatalaksanaan pasien secara lebih luas
dan rinci.

D. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum standar profesi dokter spesialis penyakit dalam adalah
sebagai berikut :
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UU. RI No. 23/92 tentang Kesehatan

PP. RI No. 16/94 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
PP. RI No. 32/96 tentang Tenaga Kesehatan

SKB tiga menteri ; Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri.

*  No. 544/MenKes/SKB/X/81

*  No. 0430a/U/1981

* 324 A Tahun 1981

tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan
Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah Yang Digunakan Untuk
Pendidikan Dokter

KepMenKes. RI No. 1207.A /Menkes/VI11/2000 tentang Pendaya-
gunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Kode etik kedokteran Indonesia

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAPDI:

*  PasalV : Tujuan

»  Pasal VI : Usaha

* Pasall :  Wilayah

»  Pasal III . Kegiatan PAPDI

Keputusan Kongres Nasional (KoNas) PAPDI
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1.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM (INTERNIS)

BIDANG ORGANISASI
l.a. INTERNAL
1.b. Ekstemal

l.a. BidangOrganisasi Internal

Mengembangkanstrukturorganisasi StafMedik Fungsional
(SMF) atau Unit Penyakit Dalam di Rumah Sakit tempat
bekerja.

Mengembangkan dan melengkapi bidang-bidang atau sub
unit di dalam SMF atau unit penyakit dalam di Rumah
Sakit yaitu subunit pendidikan, pelatihan/diktat, subunit
administrasi keuangan, subunit pelayanan dan pengabdian
masyarakat serta subunit tindakan medik (endoskopi,
bronkoskopi, hemodialisis, fungsi biopsi, USG dan lain-
lain).

1b.Bidang Organisasi Eksternal

Internis bersedia duduk dalam manajemen/organisasi
Rumah Sakit (Direktur, Wakil Direktur, Kepala Seksi,
Ketua Komite Medik dan lain-lain), dalam rangka
menunjang program Rumah Sakit.

Internis bersedia duduk dalam organisasi Departemen
Kesehatan, Dirias Kesehatan.

Internis  bersedia  berpartisipasi dalam organisasi
perumahsakitan seperti PERSI, Panitia Akreditasi dan
lain-lain.

Internis bersedia berpartisipasi dalam organisasi profesi:
IDI, PAPDI dan perkumpulan seminat seperti PERKENI,
PERNEFRI dan lain-lain.

Internis bersedia berpartisipasi dalam organisasi LSM
bidang kesehatan seperti Yayasan Jantung Koroner,
Yayasan Peduli Ginjal (YADUGI), Yayasan Diabetes
Indonesia (YADiriA), PERSADIA dan lain-lain.
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6

BIDANG PROFESI

2.a. Pendidikan dan Penelitian
2.b. Pelayanan Medik
2.c. Pengabdian Masyarakat

2.a. Pendidikan dan Penelitian

Seorang ahli penyakit dalam harus selalu mengikuti

perkembangan ilmu, dan di sisi lain juga dapat memberikan

kontribusi terhadap perkembangan ilmu tersebut, yang mana

dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan dan penelitian.

Kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian meliputi

*  Mengikuti pelatihan, kursus, simposium dan seminar.
Mengembangkan kemampuan internis seperti biopsi.
USG, endoskopi dan bermacam - macam modul terapi.
Menyelenggarakan pelatihan, kursus, simposium dan
seminar dengan melibatkan perawat, bidan dan tenaga
medik lainnya dengan tujuan memberikan kontribusi
pengetahuan dan pendidikan yang didapat kepada orang
lain dan masyarakat luas

*  Melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil
penelitian ke dalam dan luar negeri

2b. Pelayanan Medik
¢  Memberikan pelayanan rawat jalan/poliklinik, konsultasi
UGD, Intensive Care Unit @U), ruang perawatan ketat
(HCU).
*  Memberikan pelayanan rawat inap, konsultasi dengan
bagian lain diruang rawat inap.
¢ Melakukan tindakan-tindakan medik di ruang rawat inap.

2.c. Pergabdian Masyarakat
¢ Memberikan edukasi kepada masyarakat.
*  Membantu pelayanan kesehatan di masyarakat.
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PERKEMBANGAN ILMU PENYAKIT DALAM

Ilmu kedokteran merupakan ilmu yang berkembang secara diriamis
dan memiliki konsep etis yang terkandung di dalamnya. Keberadaannya
ditunjang oleh suatu proses berkelanjutan dari kebiasaan memikirkan
konsep proses biologik, observasi klinis guna mendapatkan suatu
diagnosis atau beberapa diagnosis bandirig, yang nantinya berlanjut
dalam upaya pemecahan masalah. Dasar kedokteran klinis tersebut di
atas diletakkan oleh disiplin ilmu yang diberi nama Ilmu Penyakit
Dalam.

[lmu Penyakit Dalam yang terus berkembang ini merupakan satu-
satunya soko guru dari berbagai ilmu kedokteran lainnya. [lmu Penyakit
Dalam (/nternal medicine) merupakan ilmu klinis utama yang menangani
masalah kesehatan dan penyakit mulai dari usia remaja hingga orang tua.
Pengetahuan spesialis penyakit dalam mencakup pemahaman kesehatan
dan penyakit yang mengakui keutuhan perilaku, fisiologi dan patologi
manusia.

IImu Penyakit Dalam memiliki unsur-unsur yang saling terkait satu
samalaindantidak terpisahkan yaitu alergiimunologi, gastroenterologi,
geriatri, ginjal hipertensi, hematologi onkologi, bepatologi,
kardiologi, metabolik endokrin, tropik infeksi, psikosomatik,
pulmonologi dan reumatologi, yang selalu berpijak pada dasar-
dasar kedokteran klinis sehingga saling melengkapi atau menunjang
secara terpadu. Keterpaduan dari berbagai aspek ini membuahkan
satu pendekatan [lmu Penyakit Dalam yang holistik. Keterpaduan itu
merupakan ciri atau esensi dari [Imu Penyakit Dalam.
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Gambar 1. Bagan kesatuan unsur-unsur Ilmu Penyakit dalam yang bersifat holistik
(12 bidang Ilmu Penyakit Dalam)
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BAB I
STANDAR PROFESI

PENGERTIAN

Standar profesi adalah batasan kemampuan pengetahuan,
keterampilan dan sikap profesional (knowledge, skill and pfesional
attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter spesialis
penyakit dalam untuk melakukan kegiatan profesionalnya kepada
masyarakat secara mandiri.

Sertifikasi adalah pemberian pengakuan telah memenuhi standar
profesi yang diberikan dan ditanda tangani oleh PB PAPDI.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam adlah tenaga kesehatan
yang mampu melakukan pemeriksaan penyakit dalam paripurna dan
tindakan pengobatan penyakit dalam umum sesuai Kurikulum Program
Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia.

DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam dibedakan menjadi:

1. Dokter spesialis
a. Kriteria umum

»  Telah mengikuti pendidikan terstruktur di lembaga
pendidikan dalam negeri yang terakreditasi

*  Lulus ujian Profesi Nasional (ujian Board)

b. Kriteria khusus*

*  Menguasai dasar-dasar pengetahuan (ilmiah) dan
keterampilan dengan wawasan holistik sehingga mampu
menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan
cara menyelesaikan masalah kesehatan bidang ilmu
penyakit dalam

*  Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan
yang dikuasainya dalam kegiatan produktif untuk
meningkatakan mutu pelayanan kesehatan Bidang Ilmu
Penyakit Dalam dengan sikap perilaku berlandaskan
keprofesional yang kokoh
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* Mampu bersikap dan berperilaku profesional dalam
membawakan diri berkarya dalam berkehidupan bersama
di masyarakat

*  Mampu mengikuti perkembangan dan mengembangkan
ilmu pengetahuan teknologi dan atau art yang merupakan
keahliannya

* Mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang
dimilikinya guna kepentingan masyarakat (sebagai
pendidik)

- dikutip dari Kurikulum [Bndidikan Dokter Spesialis
Peryakit Dalam Indonesia, tahun 2003, BAB TUJUAN
DANARAH PENDIDIKAN, Pasal2, No (3) tentafigjuan
Perdidikan Kurikuler (Intruksional)

2. Dokter spesialis luar negeri

Memiliki sertifikat/verifikasi dari organisasi profesi di negara
yang bersangkutan

Memenuhi standar profesi/kurikulum PB PAPDI

Sertifikat Bahasa Indonesia

Surat keterangan sehat

Psikotest dan wawancara kultural

Telah mengikuti proses adaptasi

Lulus ujian Profesi Nasional (ujian Board)

3. Dokter spesialis konsultan dan spesialis konsultan luar negeri =
akan dibahas dalam buku lain
Standar profesi yang dibutuhkan okh seorang Dokter Spesialis
Penyakit Dalam (SpPD) meliputi pengetahuan dan keterampilan dalam
12 bidang penyakit dalam yaitu sebagai berikut

A.BIDANG ALERGI - IMUNOLOGI KLINIK PENY AKIT
DAL AM

A.1.BidangAlergi-Imunologi Klinik meliputi tatalaksana rawat
jalan maupun rawat inap pasien yaitu :
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WXL R W=

10.
11.
12.
13.

Rinitis alergika

Asma bronkial

Aspergilosis bronkopulmoner alergik
Alveolitis alergik/pneumonits hipersensitif
Urtikaria dan angioedem

Dermatitis atopik

Dermatitis kontak

Lupus eritematosus sistemik (LES)
Penyakit imunodefisiensi = (Acquired immune defiency
syndrome/AIDS)

Syok anafilaksis

Alergi makanan, alergi obat

Sindrom vaskulitis

Penyakit autoimun = Auto immun disease

A.2. Keterampilan Bidang Alergi- Imunologi Klinik meliputi:

1.

S0 P [N

Spirometri

Tes tusuk (Skin prick test)
Tes tempel (Patch test)

Tes obat (Test provokasi obat)
Tes provokasi bronkus

B.BIDANG GASTROENTERO - HEPATOLOGI
PENYAKIT DALAM

B.1. Bidang GastroenterologiPenyakit Dalam meliputi tatalaksana
rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu

1.

Penyakit kantung empedu

*  Kolelitiasis

*  Kolesistitis

Penyakit pankreas

*  Pankreastitis akut/ kronik
e Tumor

Penyakit pada sistim bilier
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*  Batu saluran empedu
*  Tumor pada sistim bilier
4. Penyakit esofagus
*  Varises
e Tumor
*  Gangguan motilitas pada esofagus : Achalasia
» Infeksi pada esofagus : Esophagitis candidiasis
»  Gastroesofged reflux disease (GERD)
»  Esofagitis karena pil
*  Esofagitis korosif
*  Esofagitis radiasi
5. Penyakit gaster dan duodenum
*  Qastritis, gastropati, duodenitis
»  Ulkus peptikum
* Neoplasma
» Infeksi Helicobcaterpylori
6. Penyakit pada usus halus
»  Infeksi kronis pada usus halus
*  Tumor usus halus
7. Penyakit kolon
* Infeksi kronis pada kolon
e Tumor
»  Konstipasi
» Irritable Bowel Syndrome (IBS)
*  Inflammatory Bowel Disease
»  Kolitis radiasi
8. Penyakit anorektal
*  Hemoroid
»  Fisura ani
*  Pruritus ani
e Tumor
9. Tatalaksana dan penilaian nutrisi
»  Total paranteral nutrisi
*  Nutrisi oral dan enteral
10. Fistula enterokutan
11. Malabsorpsi
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B.2. Keterampilan Bidang Gastroenterologi meliputi

B.3.

XNAN R WD =

Pemasangan Nasogastric tube/flocare

Pemasangan selang Sengstaken blakemore tube (SB tube)
Anuskopi diagnostik

Gastrokopi diagnostik (dengan sertifikasi)

Hemostatik perendoskopi (dengan sertifikasi)

Kolonoskopi diagnostik(dengan sertifikasi)

Skleroterapi hemoroid (dengan sertifikasi)

Polipektomi perendoskopi (dengan sertifikasi)

BidangHepatologi Penyakit Dalam meliputi tatalaksana rawat
jalan maupun rawat inap pasien yaitu

9 SlESapen B W D —

Kelainan hati herediter & familier

Ikterus obstruktif

Kelainan hati pada penyakit sistemik

Hepatitis virus akut

Hepatitis virus kronik

Drug induced hepatitis

Hepatitis autoimun

Perlemakan hati alkoholik dan non alkoholik
Sirosis hati dengan atau tanpa hipertensi portal

. Peritonitis bakterialis spontan
. Karsinoma hati primer

. Metastasis keganasan pada hati
. Ensefalopati hepatikum

. Kolelitiasis

. Kolangitis akut

. Kolesistitis

. Kanker kantung empedu

. Cholangiocarcinoma

. Penyakit hati pada kehamilan
. Abses hati amuba

. Abses hati piogenik
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B.4. Keterampilan Bidang Hepatologi meliputi :

1.
2.

A

Ultrasonografi (USG) abdomen

Biopsi hati aspirasi dan terpimpin pada hepatoma (dengan
sertifikasi)

Aspirasi cairan abses (dengan sertifikasi)

Punksi cairan asites

Peritoneoskopi (dengan sertifikasi)

Endoscopic Retigrade Cholangio Pancreatography REP)
(dengan sertifikasi)

Percutaneous ins Billiary Drainage (PTBD) (dengan
sertifikasi)

Biopsi hati membuta (Blind Liver Biopsy)

Injeksi etanol perkutan (dengan sertifikasi)

. Terapi Radio Fequency Ablation (RA) pada hepatoma

(dengan sertifikasi)

C. BIDANG GERIATRI PENYAKIT DALAM

C.1.Bidang Geriatri Penyakit Dalam meliputi tatalaksana rawat
jalan maupun rawat inap pasien yaitu

PN kW

—_ = = = \O
W= o

Gangguan kognitif/ demensia dan delirium
Malnutrisi

Infeksi

Dehidrasi

Gangguan elektrolit

Depresi

Inkontinensia (urin dan alvi)
Sinkope/gangguan keseimbangan/jatuh
Imobilitas

Ulkus dekubitus

. Penyakit akibat obat
. Gangguan indera
. Gangguan pengunyahan

14 Standar Profesi Penyakit Dalam

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



C.2.Keterampilan Bidang Geriatri meliputi

1.
2.
3.

4.
5.

Pemasangan sonde lambung (flocare)

Pemasangan cateter urin

Keterampilan penilaian geriatri secara paripurna terdiri dari:
*  Penilaian fungsi kognitif

*  Penilaian status mental

*  Penilaian status fungsional

Keterampilan perawatan ulkus dekubitus

Keterampilan lingkup gerak sendi

D. BIDANG GINJAL - HIPERTENSI PENYAKIT DALAM

D.1.Bidang Ginjal Hipertensi meliputi tatalaksana rawat jalan
maupun rawat inap pasien yaitu :

X GBS JiE 1D —

9.

10.
11.
12.

13.

Infeksi saluran kemih non komplikata dan komplikata

Batu saluran kemih

Nefropatiobstroktifakut/kronis

Nefropati kronis asam urat

Nefritis intersisialis

Glomerulonefritis akut/kronis

Sindrom nefrotik

Kelainan ginjal pada penyakit sistemik (diabetes melitus (DM),
LES, sindrom hepatorenal, leptospirosis, intoksikasi obat)
Gagal ginjal akut

Penyakit ginjal kronis = Chronic kidney disease (CKD)
Akut pada penyakit ginjal kronik (PGK)

Terapi pengganti ginjal (Renal eplacement therapy)
hemodialisis, peritonealdialisis, transplantasi ginjal

Hipertensi

D.2. Keterampilan Bidang Ginjal - Hipertensi meliputi

1.
2.
3.

Pemasangan kateter urin
Pungsi supra pubik
USG ginjal
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4. Biopsi ginjal (dengan sertifikasi)
5. Peritonealdialisis
6. Hemodialisis (dengan sertifikasi)

E.BIDANG HEMATOL OGI - ONKOLOGI MEDIK PENY AKIT
DAL AM

E.1. Bidang Hematologi - Onkologi Medik meliputi tatalaksana
rawat jalan maupun rawat inap pasien yaitu :

1. Sistem hemopoesis
*  Anemia:
* Anemia aplastik
* Anemia hemolitik autoimun = Auimmun haemolvtic
anemia (AIHA):
- Tipe warm
- Tipe cold
*  Anemia hemolitik non imunologik:
- Talasemia
- Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)
- Anemia defisiensi G6PD
- Malaria
* Anemia pada penyakit kronik
* Anemia pada gagal ginjal kronik
* Anemia defisiensi besi
* Anemia akibat obat-obatan
* Anemia pada usia lanjut
* Lekopenia non imunologik:
- Lekopenia akibat penyakit
- Lekopenia akibat obat-obat kemoterapi sitostatika
- Limfopenia pada AIDS
* Trombopenia non imunologik:
- Trombopenia akibat penyakit
- Trombopenia akibat obat-obat kemoterapi sitostatika
» Bisitopenia/pansitopenia:
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- Hipersplenisme
- Histoplasmosis
- Virus (contoh hepatitis)
2. Sistem trombopoesis
» ldiopatic Thombocytopenic Purpura (ITP) akut
¢ ldiopatic Thombocytopenic Purpura (ITP) kronik
*  Trombopati
*  Trombositopenia akibat lain

3. Penyakit mieloproliferatif
*  Leukemia Granulositik Kronik (LGK)
»  Polisitemia vera/sekunder
*  Trombositosis esensial
e Mielofibrosis

4. Keganasan dan pra kanker mieloid
*  Leukemia mieloblastik akut (LMA)
» Sindrommielodisplasia = Myelodxiplaria syndrome (MDS)

5. Kelainan limfoproliferatif
* Leukemia limfoblastik akut (LLA)
* Limfoma non Hodgkin
e Mieloma multipel
*  Leukemia limfositik kronik (LLK)

6. Hemostasis dan trombosis
« Disseminated intravascular coagulationli®=Koagulasi
Intravaskular Diseminata (KID)
»  Fibrinolisis
*  Hiperagregasi trombosit
*  Hiperkoagulasi Defisiensi Anti Trombin (AT) III
*  Defisiensi protein C/S
*  Hiperfibrinogenemia
*  Sindrom antifosfolipid
*  Hemofilia AB
*  Penyakit von Willebrand
*  Trombosis vena
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e Trombosis arteri
*  Emboli paru

7. Imunohematologi transfusi darah
*  Inkompatibilitas mayor
*  Inkompatibilitas minor
*  Antigen/antibodi langka
»  Reaksi transfusi akut (termasuk pencegahan)
*  Reaksi transfusi lambat (termasuk pencegahan)
»  Transfusi darah amen dan rasional
*  Transfusi darah masif

8. Onkologi umum
*  Karsinoma payudara
» Karsinoma ginekologi
* Karsinoma paru
»  Karsinoma nasofaring
»  Karsinoma kolorektal
*  Osteosarkoma
*  Tumor jaringan lunak
* Karsinoma tiroid
+  Karsinoma urogenital
»  Karsinoma kulit
e Karsinoma kepala leher

9. Onkologi medik

*  Terapi suportif pada pasien kanker

- Efek mielosupresi: infeksi neutropenia, leukopenia,
trombopenia

- Transfusi darah
- Nyeri pada pasien kanker
- Nutrisi pada pasien kanker
- Gangguan saluran cerna

»  Kemoterapi standar

»  Efek samping kemoterapi
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E.2. Keterampilan Bidang Hematologi - Onkologi Medik
meliputi :

1.
2.

(98]

15.
16.
17.
18.
19.

Aspirasi sumsum tulang

Biopsi sumsum tulang

Biopsi jarum halus kelenjar getah bening (KGB)/tumor =
Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB)

Penyuntikan kemoterapi intratekal (dengan sertifikasi)
Pemasangan nutriket (dengan sertifikasi)

Tindakan aferesis(dengan sertifikasi)

Hemogram

Hemostasis

Agregasi trombosit

. Morfologi darah tepi
. Sitologi sumsum tulang (dengan sertifikasi)

Sitokimia sumsum tulang (dengan sertifikasi)

. Sitologi KGB/tumor/sitokin (dengan sertifikasi)

Imunofenorrping smsum tulang/darah tepi/KGB (dengan
sertifikasi)

Sitogenetika sumsum tulang/darah tepi (dengan sertifikasi)
Mutasi gen sumsum tulangi darah tepi (dengan sertifikasi)
Golongan darah sistem ABO-Rh

Crossmatching

Coombs test

F. BIDANG KARDIOLOGI PENYAKIT DALAM

F.I. Bidang Kardiologi meliputi tata laksana rawat jalan maupun
rawat inap pasien yaitu :

RIS

Gagal jantung

Demam rematik dan penyakit katup jantung (MS, MI, AS, dll)
Penvakit jantung anemia

Penyakit jantung hipertensi

Penyakit jantung tiroid (hiper dan hipotiroid)

Penyakit jantung aterosklerotik : Penyakit jantung koroner/PJK
iskemik Miocard infark (MCI)
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*

10.

11.
12.

Kor pulmonal

Perikarditis, endokarditis, miokarditis

Disritmia jantung

- Bradikardia (A-V blok, SA, SSS)

- Tadhyaritmia

- Vertricle extra systole (VES)

- Cardiac arre$

- Fibrilasi atrium = Atrial fibrilation

- Atrial flutter

- Non Papxysmal A/jmrctional tachycardy
Penyakit jantung bawaan

- Atrial sepral defect (ASD)

- Ventricular sepral defect (VSD)

- Patent ductus arteriosus (PDA)
Kardiomiopati

Penyakit pembuluh darah perifer/ Peripherevascular disease
(PVD)

F.2. Keterampilan Bidang Kardiologi meliputi :

I.
2.
3.
4.
1.

2.
3.

Keterampilan Non Gawat Darurat

Elektrokardiografi (EKG) dan interpretasinya

Uji latih jantung = Treadmill exercse test (dengan sertifikasi)
Ekokardiografi dan doppler (dengan sertifikasi)

Kerja di ICCU (dengan sertifikasi)

Keterampilan Gawat Darurat

RCP = Resusitasi jantung paru (RJP)

Defibrilasi

Pemasangan Central venous pressure ({P) kecuali vena
jugularis

Pemasangan Endotraded tube (ETT)
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G. BIDANG METABOLIK - ENDOKRIN
PENYAKIT DALAM

G.1.BidangMetabolik - Endokrin meliputi tats laksana rawat jalan
maupun rawat inap pasien yaitu

1. Diabetes melitus (DM)
a. DM tipe 1
DM tipe 2
DM tipe lain
DM gestasional
b. Komplikasi DM
o Akut:
- Hipoglikemia
- Ketoasidosis diabetik
- Koma hiperosmolar non ketotik
*  Kronik
- Mikroangiopati :
- nefropati DM
- retinopati DM
- Makroangiopati :
- penyakit vaskular otak
= Chronic vascular disease (CVD)
- penyakit arteri koroner
= Coronary arteriole disease (CAD)
- penyakit vaskular perifer
= Paifer vascular disease (PVD)

- Kaki diabetik
2. Kelainan kelenjar timid:
1. Struma :
e Difusa:
- toksik
- non toksik
¢ Nodosa :
- toksik
- non toksik
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Hipertiroidisme dan hipotiroidisme
Penyakit graves

Tiroiditis akut, subakut, kronik

5. Kanker tiroid

3. Kelainan lipid
*  Dislipidemia Primer/sekunder
*  Sekunder pada :
- DM
- sindrom nefrotik
- terapi estrogen
- usia lanjut
- Gagal ginjal kronik
Penyakit hati kronik
. Famlhal/dldapat
- Didapat pada :
- obesitas
- sedentary life style
» Hiperkolesterolemia, hipertrigliserida, campuran

e

4. Kelainan kelenjar paratiroid/metabolisme kalsium
*  Hiperparatiroidisme primer
»  Hipoparatiroidisme
»  Hiperkalsemia, hipokalsemia
*  Osteoporosis/osteomalasia

5. Penyakit kelenjar hipofisis
e Tumor hipofisis
*  Hiperfungsi hipofisis :
- Hiperprolaktinemia
- Akromegali / gigantisme
*  Hipofungsi hipofisis :
- Panhipopituitarism
- Dan lain-lain
*  Diabetes insipidus
« Syndrome of inappopriate anti diuretic hormone
(SIADH)
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6. Kelainan kelenjar adrenal:
*  Gangguan korteks adrenal :
- Cushing syndrome
- AddisonEs disease
*  Gangguan medula adrenal = pheochromositoma

7. Obesitas:
e Sindroma metabolik

8. Kelainan reproduksi
*  Pria: Hipogonadisme, ginekomastia, andropause
*  Wanita: Amenore primer dan sekunder, menopause,
hipogonadisme, Hipogonadotropik, Polycystic wary
syndrome (PCOS), galaktorea

G.2.Keterampilan Bidang Metabolik-Endokrinologi meliputi

» Perawatan kaki diabetes (gangren, ulkus)
» Biopsi aspirasi jarum halus = FNAB tiroid
* Pungsi kista timid

» Sidik tiroid (Thyroid scanning)

»  USG tiroid (dengan sertifikasi)

e Tes supresi deksametason

» Tes toleransi glukosa oral (TTGO)

» Tes toleransi insulin

» Tes valsava/Tes neuropati otonom

e Tes stimulasi TRH

» Tes stimulasi TSH (atau PTU)

» Tes supresi T3 (atau T4)

*  Watr deprivation test
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H. BIDANG PSIKOSOMATIK PENYAKIT DALAM

H.1.Bidang Psikosomatik méputi tata laksana rawat jalan maupun
rawat inap pasien yaitu :

1. Ansietas dan beberapa variannya

2. Depresi

3. Gangguan campuran ansietas dan depresi

4. Gangguan somatisasi

5. Ketidakseimbangan vegetatif (Vegetative imbalance)
6. Sindrom hiperventilasi

7. Neurosis kardiak

8. Dispepsi fungsional

9. Sindrom kolon iritabel

10. Fibromialgia

11. Nyeri psikogenik (psikosomatik)

12. Gangguan tidur = Insomnia

13. Gangguan makan = Eating disorders

14. Gangguan seksual - disfungsi seksual psikogenik dan disfungsi

ereksi

15. Sindrom fatique kronik

16. Penyalahgunaan obat/NAPZA (Narkotik, psikotropik dan zat
adiktif lain): komplikasi, terapi dan rehabilitasi

17. Beberapa masalah ko-morbiditas

18. Teminal Care

19. Cephalgia

20. Dan lain-lain, sesuai perkembangan bidang Psikosomatik

H.2.Keterampilan Bidang Psikosomatik meliputi :

1. Anamnesis longitudirial status psikis
2. Pemeriksaan status psikis dan kognitif
3. Penggunaan beberapa kuesioner/inventori status psikis :
» Inventori depresi, misalnya : Beck depression inventory
(BDI)
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* Inventori ansietas, misalnya : Hamilton anxiety rating
scale
+  SCL-90
4. Psikoterapi superfisial dan perilaku

|. BIDANG PULMONOLOGI PENYAKIT DALAM

1.1. Bidang Pulmonologi meliputi tata laksana rawat jalan maupun
rawat inap pasien yaitu :

1. Penyakit infeksi paru
a. Tuberkulosis paru
b. Pneumonia didapat di masyarakat = Community acqued
pneumonia (CAP)
c. Pneumonia nosokomial = Hospital acquired pneumonia
(HAP)
d. Pneumonia aspirasi dan pneumonitis aspirasi
e. Pneumonia pada pasien dengan imunokompromais
f. Empiema
g. Abses paru
2. Komplikasi paru pada AIDS
a. Pneumonia pada penderita AIDS
b.  Komplikasi paru non infeksi pada penderita AIDS

3. Penyakit paru obstruktif
a. Penyakit paru obstruktif kronis = Chronic Obstructive
Pulmonal Disease (COPD)
b. Asma bronkial
c. Fibrosis kistik
d. Penyakit bullae

4. Penyakit paru vaskular
a. Emboli paru
b. Hipertensi pulmonal
c. Kor pulmonal
d. Vaskulitis paru
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5. Penyakit paru interstisial
Sarkoidosis

Fibrosis paru idiopatik
Bronkiolitis

Pneumonitis hipersensitif
Pneumonitis radiasi
Pneumonitis lupus
Pneumonitis eosinofilik

© o o o

6. Penyakit paru deposisi dan infiltratif
a. Histiositosis paru

7. Gangguan ventilasi
8. Sleep apnoe syndrome

Penyakit paru yang berhubungan dengan pekerjaan

(Occupational lung disease)

10. Penyakit paru yang berhubungan dengan lingkungan

(Environmental lung disease)
a. Polusi udara

b. Penyakit pernapasan yang berhubungan dengan

ketinggian
c. Penyakit paru yang berhubungan dengan menyelam
11. Penyakit paru yang di induksi obat

12. Neoplasma paru

Nodul paru soliter

Karsinoma paru bronkogenik
Karsinoma paru non bronkogenik
Efusi pleura maligna

Komplikasi sistemik karsinoma paru
Tumor paru jinak

Kanker paru sekunder/ metastasis

N

13. Kelainan pleura
a. Efusi pleura
b. Pneumotoraks
c. Mesotelioma, tumor pleura primer lainnya
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14. Penyakit medistinum
a. Kelainan medistinum

15. Kelainan diridirig dada
16. Gangguan fungsi diafragma
17. Penyakit paru pada kehamilan

18. Manifestasi paru dari penyakit sistemik

Infeksi paru dan acute lung injury pada penyakit sistemik
Komplikasi paru dan pleura pada penyakit jantung
Aspek paru pada penyakit hati

Manifestasi paru pada penyakit gastrointestinal
Manifestasi paru pada penyakit metabolik endokrin
Manifestasi paru pada penyakit kolagen dan vaskular
Manifestasi paru dan pleura pada keganasan ekstra paru

QMmoo e o

19. Evaluasi paru pada operasi paru dan non paru

20. Evaluasi kelainan paru pasta operasi paru dan non paru

. Keterampilan Bidang Pulmonologi meliputi :

Spirometri dan interpretasinya

Uji bronkodilator

Fisioterapi dada

Terapi inhalasi

Terapi oksigen

Oropharyngeal airway- nasopharyngeal airway
Intubasi orotrakeal dan nasotrakeal

Ventilasi non invasif

Suction faring dan ETT

Pungsi pleura diagnostik

Pungsi pleura terapeutik dan water sealed drainage (WSD)
mini

12. Biopsi pleura

13. Pleurodesis

14. Biopsi trans torakal

=2 00Nk Ly
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15. Biopsi aspirasi jarum halus kelenjar getah bening leher
16. USG paru

17. Bronkoskopi (dengan sertifikasi)

18. Ventilasi mekanis (dengan sertifikasi)

J. BIDANG REUMA TOL OGI PENYAKIT DALAM

J.1. Bidang Reumatologi meliputi tats laksana rawat jalan maupun
rawat inap pasien yaitu :

a. Artritis reumatoid

b. Juvenile chronic arthropaty

c. Kristal artropati : artropati gout, psedogout, artropati kristal
lainnya

d. Spondiloartropati seronegatif : spondilitis ankilosa, arthritis
psoriatik, reiter dan arthritis psoriatik

e. Osteoartritis

Osteoporosis

Penyakit inflamasi jaringan ikat : LES, skleroderma, syogren,

polimyositis, dennatomyositis

Fibromyalgia

Vaskulitis

Aurtritis septik

Beberapa kelainan akibat cedera olah raga

Penyakit reumatik non artikular

g
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J.2. Keterampilan Bidang Reumatologi meliputi

Penilaian status rematik khusus berikut rekam mediknya
Aspirasi cairan sendi lutut dan menganalisanya
Suntikan intraartikular

Rehabilitasi dini

Pemeriksaan densitas massa tulang

Injeksi kortikosteroid struktur periartikular

mo a0 o
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K. BIDANG TROPIK DAN INFEKSI PENYAKIT DALAM

K.l. Bidang Tro pik dan Infeksi Penyakit Dalam meliputi tatalaksana
rawat jalan dan rawat inap pasien dengan :

1. Infeksi virus . Cacarair,infeksiEntero-adenovirus,
demam dengue, demam berdarah
dengue, rabies, influenza, herpes,
mononukleus infeksiosa, Infection,
Human Immunodifency \frus
(HIV), chikungunya.

2. Infeksi bakterial :  Demam tifoid, disentri basiler,
lepra, plague, eltor, shigelosis.

3. Infeksi spirochaeta :  leptospirosis, rabite fever

4. Infeksi protozoa : amubiasis, malaria, giardiasis
toksoplasmosis

5. Penyakit cacing

6. Filariasis

7. Diare akut

8. Sengatan matahari, gigitan ular, dan binatang berbisa

9. Fewer of Unknown Origin (FUO)

10. Intoksikasi

11. Infeksi nosokomial

12. Sepsis dan renjatan septik

13. Infeksi pada penderita imunokompromais, usia lanjut,
kehamilan, pengguna NAPZA dan penderita HIV.

14. Infeksi akibat toksoplasma, rubella, sitomegali, herpes
(TORCH)

15. New emerging/Re-emerging infectious disease

16. Infeksi jamur
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K.2.Keterampilan BidangTro pik dan Infeksi meliputi :
1. Pasang CVP

2. Pemasangan syringe pump

3. Aspirasi sumsum tulang untuk kultur mikroorganisme
4. Rektoskopi

5. Vaksinasi

STANDAR PROFESI KEDARURATA N MEDIK (DI UGD D AN DI
RUANG PENGAWASAN KETAT (HCU))

Meliputi tata laksana tindakan kegawatdaruratan bila pasien dalam
kondisi sebagai berikut :
1. Hipoglikemia
2. Ketoasidosisdiabetik
3. Koma hiperosmolar non ketotik
4. Krisistiroid
5. Insufisiensi adrenal
6. Asidosis laktat
7. Syndrome of inappropiate anti diuretic hormon (SIADH)
8. LES akut (aktif dan berat)
9. Gagal ginjal akut
10. Akut pada penyakit ginjal kronik (PGK)
11. Ensefalopati uremikum
12. Hipertensi emergensi dan urgensi
13. Hematuria masif (gross hematuria)
14. Reaksi transfusi akut
15. Perdarahan karena gangguan hemostasis
16. Komplikasi transfusi darah
17. Anemia gravis dengan gangguan kardiovaskular
18. Kedaruratan onkologi
*  Sindrom lisis tumor
*  Sindrom vena cars superior
»  Efusi pleura maligna
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*  Asites maligna
*  Metastasis otak
*  Metastasis tulang
*  Penekanan medula spinalis
19. Gagal hati akut
20. Ensefalopati hepatikum
21. Akut abdomen
22. Hematemesis dan melena
23. Hematokesia masif
24. lleus paralitik
25. Kolik batu empedu
26. Kolik renal dan ureter
27. Tertelan zat korosif
28. Syok kardiogenik
29. Edema paru
30. Henti jantung
31. Sindrom koroner akut (SKA) = Acute coronary syndrome
(ACS)
32. Emboli paru
33. Trombosis vena dalam = Deep vein thrombosis (DVT)
34. Aritmia berat
35. Tamponade jantung
36. Gagal napas
37. Acute respiratory distress syndrome = ARDS
38. Hemoptisis
39. Pneumotoraks
40. Effusi pleura berat dan maligna
41. Pneumonia berat
42. Asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik
43. Jejas paru karena suhu, inhalasi asap akut
44. Asma akut berat
45. Syok anafilaksis
46. Sepsis dan renjatan septik
47. Intoksikasi/ keracunan pada tentamen suicide
48. Intoksikasi opiat/ over dosis
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49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Hiperventilasi dan sertangan panik pada penyakit jantung
koroner

Sengatan matahari, gigitan ular dan binatang berbisa

Sindrom renjatan dengue = Dengue shock syndrome (DSS)
Malaria cerebral

Tifoid tokkik

Dehidrasi

Sinkope

Delirium

Acute confusional state (ACS) = Sindrom delirium akut
Cephalgia akut

TERAPI SUPORTIF DAN PALIATIF P ADA KASUS PENYAKIT

DAL AM

1.

Transfusi darah dan komponen darah

Terapi nyeri secara medik

Terapi nutrisi (enteral, paranteral, termasuk nutrisi paranteral
total)

Terapi anoreksia dan kaheksia

Pencegahan dan terapi efek samping obat-obatan (termasuk
obat anti kanker, dan sebagainya)

Terapi paliatif, home care da hospice care pda kanker dan
penyakit lainnya

Perawatan dekubitus dan hygiene oral

32 Standar Profesi Penyakit Dalam

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



BAB Il
SERTIFIKASI

Untuk memenuhi kriteria standar profesi minimal dalam

memberikan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat seorang dokter
spesialis penyakit dalam harus mendapatkan pengakuan berupa
sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Dokter
Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) dengan syarat-syarat
yang telah ditentukan. Sertifikasi yang diberikan terdiri atas beberapa
komponen yaitu sebagai berikut

A.

SASARAN

*  Dokter spesialis

*  Penyesuaian dokter spesialis di luar negeri

*  Dokter spesialis konsultan dan penyesuaian dokter spesialis
konsultan luar negeri (dibahas di buku lain)

TUJUAN

Tujuandiberikannya sertifikasi adalah untuk memberikan pengakuan
dan perlindungan secara konkrit/nyata berupa kewenangan secara
hukum melalui suatu registrasi kepada seorang dokter spesialis
penyakit dalam yang telah memenuhi standar profesi.

C. PERSYARATAN
C.1. Sertifikasi awal
C.1.1. Spesialis

*  Telah mengikuti pendidikan terstruktur di lembaga pendidikan
dalam negeri yang terakreditasi
*  Lulus yjian Profesi Nasional (ujian Board)
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C.1.2. Spesialis luar negeri

Memiliki sertifikat/verifikasi dari organisasi profesi di institusi
negara yang bersangkutan

Memenubhi standar profesi/kurikulum PB PAPDI

Sertifikat Bahasa Indonesia

Surat keterangan sehat

Psikotest dan wawancara kultural

Telah mengikuti proses adaptasi

Lulus ujian keterampilan spesifik

C.2. Sertifikasi ulang
C1.1. Spesialis

Mengumpulkan sejumlah angka SKP (program terstruktur)
dalam bidang Ilmu Penyakit Dalam Umum dan Seminat
Menunjukkan data kinerja profesi minimal, serta peran serta
dalam kegiatan pengabdian masyarakat

Memperlihatkan bukti kinerja pengembangan keilmuan
(sebagai nilai tambah)

Memperlihatkan bukti kinerja publikasi ilmiah (yang
terakreditasi, sebagai nilai tambah)

Tidak mempunyai masalah/pelanggaran etika profesi

Dalam keadaan sehat

C.2.2. Spesialis luar negeri

Menunjukkan bukti kinerja profesi minimal yang telah
dilakukan di negara yang bersangkutan

Memperlihatkan bukti kinerja pengembangan keilmuan
(sebagai nilai tambah) dari negara yang bersangkutan
Memperlihatkan bukti kinerja publikasi ilmiah (yang
terakreditasi, sebagai nilai tambah)

Tidak mempunyai masalah/pelanggaran etika profesi Surat
keterangan sehat

Psikotest dan wawancara kultural
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TATA CARA

Mengisi borang/formulir ,Self Assesment%sertifikasi ulang.
Evaluasi oleh tim penilai

HASIL EVALUASI

(Sertifikasi awal, lulusan luar negeri/LN dan Sertifikasi ulang)
1. Diberikan sertifikasi ulang tanpa syarat

2. Diharuskan mengikuti program remedial terlebih dahulu
3. Di tolak/degradasi sertifikasi

PERIODISASI
Sertifikasi akan diperbaharui setiap 5 tahun sekali

PUBLIKASI HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi diberikan secara tertulis kepada yang bersangkutan,
dengan ketentuan apabila tidak ada keberatan dalam tempo 2
minggu, maka akan dikirimkan tembusan ke Cabang PAPDI sesuai
dengan domisili, institusi tempat bekerja

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SERTIFIKASI

Pengelolaan program sertifikasi dilakukan sepenuhnya oleh PB
PAPDI

PENDANAAN

«  PBPAPDI

*  Kolegium [lmu Penyakit Dalam (KIPD) PAPDI
*  Cabang PAPDI

*  Peserta sertifikasi
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BAB IV
STANDAR ALAT

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan ilmu penyakit dalam di era globalisasi
saat ini sedemikian pesat dan bervariasi seiring dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat
khususnya bidang kedokteran. Perkembangan dan kemajuan tersebut
meliputi perkembangan pengetahuan akan jenis penyakit, sifat dan cara
penyebaran penyakit, pengobatan dan penanggulangan penyakit secara
cepat dan tepat serta perkembangan standar alat yang digunakan dalam
menunjang pengobatan dan penanggulangan berbagai macam penyakit
terutama penyakit-penyakit yang berbahaya atau membutuhkan
perhatian khusus.

Standar alat ilmu penyakit dalam dibedakan menjadi

1. Alat instrumen medis (alat-alat yang biasa digunakan olch para
tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan lain-lain dalam
merawat pasien seperti tensimeter, stetoskop, dan lain-lain)

2. Alat bantu diagnostik dan terapi non elektro medis (4at-alat non
elektrik yang biasa digunakan oleh dokter untuk merawat pasien
dengan kondisi yang lebih khusus)

3. Alat elektro medis (alat- alat yang digerakkan oleh sistem listrik/
mekanik yang biasa digunakan oleh dokter untuk merawat pasien
dengan kondisi yang lebih khusus)

4, Alat canggih (alat-alat “modern” yang dibuat secara khusus dengan
tujuan dapat mengobati dan menanggulangi penyakit secara lebih
cepat, tepat dan akurat)

Alat-alat canggih hanya dapat dan boleh digunakan oleh orang-
orang tertentu yang telah dilengkapi dengan sertifikasi penggunaan alat
tersebut yang diberikan oleh PB PAPDI bekerja sama dengan institusi
pendidikan.

Standar alat ilmu penyakit dalam yang harus dapat dikuasai oleh
seorang dokter spesialis penyakit dalam harus sesuai dengan tindakan
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diagnostik dan terapetik yang meliputi 12 (dua belas) bidang disiplin di
lingkungan ilmu penyakit dalam yang dapat digunakan oleh seluruh ahli
penyakit dalam di seluruh Indonesia (kecuali alat yang harus dengan
sertifikasi).
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STANDAR ALAT DI BIDANG PENYAKIT DALAM
SESUAI DENGAN TINDAKAN
(DIAGNOSTIK DAN TERAPETIK)

YANG HARUS DAPAT DIKUASAI OLEH SEORANG
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

1. Alat Instrumen medis
Stetoskop
Tensimeter
Termometer

Palu refleks

Sendok lidah

Senter
Sentimeter/meteran
Timbangan badan
Ukuran tinggi badan

2. Alat Bantu Non-Elektro Medis

Spirometeri

Ergometer

Kit tes tempel

Kit tes tusuk

Anoskop rigid (logam atau plastik)

Botol WSD

Mikroskop

Syringe pump

Retoskop

0. Peralatan fisioterapi (kerjasama dengan Unit Rehabilitasi
Medik/URM)

11. Kateter dialisis peritoneal

12. Set jarum aspirasi sumsum tulang (14-16 G)

13. Jarum biopsi Jamshidi

14. Kateter vena sentral

15. Set bedah minor

16. Blood transfusion set

I7. Emergency trolley
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18. CV Pset

19. Pipa endotrakeal

20. Emergency test

21. Mouthpieces

22. Trokar

23. Kateter nelaton

24. Pungsi pleura set

25. Glukometer

26. Jarum aspirasi

27. Aspirasi sumsum tulang set

Alat Elektro Medis

Kit anafilaksis

Peakmeter

Pulse Oximetry

Sengstaken blakemore tube (SB tube)

Lampu kepala.

Esofago-gastro-duodenoskopi (dengan sertifikasi)
Kolonoskopi (dengan sertifikasi)
Ultrasonografi (USG)

Pungsi supra pubik set

Set biopsi ginjal

. Hemodialisis (dengan sertifikasi)

. Peralatan biopsi hati (jarum biopsi, dan lain-lain)
. Peralatan peritoneskopi (dengan sertifikasi)

. Elektro kardiografi (EKG) (dengan sertifikasi)
. Monitor jantung

. Alat cardioverter/DC shock

. TMT (dengan sertifikasi)

. Laringoskop

. Alat suction

. Nebulizer

. Inhalator
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4. Alat Canggih
1. ERCP set (dengan sertifikasi)
2. Set PTBD (dengan sertifikasi)
3. RFA set (dengan sertifikasi)
4. Ekokardiografi (dengan sertifikasi)
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BABYV
KETENAGAAN

Pada sarana pelayanan kesehaan penyakit dalam primer:
Pelayanan dilakukan oleh dokter umum dan dokter spesialis
penyakit dalam yang telah ter-registrasi sebagai konsulen dengan
mitra kerja perawat-perawat mahir ilmu penyakit dalam.

Pada sarana pelayanan kesehatan penyakit dalam sekunder:
Pelayanan dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang
telah ter-registrasi, dengan mitra kerja dokter spesialis lain yang
terkait dan perawat - perawat mahir ilmu penyakit dalam.

Pada sarana pelayanan kesehatan penyakit dalam tersier:
Pelayanan dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam konsultan,
dokter spesialis penyakit dalam yang telah ter-registrasi, dengan
mitra kerja dokter spesialis lain yang terkait serta perawat - perawat
mabhir ilmu penyakit dalam.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGA WASAN

A. PEMBINAAN

O

Saranadan Prasarana

disediakan oleh pimpinan/manajemen pimpinan institusi atau
badan yang melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit dalam
dengan advokasi PB PAPDI, Majelis Kode Etik, Fakultas
Kedokteran, Departemen Pendidikan Nasional (Diknas)

Ketenagaan

1. Memiliki kedalaman pengetahuan yang memadai dan
mengikuti perkembangan keilmuan sesuai profesinya

2. Kemampuan dan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan
standar profesi PAPDI

3. Etika profesi dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan dan
Etik Kedokteran (DKEK) PAPDI dan Majelis Kehormatan
Etik Kedokteran IDI

Administrasi Medik

Dilaksanakan sesuai dengan bentuk standar yang berlaku dan
mencerminkan kinerja untuk masing-masing institusi atau
badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ilmu
penyakit dalam

B. PENGAWASAN

U

Internal

Dilaksanakan oleh PB PAPDI dan IDI, temasuk memperhatikan
fungsi dan ketepatan (kalibrasi) peralatan medik.

Eksternal

Pelaksanaan bekerjasama dengan PB PAPDI yaitu :

a. Program akreditasi dengan advokasi oleh Departemen
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Kesehatan c.q. Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
IDI dan sarana/prasarana pelayanan kesehatan

b. Untuk tingkat propinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi

c. Untuk tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
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BAB VII
EVALUASI

Evaluasi standar profesi dokter spesialis penyakit dalam dilakukan
secara periodik setiap 5 tahun sekali oleh PB PAPDI sesuai dengan
perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi ilmu penyakit
dalam serta penyebaran penyakit.
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BAB VIII
PENUTUP

Sebagaimana kita ketahui perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi dalam Bidang Kedokteran pada umumnya dan [lmu Penyakit
Dalam khususnya sedemikian cepat dan luas seiring dengan pertambahan
jumlah penduduk di Indonesia yang semakin banyak. Maka sebagai
dokter spesialis penyakit dalam perlu mempunyai kompetensi yang
memenuhi dalam pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, dengan adanya Buku Standar Profesi llmu Penyakit
Dalam ini dapat membantu sejawat dalam menyumbangkan kompetensi
pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional dalam
berbagai bidang namun tetap disesuaikan dengan perkembangan dan
perubahan yang terjadi di masyarakat.

Standar Profesi ilmu Penyakit Dalam ini meliputi semua unsur
dalam ilmu penyakit dalam dan kegawatdaruratan yang diperuntukkan
bagi semua dokter spesialis penyakit dalam untuk menggunakan standar
profesi ini.

Apabila ada kekurangan dalam penyusunan Standar Profesi Ilmu
Penyakit Dalam ini kami menerima masukan dari sejawat untuk revisi
selanjutnya.
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BAB IX
LAMPIRAN

1. Surat keputusan Tim Penyusun Buku standar Profesi PAPDI
2. Surat Keputusan Pemberlakuan Standar Profesi PAPDI
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Mengingat

Menimbang :

Menetapkan :

Pertama

Kedua

Fungsi dan

SURAT KEPUTUSAN
NO. 180 / SK.PB. PAPDI/X04

Anggaran Dasar PAPDI Pasal VIII Bab Organisasi,
ayat 3 yang berbunyi Badan Khusus yang dapat
dibentuk menurut keperluan.

Sesuai dengan keputusan rapat pleno PB.PAPDI
tanggal 14 Nopember 2003, disepakati untuk
membentuk Tim Standar Profesi Penyakit Dalam.

Sesuai usulan dari Bidang Humas dan Kemitraan
PB. PAPDI untuk membentuk Tim Standar Profesi
Penyakit Dalam dan Standar Peralatan Penyakit
Dalam.

Perlu adanya Standar Profesi Penyakit Dalam dan
Standar Peralatan Penyakit Dalam, dalam tugas
Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia.

Memberlakukan Buku Panduan Profesi Penyakit
Dalam PAPDI, sebagai Pedoman Standar Propesi
dan Peralatan bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Khusus seluruh anggota PAPDI di rumah sakit
pemerintah dan swasta serta seluruh fasilitas kesehatan
lainnya di Indonesia, yang akan disempurnakan /
disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan
ilmu kedokteran/kesehatan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan catatan segala sesuatu akan dirubah, ditinjau
kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini.
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Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal: 6 Oktober 2004

Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Prof. Dr.H.A. Aziz Rani. SpPD. KGEH Dr. Sidartawan Soegondo, SpPD, KEMD
Tembusan Yth.

Ketua Departemen [Imu Penyakit Dalam
Koordinator Pelayanan Medik Ilmu Penyakit Dalam
Para Ketua Divisi [lmu Penyakit Dalam

Para Ketua PAPDI cabang

Sejawat yang bersangkutan

Arsip

O
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Mengingat
1.

Menimbang :
1.

Memutuskan :

Fungsi dan ..

SURAT KEPUTUSAN
NO.033/SK.PB. PAPDI/I/4

Anggaran Dasar PAPDI Pasal VIII Bab Organisasi
ayat 3 yang berbunyi Badan Khusus yang dapat
dibentuk menurut keperluan.

Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Pleno PB.
tanggal 14 Nopember 2003, disepakati membentuk
Tim Standar Profesi Penyakit Dalam

Sesuai usulan dari Bidang Humas dan Kemitraan
PB.PAPDI untuk membentuk Tim Standar Profesi
Penyakit Dalam dan Standar Peralatan Penyakit
Dalam.

Perlu adanya Standar Profesi Penyakit Dalam dan
Standar Peralatan Penyakit Dalam, dalam tugas
Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Indonesia.

Demi kelancaran jalannya pelaksanaan Tim Profesi
Penyakit Dalam dan Standar Peralatan Penyakit
Dalam, PB. PAPDI menugaskan Sejawat yang
tercantum dalam Tim tersebut untuk mempersiapkan
dan menyusun buku Panduan Profesi Penyakit Dalam
dan Standar Peralatan Penyakit Dalam

Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis
Penyakit Dalam Indonesia (PB.PAPDI) Memutuskan
dan Menugaskan Sejawat yang tercantum di bawah
ini sebagai Tim Standar Profesi Penyakit Dalam dan
Standar Peralatan Penyakit Dalam yang terdiri dari

Ketua :  Dr.Herdiman T. Pohan, SpPD, KPTI
(Merangkap Anggota)

Wakil :  Dr. Mardi Santoso, SpPD
(Merangkap Anggota)
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Sekretaris : Dr. Ari Fahrial Syam, SpPD
(Merangkap Anggota)
Anggota
1. Dr. Lukman H. Makmun, SpPD,
KKV, KGer
2. Dr. Djumhana Atmakusuma, SpPD,
KHOM (Merangkap Koordinator)
Standar Peralatan Penyakit Dalam)
. Dr. Anna Ujainah, SpPD, KP
. Dr. Rachmat Mursalin, SpPD
5. Dr. Reno Gustaviani, SpPD
Narasumber :
1. Dr. Retty (Dirjen Yanmed DEPKES)
2. Dr. I Nyoman Kandun, MPH
(Staf Ahli Menkes)

oW

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Bila
dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat ditinjau
kembali.

Ditetapkan  : di Jakarta
Pada Tanggal : 6 Oktober 2004

Ketua Umum Sekretaris Jenderal
;;’Zk
Prof. Dr.H.A. Aziz Rani. SpPD. KGEH Dr. Sidartawan Soegondo, SpPD, KEMD
Tenbusan Yth.

1.Bapak Menteri Kesehatan R.1.

2.Bapak Direktur Dirjen Yanmed Depkes RI
3.Para Ketua PAPDI cabang

4.Sejawat yang bersangkutan

5.Arsip
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Konsil Kedokteran
Indonesia

MANUAL
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Indonesian Medical Council
2006
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TIM PENYUSUN :

Adang Sudjana Utja
Adriyati Rafly
Afi Savitri Sarsito
Agus Purwadianto
Bahar Aswar
Budi Sampurna
Edi Hartini Soendoro
Mahlil Ruby
Muryono Subyakto
Prijo Sidipratomo
Retno H Sugiarto
Sanusi Tambunan
Sutoto

PENYUNTING BAHASA :
Abidinsyah Siregar
Dad Murniah
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KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Karunia-Nya kami dapat
menyelesaikan penyusunan Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran yang
merupakan pelengkap dari Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik
di Indonesia (Keputusan KKI Nomor 18/KKI/KEP/IX/2006 tertanggal 21
Spetember 2006).

Salah satu tujuan pengaturan praktik kedokteran dalam Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah untuk memberikan kepastian
hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Ciri khas dalam tindakan
dokter dan dokter gigi adalah diperkenankannya melakukan tindakan medis
terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan. Oleh karena itu, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Praktik
Kedokteran memberikan batasan yaitu setiap tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien
harus mendapat persetujuan. Dalam rangka pembinaan terhadap dokter dan
dokter gigi, Divisi Pembinaan KKI menyusun Manual Persetujuan Tindakan
Kedokteran.

Buku ini disusun oleh Kelompok Kerja Konsil Kedokteran Indonesia yang
anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari Departemen Kesehatan RI, Departemen
Pendidikan Nasional RI, Lembaga Swadaya Masyarakat, l|katan Dokter
Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan anggota Konsil Kedokteran
Indonesia. Tim Penyusun menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya
kepada semua pihak yang telah memberi masukan, saran, kritik terhadap
naskah yang disampaikan. Semoga Manual ini dapat menambah wawasan dan
pengetahuan dokter dan dokter gigi tentang persetujuan tindakan kedokteran,
sehingga memahami pentingnya persetujuan tindakan kedoktieran sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, November 2006

Tim Penyusun
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SAMBUTAN
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Konsil Kedokteran Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tugas Konsil Kedokteran Indonesia
antara lain adalah melakukan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi yang
melakukan praktik kedokteran, pembinaan ini dilakukan Konsil Kedokteran
Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan
Organisasi Profesi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Salah satu wujud pembinaan tersebut adalah dengan menerbitkan Buku Manual
Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang dapat dipakai oleh dokter dan dokter
gigi sebagai acuan dalam pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Penyusunan Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran dilakukan oleh Kelompok
Kerja Konsil Kedokteran Indonesia yang anggota terdiri dari unsur-unsur yang
mewakili Departemen Kesehatan RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Ikatan
Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Dinas Kesehatan
Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pada akhir kata disampaikan ucapan terima kasih kepada Kelompok Kerja Konsil
Kedokteran Indonesia, kontributor pada setiap disiminasi dan sosialisasi dan
semua pihak yang telah membantu kelancaran penerbitan buku ini, semoga
Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Jakarta, November 2006

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia,

Hardi Yusa, dr, Sp.OG, MARS
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PENGERTIAN

. Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi:

a. Adalah persetujuan pasien atau yang sah mewakilinya atas rencana
tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau
dokter gigi, setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat
persetujuan.

b. Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi adalah pernyataan
sepihak dari pasien dan bukan perjanjian antara pasien dengan dokter
atau dokter gigi, sehingga dapat ditarik kembali setiap saat.

c. Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi merupakan proses
sekaligus hasil dari suatu komunikasi yang efektif antara pasien dengan
dokter atau dokter gigi, dan bukan sekedar penandatanganan formulir
persetujuan.

. Tindakan Kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu tindakan kedokteran

atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien untuk tujuan preventif,

diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif.

. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi

adalah tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, yang dengan probabilitas

tertentu dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan (kehilangan anggota
badan atau kerusakan fungsi organ tubuh tertentu), misalnya tindakan bedah
dan tindakan invasif tertentu;

. Tindakan invasif adalah tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang

langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. Tindakan

invasif tidak selalu berrisiko tinggi.

Wali adalah orang yang secara hukum dianggap sah mewakili kepentingan

orang lain yang tidak kompeten (dalam hal ini pasien yang tidak kompeten).

Keluarga terdekat adalah suami atau isteri, orang tua yang sah atau anak

kandung, dan saudara kandung.

. Pengampu adalah orang atau badan yang ditetapkan pengadilan sebagai

pihak yang mewakili kepentingan seseorang tertentu (dalam hal ini pasien)

yang dinyatakan berada di bawah pengampuan (curatele).

. Kompeten adalah cakap untuk menerima informasi, memahami,

menganalisisnya, dan menggunakannya dalam membuat persetujuan atau

penolakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.
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MENGAPA PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ATAU
KEDOKTERAN GIGI PENTING?

Dengan mengingat bahwa ilmu kedokteran atau kedokteran gigi bukanlah ilmu
pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi bukan pula
suatu kepastian, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat berbeda-
beda dari satu kasus ke kasus lainnya. Sebagai masyarakat yang beragama,
perlu juga disadari bahwa keberhasilan tersebut ditentukan oleh izin Tuhan Yang
Maha Esa.

Dewasa ini pasien mempunyai pengetahuan yang semakin luas tentang bidang
kedokteran, serta lebih ingin terlibat dalam pembuatan keputusan perawatan
terhadap diri mereka. Karena alasan tersebut, persetujuan yang diperoleh
dengan baik dapat memfasilitasi keinginan pasien tersebut, serta menjamin
bahwa hubungan antara dokter dan pasien adalah berdasarkan keyakinan dan
kepercayaan.

Jadi, proses persetujuan tindakan kedokteran merupakan manifestasi dari
terpeliharanya hubungan saling menghormati dan komunikatif antara dokter
dengan pasien, yang bersama-sama menentukan pilihan tindakan yang terbaik
bagi pasien demi mencapai tujuan pelayanan kedokteran yang disepakati.

Departemen Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Persetujuan Tindakan Medik pada tahun 1989, dan kemudian pada tahun 2004
diundangkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
yang juga memuat ketentuan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran atau
Kedokteran Gigi. Lebih jauh Undang-Undang tersebut memandatkan agar
diterbitkan Permenkes untuk mengaturnya lebih lanjut.

Sejalan dengan itu, Konsil Kedokteran Indonesia menerbitkan buku Manual ini
sebagai petunjuk ringkas pelaksanaan Persetujuan tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi, yang untuk selanjutnya dalam buku ini akan disebut sebagai
“Persetujuan Tindakan Kedokteran”.

Jika seorang dokter tidak memperoleh persetujuan tindakan kedokteran yang

sah, maka dampaknya adalah bahwa dokter tersebut akan dapat mengalami

masalah :

1. Hukum Pidana
Menyentuh atau melakukan tindakan terhadap pasien tanpa persetujuan
dapat dikategorikan sebagai “penyerangan” (assault). Hal tersebut dapat
menjadi alasan pasien untuk mengadukan dokter ke penyidik polisi, meskipun
kasus semacam ini sangat jarang terjadi.

2. Hukum Perdata
Untuk mengajukan tuntutan atau klaim ganti rugi terhadap dokter, maka
pasien harus dapat menunjukkan bahwa dia tidak diperingatkan sebelumnya
mengenai hasil akhir tertentu dari tindakan dimaksud - padahal apabila dia
telah diperingatkan sebelumnya maka dia tentu tidak akan mau menjalaninya,
atau menunjukkan bahwa dokter telah melakukan tindakan tanpa persetujuan
(perbuatan melanggar hukum).
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3. Pendisiplinan oleh MKDKI
Bila MKDKI menerima pengaduan tentang seorang dokter atau dokter gigi
yang melakukan hal tersebut, maka MKDKI akan menyidangkannya dan
dapat memberikan sanksi disiplin kedokteran, yang dapat berupa teguran
hingga rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi.
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APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN?

Sebagaimana diuraikan diatas, persetujuan tindakan kedokteran adalah

pernyataan sepihak pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa

persetujuan atas rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang

diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yang cukup

untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan.

Suatu persetujuan dianggap sah apabila:

a. Pasien telah diberi penjelasan/ informasi

b. Pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk
memberikan keputusan/persetujuan.

c. Persetujuan harus diberikan secara sukarela.

Kadang-kadang orang menekankan pentingnya penandatanganan formulir
persetujuan tindakan kedokteran. Meskipun formulir tersebut penting dan sangat
menolong (dan kadang-kadang diperlukan secara hukum), tetapi
penandatanganan formulir itu sendiri tidak mencukupi. Yang lebih penting adalah
mengadakan diskusi yang rinci dengan pasien, dan didokumentasikan di dalam
rekam medis pasien.

Ketika dokter mendapat persetujuan tindakan kedokteran, maka harus diartikan
bahwa persetujuan tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disetujui. Dokter
tidak boleh bertindak melebihi lingkup persetujuan tersebut, kecuali dalam
keadaan gawat darurat, yaitu dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien atau
mencegah kecacatan (gangguan kesehatan yang bermakna). Oleh karena itu
sangat penting diupayakan agar persetujuan juga mencakup apa yang harus
dilakukan jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan
tindakan kedokteran tersebut.

Upaya memperoleh persetujuan dapat memerlukan waktu yang lama.
Persetujuan pada berbagai keadaan akan berbeda, karena setiap pasien
memiliki perhatian dan kebutuhan yang individual. Dan meskipun waktu yang
tersedia sedikit, tetap saja tidak ada alasan untuk tidak memperoleh persetujuan.
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UNTUK APA SAJAKAH DIPERLUKAN PERSETUJUAN?

Persetujuan meliputi berbagai aspek pada hubungan antara dokter dan pasien,
diantaranya:

Kerahasiaan dan pengungkapan informasi

Dokter membutuhkan persetujuan pasien untuk dapat membuka informasi
pasien, misalnya kepada kolega dokter, pemberi kerja atau perusahaan
asuransi. Prinsipnya tetap sama, yaitu pasien harus jelas terlebih dahulu
tentang informasi apa yang akan diberikan dan siapa saja yang akan terlibat.

Pemeriksaan skrining

Memeriksa individu yang sehat, misalnya untuk mendeteksi tanda awal dari
kondisi yang potensial mengancam nyawa individu tersebut, harus dilakukan
dengan perhatian khusus.

Pendidikan

Pasien dibutuhkan persetujuannya bila mereka dilibatkan dalam proses
belajar-mengajar. Jika seorang dokter melibatkan mahasiswa (co-ass) ketika
sedang menerima konsultasi pasien, maka pasien perlu diminta
persetujuannya. Demikian pula apabila dokter ingin merekam, membuat foto
ataupun membuat film video untuk kepentingan pendidikan.

Penelitian

Melibatkan pasien dalam sebuah penelitian merupakan proses yang lebih
memerlukan persetujuan dibandingkan pasien yang akan menjalani
perawatan. Sebelum dokter memulai penelitian dokter tersebut harus
mendapat persetujuan dari Panitia etika penelitian. Dalam hal ini Departemen
Kesehatan telah menerbitkan beberapa panduan yang berguna.

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



SIAPA “PEMBERI INFORMASI DAN PENERIMA PERSETUJUAN”?

Adalah tanggung jawab dokter pemberi perawatan atau pelaku pemeriksaan/
tindakan untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut diperoleh secara benar
dan layak. Dokter memang dapat mendelegasikan proses pemberian informasi
dan penerimaan persetujuan, namun tanggung jawab tetap berada pada dokter
pemberi delegasi untuk memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara benar
dan layak.

Jika seseorang dokter akan memberikan informasi dan menerima persetujuan
pasien atas nama dokter lain, maka dokter tersebut harus yakin bahwa dirinya
mampu menjawab secara penuh pertanyaan apapun yang diajukan pasien
berkenaan dengan tindakan yang akan dilakukan terhadapnya—untuk
memastikan bahwa persetujuan tersebut dibuat secara benar dan layak.
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SIAPA YANG DAPAT MEMBERI PERSETUJUAN?

Persetujuan diberikan oleh individu yang kompeten. Ditinjau dari segi usia, maka
seseorang dianggap kompeten apabila telah berusia 18 tahun atau lebih atau
telah pernah menikah. Sedangkan anak-anak yang berusia 16 tahun atau lebih
tetapi belum berusia 18 tahun dapat membuat persetujuan tindakan kedokteran
tertentu yang tidak berrisiko tinggi apabila mereka dapat menunjukkan
kompetensinya dalam membuat keputusan. Alasan hukum yang mendasarinya
adalah sbb:

e Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka seseorang yang
berumur 21 tahun atau lebih atau telah menikah dianggap sebagai orang
dewasa dan oleh karenanya dapat memberikan persetujuan

e Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka setiap
orang yang berusia 18 tahun atau lebih dianggap sebagai orang yang sudah
bukan anak-anak. Dengan demikian mereka dapat diperlakukan
sebagaimana orang dewasa yang kompeten, dan oleh karenanya dapat
memberikan persetujuan

e Mereka yang telah berusia 16 tahun tetapi belum 18 tahun memang masih
tergolong anak menurut hukum, namun dengan menghargai hak individu
untuk berpendapat sebagaimana juga diatur dalam UU No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, maka mereka dapat diperlakukan seperti orang
dewasa dan dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran tertentu,
khususnya yang tidak berrisiko tinggi. Untuk itu mereka harus dapat
menunjukkan kompetensinya dalam menerima informasi dan membuat
keputusan dengan bebas. Selain itu, persetujuan atau penolakan mereka
dapat dibatalkan oleh orang tua atau wali atau penetapan pengadilan.

Sebagaimana uraian di atas, setiap orang yang berusia 18 tahun atau lebih
dianggap kompeten. Seseorang pasien dengan gangguan jiwa yang berusia 18
tahun atau lebih tidak boleh dianggap tidak kompeten sampai nanti terbukti tidak
kompeten dengan pemeriksaan. Sebaliknya, seseorang yang normalnya
kompeten, dapat menjadi tidak kompeten sementara sebagai akibat dari nyeri
hebat, syok, pengaruh obat tertentu atau keadaan kesehatan fisiknya. Anak-anak
berusia 16 tahun atau lebih tetapi di bawah 18 tahun harus menunjukkan
kompetensinya dalam memahami sifat dan tujuan suatu tindakan kedokteran
yang diajukan. Jadi, kompetensi anak bervariasi — bergantung kepada usia dan
kompleksitas tindakan.

Catatan:

Di Inggris, House of Lords menerbitkan 2 prinsip utama dalam hal kompetensi,

yaitu:

a. Hak orang tua untuk membuat persetujuan atas nama anaknya berakhir
apabila si anak telah memiliki intelegensi yang cukup dan mampu memahami
konteks untuk memberikan persetujuan tindakan kedokteran bagi dirinya.

b. Dokter lah yang memutuskan apakah seseorang anak telah mencapai
tingkatan tersebut.
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APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN KOMPETEN?

Seseorang dianggap kompeten untuk memberikan persetujuan, apabila:

Mampu memahami informasi yang telah diberikan kepadanya dengan cara
yang jelas, menggunakan bahasa yang sederhana dan tanpa istilah yang
terlalu teknis.

Mampu mempercayai informasi yang telah diberikan.

Mampu mempertahankan pemahaman informasi tersebut untuk waktu yang
cukup lama dan mampu menganalisisnya dan menggunakannya untuk
membuat keputusan secara bebas.
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KOMPETENSI YANG BERFLUKTUASI (FLUCTUATING COMPETENCE)

Terhadap pasien yang mempunyai kesulitan dalam menahan informasi atau
yang kompetensinya hilang timbul (intermiten), harus diberikan semua bantuan
yang dia perlukan untuk mencapai pilihan/ keputusan yang terinformasi.

Dokumentasikan semua keputusan yang dia buat saat dia kompeten, termasuk
diskusi yang terjadi. Setelah beberapa waktu, saat dia kompeten lagi, diskusikan
kembali keputusan tersebut dengannya untuk memastikan bahwa keputusannya
tersebut konsisten.
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PERSETUJUAN PADA INDIVIDU YANG TIDAK KOMPETEN

Keluarga terdekat atau pengampu umumnya dianggap dapat memberikan
persetujuan tindakan kedokteran bagi orang dewasa lain yang tidak kompeten.
Yang dimaksud dengan keluarga terdekat adalah suami atau isterinya, orangtua
yang sah atau anaknya yang kompeten, dan saudara kandungnya. Sedangkan
hubungan kekeluargaan yang lain seperti paman, bibi, kakek, mertua, ipar,
menantu, keponakan dan lain-lain tidak dianggap sebagai keluarga terdekat,
meskipun mereka pada keadaan tertentu dapat diikutsertakan ke dalam proses
pemberian informasi dan pembuatan keputusan. Dalam hal terdapat
ketidaksepakatan di dalam keluarga, maka dianjurkan agar dokter
mempersilahkan mereka untuk bermufakat dan hanya menerima persetujuan
atau penolakan yang sudah disepakati bersama.

Dokter tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan kekeluargaan
pembuat persetujuan dengan pasien, demikian pula penentuan mana yang lebih
sah mewakili pasien dalam hal terdapat lebih dari satu isteri atau anak. Dokter
berhak memperoleh pernyataan yang benar dari pasien atau keluarganya.

Pada pasien yang tidak mau menerima informasi perlu dimintakan siapa yang
dia tunjuk sebagai wakil dalam menerima informasi dan membuat keputusan
apabila ia menghendakinya demikian, misalnya wali atau keluarga terdekatnya.
Demikian pula pada pasien yang tidak mau menandatangani formulir
persetujuan, padahal ia menghendaki tindakan tersebut dilakukan.

Pada pasien yang tidak kompeten yang menghadapi keadaan gawat darurat
medis, sedangkan yang sah mewakilinya memberikan persetujuan tidak
ditemukan, maka dokter dapat melakukan tindakan kedokteran demi
kepentingan terbaik pasien. Dalam hal demikian, penjelasan dapat diberikan
kemudian.

Di Inggris, Wales dan Irlandia Utara, tidak ada seorang pun yang dapat memberi
persetujuan tindakan kedokteran bagi orang dewasa yang lain. Di sana, dokter
dapat melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien yang kurang kompeten
jika tindakan tersebut untuk kepentingan terbaik pasien. Kepentingan terbaik
tidak dibatasi pada kesehatan fisik pasien, namun termasuk faktor-faktor seperti:
a. Risiko dan keuntungan dari pilihan yang tersedia
b. Bukti berupa apapun tentang pandangan atau pendapat pasien, termasuk
pernyataan dimuka / pesan.
c. Pengetahuan dokter dan anggota tim perawatan lain tentang pandangan
pasien.

Dan diberitahu oleh :
d. Pilihan pengobatan yang memberi pasien pilihan terbaik bagi masa
depannya
e. Pandangan-pandangan dari pasangan pasien, keluarga terdekat, wali,
atau seseorang dengan tanggung jawab orang tua.
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ANAK-ANAK

Anak-anak dianggap tak mampu memberikan keputusan karena sejumlah
alasan, seperti ketidakdewasaan mereka, kesulitan untuk memahami tindakan
kedokteran, atau dampak dari kondisi mereka. Pada umumnya, seseorang
dengan tanggung jawab orang tua (orang tua atau wali) atau pengadilan dapat
memberikan keputusan bagi mereka. Jika keputusan penting harus dibuat yang
menyangkut tindakan kedokteran yang dapat mempunyai akibat yang permanen,
sedangkan terdapat dua orang dengan tanggung jawab orang tua (misalnya
ayah dan ibu), maka keduanya harus dimintai pendapatnya. Anak harus selalu
dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, misalnya keputusan tentang
siapa yang akan tinggal bersamanya pada saat suatu tindakan kedokteran
tertentu dilaksanakan.

Proses dalam mendapatkan persetujuan dari orang tua pasien adalah sama
seperti ketika mereka memberikan keputusan untuk mereka sendiri, dengan kata
lain, keputusan harus diberikan secara bebas oleh orang yang kompeten yang
telah diberikan informasi. Kekuasaan untuk memberi persetujuan tersebut harus
digunakan untuk kepentingan terbaik bagi si anak. Demi kepentingan terbaik
pasien anak, pengadilan dapat membatalkan penolakan tindakan kedokteran
oleh seseorang dalam tanggung jawab orang tua.

Sekali lagi, kesejahteraan anak adalah lebih dari kesehatan fisik semata.
Pembatalan keputusan orang tua harus dibatasi hanya pada keadaan-keadaan
dimana si anak berrisiko menghadapi kematian atau kerusakan fisik atau mental
yang ireversibel.
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TANGGUNG JAWAB ORANG TUA

Orang yang dianggap memiliki tanggung jawab orangtua meliputi:

a. Orang tua si anak, yaitu apabila si anak lahir sebagai anak dari pasangan
suami isteri yang sah.

b. Ibu si anak, yaitu apabila si anak lahir dari pasangan yang tidak sah sehingga
si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan si ibu.

c. Wali, orang tua angkat, atau Lembaga Pengasuh yang sah berdasarkan UU
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

d. Orang yang secara adat/budaya dianggap sebagai wali si anak, dalam hal
tidak terdapat yang memenuhi a, b dan c.

Dokter tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan hal-hal di atas, namun

demikian dalam keadaan ragu tentang posisi tanggung jawab orang tua

seseorang terhadap anak, maka dokter dapat meminta keterangan kepada

pihak-pihak yang berwenang.
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PERNYATAAN DIMUKA ATAU PESAN
(ADVANCED STATEMENTS, ADVANCED DIRECTIVES, LIVING WILLS)

Pada pasien yang kehilangan kapasitasnya untuk memberikan persetujuan
tindakan kedokteran, terutama yang disebabkan oleh penyakit yang progresif,
dokter sebaiknya mencari kemungkinan adanya pernyataan dimuka atau pesan
tentang perlakuan kedokteran yang diinginkannya, yang dinyatakannya saat ia
masih kompeten.

a. Pernyataan dimuka atau pesan tersebut dapat berupa serangkaian petunjuk
tentang tindakan kedokteran apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkan
dilakukan terhadap dirinya, atau berupa penunjukan seseorang lain untuk
membuat keputusan.

b. Pernyataan dimuka atau pesan tersebut harus dibuat tertulis oleh pasiennya
sendiri atau dalam hal pasien tidak mampu melakukannya sendiri dapat
ditulis oleh salah satu keluarganya dan diperkuat dengan dua orang saksi.

Dokter atau sarana pelayanan kesehatan wajib melaksanakan petunjuk di dalam

pernyataan dimuka atau pesan tersebut sepanjang tidak melanggar hukum atau

sepanjang tidak terdapat bukti bahwa keinginan pasien tersebut telah berubah.

Dalam terdapat keraguan akan hal tersebut, dokter dianjurkan untuk

berkonsultasi dengan sejawatnya yang senior atau bahkan dapat meminta

penetapan pengadilan.
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BAGAIMANA SEHARUSNYA PERSETUJUAN DIPEROLEH?

Pemberian Informasi Kepada Pasien
Seberapa banyak informasi yang dibutuhkan pasien agar mereka mampu
membuat persetujuan yang sah?.
Pasal 45 UU Praktik Kedokteran memberikan batasan minimal informasi yang
selayaknya diberikan kepada pasien, yaitu :
a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis
b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan
c. Alternatif tindakan lain dan risikonya
d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
Dengan mengacu kepada kepustakaan, KKI melalui buku manual ini
memberikan 12 kunci informasi yang sebaiknya diberikan kepada pasien :
a. Diagnosis dan prognosis secara rinci dan juga prognosis apabila tidak
diobati
b. Ketidakpastian tentang diagnosis (diagnosis kerja dan diagnosis banding)
termasuk pilihan pemeriksaan lanjutan sebelum dilakukan pengobatan
c. Pilihan pengobatan atau penatalaksanaan terhadap  kondisi
kesehatannya, termasuk pilihan untuk tidak diobati
d. Tujuan dari rencana pemeriksaan atau pengobatan; rincian dari prosedur
atau pengobatan yang dilaksanakan, termasuk tindakan subsider seperti
penanganan nyeri, bagaimana pasien seharusnya mempersiapkan diri,
rincian apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan,
termasuk efek samping yang biasa terjadi dan yang serius
e. Untuk setiap pilihan tindakan, diperlukan keterangan tentang
kelebihan/keuntungan dan tingkat kemungkinan keberhasilannya, dan
diskusi tentang kemungkinan risiko yang serius atau sering terjadi, dan
perubahan gaya hidup sebagai akibat dari tindakan tersebut
f. Nyatakan bila rencana pengobatan tersebut adalah upaya yang masih
eksperimental
g. Bagaimana dan kapan kondisi pasien dan akibat sampingannya akan
dimonitor atau dinilai kembali
h. Nama dokter yang bertanggungjawab secara keseluruhan untuk
pengobatan tersebut, serta bila mungkin nama-nama anggota tim lainnya
i. Bila melibatkan dokter yang sedang mengikuti pelatihan atau pendidikan,
maka sebaiknya dijelaskan peranannya di dalam rangkaian tindakan yang
akan dilakukan
j- Mengingatkan kembali bahwa pasien dapat mengubah pendapatnya
setiap waktu. Bila hal itu dilakukan maka pasien bertanggungjawab penuh
atas konsekuensi pembatalan tersebut.
k. Mengingatkan bahwa pasien berhak memperoleh pendapat kedua dari
dokter lain
I. Bila memungkinkan, juga diberitahu tentang perincian biaya.
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Bagaimana cara memberikan informasi?

Bagaimana cara anda memberikan informasi kepada pasien sama pentingnya
dengan informasi apa yang akan anda berikan kepada pasien. Pasien tidak
dapat memberikan persetujuan yang sah kecuali mereka telah diberitahu
sebelumnya. Untuk membantu mereka membuat keputusan anda diharapkan
mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:

a.

Informasi diberikan dalam konteks nilai, budaya dan latar belakang mereka.
Sehingga menghadirkan seorang interpreter mungkin merupakan suatu
sikap yang penting, baik dia seorang profesional ataukah salah seorang
anggota keluarga. Ingat bahwa dibutuhkan persetujuan pasien terlebih
dahulu dalam mengikutsertakan interpreter bila hal yang akan didiskusikan
merupakan hal yang bersifat pribadi.

Dapat menggunakan alat bantu, seperti leaflet atau bentuk publikasi lain
apabila hal itu dapat membantu memberikan informasi yang bersifat rinci.
Pastikan bahwa alat bantu tersebut sudah berdasarkan informasi yang
terakhir. Misalnya, sebuah leaflet yang menjelaskan tentang prosedur yang
umum. Leaflet tersebut akan membuat jelas kepada pasien karena dapat ia
bawa pulang dan digunakan untuk berpikir lebih lanjut, tetapi jangan sampai
mengakibatkan tidak ada diskusi.

Apabila dapat membantu, tawarkan kepada pasien untuk membawa
keluarga atau teman dalam diskusi atau membuat rekaman dengan tape
recorder

Memastikan bahwa informasi yang membuat pasien tertekan (distress )
agar diberikan dengan cara yang sensitif dan empati. Rujuk mereka untuk
konseling bila diperlukan

Mengikutsertakan salah satu anggota tim pelayanan kesehatan dalam
diskusi, misalnya perawat, baik untuk memberikan dukungan kepada pasien
maupun untuk turut membantu memberikan penjelasan

Menjawab semua pertanyaan pasien dengan benar dan jelas.

Memberikan cukup waktu bagi pasien untuk memahami informasi yang
diberikan, dan kesempatan bertanya tentang hal-hal yang bersifat klarifikasi,
sebelum kemudian diminta membuat keputusan
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SAMPAI BERAPA LAMA PERSETUJUAN BERLAKU?

Tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur tentang lama keberlakuan suatu
persetujuan tindakan kedokteran. Teori menyatakan bahwa suatu persetujuan
akan tetap sah sampai dicabut kembali oleh pemberi persetujuan atau pasien.
Namun demikian, bila informasi baru muncul, misalnya tentang adanya efek
samping atau alternatif tindakan yang baru, maka pasien harus diberitahu dan
persetujuannya dikonfirmasikan lagi. Apabila terdapat jedah waktu antara saat
pemberian persetujuan hingga dilakukannya tindakan, maka alangkah lebih baik
apabila ditanyakan kembali apakah persetujuan tersebut masih berlaku. Hal-hal
tersebut pasti juga akan membantu pasien, terutama bagi mereka yang sejak
awal memang masih ragu-ragu atau masih memiliki pertanyaan.
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PASTIKAN BAHWA PERSETUJUAN DIBUAT SECARA SUKARELA

Persetujuan harus diberikan secara bebas, tanpa adanya tekanan dari manapun,
termasuk dari staf medis, saudara, teman, polisi, petugas rumah tahanan/
Lembaga Pemasyarakatan, pemberi kerja, dan perusahaan asuransi. Bila
persetujuan diberikan atas dasar tekanan maka persetujuan tersebut tidak sah.

Pasien yang berada dalam status tahanan polisi, imigrasi, LP atau berada di
bawah peraturan perundangundangan di bidang kesehatan jiwa/mental dapat
berada pada posisi yang rentan. Pada situasi demikian, dokter harus
memastikan bahwa mereka mengetahui bahwa mereka dapat menolak tindakan
bila mereka mau.
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KEPUTUSAN

Bagaimana pasien menyampaikan persetujuan mereka kepada dokter? Secara
tradisional mereka dapat menyampaikannya melalui beberapa cara:

1.

Persetujuan yang bersifat tersirat atau tidak dinyatakan (implied consent).
Pasien dapat saja melakukan gerakan tubuh yang menyatakan bahwa
mereka “mempersilahkan” dokter melaksanakan tindakan kedokteran yang
dimaksud. Misalnya adalah bila pasien menggulung lengan bajunya dan
menyodorkan lengannya pada saat dokter menanyakan mau atau tidaknya ia
diukur tekanan darahnya atau saat ia akan dilakukan pengambilan darah
vena untuk pemeriksaan laboratorium.

Persetujuan yang dinyatakan (express consent).

Pasien dapat memberikan persetujuan dengan menyatakannya secara lisan
(oral consent) ataupun tertulis (written consent).
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KAPAN DIBUTUHKAN PERSETUJUAN TERTULIS?

Pasal 45 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ayat (5) menyatakan
bahwa “ Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung
risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani
oleh yang berhak memberikan persetujuan.” Umumnya disebutkan bahwa
contoh tindakan yang berrisiko tinggi adalah tindakan invasif (tertentu) atau
tindakan bedah yang secara langsung mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh
(lihat pengertian di depan).
Persetujuan tertulis juga dibutuhkan bila memang dibutuhkan bukti persetujuan
Dengan mengacu kepada anjuran General Medical Council (GMC) di Inggris,
KKI melalui buku manual ini memberikan petunjuk bahwa persetujuan tertulis
diperlukan pada keadaan-keadaan sbb:

- Bila tindakan terapetik bersifat kompleks atau menyangkut risiko atau efek
samping yang bermakna.
Bila tindakan kedokteran tersebut bukan dalam rangka terapi
Bila tindakan kedokteran tersebut memiliki dampak yang bermakna bagi
kedudukan kepegawaian atau kehidupan pribadi dan sosial pasien
Bila tindakan yang dilakukan adalah bagian dari suatu penelitian.
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PENOLAKAN PEMERIKSAAN/TINDAKAN

Pasien yang kompeten (dia memahami informasi, menahannya dan
mempercayainya dan mampu membuat keputusan) berhak untuk menolak suatu
pemeriksaan atau tindakan kedokteran, meskipun keputusan pasien tersebut
terkesan tidak logis. Kalau hal seperti ini terjadi dan bila konsekuensi penolakan
tersebut berakibat serius maka keputusan tersebut harus didiskusikan dengan
pasien, tidak dengan maksud untuk mengubah pendapatnya tetapi untuk meng-
klarifikasi situasinya. Untuk itu perlu dicek kembali apakah pasien telah mengerti
informasi tentang keadaan pasien, tindakan atau pengobatan, serta semua
kemungkinan efek sampingnya.

Kenyataan adanya penolakan pasien terhadap rencana pengobatan yang
terkesan tidak rasional bukan merupakan alasan untuk mempertanyakan
kompetensi pasien. Meskipun demikian, suatu penolakan dapat mengakibatkan
dokter meneliti kembali kapasitasnya, apabila terdapat keganjilan keputusan
tersebut dibandingkan dengan keputusan-keputusan sebelumnya. Dalam setiap
masalah seperti ini rincian setiap diskusi harus secara jelas didokumentasikan
dengan baik.
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PENUNDAAN PERSETUJUAN
(PERMINTAAN PASIEN)

Persetujuan suatu tindakan kedokteran dapat saja ditunda pelaksanaannya oleh
pasien atau yang memberikan persetujuan dengan berbagai alasan, misalnya
terdapat anggota keluarga yang masih belum setuju, masalah keuangan, atau
masalah waktu pelaksanaan. Dalam hal penundaan tersebut cukup lama, maka
perlu di cek kembali apakah persetujuan tersebut masih berlaku atau tidak.
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PEMBATALAN PERSETUJUAN YANG TELAH DIBERIKAN

Pada prinsipnya, setiap saat pasien dapat membatalkan persetujuan mereka
dengan membuat surat atau pernyataan tertulis pembatalan persetujuan
tindakan kedokteran. Pembatalan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum
tindakan dimulai. Selain itu, pasien harus diberitahu bahwa pasien
bertanggungjawab atas akibat dari pembatalan persetujuan tindakan. Oleh
karena itu, pasien harus kompeten untuk dapat membatalkan persetujuan.

Menentukan kompetensi pasien pada situasi seperti ini seringkali sulit. Nyeri,
syok atau pengaruh obat-obatan dapat mempengaruhi kompetensi pasien dan
kemampuan dokter dalam menilai kompetensi pasien. Bila pasien dipastikan
kompeten dan memutuskan untuk membatalkan persetujuannya, maka dokter
harus menghormatinya dan membatalkan tindakan atau pengobatannya.

Kadang-kadang keadaan tersebut terjadi pada saat tindakan sedang
berlangsung. Bila suatu tindakan menimbulkan teriakan atau tangis karena nyeri,
tidak perlu diartikan bahwa persetujuannya dibatalkan. Rekonfirmasi persetujuan
secara lisan yang didokumentasikan di rekam medis sudah cukup untuk
melanjutkan tindakan. Tetapi apabila pasien menolak dilanjutkannya tindakan,
apabila memungkinkan, dokter harus menghentikan tindakannya, mencari tahu
masalah yang dihadapi pasien dan menjelaskan akibatnya apabila tindakan tidak
dilanjutkan.

Dalam hal tindakan sudah berlangsung sebagaimana di atas, maka penghentian
tindakan hanya bisa dilakukan apabila tidak akan mengakibatkan hal yang
membahayakan pasien.
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PENELITIAN

Dokter dan dokter gigi dalam melakukan penelitian dengan menggunakan
manusia sebagai subjek harus memperoleh persetujuan dari mereka yang
menjadi subjek dalam penelitian tersebut. Hal ini telah lama dicanangkan dalam
Code of Nuremberg serta Declaration of Helsinki yang sejak 1964 selalu
diperbaiki dalam World Medical Assembly dan terakhir di Afrika Selatan tahun
1996.

Disamping itu, prinsip dasar etika yang salah satunya adalah menghargai
otonomi atau hak seseorang mengharuskan adanya persetujuan suatu tindakan.
Baik itu tindakan medik, maupun tindakan yang hanya mencari data dengan
suatu kuesioner, serta tindakan penapisan (skrining) untuk memilih subjek yang
akan digunakan dalam penelitian

Suatu penelitian harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat menggunakan
manusia sebagai subyek penelitian, yang ditentukan oleh Panitia Etika
Penelitian. Pastikan bahwa penelitian tersebut tidak bertentangan dengan
kepentingan terbaik pasien, bahwa subyek penelitian tahu bahwa ia sedang
mengikuti penelitian, dan keterlibatan subyek penelitian adalah secara sukarela.

Persetujuan harus diperoleh dengan suatu proses, yaitu proses komunikasi
antara peneliti dan calon subjek penelitian. Komunikasi dalam hal ini adalah
berupa pemberian informasi tentang segala sesuatu mengenai tindakan dan
berisi hal-hal yang sesuai dengan keperluan maupun penapisan yang akan
dilakukan. Sedang informasi yang diberikan, kecuali lisan sebaiknya juga tertulis
agar bukti yang ada dapat didokumentasikan.

Selanjutnya informasi seharusnya berisi :

1. tujuan penelitian atau penapisan

2. manfaat penelitian dan penapisan

3. protokol penelitian dan penapisan, serta tindakan medis

4. keuntungan penelitian dan penapisan

5. kemungkinan ketidaknyamanan yang akan dijumpai, termasuk risiko yang
mungkin terjadi

6. hasil yang diharapkan untuk masyarakat umum dan bidang kesehatan

7. bahwa persetujuan tidak mengikat dan subyek dapat sewaktu-waktu

mengundurkan diri.
8. bahwa penelitian tersebut telah disetujui oleh Panitia Etika Penelitian.
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SKRINING

Skrining dapat merupakan upaya yang penting untuk dapat memberikan

tindakan yang efektif. Tetapi terdapat beberapa hal penting yang harus

diperhatikan:

a. Terdapat kemungkinan bahwa uji skrining tersebut memiliki ketidakpastian,
misalnya false positive dan false negative

b. Beberapa uji skrining tertentu berpotensi mengakibatkan hal yang serius bagi
pasien dan keluarganya, tidak hanya dari segi kesehatan, melainkan juga
segi sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu persetujuan dilakukannya uji skrining harus didahului dengan

penjelasan yang tepat dan layak, serta pada keadaan tertentu memerlukan

tindak lanjut, misalnya dengan konseling dan support group.

24
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



PEMBUKAAN INFORMASI

Pada umumnya pembukaan informasi pasien kepada pihak lain memerlukan
persetujuan pasien. Persetujuan tersebut harus diperoleh dengan cara yang
layak sebagaimana diuraikan di atas, yaitu melalui pemberian informasi tentang
baik-buruknya pemberian informasi tersebut bagi kepentingan pasien.

UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa pembukaan

informasi tidak memerlukan persetujuan pasien pada keadaan-keadaan:

a. untuk kepentingan kesehatan pasien

b. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan
hukum, misalnya dalam bentuk visum et repertum
atas permintaan pasien sendiri

d. berdasarkan ketentuan undang-undang, misalnya UU Wabah dan UU
Karantina

Setelah memperoleh persetujuan pasien maka dokter tetap diharapkan
memenuhi prinsip “need to know”, yaitu prinsip untuk memberikan informasi
kepada pihak ketiga tersebut hanya secukupnya — yaitu sebanyak yang
dibutuhkan oleh peminta informasi.

25
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



PEMERIKSAAN HIV

. Pemeriksaan terhadap kasus HIV-AIDS tidak dibenarkan atas dasar
epidemiologi ataupun aspek kesehatan masyarakat. Tetapi setiap orang
harus dapat mempunyai akses untuk menjalani test HIV AIDS.

. Test skrining harus berdasarkan kemauan sendiri serta dengan persetujuan
tertulis. Penjelasan sebelum dilakukan test harus menjelaskan segala
implikasinya jika kelak ditemukan positip menderita (konseling).

. Terhadap populasi tertentu, petugas kesehatan dapat meminta persetujuan
pemeriksaan skrining tanpa konseling terlebih dahulu (provider initiative
testing conselling), konseling dilakukan kemudian.

. Sebelum tindakan pembedahan pasien hanya dapat dibenarkan untuk
dilakukan test HIV AIDS bila terdapat indikasi kliniknya.

. Jika pasien dalam keadaan gawat darurat dan pasien tidak dapat atau
menolak untuk memberikan persetujuan sebelum dilakukan test maka dia
harus diperlakukan sebagai kasus yang terinfeksi.

. Test harus dilakukan pada donor darah dan organ untuk kepentingan
transplantasi.

. Aturan pemberian persetujuan lainnya mengikuti tatacara aturan umum.
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KESEHATAN REPRODUKSI

Kesehatan reproduksi tidak hanya melibatkan individu tetapi melibatkan
pasangan dan janin yang dikandungnya terutama bagi wanita. Oleh karena itu,
persetujuan tindakan di bidang kesehatan reproduksi memiliki dimensi yang agak
berbeda dengan kondisi tindakan medis terhadap organ lainnya.

Permasalahan utama pada pemberian persetujuan dalam lingkup kesehatan
reproduksi adalah kapan dan bagaimana persetujuan cukup diberikan oleh
pasien wanita saja, orang tua, suami saja dan suami isteri.
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CONTOH FORMAT DOKUMENTASI PEMBERIAN INFORMASI

DOKUMEN PEMBERIAN INFORMASI

Dokter Pelaksana Tindakan

Pemberi informasi

Penerima Informasi

JENIS INFORMASI ISI INFORMASI TANDAI
1 Diagnosis (WD & DD)
2 Dasar Diagnosis
3 Tindakan Kedokteran
4 Indikasi Tindakan
5 Tata Cara
6 Tujuan
7 Risiko
8 Komplikasi
Prognosis
Alternatif & Risiko
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal di
atas secara benar dan jujur dan memberikan kesempatan untuk
bertanya dan/atau berdiskusi
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi
sebagaimana di atas yang saya beri tanda/paraf di kolom kanannya,
dan telah memahaminya
28
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CONTOH FORMAT PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

PEMBERIAN INFORMASI

Dokter Pelaksana Tindakan

Pemberi informasi

Penerima Informasi / pemberi
persetujuan *

JENIS INFORMASI ISI INFORMASI TANDA (v)

Diagnosis (WD & DD)

Dasar Diagnosis

Tindakan Kedokteran

Indikasi Tindakan

Tata Cara

Tujuan

Risiko

Komplikasi

Prognosis

=2 OO N O O | W N~

0 Alternatif & Risiko

Lain-lain

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal di atas tandatangan
secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau
berdiskusi

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana tandatangan
di atas yang saya beri tanda/paraf di kolom kanannya, dan telah
memahaminya

* Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah
wali atau keluarga terdekat

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya , nama , umur
tahun, laki-laki/ perempuan*, alamat

dengan ini menyatakan persetujuan untuk dilakukannya tindakan
terhadap saya / saya*
bernama , umur tahun, laki-laki / perempuan®, alamat

Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan seperti di
atas kepada saya, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin timbul.

Saya juga menyadari bahwa oleh karena ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan
tindakan kedokteran bukanlah keniscayaan, melainkan sangat bergantung kepada izin Tuhan Yang
Maha Esa.

, tanggal pukul
Yang menyatakan * Saksi:
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CONTOH FORMAT PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN

PEMBERIAN INFORMASI

Dokter Pelaksana
Tindakan

Pemberi informasi

Penerima Informasi /
pemberi penolakan *

JENIS INFORMASI ISI INFORMASI TANDA (v)

Diagnosis (WD & DD)

Dasar Diagnosis

Tindakan Kedokteran

Indikasi Tindakan

Tata Cara

Tujuan

Risiko

Komplikasi

Prognosis
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0 | Alternatif & Risiko

Lain-lain

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal tandatangan
di atas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan
untuk bertanya dan/atau berdiskusi

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi tandatangan
sebagaimana di atas yang saya beri tanda/paraf di kolom
kanannya, dan telah memahaminya

*

Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka
penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat

PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya , nama ,
umur tahun, laki-laki/ perempuan®, alamat

dengan ini menyatakan penolakan untuk dilakukannya tindakan

terhadap saya /

saya® bernama , umur
tahun, laki-laki / perempuan®, alamat

Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah
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dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin
timbul apabila tindakan tersebut tidak dilakukan.

Saya bertanggungjawab secara penuh atas segala akibat yang mungkin timbul
sebagai akibat tidak dilakukannya tindakan kedokteran tersebut.

, tanggal pukul
Yang menyatakan * Saksi:
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CONTOH FORMAT PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN

Setelah memperoleh informasi baik secara lisan dan tulisan mengenai
penelitian/penapisan yang akan dilakukan oleh ................cccciiiiiiiii
dan informasi tersebut telah saya pahami dengan baik mengenai manfaat,
tindakan yang akan dilakukan, keuntungan dan kemungkinan ketidaknyamanan
yang mungkin akan dijumpai, saya :

Nama e
Alamat & s
Identitas @ ...
Setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian/penapisan tersebut.

Tanda tangan Saksi

(nama jelas)
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CONTOH MODEL SURAT PERSETUJUAN WALI SUBYEK PENELITIAN

NAMA INSTITUSI/RUMAH SAKIT ..o

SURAT PERSETUJUAN UJI KLINIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Umur :
Jenis kelamin :
Alamat

No. KTP
Pekerjaan

Setelah mendapat keterangan secukupnya serta menyadari manfaat dan risiko
penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul :

Dengan sukarela menyetujui diikutsertakan : anak/
(hubungan keluarga terdekat dalam hal penderita tidak dapat memutuskan
sendiri)

Nama

Umur :
Jenis kelamin :
Alamat

No. KTP
Pekerjaan

Dalam penelitian tersebut dengan catatan bila suatu waktu merasa dirugikan,
berhak membatalkan persetujuan ini.

......................... AT L J
Mengetahui: Yang menyetujui:
Penanggung jawab penelitian Wali peserta uji klinik
(ceremmmmmmmeee e ) P )
Saksi :
(ceeree e )
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MODEL FORMULIR SURAT PERSETUJUAN SUBYEK PENELITIAN

NAMA INSTANSI/RUMAH SAKIT: ...

SURAT PERSETUJUAN UJI KLINIK
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Umur :
Jenis kelamin :
Alamat

No. KTP
Pekerjaan

Setelah mendapat keterangan secukupnya serta menyadari manfaat dari risiko
penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul :

Dengan sukarela menyetujui diikutsertakan dalam uji klinik di atas dengan
catatan bila suatu waktu merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak
membatalkan persetujuan ini.

......................... R o £ I
Mengetahui: Yang menyetujui:
Penanggung jawab penelitian Wali peserta uji klinik
(cemeemmmee e ) (ceeeemmerer e )
Saksi :
(ereeeee e )
34

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



DAFTAR PUSTAKA :

1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Departemen Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
585/Menkes/Per/I1x/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik

Dept of Health Circulars and Guidelines: HC (90)22: A Guide to Consent for
Examination or Treatment (Inggris)

Canada: Health Care Consent Act, 1996 , dll

General Medical Council: Seeking Patient's Consent: The Ethical
Considerations, Feb 1999

Keputusan Dirjen Yanmed Nomor HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman
Persetujuan Tindakan Kedokteran

Konsil Kedokteran Indonesia, Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
yang Baik, Jakarta, 2006.

Konsil Kedokteran Indonesia, Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-
Pasien, Jakarta, 2006.

10.MPS: Cansent, A Complete Guide For GPs

35
Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012



01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
1.
12.
13.
14.
19.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

KONTRIBUTOR
PENYUSUNAN DRAFT MANUAL PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

drg. Kresna Adam (KKI)

Adriyati Rafly (KKI)

Budi Sampurna, dr (Anggota Pokja)
Muryono Subyakto, drg (Anggota Pokja)
Prof Edi Sundoro (Anggota Pokja)
Bahar Azwar (Anggota Pokja)
Sanoesi Tambunan (Anggota Pokja)
Grace V Gumuruh (FKG Unpad)
Undang K (IDI Cab Bd Lampung)
Herman H (PDGI Cab Cianjur)

Peppy RF (IDI Cab Bekasi)

Riani Wikaningrum (FK Yarsi)

Ratu Tri Yulia H (Dinkes Cianjur)
Mashudi IM (Dinkes Kota Bd Lampung)
Heri Djoko S (Dinkes Prov Lampung)
Surja T(FK Maranata)

Yusuf Karim(PSKed Univ Jambi)
Herianti Moenir (Dinkes DKI Jakarta)
Stefanus L (FK Unika Atmajaya)
Rama Putranto (FKG Baiturrahman)
Eddy Prijono (PDGI Wil Jabar)

Poediji Rahadjoeningsih (FKG Unpad)
Masagus M Hakim (/DI Sumsel)
Zarkasih Anwar (FK Unsri)

Efrida Warganegara (Unila)

Adang Sudjana Utja (MKEKG)

Yuyun G (/DI Wil Banten)

E Wisnosisilo (Dinkes Kota Tangerang)
Rostina, drg (Dinkes Prov Banten)
Mastrul, dr (FK Unan)

Sulis, drg (Dinkes Prov Jabar)

Jojo R Noor (FK UNJANI)

Sutedja (FK UNJANI)

Ruskandi M (IDI Wil Lampung)

Fungsi dan ..., Timotius Senopati Agastya Prakosa, FH Ul, 2012

36



	Halaman Judul
	Abstrak
	Daftar Isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Bab V
	Daftar Pustaka
	Lampiran



